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3.1

Pengembangan kawasan dalam Ibu Kota Nusantara didasarkan pada delapan
prinsip pembangunan yang mengedepankan hubungan yang harmonis antara
manusia, alam, teknologl, dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Perencanaan dan pembangunan lbu Kota Nusantara didasari oleh kaidah
penghidupan yang berkelanjutan (sustainable liuelihoodl untuk menjaga
keseimbangan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial yang
mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk
memastikan semua pihak termasuk perempuan, anak, pemuda, lansia, dan

disabilitas dapat terlibat dan menerima manfaat dari setiap
program pembangunannya. Selain itu, rencana pembangunan Ibu Kota
Nusantara juga didasarkan pada pengurangan risiko terhadap perubahan iklim
dan bencana. Prinsip dasar pengembangan kawasan di Ibu Kota Nusantara
memadukan tiga konsep pembangunan perkotaan, yaitu Ibu Kota Nusantara
sebasai kota hutan atau forest cifu, kota spons atau sponge citg, dan kota cerdas
atau smart citg.

Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara memperhitungkan keterkaitan dan
konektivitas dengan daerah di sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai
Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara. Keterkaitan dan konektivitas tersebut tidak
hanya dari sisi penyediaan infrastruktur, tapi juga menyangkut hubungan dan
kerja sama sosial antarpenduduk serta hubungan dan kerja sama ekonomi yang
saling mendukung dan menguatkan. Dengan demikian, pembangunan lbu Kota
Nusantara sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas juga harus
mengedepankan kemitraan dan kerja sama yang harmonis dengan Daerah Mitra
Ibu Kota Nusantara tersebut.

3.1.1 Kota Hutan (Forest Citg)

3.1.1.1 Kota Hutan: Solusi Berbasis Alam Menuju Ibu Kota Nusantara
Berkelanjutan

Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan (f,orest citg)
menjadi solusi berbasis alam (nature based solutiazrs). Kota }lutart $orest citg)
menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelestarian
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lingkungan dapat beg'alan serasi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi, mengembangkan partisipasi dan fasilitasi masyarakat, serta
menguatkan kerja sama dan kemitraan berbagai pihak. Hutan juga membuat
Ibu Kota Nusantara menjadi kota layak huni (liueable aty). Kota hutan
merupakan solusi hemat biaya dan dapat memberikan beragam keuntungan
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat tersebut antara lain berupa kesehatan
penduduk, ekonomi }:ijatu lgreen jobs), tahan terhadap dampak perubahan iklim,
dan konservasi keanekaragaman hayati.

Kota hutan adalah perwujudan konsep kota berkelanjutan dengan
mempertahankan, mengelola, dan merestorasi ekosistem hutan, sebagai solusi
berbasis alam, untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial dan lingkungan
seperti dampak perubahan iklim, bencana, kehilangan keanekaragaman hayati,
polusi, dan permasalahan kesehatan. Keunggulan peneraptrn kota hutan dapat
dilihat pada ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (Gambar 3-1).

Pilar pertama, ekonomi, dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menclptalan trapangan pckGrJaaa. Pelibatan masyarakat dalam

melindungi hutan, seperti patroli, pengendalian kebakaran, penanaman
pohon, kegiatan wisata alam di sekitar perkotaan pengelolaan lahan secara
berkelanjutan.

bl,aya energi. Solusi berbasis alam jauh lebih hemat biaya
dibandingkan penggunaan teknologi dan infrastruktur, salah satunya
adalah udara sejuk dari kanopi.

nllal propeftl. Pohon dan taman meningkatkan nilai
estetika dan nilai lokasi. Naungan pohon juga mampu meningkatkan umur
bangunan dan resapan air yang dapat mengurangi limpasan serta
mengurangi beban drainase lingkungan.

Meadatangkan wlsatawan. Kota yang didominasi dan dikelilingi dengan
alam akan meningkatkan potensi pariwisata.

blaya penanggulangan bencana. Hutan membuat kota lebih
tahan dan tangguh bencana.

Mengurangl biaya keschatan. Hutan mengurangi risiko berbagai penyakit
fisik dan mental yang sangat bermanfaat dalam jangka panjang.

peluang penbia5raan dari pembayaran jasa ekosistem
seperti perdagangan karbon, nilai keanekaragaman hayati, jasa penyediaan
air, wisata alam, dan beberapa mekanisme pasar ekosistem lainnya.

b

c

d

e,

f.

c.
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Pilar kedua, sosial, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Leberaganan. Hutan dan ruang terbuka hijau dapat
menjadi wadah partisipasi publik, dan terjadinya interaksi berbagai
kegiatan komunitas yang beragam, serta penerapan nilai-nilai dan kearifan
lokal dalam pelestarian hutan dan penghidupan yang berkelanjutan
(su stainable liu eliho o dl.

gaya htdup yang bGrorlentasl llagtungan. Hutan dan
lingkungan yang asri mendorong warga untuk berkegiatan dan
menjalankan pola hidup yang berinteraksi dengan alam dan berorientasi
rnelestarikan lingkungan, seperti konsumsi yang berkelanjutan, hemat air,
mendaur ulang sampah, mengkonservasi energi, dan sebagainya.

tnenular. Gaya hidup yang sehat dapat
mengurangi berbagai jenis penyakit tidak menular, termasuk penyakit
mental (forest healing/ bathingl. Pemandangan dan akses ke ruang terbuka
hijau dan hutan memberikan efek positif dan menenangkan pikiran.

Pilar ketiga, lingkungan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. ilengatael perubehar iLllm. Pohon mampu menyerap karbon dioksida
dan menyimpannya dalam bentuk karbon.

Leaaetaraganan hayatl. Hutan mampu mendukung
pelestarian berbagai spesies, termasuk yang terancam punah dan bernilai
konservasi tinggi.

c. Me4laga tkltm ntlrro kota. Pepohonan dan tanaman di kota dapat
mengurangi suhu panas perkotaan. Daun memantulkan banyak sinar
matahari dan menyerap sedikit panas dibandingkan ba:rgunan beton.

d. Mengurangt polusl udara. Proses fotosintesis, pohon akan menyerap
karbon dioksida, sulphur dioksida, nitrogen, dan karbon monoksida.

e. MenJaga kualttas alr. Akar pohon membantu mengurangi kandungan
nitrogen, fosfor, dan logam berat dalam air hujan. Pepohonan dan tanaman
dapat menahan air hujan, menyaring air yang mengalir, dan menunda
waktu terjadinya limpasan. Hutan maqroue juga dapat menahan intrusi
air laut dan abrasi.

a

b

c

b.

SK No 140879A



tTil-{IiT{fi
K INDONES

22-

Gambar 3-1 Berbagai I(eunggular Konsep Ifuta Hut n (Fore,s, Citgl,

3,1.L.2 Target, Cakupan, dan Prinsip Dasar Kota Hutan

Target kota hutan Ibu Kota Nusantara adalah melindungi, mengelola, dan
merestorasi hutan seluas 65 persen dari Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Gambar 3-2 Target Kota Hutan lbu Kota Nusantara
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Prinsip dasar kota hutan Ibu Kota Nusantara adalah: (1) Nol Deforestasi (zero
deforestation) hutan dan ekosistem yang ada; (2) Konservasi

Hayati (biadiversitg crnr.seruationl; (3) Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan (sustainable forest management); (41 Peningkatan Stok Karbon
(enhareing mrbon stoclc); (5) Pelibatan Masyarakat Adat dan l.okal {ammunitg
inuolvementl; (6) Perbaikan Tata Kelola dan Tata Guna lahan (improving land
uses managem-enfl.

Dilihat dari ruang lingkup Wilayah Ibu Kota Nusantara, hutan mencakup:

a, Huta! seLlt.r tota (Wilayah Pengembangan Ibu Kota Nusantara), berupa
Rimba Nusantara, Rimba Kota, hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan
bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar
perkotaan.

b. Hutan dal'rn Lota (KIKN) seperti Rimba Kota, ialur hiiau, taman tematik,
taman vertikal (uertical gardenl, atap hijau (green roof top), dan ruang
terbuka hijau lainnya yang berada di kawasan perkotaan.

Gambar 3-3 Ruang Lingkup Kota Hutan (Fotest Citgl
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3.1.1.3 Strategi Utama

Strategi utama penerapan prinsip kota hutan adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan dan/ atau mengurangi deforestasi ekosistem hutan
(hutan konservasi, hutan bakau, hutan hujan tropis primer, hutan
sekunder) yang menjadi stok karbon dan mempunyai nilai
hayati tinggi 1OO.0OO hektare.

b. IVlengelola hutan secara berkelanjutan dan wanatani di area keterlanjuran
4O.00O hektare.

c. Merestorasi area terdegradasi (bekas tebangan hutan tanaman, bekas
perambahan, dan bekas tambang) dan pembangunan koridor satwa (alami
dan buatan) 30.000 hektare.

d. Membangun hutan kota dan/ atau ruang terbuka hijau (kebun raya, taman
kota, taman botani, taman riparian, jalur }:ijau, green buildingl di area
perkotaan 29.000 hektare atau 50 persen dari Kawasan Ibu Kota
Nusantara.

e. Mengakui, melibatkan, meningkatkan kesejahteraan termasuk penyediaan
layanan dasar dan pemberian insentif mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan kepada masyarakat adat dan lokal di Wilayah Ibu
Kota Nusantara dengan program wanatani berkelanjutan, ekowisata, dan
potensi pendapatan dari jasa ekosistem seperti perdagangan karbon hutan.

f. Memastikan substansi dan target perlindungan, pengelolaan, dan
pemulihan hutan terintegrasi dalam Rencana Induk, Rencana Tata Ruang,
dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

g. Melakukan moratorium perizinan usaha dan kegiatan pertambangan,
perkebunan di kawasan lindung (75 persen dari Wilayah Ibu Kota
Nusantara), termasuk kegiatan pertambangan di luar kawasan hutan.
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Gambar 3-4 Program Kota Hutan Ibu Kota Nusantara

3.1.1.4 Rancangan Kelembagaan dan Pendanaan Pengelolaan Hutan
Ibu Kota Nusantara

3.1.1.4.1 Momentum Perbaikan Tata Pemerintahan dan Tata Guna Hutan

Sejalan dengan kewenangan khusus Otorita lbu Kota Nusantara, pembangunan
Ibu Kota Nusantara menjadi momentum dalam mendorong desentralisasi
penyelenggaraan kehutanan. Pelimpahan wewenang pengelolaan hutan kepada
Otorita Ibu Kota Nusantara memungkinkan:

a. Terintegrasinya tz.ta hutan dan rencana tata ruang.

b. Meningkatnya pengakuan dan partisipasi masyarakat adat dan lokal lebih
besar.

c. Menguatkan koordinasi dan kelancaran dalam perencanaanr, pelaksanaan,
dan pe mantauan hutan.

d. Meningkatnya kemampuan adaptasi terhadap komitmen dan tqiuan global,
nasional, dan lokal.

3.1. L.4.2 Ttansformasi Pengelolaan Hutan (Smarf Forestry)

Partisipasi masyarakat adat dan lokal menjadi penting dalam keberhasilan
mewujudkan kota hutan. Pengelolaan sumber daya alam seperti ini juga sering
disebut sebagai pengelolaan adaptif (adaptiue managem.entl.
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Termasuk dalam pengelolaan hutan tidak hanya menilai hutan dari nilai kayu,
tapi lebih pada nilai jasa ekosistem, jasa karbon, wisata, dan
hayati, yang merupakan mata uang baru ekonomi kehutanan.

Gambar 3-5 Koneep Pengelolaan Kota Hutan (Ibllgst CttU)

3.1.2 Kota Spons (Sponge Cirg)

Ibu Kota Nusantara menerapkan konsep kota spons untuk mengembalikan dan
menjaga siklus alami air yang berubah karena perubahan fungsi dan tutupan
lahan. Kota spons adalah kota yang mampu menahan dan meresapkan air hujan
ke dalam tanah. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan
air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, manfaat
pemurniEm air dan pelestarian ekologi, elisiensi sistem sumber daya, serta
manfaat ekonomi, sosial, dan kultural bagi masyarakat,

3.1,2.1 Prinsip Pengembangan Kota Spons

Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tu.iuan pengembangan Ibu Kota
Nusantara sebagai kota spons adalah sebagai berikut:
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b

a.

c

Kota Nusantara (Archipelago Citgl
Ruang terbuka hijau dan biru menjadi fondasi stnrktur yang membentuk
kota. Kedua ruang tersebut akan menghubungkan kota dengan alam,
serta terintegrasi dengan desain kota untuk memelihara dan melestarikan
keanekaragaman hayati.
Kota Berdaya Serap (Absorbent Citgl
Koridor ruang terbuka hijau dan biru pada skala perkotaan akan
menangkap limpasan hujan, yang dikumpulkan dan dialirkan ke taman
kota. Taman-taman tersebut didesain sebagai ruang terbuka hijau yang
dinamis dan bersifat seperti spons, sehingga air hujan dapat diserap dan
mengisi kembali akuifer serta mempertahankan keseimbangan dalam
ekosistem.
Kota Terintegrasi (Integrated Ciful
Implementasi konsep kota spons di skala permukiman terkecil hingga pada
skala perkotaan diintegrasikan untuk memperlambat dan menahan aliran
air, memanen air hujan, dan meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam
tanah.

3.1.2.2 Strategi Pengembangan Kota Spons

Guna mewujudkan konsep kota spons dan prinsip-prinsip sebagaimana
disebutkan di atas, perlu diwujudkan dalam suatu perencanaan dan
pengendalian pembangunan. Untuk itu diperlukan sebuah acuan perencanaan
dan peraturan lebih detail serta mekanisme pelaksanaan dan penegakan
aturannya, dengan memperhatikan strategi berikut:

a. Meminimalisirlimpasanpermukaan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengubah lingkungan alami menjadi
lingkungan terbangun yang dapat berdampak pada peningkatan limpasan
permukaan. Untuk itu, harus dipastikan bahwa perubahan limpasan
terjadi seminimal mungkin. Lebih baik lagi, pembangunan memungkinkan
lebih banyak air tertahan dan terserap dibandingkan saat masih kondisi
alami.

Dalam limpasan permukaan, desain perkotaan dan
permukiman pada skala mikro harus sensitif terhadap air. Salah satu
penerapannya adalah atap hiiau (green roofi,opl pada bangunan/gedung
untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum
menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai.

Adapun salah satu aspek penting dalam meminimalisir perubahan
limpasan permukaan adalah penerapan kebijakan Zero Delta Q, yang akan
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dituangkan pada peraturan lebih lanjut. Di dalam peraturan tersebut, perlu
dipastikan bahwa pelaku pembangunan bangunan gedung dan hunian
harus bisa membuktikan bahwa keberadaan bangunan tidak menambah
limpasan langsung dibandingkan saat kondisi alami.

b. Memaksimalkan peresapan air hujan

Desain perkotaan dan permukiman pada skala makro yang sensitif
terhadap air. Kawasan terbangun di Ibu Kota Nusantara harus mampu
meresapkan air hujan ke dalam tanah secara maksimal. Hal ini dapat
dilakukan dengan mempertahankan dan membangun ruang-ruang terbuka
hijau, parit bervegetasi, dan rrang untuk sempadan sungai. Selain itu
dapat diwujudkan melalui jenis perkerasan yang dapat menyerap aA
berupa jalaa dan trotoar berpori dan sistem bioretensi.

air hujan

air hujan berupa ruang terbuka hijau dan biru perlu
c.

dilakukan secara tersebar luas dan terdistribusi merata. Adapun
implementasinya dapat dilakukan melalui pemanfaatan ruang seperti
pait/ oeek, alur sungai, dan tampungan air seperti situ, danau, embung,
dan kolam retensi. Ruang-ruang tersebut perlu dirancang dalam
satu-kesatuan sistem hidrologi untuk nrampu menahan dan menyimpan
alr, ini juga akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan
non-ar mlnum.

Gambar 3-6 llustrasi Komponen Kota Spons
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Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh melalui implementasi kota spons
pada Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya pasokan air bersih melalui proses penyaringan vegetasi
dan tanah.

b. Menurunnya biaya lingkungan dan kesehatan akibat peningkatan
kualitas air.

c. Berkurangnya limpasan permukaan akibat semakin luasnya ruang terbuka
dengan kemampuan menyerap tinggi.

d. Terciptanya ruang kota yang hijau, sehat, dan menyenangkan untuk
peningkatan kualitas hidup, serta menciptakan estetika lanskap dan area
rekreasi masyarakat.

e. Berkurangnya efek pemanasan kota./ Urban Heat Island, (UHI) karena badan
air akan memfasilitasi hilangnya panas melalui penguapan sehingga
mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan.

3.1.3 Kota Cerdas (Smart citgl

3.1.3.1 Konsep Kota Cerdas untuk Ibu Kota Nusaltara
Kota cerdas adalah pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknotogi digital
untuk merencanakan dan mengelola fungsi inti perkotaan secara efisien,
inovatif, inklusif, dan berketahanan. Keberhasilan dari implementasi kota cerdas
ialah ketika kota tersebut marnpu mengarahkan munculnya berbagai inovasi
dalam memperbaiki keberlanjutan lingkungan, serta memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kota cerdas juga dapat
memperbaiki kualitas demokrasi, tata kelola yang terdistribusi, otonomi
individual dan kolektif, partisipasi masyarakat dalam perencanaan perkotaan,
menjamin perlindungan hak privasi, dan perlindungan dari komodifikasi data.

Manfaat pendekatan kota cerdas adalah: (a) efisiensi, penghematan waktu
perjalanan, biaya hidup lebih terjangkau, penyerapan tenaga kerja lebih optimal;
(b) transparansi, meningkatnya partisipasi sosial dan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah; serta (c) keberlanjutan, kualitas lingkungan yang lebih
baik dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca, pemborosan air, serta
timbulan sampah.
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3.1.3.2 Prioritas Teknologi yang akan Diterapkan

Penentuan prioritas teknologi yang akan diterapkan didasarkan atas empat
kriteria, yaitu permintaan dari penduduk, manfaat untuk mewujudkan KPI,
kelayakan teknologi serta biaya. Seluruh penerapan teknologi kota cerdas
diperkirakan dapat terlaksana mulai tahtn 2025 saat teknologi 5G telah
matang.

Berdasarkan hasil prioritisasi, enam kategori inisiatif kota cerdas Ibu Kota
Nusantara yaitu: Sistem Perkotaan, Keselamatan dan Keamanan, Layanan
Pemerintah, Lingkungan dan Keberlanjutan, Akses dan Mobilitas, serta
Kelayakhunian dan Kehidupan Perkotaan. Ruang lingkup tiap-tiap inisiatif kota
cerdas mencakup dan tidak terbatas pada:

a. Sistem Perkotaan

1. Manajemen Aset/Fasilitas/Bangunan Cerdas
2. Pengelolaan Air Cerdas
3. Pengelolaan Limbah Cerdas
4. Pengelolaan Energi Cerdas
5. Pengolahan sampah menjadi energi (smart uaste managemenfl
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b Keselamatan dan Keamanan

l Surveilansteraugmentasi
2. Keamanan Cerdas
3. Penerangan Umum Cerdas (smart lighfingl
4. Sistem pengaduan masyarakat
5. Fasilitas rehabilitasimasyaralat
6. Fasilitas lembaga pemasya rakatan
7. Layanan masyarakat korban bencana ld.baster re@ueryl)

8. Penyediaan aparatur keamanan masyarakat di tingkat RT/RW

layanan Pemerintah

1. Platform penduduk elektronik (e-Citizenl

2. Basis data publik terpusat
3. Perencanaan perkotaan berbasis data
4. Jaringan internet dari pemerintah untuk area publik
5. Catatan budaya yang didigitalkan
6. Sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik
7. Sistem pemetaan pemasok makanan
8. Sistem perizinan industri manufaktur dan bisnis baru
9. Sistem pendataan ketenagakerjaan (formai dan nonformal)
1O. Fasilitas sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

11. Penyediaan fasilitas perpustakaan umum dan penyediaan
perpustakaan elektronik le-library)

12. Penyediaan akses internet broadband untuk rumah tangga
13. Fasilitas partisipasi masyarakat secara digital
14. Fasilitas edukasi UMKM (digital dan non-digital)

Lingkungan dan Keberlanjutan
1. Pemantauan kualitas lingkungan hidup terintegrasi
2. Pengelolaan kedaruratan cerdas (smart em.ergency man.agementl

termasuk sistem peringatan dini (EarQ Waming Sgstem atau EWS),
kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana

3. Pengendalian banjir dan air limpasan cerdas (smart flood and
stormwater managemenq

4. Penataan wajah kota (penataan taman, ruang terbuka)

C

d
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Akses dan Mobilitas

l. Pengelolaan angkutan umum cerdas lsmart bus and rail management)

2. Platform mobilitasterintegrasi
3. Pengelolaan parkir cerdas (smart parking manogementl

4. Pengelolaan lalu lintas real time, termasuk smart traffic light
5. Fasilitas dan manajemen transportasi udara

6. Fasilitas dan manajemen bandara

7. Fasilitas dan manajemen pelabuhan (laut/ sungai)

Kelayakhunian dan Kehidupan Perkotaan

Digitalisasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan

Manajemen pandemi

Teknologi kenyamanal perkotaan (urban omfofi
hunial

Revitalisasi permukiman yang sudah ada untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kelayakhunian (smart uillages and communitiesl

Fasilitas pemakaman umum

Fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit)

Fasilitas daring untuk budaya

Fasilitas dan amenitas objek pariwisata

10. Fasilitas akomodasi wisata

11. Penyelenggaraan festival budaya (nasional dan internasional)

12. Fasilitasi literasi digital

13. Fasilitas digital untuk pendidikan (e-pendidikan)

14. Ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD)

15. Fasilitas dan edukasi untuk masyarakat lanjut usia
16. Fasilitas darr edukasi masyarakat berkcbutuhan khusus
17. Fasilitas pendidikan di bidang scienec teclmologg engineering and.

matlematies (STEM)

f.

1

'2

3

4

5

6

7

8

9
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3. i.3.3 Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas

Terdapat tiga pola dasar peran pemerintah dalam penyelenggaraan kota cerdas:
secara penuh kepada pihak ketiga (fullg outsouredl;

2) Orkestrator; dan 3) Integrator. Pemilihan peran pemerintah akan bergantung
pada tingkat kematangan ekosistem teknologi dan ketersediaan talenta.
Pemerintah harus sepenuhnya menjadi pemilik data yang dihasilkan dari
penerapan teknologi kota pintar dan pemerintah harus mengatur tingkat akses
dan memastikan bahwa tidak ada data sensitif yang dibagikan ke berbagai
pemangku kepentingan.

3.2

3.2.1 Prinsip Dasar Ekonomr: Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai
Supertrub Ekonomi

Pertumbuhan ckonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan
pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi, yang akan
menjadi bagran yang tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi
di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di
Pulau Kalimantan. Daerah Mitra didefrnisikan sebagai kawasan tertentu di
Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan
pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama
dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara. Rencana Tlansformasi Ekonomi Provinsi
Kalimantan Timur dan Daerah Mitra akan dituangkan dalam Peta Jalan
Transformasi Kalimantan Timur dan Daerah Mitra, yang menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca COVID-l9.
Hasilnya diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan khususnya di
Pulau Kalimantan dan sekitarnya, serta menjadi salah satu faktor keberhasilan
utama untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045.

3.2.1.1 Yisi lncallg lntcgrated, Globallg Connected, Uniuersallg Inspired

Konsep Superlatb Ekonomi Ibu Kota Nusantara dirancang untuk beroperasi
pada tiga tingkatan yang saling terkait dan diintegrasikan dalam vi si Reimagined
Indonesia: Iamllg Integrated, Globallg Connected, Universallg Inspired. Visi
tersebut dapat dljelaskan sebagai berikut:

1)

0 0
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Yisi.t-omllg Integrated, mengarahkan bahwa Superhub lbu Kota Nusantara akan
menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi
pemicu yang memperkuat rantai pasok/nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau
Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia sehingga menjadi lebih inklusif. Visi
ini akan digerakkan melalui strategi kerja sama Tiga Kota yang kokoh antara Ibu
Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda yang akan membentuk segitiga
pembangunan ekonomi yang saling melengkapi, strategi pengembangan Daerah
Mitra sebagai bagian dai superlutb ekonomi, serta stra.tegi peningkatan
keterkaitan ekonomi dan rantai paso antar-supertrub ekonomi Ibu Kota Negara
dengan wilayah lain di Indonesia. Ibu Kota Nusantara akan menjadi 'saraf (pusat
kendali) dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru, pusat
inovasi dan pusat praktik hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor
baru yang clidorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati,
nutra@utical, dan energi terbarukan (ET). Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi
pusat untuk kota cerdas Can layanan digital, Pendidikan Abad ke-21, serta
pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi Jantung'
(pusat denyut kehidupan/energi) dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi
sektor pertambangan, minya-k, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah
karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh
manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Tirnur.
Balikpapan akan menjadi btot' (pusat aktivitas) pembangunan ekonomi Tiga
Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah
mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat
peran Supertatb Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intra-
regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu
mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai
turunan petrokimia hilir. Aktivitas dalam kerja sama Tiga Kota diharapkan
untuk mernbangun sinergi dan saling melengkapi dengan sektor-sektor yang
telah berkembang di wilayah lain di Indonesia dalam kerja sama rantai
pasok/nilai yang inklusif dan kokoh. Kerja sama Tiga Kota juga diperkuat
dengan peningkatan peran dari wilayah-wilayah penunjang yang akan
mendukung Superlatb Ibu Kota Negara, terutama di Kabupaten Penajam Paser
Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi
Kalimantan Timur. Kerja sama dengan wilayah lainnya di Pulau Kalimantan
(Daerah Mitra) dan wilayah lainnya di Indonesia juga akan dibangun untuk
memperkuat integrasi perekonomian secara regional dan nasional.

Yisi Globally Connected, dimaknai bahwa Superlrub Ibu Kota Nusantara sebagai
penggerak aktivitas ekonomi mqlu dan berdaya saing tinggi yang mampu
menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan
dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Sektor ekonomi yang akan
dikembangkan diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk memanfaatkan
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regionalisasi rantai pasokan yang awalnya diperoleh secara global sebagai
respon terhadap dampak pandemi COVID-19.

Yisi Uniuersallg Inspired, mengarahkan Superhub Ibu Kota Nusantara untuk
dibangu.n berdasarkan contoh-contoh terbaik dari kota yang cerdas, inklusif,
dan berkelanjutan di dunia. Pada saat yang sama, Ibu Kota Nusantara akan
menjadi salah satu inspirasi dunia sebagai kota yang hljau, berkelanjutan,
inklusif serta bertaraf hidup tinggi yang didukung oleh penerapan teknologi, di
tengah tantangan perubahan iklim dan didukung oleh penerapan teknologi.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara menerapkan KPI ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang akan menetapkan standar baru yarrg khas untuk kota-kota.
bertaraf hidup tinggi secara global.

Superhub Ibu Kota Nusantara juga direncanakan dapat menggerakkan wilayah
Kalimantan Timur yang lebih luas yang akan berperan sebagai laru-paru'bagi
struktur Tiga Kota dengan dukungan lingkungan dan pertanian. Wilayah
Kalimantan Timur dan Daerah Mitra diharapkan dapat memperoleh manfaat
dari peningkatan produktivitas pertanian dan industri berbasis pertanian
melalui produksi dan pengolahan kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya,
serta peningkatan ekowisata dan pariwisata kebugaran terutama di sekitar aset
alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan. Ke depan, Ibu
Kota Nusantara juga direncanakan menjadi salah satu pusat pariwisata medis
baru di Indonesia, yang ditqjukan untuk melayani pasien yang saat ini masih
berkunjung ke luar negeri untuk berobat dan mendatangkan pasien asing untuk
berobat di Indonesia. Kehadiran Superhub Ibu Kota Nusantara juga diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi Daerah Mitra di Pulau Kalimantan dalam
bentuk pengembangan ekosistem yang kondusif dan klaster-klaster ekonomi
yang akan menjadi sumber pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan. Berbagai
aktivitas yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra
menjadi bagian dari agenda transformasi
Timur ke depan.

di Provinsi Kalimantan

3.2.1.2 Yisi Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara: 6 Klaster dan 2 Pemarnpu
(Enabler)

Superlub Ibu Kota Nusantara akan diwujudkan melalui pengembangan
6 klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan
infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pengembangan keenam klaster
didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang
di Provinsi Kalimantan Timur serta pengembangan baru sektor-sektor maju yang
berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan.

SK No 140892A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

Keenam klaster ekonomi sebagai penggerak utama Qtrime mouet) saperlatb
ekonomi ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa subsektor yang akan
membantrr mewujudkan visi $tperlrub Ibu Kota Nusantara. Keenam klaster
ekonomi penggerak utama adalah sebagai berikut:
a. Klaster Iadustrl Tckaologt Berslh atau yang dapat disebut sebagai

"Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan" (Itlext-Gen
akan dikembangkan untuk

produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan
dengan dukungan penerapan teknologi yang berbasis energi terbarukan,
1'aitu perakitan panel surya (solar ptatouoltaiclPv) dan kendaraan listrik
roda dua (el.edric two-wheeler / E2Wl.

b. Klaster Fermasl Tertntegrast llntegrded Pharmaceuttcals Clusf,erl
yang akan difokuskan untuk mengembangkan pusat industri farmasi
dengan biaya, termasuk vaksin, yang efisien dan terbaik di kelasnya, serta
mendukung pemenuhan obat-obatan yang lebih baik. Pengembangannya
difokuskan pada produksi bahan aktif obat-ob alarr (actiue pharmaeutical
ingredient/ API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi
peningkatal kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional
terhadap krisis kesehatan.

Berlrelaqiutan (SusGclncDle ASrf-
tndustry Clusf,,rlrl yang akan mencakup pengembangan pusat produksi
dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap
menghadapi tren kesehatan/ kebugaran masa depan. Pengembangannya
berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak
tumbuhan.

Kebugaran yang Inlluslf llnchstt;c Eco-
tourlsm and Wellness Clusterl yang akan berfokus pada pengembangan
destinasi ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam dan pariwisata
kebugaran dengan identitas khas wilayah Kalimantan Timur untuk menjadi
berkelas dunia. Pengembangan ekowisata akan ditunjang oleh pariwisata
berbasis kota, meetings-inen (MICE), serta
wisata kesehatan dan kebugaran.

e daa Tunrnan tya lAdoanced Chemtcals a nd
Dcdoatfins Clustei yang akan dikembangkan melalui pembangunan
pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor
yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja
dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur.
Pengembangannya berfokus pada pengembangan industri petrokimia dan
oleokimia yang didukung penyediaan tenaga kerja
menengah hingga tinggi.

c

d
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f. Blarter Energt Readah llarbon llow @rbon Dnetgg Clil"stu ) yang akan
dikembangkan dengan mentransformasi industri energi (termasuk
pertambangan) yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan
mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi
masa depan, seperti biofuel, bahan bakar sintetis, gasifikasi batu bara,
pencairan batu bara (coal liquefactton), dan pengembangan batu bara untuk
sumber energi baru lainnya seperti sgntletic natural gas (SNG) dan amonia.

Keenam klaster ekonomi tersebut juga akan diperkuat oleh dua pemampu atau
enabler, yaitu Pusat Pendidikan Abad ke-21 untuk menyediakan tenaga kerja
terampil sesuai dengan kebutuhan 6 klaster ekonomi, serta Penerapan Kota
Cerdas dan Pusat Industri 4.0 (i4.O) untuk menjadikan kawasan ini sebagai kota
layak huni dan maju dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha
di masa depan,

Gambar 3-8 Realisasi Pelaksanaan Visi S4perhrzb Ibu Kota Nusantara Melalui
Enam Klaeter Ekonomi dan Dua Perrroll:p:u lermblefi

Strategi klaster yang terperinci telah dikembangkan dan akan dilaksanakan
secara bertahap yang dimulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
Pada periode 2025-2035, pengembangan klaster ekonomi akan difokuskan pada
pembangunan fondasi yang kuat untuk setiap klaster ekonomi. Pengembangan
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klaster ekonomi selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya
saing dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Serangkaian proyek unggulan dari setiap klaster ekonomi akan dipilih dengan
cermat untuk membantu mempercepat pengembangan Sryertub Ibu Kota
Nusantara. Pengembangan proyek-proyek unggulan ini akan melibatkan
investasi yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Dukungan pemerintah
dapat diberikan untuk mempercepat penarikan investasi yang difokuskan pada:

a. penyediaan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk
tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan

kebutuhan klaster ekonomi yang akan dikembangkan;
b. pengembangan ekosistem teknologi digital berupa infrastruktur dan talenta

teknologi informasi;
c. ruang uji peraturan (regulatory sandbox atau testbedl yang pro-investasi,

pro-inovasi yang memungkinkaa uji coba produk, teknologi, dan model
bisnis baru, pro-perdagangan untuk mendukung elisiensi rantai pasok
klaster ekonomi, dan pro-lingkungan; dan

d. perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang holistik dan jangka
panjang untuk memenuhi kebutuhan yang sama dari klaster-klaster
ekonomi, dan memenuhi kebutuhan infrastruktur khusus untuk klaster
ekonomi tertentu.

Gambar 3-9 Keenam Klaster Inovatif, Resilien, dal Strategis Dengan Masing-Masing Perannya

-38-
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Kesuksesan penyelenggaraan Superlub Ibu Kota Nusantara akan ditentukan
oleh faktor-faktor seperti pengembangan infrastruktur, penerapan teknologi,
ketersediaan sumber daya manusia terampil, serta minat para penanam modal
atau investor. Infrastruktur yang dibangun di Ibu Kota Nusantara perlu bersifat
katalistik untuk mendukung pengembangan aktivitas pemerintahan, sosial, dan
ekonomi. Investasi infrastruktur perlu menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas
produktif yang akan membantu perputaran dan pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Penerapan teknologi di Ibu Kota Nusantara
akan digerakkan melalui penerapan konsep kota cerdas dan pusat industri 4.0.

Penyiapan pasokan talenta masa depan di Provinsi Kalimantan Timur dapat
dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan mengembangkan ekosistem
pendidikan terbaik di kelasnya agar terus mampu memenuhi kebuluhan di
seluruh klaster ekonomi, dan menarik minat dari talenta-talenta dalam dan luar
negeri untuk pindah, bertempat tinggal, dan bekerja di Provinsi Kalimantan
Timur. Inisiatif untuk memikat talenta agar tinggal dan bekerja di Provin si
Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi dua bagian
berdasarkan tingkat keterampilan tinggi dan keterampilan menengah. Langkah
pertama dilakukan dengan cara menarik talenta lokal yang siap kerja dari
wilayah lain di Indonesia untuk membantu menutup gap di beberapa kelompok
pekerjaan, serta secara khusus untuk kebutuhan tenaga kerja manufa-ktur
berketerampilan rendah-menengah. Langkah kedua adalah menarik minat
talenta luar negeri yang siap kerja, terutama untuk peran atau jabatan yang
membutuhkan keterampilan kepemimpinan tinggi di bidang sains, teknologi,
rekayasa, dan manajemen. Pelaksanaan inisiatif ini memerlukan kerja sama
yang erat antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri.

Talenta yang terampil dan berpengalaman juga dibutuhkan untuk
menyelenggarakan sebuah ibu kota baru yang menerapkan teknologi kota
cerdas (smart citgl. Keterampilan dan keahlian yang diperlukan berupa
pengetahuan mengenai internet of things (loTl, aduaned analgtie-s, antrol
parameter, pemrosesan informasi kompleks, rancangan teknologi serta
keterampilan teknologi informasi dan komunikasi lanjutan. Pengembangan
ekosistem pendidikan terbaik akan dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan sumber daya manusia dan pengembangan kapabilitas penduduk di
Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan ini dilakukan mulai dari pendidikan
anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi, termasuk pendidikan vokasi.

Penyediaan talenta terampil untuk pengembar:gan klaster ekonomi dapat
dilakukan lebih cepat melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan
dengan investasi dan kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. l,angkah ini
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bisa menampung masyarakat yang tidak berpendidikan cukup untuk dilatih
kompetensi teknis yang dibutuhkan industri. Hal yang lebih ideal adalah
mengupayakan investor untuk berkomitmen bersama pemerintah menl"iapkan
tenaga kerja sesuai kebutuhannya melalui pelatihan.

Berkaitan dengan minat investor untuk mendukung pengembangan enam
klaster ekonomi, penyusunan kelayakan komersial dari klaster ekononf penting.
Beragam informasi perlu digunakan untuk lebih mendalami kebutuhan investor
di setiap klaster ekonomi. Sumber-sumber informasi yang digunakan dapat
mencakup pakar industri, survei investor, wawancara langsung dengan investor,
Iaporan industri atau sektor, serta berita dan analisis desktop. Daya tarik
masing-masing klaster ekonomi bagi investor terletak pada enarn dimensi yang
meliputi lingkungan regulasi, infrastruktur, rantai nilai, dukungan (non-
regulasi), permintaan, dan talenta. Berbagai informasi ini dapat digunakan
untuk menyediakan fasilitasi investasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan
dalam merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nusantara.

Insentif frskal dan nonfrska-l mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat disediakan untuk meningkatlan daya tarik investasi dan
talenta unggul antara lain terkait insentif perpajakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dukungan relokasi, sarana dan prasarana kota
yang layak huni, akses kepada lahan dan perumahan yang terjangkau,
kemudahan perizinan, kemudahan pengadaan barang dan jasa, kemudahan
ekspor dan impor, dukungan penciptaan pasar untuk produk-produk baru yang
dihasilkan klaster ekonomi baru, dan lain sebagainya. Skema Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang beragam akan disediakan untuk
membantu pengurangan risiko dari investasi belanja modal yang tinggi untuk
beberapa proyek unggulan yang akan dikembangkan. Berbagai insentif yang
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga diharapkan
dapat mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai kota dan pusat superhub yang
kompetitif dan memiliki daya tarik yang tinggi untuk ta-lenta unggul, khususnya
dari kalangan generasi muda, untuk datang, menetap dan bekerja atau
membuka usaha di Ibu Kota Nusantara dan menggerakkan pengembangan
klaster-klaster ekonomi di Ibu Kota Nusant€ra dan Provinsi Kalimantan Timur
sec:rra berkelanjutan.

Lokasi dari proyek-proyek unggulan dari keenam klaster direncanakan
untuk mendukung kerja sama Ibu Kota Nusantara dengan wilayah
mitra/ penunjangnya baik dalam kerja sama Tiga Kota, maupun dengan wilayah
pendukung lainnya. Rencana pengembangan keenam klaster akan difokuskan
di Kawasan Industri di Karialgau, Kota Balikpapan dan sekitarnya, dan akan
didukung dengan pengembangan keterhubungannya dengan pemasok di
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wilayah lain di Indonesia. Klaster Farmasi Terintegrasi akan difokuskan di
Kawasan Industri di Kariangau, Kota Balikpapan dan sekitarnya, termasuk
melihat dukungan Kawasan Industri di Buluminung di Ihbupaten Penajam
Paser Utara untuk pengembangan farmasi alternatif yang berbasis pangan yzrng
dapat memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan
pengobatan penyakit. Kawasan Industri Buluminung juga direncanalan untuk
menjadi lokasi untuk pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian
Berkelanjutan dan Klaster Kimia Maju yang berbasis lemak tanaman dengan
dukungan kolaborasinya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy-
Batuta-Trans Kalimantan untuk hilirisasi oleokimia dan pengembangan biofuel.
Klaster Industri Kimia Maju lainnya yang berbasis migas akan dikembangkan di
Kota Balikpapan dan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi
pusat bahan baku. Untuk Klaster Energi Rendah Karbon, pengembangannya
akan difokuskan di Kota Samarinda dan wilayah lain yang mengampu sektor
pertambangan dan energi. Rencana pengembangan Klaster Ekowisata dan
Wisata Kebugaran yang Inklusif tidak saja akan difokuskan di Ibu Kota
Nusantara, tapi juga di wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki
potensi pariwisata unggulan. Pengembangan dua pemampu yang direncanakan
akan difokuskan di Ibu Kota Nusantara.

Gambar 3-10 R€ncana Pengembangan Klaster Ekonomi dan Pemampu di Ibu Kota Nueantara dan Sekitarnya
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3.2.L.3 Proyeksi kontribusi Superfu,tblbrt Kota Nusantara terhadap Bangkitan
Ekonomi dan Proyeksi Penduduk

Pada tahun 2045, pengembangan Superlub Ibu Kota Nusantara melalui enam
klaster ekonomi dan dua pemampu ditujukan untuk mentransformasi Provinsi
Kalimantan Timur dari berbasis sumber daya alam ke
perekonomian yang berbasis manufaktur dan jasa. Upaya ini diharapkan dapat
memicu peningkatan PDRB Kalimantan Timur per kapita dan pertumbuhan
penduduk. Pengembangan frtperlutb Ibu Kota Nusantara ini diharapkan dapat
berkontribusi sebesar 60 persen hingga 70 persen dari pencapaian target PDRB
Kalimantan Timur untuk tahun 2045 yaitu sekitar 180 miliar USD dan juga
akan mendukung percepatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibutuhkan
untuk mencapai target ekonomi lainnya. Strategi pembangunan ekonomi juga
akan memicu urbanisasi dari tambahan lapangan kerja dan keluarga pekerja,
sehingga berpotensi meningkatkan populasi di Kawasan Tiga Kota dan Provinsi
Kalimantan Timur sekitar 1O hingga l1 juta jiwa pada tahun 2045.

Populasi Ibu Kota Nusantara diperkirakan menjadi sebesar 1,7 hingga 1,9 juta
jiwa pada tahun 2045, yang sebagian besar terdiri atas pegawai pemerintah dan
anggota keluarganya, para pekerja konstruksi, pekerja dari sektor tambahan
yang dihasilkan dari sektor-sektor lainnya, serta penduduk setempat.

Gambar 3-11 Visi Provinsi lhlimantan Timur 2045 dan Proyeksi Peninglatan PDB,
Lapangan Kcrja, dan PDB Per I(apita
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Gambar 3-12 memuat proyeksi jumlah lapangan kerja di tahun 2045
berdasarkan klaster sesuai dengan strategi ekonomi yang telah dirumuskan dan
proyeksi penduduk yang dibagi berdasarkan sektor dan tahapnya sesuai
aspirasi tata waktu Ibu Kota Nusantara. Proyeksi pada tabel tersebut tidak
menyertakan proyeksi bangkitan penduduk dari kegiatan non-ekonomi seperti
ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesla
(Polri), penduduk setempat yang telah ada, industri yang telah ada seperti
manufaktur dan jasa lanjutan, populasi yang terbawa lhduedl serta pekerja
konstruksi.

Gambar 3-12 Proyeksi Jumlah lapargan Kerja Berdasarkan Klaster Ekonomi Di Tahun 2045

-43-

3.2.2 Strategi Ekonomi: 6 Klaster dan 2 Pemampu (Enablefl

Bagian ini akan menjelaskan strategi Supertatb lbu Kota Nusantara yang akan
diwujudkan melalui enam klaster ekonomi dan dua enabler sebagai berikut:

3.2.2.L Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan-Solar PV

Penggunaan solar PV memiliki potensi besar di Indonesia. Radiasi matahari
yang didapatkan Indonesia setiap tahunnya berkisar antara 1.200 hingga 1.500
kWh/kWp, yang diproyeksikan sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Dengan
angka tersebut, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan listrik sebesar
208 GW per tahun atau sekitar 4,8 kWh/m2 per hari, Di samping itu, belanja
rnodaT (capital expenditure/ cape$ yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi
dari matahari terus menurun (sekitar 2 persen per tahun) di Asia, sementara
permintaan energi matahari semakin meningkat (sekitar 12 persen per tahun).

SK No l4l797A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan energi surya di
Indonesia masih rendah. Kapasitas terpasang solar PV secara keseluruhan di
Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 201,1 MWp. Kapasitas terpasang energi
surya aktual saat ini (201 MWp) masih kurang dari 4 persen dibandingkan
dengan target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2025
(5.OOO MW). Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini yaitu biaya untuk
membangkitkan listrik dari tenaga surya yang saat ini masih tergolong tinggi
dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Belanja capexyalgtinggi ini
berkaitan erat dengan persyaratan kandungan lokal dan volume produksi yang
rendah, sehingga pengembangan proyek energi terbarukan perlu dilakukan
dalam skala besar dan pada tahap awal difokuskan pada perakitan mengingat
pasokan komponen solar PV dalam negeri masih terbatas.

Ke depan, penanganan isu terkait pemanfaatan energi surya akan digerakkan
salah satunya oleh strategi penyediaan energi Ibu Kota Nusantara yang
mencakup lima sumber energi yang dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu
sumber energi terbarukan primer, sumber energi tambahan, dan sumber energi
cadangan. Sumber energi terbarukan primer direncanakan akan berada di
dalam batas Ibu Kota Nusantara untuk memasok 1OO persen dari total
kebutuhan listrik tahunan Ibu Kota Nusantara. Sumber ini terdiri atas ladang
panel surya dan atap panel surya. Sementara itu, sumber energi tambahan akan
berasal dari fasilitas atau aktivitas yang menghasilkan energi sebagai produk
sampingan, seperti PV tepi jalan dari instalasi lampu penerangan jalan, PV
terapung yang dipasang di bendungan di area Ibu Kota Nusantara, dan bioenergi
yang mempakan produk sampingan dari insinerator serta energi terbarukan
lainnya. Terakhir, sumber energi cadangan untuk Ibu Kota Nusantara terbagi
menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya yaitu energi cadangan untuk
mengatasi terputusnya sumber daya energi (misalnya penyimpanan hidrogen,
pembangkit listrik Combined Cgcle Gas TVrbine Plant (CCGT) hidrogen, dan
penyimpanan baterai) dan sumber energi cadangan sekunder untuk
meningkatkan ketahanan sistem.

Hadirnya Ibu Kota Nusantara sebagai proyek greenfield baru yang menargetkan
produksi dan penggunaan lOO persen energi terbarukan menguatkan peluang
Indonesia untuk melakukan uji coba energi surya dalam skala besar dan
memproduksi solar PV baru di Ibu Kota Nusantara. Tingkat permintaan di Ibu
Kota Nusantara untuk energi surya dapat menciptakan skala yang signifikan
bagi industri ini untuk tumbuh lebih besar dan menguran gi leuelized cr,st of
energA (LCOE), atau biaya rata-rata pembangkitan listrik, secara keseluruhan
agar lebih kompetitif di masa depan.
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Strategi penyediaan energi Ibu Kota Nusantara juga akan mendorong
permintaan yang lebih besar di masa depan dan menciptakan peluang untuk
membangun sektor manufaktur solarPVbaru di Ibu Kota Nusantara. Di samping
itu, gabungan proyeksi permintaan untuk Kawasan Timur Indonesia dan Ibu
Kota Nusantara menunjukkan adanya peluang penambahan kapasitas produksi
tahunan sebesar 300 hingga 500 MW setelah tahun 2030. Berdasarkan
perhitungan ini, pabrik pembuatan solar PV baru layak secara ekonomi jika
kapasitas minimum produksinya mencapai setidaknya 300 hingga 5OO MW
per tahun. Untuk memastikan kecukupan permintaan terhadap kapasitas baru
tersebut, Ibu Kota Nusantara perlu bekerja sama dengan daerah lain untuk
memastikan bahwa energi surya menjadi bagian dari rencana kelistrikan
daerah. Strategi penyediaan energi Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan juga
akan mendukung aspirasi pemerintah tentang rencana pembangkitan listrik
35 GW dan peningkatan pangsa energi terbarukan (ET) dalam bauran energi
nasional.

Ibu Kota Nusantara dapat menjadi pusat manufaltur dan perakitan solar PV
serta menjadi contoh bagi seluruh Indonesia dalam hal penerapan energi surya.
Namun, kapasitas produksi di Indonesia perlu difokuskan untuk melayani pasar
domestik karena kapasitas untuk negara Asia Tenggara lainnya sudah
tercukupi. Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara dapat membangun pusat
perakitan panel solar PVdengan fokus melayani pasar di Indonesia Timur.

Ke depan, klaster solar PV di Ibu Kota Nusantara dapat memanfaatkan peluang
dalam perakitan modul dan structural balance of sgstem (SBOS), kemudian
berkembang ke inuerter sehingga dapat dikembangkan rantai nilai industri
manufaktur solar PV secara end-to-end. Perakitan modul pada umumnya
membutuhkan tenaga ke{a berketerampilan menengah dan logistik, sementara
SBOS membutuhkan material dan tenaga ke{a berketerampilan yang lebih
rendah. Dengan komponen yang diperoleh dari pasokan global, perakitan modul
dan SBOS akan menguntungkan pada skala >500 MW per tahun. Di sisi lain,
inuerter merupakan barang teknis yang membutuhkan industri maju. Dalam
jangka menengah-panjang, produksi inuerter memiliki potensi untuk dilokalkan
melalui penarikan investasi yang didukung tenaga berketerampilan menengah-
tinggi.

Daya saing biaya produksi solar PV secara keseluruhan merupakan faktor
keberhasilan utama bagi pengembangan industri ini di Ibu Kota Nusantara.
LCOE yang tinggi di Indonesia menyebabkan energi surya kurang
menguntungkan jika dibandingkan dengan sumber energi lain seperti gas dan
batu bara. Untuk mengurangi LCOE energi surya, ada beberapa faktor
keberhasilan lainnya yang dapat dipertimbangkan. Faktor yang pertama adalah
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skala dengan kapasitas produksi minimal hanrs mencapai 300 MW per tahun,
dengan acuan global berada pada produksi sebesar 500 MW hingga 1 GW
per tahun. Faktor berikutnya adalah teknologi. Saat ini, sebagian besar
manufaktur solar PV berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, akses ke teknologi
terbaru dan hemat biaya untuk komponen seperti wafer dan solar cell
(monokristalin) akan sangat berpengaruh pada daya saing dan keberhasilan
pengembangan solar PV di Ibu Kota Nusantara serta berpotensi memicu
permintaan di masa mendatang. Selain itu, pelonggaran persyaratan kandungan
lokal pada tahap pengembangan rantai pasok di klaster solar PV mulai dari
perakitan hingga produksi inuerter juga dapat menurunkan LCOE dan menjadi
insentif dengan mengikuti peraturan perundang-undangan untuk memperkuat
konsumsi energi surya, yang selanjutnya dapat menarik investasi.

Penarikan investasi global di perakitan solar PV menjadi langkah pertama
yang al<an dilaksanakan. Keterlibatan investor global diharapkan dapat
(1) memastikan terbukanya akses ke teknologi manufaktur terbaru dan akses
ke pasokan wafer dan solar ell terbaru; dan (2) memastikan akses ke skala
produksi global di rantai nilai hulu dan modul, sehingga akan mengurangi biaya
produksi secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing industri. Ke depan,
Ibu Kota Nusantara juga bisa merambah teknologi masa depan seperti thin-film
cell untuk meningkatkan elisiensi solar PV dan mengurangi biaya keseluruhan,
serta dapat mempertimbangkan untuk menarik minat talenta-talenta terbaik
untuk mendukung penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi terbaru
untuk manufaktur solar PV.

Untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan proyek energi
surya, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik regulasi terbaik yang telah
diterapkan oleh berbagai negara di dunia yang disesuaikan dengan kebutuhan
Indonesia. Beberapa contoh yang dilakukan negara lain adalah:

a. dukungan investasi, dapat berupa kebijakan: (1) pinjaman bersubsidi atau
pinjaman dengan suku bunga rendah atau 0 persen dari bank, perusahaan
utilitas, pemerintah, atau organisasi lainnya; dan (2) fasilitasi untuk
pembebasan lahan; dan

b. insentif berbasis pembangkitan listrik dengan mengikuti peraturan
perundang-undangan, yang dapat mencakup: (11 Feed-in-Tariff (FrT), yang
merupakan pembayaran untuk setiap unit listrik yang dimasukkan ke
jaringan; (21 Solar Reneutable Energg Certificate (SREC), yaitu bukti yang
dapat diperdagangkan bahwa sejumlah listrik diproduksi oleh sumber
energi terbarukan; dan (3) net meteing, yaitu kelebihan daya yang
dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat dimasukkan ke dalam jaringan.
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Selain itu terdapat tiga elemen penting yang harus terpenuhi untuk membangun
pabrik pembu atan solar PV di Ibu Kota Nusantara, yaitu:

a. Penyelarasan dan eksekusi pengembangan listrik tenaga surya setidaknya
5,9 GW di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan pabrik pembuatan solar PV
baru di Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan dukungan kecukupan
permintaan di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur;

b. LCOE untuk Solar PV perlu lebih rendah dari harga listrik saat ini. LCOE
solar PV perlu turun sekitar 30-40 persen agar dapat bersaing dengan
sumber listrik lain seperti gas atau batu bara. Untuk itu, diperlukan
dukungan regulasi terkait pelonggaran persyaratan kandungan lokal untuk
mengurangi LCOE energi surya secara keseluruhan sebagai bagian dari
insentif pengembangan pasar mengikuti peraturan perundang-undangan
pada tahap awal; dan

c. peningkatan signifikan dalam komitmen PLN untuk meningkatkan
permintaan domestik energi terbarukan. PLN perlu berkomitmen untuk
meningkatkan pengembangan solar PV sebesar 5 kali hingga 10 kali lipat
dalam 1O tahun ke depan guna memastikan permintaan yang cukup untuk
kapasitas tambahan yang akan tersedia.

Dukungan infrastruktur juga dibutuhkan untuk meningkatkan jaringan
pemasok energi surya ke Ibu Kota Nusantara dan kemampuan untuk beralih
dari listrik tenaga surya di siang hari ke daya di penyimpanan di malam hari,
serta akses yang mudah ke pelabuhan untuk memperoleh pasokan bahan baku
solar PV.

3.2.2.2 Klaster Industri Generasi Mendatang yang berbasis energi
terbarukan--Kendaraan Listrik Roda Dua atau Electric 2 Wheelers (E2Wl

Kendaraan listrik atau electic uehicle (EV) memainkan peran penting dalam
memenuhi tqiuan global terkait dengan perubahan iklim. Elektrifikasi
kendaraan secara luas dianggap sebagai strategi yang dapat mengurangi
ketergantungan pada bahan bakar minyak dan dampak lingkungan dari lalu
lintas transportasi jalan raya,

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat EV terkemuka di Asia
Tenggara. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui tiga upaya, yaitu:

a. Membangun ekosistem kendaraan listrik lokal yang berkembang
sepenuhnya dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai
penetrasi EV yang sebanding dengan pasar internasional. Faktor-faktor
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pendorong yang diperlukar, untuk membangun ekosistem kendaraan listrik
lokal serta mendukung penetrasi EV yang sebanding dengan pasar
internasional adalah:
1. penyediaan insentif yang mengikuti peraturan perundang-undangan

untuk mengurangi kesenjangan total @st of ounership (TCO) antara
EV yang diproduksi secara lokal dengan kendaraan berbasis internal
ambustion enginge (ICE), sehingga EV dapat dipasarkan business to
consumer (B2C) dengan harga yang setara dengan kendaraan roda dua
ICE paling cepat tahun 2025 untuk kendaraan roda dua (.electic two
wteeler atau E2W), dan sekitar t-zthun 2O30 untuk kendaraan listrik
roda ernpat (electric Jbur uleeler ar"au E4W);

2. perilaku konsumen (di luar sensitivitas harga) di Indonesia yang
mengikuti perilaku pasar EV dengan penetrasi tinggi saat ini, yaitu
Norwegia sebanyak 300.000 kendaraan, atau 54 persen dari jumlah
kendaraan di tahun 2O2O; dan

3. ekosistem EV yang berkembang sepenuhnya; misalnya, ketersediaan
model EV dan infrastruktur pengisian daya.

Menjadi pusat manufaktur baterai dan kendaraan lisfik di Asia Tenggara
dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong antara lain:
l. thsilitas manufaktur lokal dengan kapasitas yang memadai dan

didukung insentil regulasi dan kemitraan rnengikuti peratura-n
perundang-undangan, termasuk kemitraan teknologi yang mampu
nrelayani permintaan dari kawasan Asia Tengga:a;

2. teknologi dan da3,a saing harga yang disandingkan dengan negara
pengekspor lainnya;

3. kebljakan ekspor yang menguntungkan bagi pabrikan hirionesia; dan
4. akses ke bahan baku iokal dan komponen baterai yang hemat biava.

Menjadi pemasok global produk setengah jadi berbasis nikel untuk
pembuatan baterai EV dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai
berikut:
1. Indonesia dapat menjalankan semua proyek High Presstre Acid

Leaching (HPAL) tepat u,aktu dan sesuai anggaran untuk memproduksi
nikel kelas 1; dan

2. kegiatan penarrrbangan, pemrosesan, dan pemurnian di Indonesia
menyesuaikan dengan permintaan konsumen internasional untuk
produksi nikel yang berkelanjutan; misalnya menggunakan energi
terharukan. mengelola limbah, dan lainlain.

c
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Terkait dengan peluang Indonesia untuk memasok bahan baku pembuatan
baterai EV, Indonesia memiliki sekitar 25 persen dari cadangan niket global.
Kapasitas HPAL yang lebih besar untuk memenuhi permintaan nikel baterai
global pada tahun 2O30 dapat dipenuhi mengingat sejumlah fasilitas pengolahan
dan pemurnian (smelter) nikel sedang dikembangkan di Indonesia dengan
menggunakan proses tersebut. Indonesia direncanakan dapat menyumbang
15 persen hingga 2O persen dari kapasitas yang direncanakan pada tahun 2O30.

Indonesia sudah memiliki beberapa pelaku industri yang memasuki pasar EV
dengan fokus pada rantai nilai yang beragam, seperti bahan dasar, baterai,
kendaraan, dan infrastruktur pengisian daya. Pelaku industri yang ada di
Indonesia juga perlu memperluas perannya di pertambangan dan industri
logam, pengembangan dan produksi baterai, serta pengembangan dan produksi
kendaraan listrik.

Indonesia memiliki prospek yang baik untuk pengembangan dan ekspor E2W.
Target ekspor E21N dalam waktu 5 sampai 1O tahun dapat dicapai Indonesia
dengan cara (1) menetapkan rencana pengurangan roda dua berbahan bakar
fosil selagi membangun infrastruktur dan insentif penerapan E2W mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) membangun pusat litbang
komponen EV seperti baterai, dan merancang prototipe dengan cepat; dan
(3) membangun kapabilitas produksi domestik di seluruh rantai nilai E2W.
Pemerintah juga bisa menetapkan persyaratan kandungan lokal minimum, yaitu
pada tahun 2O19 sampai 2023 sebesar 4O persen, kemudian meningkat menjadi
60 persen di tahun 2024 sampai 2025, dan diharapkan naik hingga 8O persen
di tahun 2026 dan seterusnya. Rantai penS;embangan dan produksi kendaraan
listrik E2W di Indonesia pada tahap awal dapat ditujukan untuk melayani
pernrintaan regional (bagi Indonesia secara umum) dan di Kawasan Timur
Indonesia (bagi Ibu Kota Nusantara secara khusus). Potensi kontribusi rantai
nilai ini terhadap PDB cukup tinggi.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri EV di
lndonesia dan khususnya di Ibu Kota Nusantat a adalah, pertama terkait dengan
rantai pasok. Peluang bagi Pulau Kalimantan untuk memproduksi sel baterai
atau merakit baterai Lithium-Nickel-Manganese-Cobalt-Oxide (NMC) ditentukan
oleh pasokan bahan baku dari Provinsi Sulawesi Tengah atau Provinsi Maluku
Utara, sedangkan manufaktur E4W kemungkinan besar berlokasi di Jawa yang
tentunya akan membutuhkan biaya logistik yang mahal. Tantangan yang
berikutnya yaitu terkait persaingan ekspor baterai rakitan dan produk E4W
Rencana Indonesia untuk memproduksi sel baterai dan EV secara lokal, juga
diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Ma.laysia, Thailand,
Vietnam, dan Singapura.

SK No 140928A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES

-50-

Terlepas dari dua tantangan di atas, pengembangan EV di Ibu Kota Nusantara
dapat dilaksanakan dengan foku s pada pembangunan kerja sama produksi
(o-locationl khususnya E2W. Ibu Kota Nusantara diarahkan untuk menjadi
pusat manufal<tur dan inovasi E2W di Indonesia berdasarkan empat
pertimbangan, yaitu (1) Indonesia adalah pasar kendaraan roda dua terbesar di
Asia 'I'enggara dan pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India;
(2) rantai nilai E2W bisa dikembangkan di kota yang baru (greenfteld); (3) adanya
dukungan kuat dari pemerintah dan keselarasan dengan rencana
Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan pasar E2W di Indonesia; dan
(4) keselarasan dengan visi Ibu Kota Nusantara untuk menjadi kota yang
berkelanjutan dan menjadi inspirasi bag seluruh Indonesia dalam
penerapan EV.

Ilasil analisis untuk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pehrang dengan
keunggulan kompetitif sedang untuk mengembangkan EV. Daya saing sedang
ini dipengaruhi oleh kondisi manufa}tur otomotif dan pemasok komponen
otomotif berpusat di Jawa, dan produksi baterai berpusat di Pulau Jawa,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Untuk menjadi pusat
pengembangan EV, Ibu Kota Nusantara dapat berfokus pada perakitan E2W
untuk melayani perrnintaan dari Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara
juga berpotensi untuk memproduksi komponen pouer train listrik di Ibu Kota
Nusantara, yang merupakan 3O-40 persen dari komponen biaya untuk EV (ddak
termasuk baterai).

Untuk mengembangkan pusat perakitan E2W dan secara bertahap menjadi
pusat manufaktur E2W dengan dukungan rantai nilai end-to-end., Ibu Kota
Nusantara membutuhkan dukungan:

a. kerangka regulasi sesuai peta jalan pengembangan kendaraan listrik
nasional untuk E2W dapat mencakup berbagai bentuk kemudahan fiskal
dan non-fiskal untuk adopsi E2W, misalnya insentif pajak
khusus Ibu Kota Nusantara, serta peraturan untuk menghentikan
kendaraan roda dua berbasis ICE untuk mendorong permintaan bagi E2W;

infrastruktur, yaitu akses terjamin ke energi listrik dan utilitas, serta akses
pelabuhan untuk suku cadang dan komponen, termasuk baterai, dan
rantai pasokan untuk produk jadi;

rantai nilai, yang merrcakup akses ke pemasok suku cadang, komponen,
dan baterai E2W, serta lokasi pemasok yang berdekatan guna memperkecil
masalah kualitas;

dukungan lainnya, berupa penelitian dan pengembangan bersama
universitas mitra;

b

c

d
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e. permintaan domestik yang layak, untuk menyerap minimal IOO.OOO
kendaraan per tahun; dan

f. penyediaan talenta terampil, yang melingkupi lulusan dari SMK dan
pendidikan tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait industri
manufaktur.

3.2.2.3 Klaster Industri Farmasi Terintegrasi

Klaster farmasi Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan sebagai pusat
manufaktur farma si terbaik di kelasnya, untuk produk bahan obat-obatan aktif
atau Adiue Pharmameutical Ingredients (API) generik, biosimilar dan bblogbs
yang berbiaya efektif dan bernilai tinggi. Pertimbangan utama untuk
pengembangan klaster farmasi di Ibu Kota Nusantara didasarkan pada
kedekatannya dengan pusat petrokimia hulu, yang secara khusus menjadi
sumber bahan baku untuk API. Hasilnya diharapkan dapat menggantikan API
generik yang saat ini masih diimpor. Pengembangan klaster farmasi di Ibu Kota
Nusantara juga akan mendorong peralihan dari produksi obat generik bermargin
rendah ke bernilai lebih tinggi seperti biosimilar dal vaksin sesuai dengan
perubahan tren kesehatan regional. Klaster farmasi ini juga al<an dilengkapi
dengan industri pengemasan farmasi yang juga memiliki nilai tambah tinggi.
Dengan berfokus pada segmen generik, brosimilar, binlogics, serta pengemasan
farmasi, Klaster Farmasi Terintegrasi ini diharapkan dapat mencetak lebih
banyak inovasi sampai tahun 2045. Pengembangan klaster ini juga ditargetkan
untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, regional, dan global.

Pengembangan klaster farmasi di Ibu Kota Nusantara juga mempertimbangkan
kinerja industri farmasi di Indonesia yang saat ini memiliki nilai pasar
sebesar US$9 miliar, dengan segmen generik berkontribusi sebesar 66 persen.
Pertumbuhan industri farmasi diperkirakan sebesar 13 persen antara 2O2O
hingga 2O24, sehingga pada tal:ur: 2024 nilai pasar industri farmasi Indonesia
diperkirakan mencapai US$16 miliar. Selama pandemi COVID-l9, manufaltur
farmasi Indonesia juga memperlihatkan kapasitas yang besar untuk memenuhi
permintaan dan potensi pengembangan di beberapa bidang lainnya seperti
vaksin, vitamin, dan suplemen. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dari
segmen generik, biosimilat bialogics dan pengemasan farmasi di Indonesia,
termasuk Ibu Kota Nusantara, mempertimbangkan tren sebagai berikut:
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API Generik

Pada segmen obat paten, saat ini industri lokal masih didominasi oleh
produsen obat generik dibandingkan inovator yang membuat obat paten.
Kondisi ini merupakan alibat dari terbatasnya anggaran litbang di industri
lokal, kekurangan peneliti, keraguan mengenai perlindungan penerapan
hak paten, serta rendahnya daya beli masyarakat lokal. Faktor lain
yang mempengaruhi adalah bahwa sekitar 92 persen obat esensial yang
ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah obat
generik, sedangkan untuk obat paten hanya 2,5 persen. Pada segmen obat
generik, hampir 95 persen bahan API dan bahan perantara masih diimpor
dengan harga yang dipengaruhi oleh fluktrrasi nilai tukar.

Ibu Kota Nusantara memiliki peluang untuk mengembangkan pusat
industri farmasi terintegrasi yang dapat dimulai dengan menyediakan
bahan baku untuk segmen API generik di tahap pertama dalam
pengembangan klaster farmasi terintegrasi. Terdapat empat alasan yang
memperkuat peluang tersebut. Pertama, Indonesia dan Ibu Kota Nusantara
perlu mengambil peluang dari disrupsi rantai nilai dan pasok global yang
disebabkan oleh pandemi COVID-l9 yang mengharuskan dilakukannya
diversifikasi pasokan secara global. Kedua, perubahan regulasi di Indonesia
yang mengharuskan lebih banyak produksi API domestik. Ketiga, industri
obat generik API relatif lebih sederhana dibandingkan biologics/ biosimilar
sehingga bisa menjadi platform awal yang baik bagi Indonesia untuk
bermain di produksi API. Keempat, produksi API di Ibu Kota Nusantara
dapat memperoleh manfaat dari kedekatan dengan lokasi sektor petrokimia
yang akan membantu kesuksesan integrasi vertikal para pemain industri
farmasi generik mengingat manfaat yang ditimbulkan dari efisiensi biaya.

Berdasarkan empat alasan tersebut, pengembangan produk API yang dapat
d[ialankan pelakr.r industri farmasi di Indonesia, termasuk di Ibu Kota
Nusantara, melalui dua altematif model bisnis. Pertama, pelaku industri
farmasi lokal dapat terjun ke produksi API sebagai bisnis inti untuk
memasok perusahaan farmasi domestik dan pasar ekspor. Pengembangan
bisnis inti di produksi API dapat dimulai dengan tanpa formula serta
berfokus pada penghematan biaya, dan diarahkan untuk mengembangkan
keunggulan biaya dan operasional terbaik di kelasnya di dua sampai
tiga produk bervolume besar, untuk kemudian memperluas pangsa
pasarnya berciasarkan keunggulan harga. Model bisnis vang kedua yaitu
memfasilitasi pemairr formula beralih ke hulu agar terintegrasi ke produksi
API dan mengganti volume API yang selama ini diimpor. Dalam model bisnis
kedua ini, bisnis inti perusahaan tetap manufaktur formula, namun
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perusahaan dapat membentuk unit terpisah untuk memproduksi API dan
mengurangi impor bahan baku utama, serta berpotensi menyasar pasar
ekspor urrtuk menjual API yang diproduksi. Kedua pilihan model bisnis
tersebut dapat melibatkan kerja sama dengan perusahaan investor global
dari sisi transfer teknologi.

b. Biosimilar

Prociuk farmasi kedua yang dapat dikembangkan klaster farmasi di Ibu
Kota Nusantara pada tahap pertama yaitu biosimilar atau obat biologis.
Biosimilar diproduksi dari penggabungan protein, hormon dan antibodi
yang berasal dari sel-sel hidup melalui suatu proses rekayasa genetika.
Produksi biosimiar dapat didasarkan pada obat biologis yang sudah ada
atau obat biologis yang sudah habis masa patennya, narnun dengan
karakteristik yang tidak identik. Tren penggunaan biosimilar dalam
beberapa tahun terakhir meningkat karena biosimilar diyakini lebih sesuai
dengan proses metabolisme tubuh sehingga lebih cocok untuk mengobati
penyakit degeneratif.

Produksi biosimilar, diperkirakan tumbuh sebesar 10 persen hingga 15
persen di lndonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh (1) banyaknya
perusahaan global yang menyasar negara berkembang dengan kebutuhan
yang belum terpenuhi karena rendahnya tingkat pengobatan secara biologis
lbiologk: treatm.enq; (2) tren pola kesehat-an yang mengarah ke kondisi
peningkatan kasus penyakit degeneratif kronis yang lebih ideal untuk
ditangani dengan biosimilar (seperti diabetes, kanker, auto-immune, dan
sebagainya); dan (3) kebutuhan akan pengadaan dan manufaktur dornestik
untuk obat bernilai tinggi yang membantu pembangunan pusat biosimilar
yang berbiaya rendah.

Jika dilihat dari prosesnya, manufaktur biosimilar merupakan proses
kompleks, unik, dan menantang sehingga memerlukan biaya modal
atau capex besar dan dukungan transfer keilmuan dari berbagai mitra.
Namun jika dibandingkan dengan produk molekul kecil, biosimilar yang
merupakan molekul besar memiliki margin kotor lebih tinggi, durasi
transfer teknologi yang lebih lama, serta kompleksitas yang lebih unik
mengingat bahwa bahan utamanya berupa kultur sel hidup dari
mikroorganisme, turnbuhan, dan hewan.

Potensi biosimilar di Indonesia dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu
microbial (berbasis bakteri), mammalian (berbasis hewan mamalia), serta
vaksin dan bentuk baru. Berdasarkan teknologinya, biosimilar dibagi ke
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dalan fill -ltnrsh (FF) dan API atau drug substane (DS). Biosimilar yang
dikembangkan di Ibu Kota Nusantara dapat difokuskan adalah produk
microbial FF bervolume tinggi untuk menyasar masalah kesehatan
masyaralat yang paling utama, yaitu diabetes. Untuk micro bial API atau
DS, saat ini kapabilitasnya t.elah tersedia dan prosesnya relatif tidak
kompleks. Kategori ini juga memberikan fondasi yang baik untuk
pengembangan ke depan. Pada produk mammalian FF, Ibu Kota Nusantara
bisa berfokus pada antibodi biosimilar hemat biaya, yang menyasar
penyakit kronis utama di Indonesia dan di negara-negara lain. Unnlk
mammalian API atau DS dapat diperluas ke produksi API untuk antibodi
biosimilar yang membantu mengembangkan proses dan teknologi utama
yang ke depan dapat dikembangkan dalam sinergi dengan produksi vaksin.
Mengingat bahwa Indonesia telah memproduksi microbial biosimilar, Ibu
Kota Nusantara perlu memperluas produksinya ke produk microbial
baru bervolume besar untuk memenuhi kebutuhan domestik serta
meningkatkan kurva kapabilitasnya untuk mengkaji manufaktur biosimilar
antibodi, termasuk produksi API atau senyawa obat untuk keperluan
Ji an8 sama.

Dilihat dari sisi kebijakan industri farmasi, Indonesia memiliki posisi yang
relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya. Indonesia telah memiliki
jalur pengembangan farmasi yang jelas dan memiliki data uji yang diterima
dari negara lain. Namun Indonesia perlu memperbaiki kondisi di sisi
pendorong permintaan, karena saat ini sedikit atau hampir tidak ada
penggantian (reimbursement) BPJS untuk produk biologics dari biosimilar
dan pengadaan yang dilakukan melalui penyedia swasta.

c Bblogics atau Vaksin

Produk biologics dan vaksin akan dikembangkan pada fase dua di klaster
farmasi melalui sinergi dengan manufaktur biosimilar untuk produksi
antibodi agar meningkatkan kurva kapabilitas dari biosimilar ke vaksin
viral dan vaksin berbasis protein (termasuk untuk COVID-l9). Peluang
peningkatan kapasitas ini dimungkinkan dengan tambahan juga yaitu
untuk memanfaatkan pengetahuan dan kapabilitas good manufartuing
practies (GMP) vang sudah ada di BUMN produsen vaksin, yaitu
Bio Farma.
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Berdasarkan bahan dasarnya, vaksin dibedakan dari vaksin berbasis
viral, vaksin berbasis protein, serta vaksin berbasis ibonueleic
acid/ deoxgribonucleic aad (RNA/DNA). Sama seperti biosmiljar, teknologi
produksi vaksin dibagi berdasarkan FF dan API atau DS.

Saat ini Indonesia telah mampu memproduksi vaksin berbasis viral dan
protein. Berdasarkan teknologinya, proses hilir FF untuk biosimilar hampir
tidak berbeda untuk vaksin. Perluasan produksi vaksin domestik dapat
difokuskan terlebih dahulu pada FF, sedangkan kerja sama dengan mitra
strategis dilakukan untuk pengadaan API untuk vaksin viral, protein atau
vaksin RNA/DNA yang lebih mutalhir.

Pengembangan manufaktur biosimilar, khususnya antibodi mammalians
dengan teknologi API atau DS al<an memberi manfaat dalarn produksi API
vaksin baik berbasis viral maupun protein. Namun untuk va.ksin berbasis
RNA/DNA, saat ini sangat sedikit sinergi antara biosimilar dan vaksin
berbasis RNA/DNA yang lebih mutakhir. Pengembangannya di Ibu Kota
Nusantara dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan produsen vaksin
kelas regional dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Indonesia juga
dapat memanfaatkan kapabilitas manufaktur vaksin yang ada untr rk
mengembangkan ad.uaned uaccine manufacturirq secara domestik di masa
depan.

Pengemasan Produk Farnrasi

Pertumbuhan biosimilar dan vaksin juga akan mendorong permintaan hilir
seperti pengemasan primer. Pengemasan biasanya dialihdayakan oleh
produsen farmasi ke pihak ketiga. Produsen kemasan farmasi lokal telah
ada, namun terdapat peluang ekspansi karena pasar domestik dan ekspor
terus tumbuh.

Manufaktur kemasan farmasi saat ini banyak terpusat di Pulau Jawa,
narnun dengan proyeksi pertumbuhan pasar farmasi, terdapat peluang
untuk memperluas manufakturnya di Provinsi Kalimantan Timur atau Ibrr
Kota Nusantara. Terdapat dua kategori kemasan farmasi yang dapat
difokuskan untuk diproduksi di Ibu Kota Nusantara, yaitu kemasan primer
standar seperti botol vial, ampul, sachet, dan sebagainya, serta kemasan
sekunder standar seperti kotak atau karton dan baki injeksi.

Secara umum terdapat delapan faktor pendorong kesuksesan
pengembangan klaster farmasi di lbu Kota Negara, yaitu:
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Penyusunan rencana pengembangan klaster, yang antara lain
mencalnrp visi dan peta jalan untuk prioritas klaster farmasi per
segmen produk, termasuk kandidat mitra kerja sama, serta identifikasi
dan penyelarasan pihak-pihak penting dari industri dan pemerintah
(BUMN petrokimia, BUMN sektor kimia, pelopor farmasi lokal, pusat
bioteknologi, badan regulasi, dan sebagainya).

Penyusunan kerangka regulasi, misalnya terkait keringanan regulasi
terkait investasi asing di sektor farmasi (misalnya persyaratan konten
lokal dalam suatu produk), kejelasan regulasi mengenai jalur
biosimilar untuk disetqiui dan panduan penggunaannya termasuk
regulasi yang mengatur kontrol dampak lingkungan untuk produksi
farmasi kimia, panduan konsisten terkait uji klinis dan prosedur
lainnya serta penyediaan untuk membangun kawasan manufaktur
farmasi di Ibu Kota Negara.

Pembangunan infrastruktur, misalnya infrastruktur industri
manuliaktur kelas dunia termasuk fasilitas pergudangan logistik dan
transportasi rantai dingin laboratorium sertifikasi, akses ke terminal
ekspor, fasilitas pengelolaan limbah beracun, serta konektivitas
udara/jalan raya/ laut.

Pengemhangan rantai nilai, misalnya sektor kimia halus
(fine cl,rlmicalsl dan kimia khusus (specialfu chemicalsl yang
dikembangkan dengan baik dan berdekatan untuk kebutuhan
produksi API generik, lokasi yang dekat dengan industri petrokimia
hulu yang akan membantu mengefektilkan biaya, dan lokasi dekat
dengan produsen kemasarr untuk keterhubungan hilir yang lebih baik,
serta kemampuan rrntuk memanfaatkan kapabilitas yang telah ada
saat ini melalui Bio Farma (BUMN).

Penyediaan dukungan, seperti kerja sama dengan institusi litbang
terkemuka (yang ada di perusahaan farmasi asing/lokal atau
seba-liknya) untuk menunjang inovasi y-ang berkesinambungan,
penguatan pendidikan berbasis sains, serta dukungan fasilitas
sertilikasi dan pengujian bersama.

Fasilitasi pengembangan permintaan, contohnya kebutuhan API
generik y:rng cukr-rp untuk domestik dan ekspor regional agar
perusahaan farmasi dapat meraih manfaat biaya dibandingkan impor,
permintaan produk biosimilar/vaksin tertentu yang cukup di wilayah
Asia Tenggara agar perusahaan farmasi dapat mencapai skala yang
dibutuhkan untuk efektivitas biaya, serta potensi peluang baru dalam
fitofarmaka atau herbal.

2

3

4

5

6
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Penyediaan dan pengembangan talenta, yaitu kapabilitas kuat dalam
manufaktur mutakhir dan unggul, rekayasa proses serta kendali
mutu, keahlian sains mengenai alat-alat kimiawi dan proses biologis
yang kompleks, serta posisi penting seperti teknisi manufaktur, qtalitg
antrol engineers, dan chemists.

f)ukungan bagi pencapaian target klaster, yang ditandai dengan
tercapainya sejumlah indikator kinerja utama seperti berkurangnya
impor API generik dari 90 persen menjadi 6O persen dalam 3 tahun
melalui produksi lokal dengan masuknya perusahaan selaku @ntrad
deuelopment and manufaduring organizafion (CDMO) API, mendorong
produksi mammalian biosimilar atau antibodi untuk tiga kondisi
kronis tertinggi di Indonesia (diabetes, onkologi, dan sebagainya), serta
membangun unit litbang lokal bersama perusahaan farmasi
regional/global untuk pengembangan vaksin mutakhir.

3.2.2.4 Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan

Secara umum, Ibu Kota Nusantara akan sekitar LO persen
lahan dari kawasannya seluas 256.142,72 l:ektare untuk produksi pangan agar
dapat mencapai KPI Ibu Kota Nusantara. Guna mendorong pertumbuhan
ekonomi, Ibu Kota Nusantara juga akan mendatangkan bahan makanan dari
wilayah-wilayah lain di Indonesia sesuai dengan visi Superhab Ibu Kota
Nusantara yaitu membuka peluang dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan
timur Indonesia melalui kesempatan untuk mengirim pasokan ke Ibu Kota
Nusantara.

Pada saat yang sarna, pengembangan Superlatb juga digerakkan dengan
pengembangan pusat produksi dan inovasi makanan nabati, serta
pangan berkelanjutan dan tangguh di masa depan untuk mendukung
kesehatan/kebugaran. Hal ini didasari pada aspirasi untuk beralih fokus dari
komoditas pertanian biasa ke proses manufaktur yang memiliki nilai tambah,
dengan memanfaatkan tren pasar mengenai kesehatan dan keberlanjutan, serta
keanekaragaman hayati alami di wilayah Kalimantan Timur. Komoditas yang
akan diperkuat dan sebagian ditingkatkan nilai tambahnya antara lain padi,
sawit, akuakultur, serta berbagai tanaman untuk diolah menjadi ekstrak
tumbuhan, protein alternatif, produk herbal, serta nutrisi dan nutraeutical

a. Industri pertanian berkelanjutan: Padi, Sawrt, dan Akuakultur
Dalam rantai nilai komoditas padi, terdapat input, produksi, perdagangan,
pengolahan, logistik dan distribrrsi, serta pemasaran. Dari keenam bagian
tersebut, terdapat tiga fokus prioritas rantai nilai padi yang dapat
dikembangkan dan diperkuat, yaitu:

7

8
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I Input berupa sewa tanah, produksi dan pembelian benih, pupuk,
bahan kimia (benih bersubsidi, ketersediaan pupuk bersubsidi) serta
benih. Tantangan dalam rantai nilai ini adalah terbatasnya benih
berkualitas dengan volume dan kualitas produksi tinggi. Selain itu,
9O persen petani swadaya hanya mengelola lahan kurang dari
t hektar. Kemitraan dapat dilakukan untuk membuka pelu.ang inovasi
guna menghasilkan bibit dengan kualitas lebih baik.

Produksi yang mencakup aspek-aspek yang menuqiang proses
produksi seperti penyewaan mesin, pembayaran irigasi, penyemaian,
pembibitan, proses panen padi, dan padi kering yang diiual dengan
harga lebih tinggi. Peningkatan penerapan standar produksi padi
berkelanjutan (pupuk organik, dan lain-lain) diharapkan dapat
meningkatkan nilai tambah output.

Pemasaran yang mencakup penjualan eceran ke pelanggan akhir yang
dapat dilakukan dengan cara memperkuat nilai tambah melalui
merek beras Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan identitas
keterlacakannya.

Pada komoditas sawit, terdapat lima pengungkit yang dapat meningkatkan
produktivitas dan nilai tambahnya, yaitu:

l. Meningkatkan kualitas bibit tanam melalui penelitian dan
pengembangan yang menghasilkan bibit dengan panen lebih tinggi.

2. Meningkatkan kualitas proses pemupukan, terutama oleh petani
swadaya yang masih kurang memanfaatkan pupuk, melalui promosi
praktik pemupukan terbaik, penggantian pupuk mineral dengan
pupuk organik, penerapan pertanian presisi, serta penyediaan skema
pembiayaan yang tepat.

3. Memastikan kecukupan sistem irigasi, mengingat curah hujan di
bawah 2.O0omm/tahun atau iidak merata, termasuk salah satunya
melalui dripping sgstern di wilayah-wilayah yang membutuhkan irigasi.

4. Mempercepat tingkat repldnting dengan cara pemerintah
mengalokasikan anggaran atau memberikan subsidi kredit bagi para
petani untuk melakukan replanting.

5. Meningkatkan efisiensi pabrik melalui pengolahan kembali gas buang
panas dari ketel, penggunaan alat sterilisasi tingkat lanjut,
pemanfaatan Palm Oil Mill Elfluent (POME) untuk pembangkit energi,
serta penggunaan lumpur hasil pengolahan POME secara anaerobik
sebagai pupuk.

2
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Pengembangan perikanan berkelanjutan selaras dengan perubahan dan
preferensi pangan dari masyarakat di Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur
dapat merespon tren ini dengan berfokus pada komoditas dengan
pertumbuhan tinggi dari perikanan bu<li daya (a4taanlturel dan perikanan
tangkap. Beberapa komoditas ikan air tawar, pelagrs (tongkol, tuna,
kembung, selar, teri, dan lainnya), dan demersal (kakap merah atau
bambangan, peperek, manyung, kurisi, kuniran, bawal, dan lainnya) dapat
menjadi komoditas penting untuk pengembangan sektor perikanan, untuk
memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan perikanan budi dayanya
secara berkelanjutan dengan menerapkan Cara Budi daya Ikan yang Baik
(CBIB) dan beralih dengan teknologi ata.u metode budi daya yang ramah
lingkungan, seperti penerapan Reciranlarting Aqtaanlture System (RAS),
offslare a4taculhtre dan Integmted Multi Trophic Aqtaanlture (IMTA).

Pengolahan Primer: Ekstrak Tumbuhan
Pasar ekstrak tumbuhan adalah segmen yang tumbuh cepat. Jenis-_ienis
ekstrak tumbuhan seperti ekstrak herbal, rempah, minyak esensial, perasa
dan wewangian dan lain sebagainya digunakan di empat sektor, yaitu
Iitofarmaka, obat herbal dal tradisional, suplemen makanan dan minuman
bbrnutiisi atau nutraeuticals serta perawatan diri dan kosmetik.
Fitofarmaka adalah obat herbal kelas farrnasi yang telah lulus uji klinis
standar untuk manusia. Suplemen makanan dan minuman bernutrisi atau
nutraeuticaLs adalah produk suplemen yang mengandung ekstrak
tumbuhan, memiliki khasiat untuk meningkatkan kesehatan, mencegah
penvakit atau sebagai pengobatan.

Sebagai bagian dari ekosistem Superlutb Ibu Kota Nusantara, provinsi
Kalimantan Timur harus meningkatkan kapabilitas ekstraksi dan
pemrosesan tanaman untuk merespon pasar yang sedang meningkat.
Upaya ini dapat berfokus pada tumbuhan yang membutuhkan kesuburan
tanah yang relatif lebih sedikit dan memiliki potensi permintaan yang tinggi.
Terdapat dua peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk memainkan
sektor ekstrak tumbuhan, yaitu dengan berfokus pada penemuan sumber
ekstrak baru dan mengembangkan tumbuhan bernilai tinggi dan bersifat
khas atau endemik Kalimantan. Dari sisi budi daya ekstrak tanaman
bernilai tingffi, pengembangan spesies seperti kayu putih, nilam,
kenanga, rumprrt laut atau alga, kayu gaharu, serta meranti merah menjadi
peluang keunggulan Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur
juga dapat memperluas budi daya tumbuhan endemi gaharu dan meranti,
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selta spesies tumbuhan lainnya di Pulau Kalimantan yang tidak ditemukan
di lokasi lain.

Melihat rantai nilai ekstraksi tumbuhal, terdapat tiga aktor yang
memainkan peran penting, yaitu petani, perusahaan ekstraksi, dan
perkebunan. Petani kecil menjadi aktor penting, terutama di Indonesia,
karena petani tersebut mengontrol sebagian besar pasokan ekstrak
tumbuhan. Petani biasanya menggabungkan beberapa komoditas tanaman
semusim dengan tanaman primer/ sekunder untuk meningkatkan
pendapatan. Perusahaan ekstraksi dapat bekerja secara langsung dengan
jaringan petani swadaya untuk menjual benih, memberikan pelatihan,
dukungan linansial secara menyeluruh, dan a-kses pasar. Pembangunan
perkebunan dalam skala besar untuk tanaman rertentu juga dapat
dieksplorasi untuk meningkatkan pengusahaan ekstrasi yang memenuhi
skala keekonomian yang layak. Namun, terdapat tiga keterbatasan yang
menjadi tantangan untuk merealisasikan potensi di sektor ekstraksi
tumbuhan di Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya adalah:

1. Skala produksi. Saat ini, produksi bahan mentah terfragmentasi di
antara petani kecil. Intervensi untuk meningkatkan produktivitas
masih sangat sedikit. Selain itu, hanya sedikit perusahaan yang
bekerja sama dengan petani untuk menerapkan praktik panen atau
pasca-panen yang baik sehingga kualitas panen tidak konsisten.

2. Riset dan teknologi. Peralihan ke teknik ekstraksi alami seperti
ekstralsi COz masih sedikit di Indonesia. Ketersediaan instansi litbang
lokal, selain pemain industri besar, yang mengkaji kemanjuran
rarnuan tradisional selain pemain industri besar masih sedikit. Hasil
penelitian, hilirisasi, dan pemanfaatan produk litbang terkait obat-
obatan herbal belum optimal.

3. Standar dan sertifikasi. Saat ini sangat sedikit sertifikasi organik
dan/ atau tindakan untuk menerapkan keterlacakan (traeabilitg),
yang merupakan prasyarat prioritas tinggi untuk sebagian besar pasar
ekspor yang
gunakan.

tran sparansi produk yang mereka

Dalam pelaksanaannya, kemitraan menjadi kunci bogr perusahaan lokal,
perusahaan global, serta asosiasi industri dan pemerintah yang memiliki
peran penting dalam menyukseskan pengembangan klaster ini. Kemitraan
antara perusahaan ekstraksi asing dan lokal perlu didorong, sehingga akan
membuka investasi penelitian dan pengembangan yang akan mendukung
rransfer kapabilitas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di masa depan.
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Pengembangan rantai pasok industri ekstraksi tanaman di Provinsi
Kalimantan Timur direncanakan dapat:
1. meningkatkan mata pencaharian bagi petani swadaya lokal dan

komunitas pertanian yang lebih luas dengan kepastian pembelian
untuk produk yang bernilai tinggi;

2. memanfaatkan kekayaan dan keunikan, serta keanekaragaman hayati
di wilayah Kalimantan Timur serta membuka peluang komersialisasi
baru, terutama untuk tumbuhan endemik;

3. memanfaatkan kearifan lokal dan pengetahuan pengobatan tradisional
terkait kesehatan dan kebugaran untuk pengernbangan produk
baru; dan

4. meningkatkarr penciptaan kontribusi UKM dan pemain lokal melalui
kemitraan strategis dengan perusahaan global terutama dalam hal
transfer keterampilan dan teknologi.

Berdasarkan potensi dan tantangan pengembangan rantai pasok industri
ekstraksi tanaman, terdapat delapan prasyarat untuk pengembangan
industri ekstraksi tumbuhan di Ibu Kota Nusantara yaitu sebagai berikut:
1. Pengembangan rencana pengembangan klaster ekstrak tanaman, yang

antara lain mencakup strategi dan peta jalan pengembangan sektor,
tanaman yang cocok untuk tanah dan iklim Kalimantan Timur, serta
identilikasi konsumen dan segmen aplikasi hilir.

2. Pengembangan kerangka regulasi, ya:tg antara lain memberi koridor
pengaturan terkait standardisasi dan pedoman c€rra produksi dan
penanganan pascapanen yang baik sesuai komoditas yang berbeda,
serta panduan mengenai ketelusuran dan keberlanjutan.

3. Peningkatan dukungan infrastruktur, yaitu infrastruktur aksesibilitas
untuk alses bahan baku dan pasar, serta infrastruktur dasar seperti
listrik dan air bersih.

4. Pengembangan rantai nilai/pasok. Sebagai contoh, pengembangan
food estate di Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkatkan (i) basis
pemasok untuk sumber bahan baku, (ii) fasilitasi petani swadaya di
Provinsi Kalimantan Timur untuk menanam tanaman bernilai tambah
tinggi, (iii) akses ke tenaga kerja pertanian yang memadai, serta
(iv) kedekatan antara pabrik dengan pasokan bahan baku (ekstraksi
tanaman hanya membutuhkan 1 sampai 2 persen dari berat produk
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c

sehingga harus dekat dengan sumber gu.na mengurangi biaya
transportasi bahan baku).

5. Penyediaan dukungan ekosistem, seperti (i) rehabilitasi lahan
tambang/regenerasi/perhutanan sosial, (ii) dukungan swasta untuk
pelatihan praktik budi daya, panen dan pascapanen lagi petani,
(iii) fasilitasi kemitraan petani dan industri, (iv) fasititasi kerja sarna
investasi swasta atau publik untuk penelitian dan inovasi, serta
(v) fasilitasi penelitian terkait ekstrak tanaman barr.

6. Fasilitasi permintaan di dalam negeri untuk mendukung industri
tetap produktif karena setiap industri ekstraksi biasanya
beroperasi di beberapa portofolio produk dan tidak hanya 1 atau
2 ekstrak, biasanya sekitar 10 sampai 100 tergantung ukurannya.
Fasilitasi permintaan dapat disinergikan dengan pengembangan
pariwisau kebugaran.

7. Penyiapan talenta yang sesuai dengan teknologi ekstraksi dan kendali
mutu yang tinggi.

8. Fasilitasi investasi melalui peningkatan (i) investasi dengan pelibatan
pemain ekstrak global yang sudah ada di Indonesia untuk ekspansi ke
Provinsi Kalimantan Timur; (ii) kemitraan antara perusahaan
terkemuka dan UKM lokal; (iii) inovasi, penelitian, dan pengembangan;
serta (iv) tata kelola antar-asosiasi industri.

Protein Berbasis Nabati atau Daging Alternatif
Industri makanan dan minuman Indonesia berkontribusi 6 persen terhadap
PDB keseluruhan dan 31 persen dari PDB industri di tahun 2019. Industri
makanan dan minuman didominasi oleh pemain yang berbasis di Jawa,
sehingga peluang untuk mengembangkan industri makanan tradisional di
Provinsi Kalimantan Timur atau Ibu Kota Nusantara terbatas.
Pengembangan industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan
Timur dan di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan berdasarkan ceruk
pasar yang masih terbuka sesuai dengan empat megatren peralihan
preferensi terhadap pangan di dunia, di antaranya:

1. Makanan sebagai obat pencega.han. Konsumen beralih ke makanan
sehat/"bersih" tanpa aditif buatan di tengah meningkatnya masalah
konsumen terkait kesehatan dan keberlanjutan, serta. pertumbuhan di
sub-tren permintaan khusus, mrsalnya, makanan super, organik,
nutrisi kebugaran, dan vegan.

2. Peralihan ke pangan "bernilai tambah". Pangsa makanan olahan
(kemasan) tumbuh secara global sejalan dengan tren kesehatan.
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4

Konsumen juga beralih ke produk pokok (tcpung, roti) yang
diformulasi ulang dengan menambahkan lebih banyak bahan bergizi
(misalnya tepung kaya protein seperti tepung kacang) serta minuman
bernutrisi yang diperkaya (pre- dan pro-bioti.k, bahan anti-penuaan,
dan mrnrrman fortifikasi cannabidiolatau CBD).

Produk pangan inovatif, misalnya berbahan baku alga dan protein
nabati. Tren ini didorong oleh menirrgkamya kebutuhan akan sumber
protein non-daging (mrsalnya berbasis jamur dan kedelai). Protein
alternatif telah mengalami tingkat pertumbuhan yang kuat.
Fokus publik terhadap keberlaliutan, asal, dan keamanan pangan.
Terjadi peningkatan permintaan untuk produk berkelanjutan,
keterlacakan yang jelas, serta sertifikasinya di seluruh rantai pasok,
didoron g oleh preferensi konsutnen, Ditambah iagi, konsumen
semakin mengetahui jenis dan asal bahan dan bersedia membayar
lebih mahal untuk produk bersertifikat.

Berdasarkan keempat tren tersebut, protein alternatif menjadi segmen yang
sangat menarik dan mendapat manfaat besar setelah segmen irutrisi atau
nutraeuticals dan segmen herbal dan tradisional. Ibu Kota Nusantara
dapat memanfaatkan peluang pengembangan pusat produksi makanan
nabati dan berkelanjutan untuk kategori kesehatan atau kebugaran,
dengan potensi untuk mendorong lebih banyak inovasi ke depan. Terdapat
tiga jenis protein alternatif yang dapat ditemukan saat ini, di antaranya
adalah protein berlrasis nabati, protein berbasis mikroorganisme, dan
protein lainnya yang berasal dari serangga dan budi daya. pasar kedelai
berbasis nabati merupakan sumber protein alternatif yang paling matang
dan telah dikomersialisasikan sejauh ini.

Pasar protein altenratif nabati memiliki beberapa segmen aplikasi makanan
hilir. Indonesia sudah memiliki contoh yang diakui global yaitu tempe,
selain tahu yang diproduksi di beberapa negara lainnya. Salah satu produk
yang bernilai tambah lebih tinggi adalah dagrng alternatif yang berkembang
pesat meskipun pangsanya yang kecil. Basis pelanggannya semakin
terkonsolidasi dan membutuhkan produk berkualitas premium. Secara
global, pasar daging alternatif diperkirakarr akan tumbuh setidalnya dua
kali lipat menjadi US$32 miliar di tahun 2030 dengan keuntungan yang
signifikan. Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami peningkatan
produksi daging alternatif nabati. Hal ini menjadi peluang bagi Ibu Kota
Nusantara untuk menarik dan bermitra dengan perusahaan terkemuka di
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bidang ini untuk membangun basis manufaktur dan inovasi untuk
kawasan Asia Tenggara di Ibu Kota Nusantara.

Dalam konteks ini, Ibu Kota Nusantara dapat memainkan dua peran
penting, yaitu bekerja sama dengan pemain hulu untuk inovasi protein
baru, atau menarik pemain hilir untuk memproduksi protein nabati secara
lokal untuk memenuhi pasar domestik. Kemitraan dengan pemasok bahan
protein hulu diarahkan untuk meneliti dan mengembangkan sumber
protein baru dan lokal guna menyiapkan pasokan berskala besar untuk
kebutuhan domestik dan ekspor. Upaya-upaya yang dapat dilakukan
antara lain dengan:

1. melakukan spesialisasi pada sumber tanaman baru yang dapat
ditanam dalam skala besar di Indonesia (misalnya kacang hijau,
favaikara, rumput laut, bijibljian asli lainnya);

2. membuat bentuk daging alternatif baru yang lebih cocok dibandingkan
daging babi atau sapi (misalnya telur, ayarn, ikan) untuk memenuhi
preferensi konsumen di wilayah yang beragam; dan

3. menyediakan pasokan bagi ekosistem hilir secara kompetitif dengan
sumber ba-han baku lokal.

Beberapa persyaratan untuk mengembangkan industri protein nabati di
Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut:
1. pengembangan rencana pengembangan klaster, yang antara lain

mencakup peta jalan pengembangan produk, daftar calon mitra untuk
inovasi atau kemitraan litbang, daftar sumber protein alternatif yang
layak untuk pertumbuhan pasokan berskala besar di Indonesia, serta
pemahaman mengenai preferensi dan tren permintaan domestik di
sektor daging alternatif;

2. pengembangan kerangka regulasi, misalnya peraturan yang berkaitan
dengan persetujuan untuk produk atau bahan baru (khususnya
daging alternatif), kemudahan perdagangan untuk impor bahan
protein dan ekspor barang jadi, zona perdagangan yang mapan dan
perjanjian di dalam wilayah untuk memudahkan arus masuk keluar
barang, serta kemudahan lainnya;

3. peningkatan dukungan infrastruktur, seperti akses logistik atau
pelabuhan dan konektivitas umum untuk arus impor atau ekspor,
sa-luran ritel dan infrastruktur distribusi untuk rantai pasok di seluruh
Indonesia, serta infrastruktur rantai pasokan berstandar pangan dan
aman;
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4. pengembangan rantai nilai/pasok, seperti kemudahan mendapatkan
bahan merrtah dari pemasok (dalam negeri atau negara tetangga),
bentuk protein lokal yang inovatif yang dapat dikomersialkan dalam
skala besar, akses ke bahan lain selain dari isolat protein seperti pa.ti,
lemak, minyak, perasa, serta pembentukan kanal ritel baru;
dukungan kemitraan, misalnya pemerintah mendukung dan
mendanai kerja sama penelitian tentang sumber protein baru yang
dapat ditanam dalam skala lokal, atau kemitraan strategis dengan
pemain komodita.s lokal;

fasilitasi pengembangan permintaan antara lain melalui
pengembangan kecukupan kebutuhan pasar lokal untuk daging
alternatif, baik dalam jasa katering maupun langsung ke seggnen
konsumen, pemanfaatan tradisi tahu atau tempe dan peningkatan
kebutuhan pasca COVID-I9 guna mengakses pasar ekspor di wilayah
Asia'Ibnggara, serta kemampuan untuk berinovasi dan komersialisasi
terhadap preferensi dan selera konsumen;
penyiapan talenta terkait teknologi pangan, pengolahan pangan, serla

atau komoditas; dan

fasilitasi investasi antara lain melalui fasilitasi investasi dari pemain
publik dan swasta untuk berinovasi dalam produk protein baru,
komitmen investasi dari perusahaan globat untuk merambah sumber
baru, serta minat pemain hilir untuk membangun basis pengolahan di
Ibu Kota Nusantara.

Herbal/Nutnsi
Sektor ini memiliki banyak peluang untuk menghasilkan produk nutrisi
baru untuk memenuhi permintaan kesehatan / kebugaran domestik yang
terus meningkat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. produk dalam negeri secara historis memiliki harga yang lebih rendah,

namun masih sedikit inovasi, sehingga peluang diversilikasi masih
cukup besar;

2. peningkatan permintaan untuk rnerek kesehatan internasional dengan
harga lebih tinggi karena daya beli dan kesadaran kesehatan yang
meningkat;

3. pemain utama di sektor ini menambah peluncuran produk baru dan
inovatif guna memenuhi permintaan yang terus meningkat dan
berkembang; dan

7
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Ibu Kota Nusantara dapat menawarkan basis yang menarik untuk
inovasi dan produksi produk nutrisi baru, dengan memanfaatkan
kedekatannya dengan klaster farmasi untuk obat-obatan, suplemen
kesehatan dan ekstrak tumbuhan untuk nutrisi nabati, serta klaster
pariwisata kebugaran.

Peluang Ibu Kota Nusantara lebih besar untuk memperkenalkan lebih
banyak produk nutrisi baru ke Indonesia, contohnya dapat mencakup
segmen (bebas gluten / bebas susu/bebas gula), makanan ringan nabati,
makanan siap saji organik, dan sebagainya. Upaya ini ditopang oleh klaster
industri pertanian berkelanjutan dan klaster farmasi, klaster pariwisata
kebugaran, serta didukung sinergi dengan klaster pemampu seperti klaster
digital dan pendidikan.

3.2.2.5 Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif

Pengembangarr ekowrsata di Ibu Kota Nusantara berpusat di sekitar lingkungan
alam dan/atau budaya tradisional di kawasan alami, yang mendidik dan
meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat tentang konservasi atau
pemeliharaan lingkungan. Ekowisata bertujuan untuk meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Pengembangannya
diharapkan membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat
setempat. Beberapa jenis ekowisata yang dapat dikembangkan berdasarkan
bentuk kegiatannlza, di antararrya adalah:

a. ekowisata alam dan margasatwa, misalnya taman nasional. tamasya. flora
dan fauna, melihat satwa liar, melihat orang utan dan bekan.tan, safari
mengamati burung, dan lain sebagainya.

b. ekowisata pesisir atau laut, misalnya destinasi pesisir pantai, suaka
kehidupan laut, mengamati paus, menyelam dan snorkeling, dan lain
sebagainya.

c. wisata kesehatan, misalnya pengobatan asli Indonesia;

d. ekowisata petualangan/olahraga. misalnya pendakian gunung, trekkirtg
gunung berapi, arungjeram, panjat tebing, bersepeda, dan iain sebagainya.

e. ekowisata budaya/ ma syarakat, misalnya *'isata budaya, produk ekonomi
kreatif, penginapan pedesaan imersif, agrowisata, dan lain sebagainya.

f. ekowisata pertanian, misalnya kegiatan pertanian organik, retret nutrisi
makanan dan detoksifikasi, dan lain sebagainya; serta

4
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g. ekowisata bekas tambang, misalnya dengan melihat area bekas galian
tambang dan pengelolaannya menjadi daerah perikanan, rekreasi, dan
pemulihan kembali menjadi lahan yang bisa ditanami.

Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara berpotensi meqjadi unik
dibandingkan dengan destinasi lain di Irrdonesia melalui pengembangan
identitas ekowisata berkelanjutan yang benar-benar memenuhi semua kriteria.
Terdapat tiga kriteria ekowisata berkelanjutan yaitu:

a. ekologi, yang mencakup pendanaan konservasi, peningkatan kesadaran
terhadap lingkungan, dan penguatan ketahanan ekologi dalam jangka
panjang;

b. sosial budaya, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dan
UKM yang bersifat responsif gender dan inklusif, serta mempromosikan
pelestarian budaya masyarakat setempat; dan

c. ekonomi, yang mencakup pembukaan lapangan kerja dan penguatan mata
pencaharian dan penghasilan masyarakat setempat.

Proposisi nilai yang dapat ditawarkan oleh Provinsi Ka-limanta:r Tirriur dan
Ibu Kota Nusantara adalah ekowisata dan kesehatan yang dapat mencakup
ekowisata massal di kawasan pesisir pantai, ekowisata premium (resort pantai
dan hutan lindung), ekowisata budaya atau masyarakat, serta ekowisata
kesehatal. Selain itu, sektor ini juga akan didukung oleh .jenis pariwisata
lainnya seperti wisata flora dan fauna, pariwisata kotafurban, pariwisata
pertemrran, perjalanan insentif, konfererrsi dan pameran (meeting, inentiue,
unuention, and. exhibition tourisml, serta pariwisata kesehatarr dan kebugaran.
Berbagai aset wisata dan pengembangan daya tarik wisata di Ibu Kota Nusantara
tersebut diharapkan dapat menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu
destinasi ekowisetta berkelanjutan kelas dunia.

a. Pariwisata Primer

Pariwisata primer di Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara
d ifokuskan pada pengembangan ekowrsata premium kelas dunia yang
berkelanjutan. Provinsi Iklimantan Timtrr dan Ibu Kota Nusantara
memiliki empat potensi pengembangan ekowisata berdasarkan kategori
destinasinya, yaitu (t) mengembangkan destinasi pantai untuk ekowisata
"Sun and Beaclf ; (2) mengembangkan aset ekowisata premium yang
unik dan berbeda di cagar hutan dan pantai/pulau; (3) menyertakan
aktivitas kebugaran (spa, wisata kuliner sehat, retret yoga) ke dalam aset
ekowisata tersebut; serta (4) mengembangkan taman hiburan yang bertema
konservasi alam/ satwa liar.
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Pengembangan ekowisata di wilayah pesisir yang terkendali dan seimbang
perlu dilakukan dengan penerapan pedoman yang ketat untuk menjamin
berkelar{ utan yaitu:

1. menerapkan zonasi pariwisata yang mematuhi aturau terkait daur
ulang limbah dan pembersihan pantai;

2. menerapkan pengolahan limbah dan rencana konsumsi air yang tepat;

3. memungut pajak lingkungan dan berinvestasi dalam
pengawasan/perlindungan terumbu dan laut;

4. memenuhi persyaratan untuk mempeke{akan warga lokal dan
melestarikarr budaya lokal; dan

5. menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dalam
ran tai pasok restoran.

Provinsi Kalirnantan Timrrr dan Ibu Kota Nusantara_iuga memiliki aset alam
yang dapat menjadi fondasi pengembangan ekowisata premium kelas dunia
yang berkelanjutan jika dilaksanakan bersama mitra yang tepat. Keda
sama dengan pengembang resor, strategis guna membangun destinasi
ekowisata berkelanjutan yang unggul dan ramah lingkungan, yang
mematuhi pedoman yang ditetapkan dapat menjadi pilihan.

Integrasi antara retret ekowisata dengan proposisi kesehatan yang kuat
akan menarik konsumen atau wisatawan yang mencari ketenangan di
lingkungan alam dan fokus pada kesehatan pribadi. Provinsi Kalimantan
Timur dapat menarik wisatawan kesehata.n "sekunder', atau mereka yang
ingin mencari pengalaman kesehatan sebagai bagian dari pedalanan
ekowisata. yang tidak terpisahkan. Kekayaan budaya kesehatan tradisional
di Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan identitas
pariwisata kesehatan yang unik, seperti jarnu, kerokan, bekam, luluran,
dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkannya, Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota
Nusantara dapat membangun ekosistem penunjang yang akan
menciptakan permintaan di seluruh rantai nilai dan mendorong lebih
banyak kewirausahaan dan inovasi kesehatan lokal. Hal ini juga selaras
dengan peta jalan Indonesia untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi
yang lebih inklusif melalui pariwisata kesehatan sebagai percontohan.
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tsmpat pilar ekosistem penunjang yang diperlukan untuk membangun
model pariwisata kesehatan yang inklusif dan tangguh, 1.aitu:

f. informasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang bisnis
inklusif dalam pemerintah, bisnis dan masyarakat, meningkatkan
keterlibatan sektor swasta da:n kolaborasi antara pelaku sw-asta-
publik, serta memperkuat pengetahuan lokal tentang warisan
kesehatan;

2. regulasi, yaitu kebijakan dan peraturan yang kondusif untuk bisnis
inklusif, meningkatkan penegakan dan kepatuhan, serta memberikan
insentif mengikuti peraturan perundang-undangan untuk promosi
bisnis inklusif;

3. akses keuangan, yaitu dengan meningkatkan investasi komersial
dalam pariwisata kesehatan, mengk4ji manfaat investasi di sektor ini,
memanfaatkan dana p:ublik/ mrporate social responsibilitg (CSR) yang
ada, serta mengaktilkan keuangan mikro dan pinjaman berbunga
rendah di tingkat mikro dan UKM; serta

4. kapasitas, yaitu dengan memperkuat rantai pasokan lokal untuk
produk makanan dan kebugaran, mempererat hubungan antara
pelatihan kejuruan dan kebutuhan pekerjaan di bidang
kesehatan/kebugaran, dan memobilisasi lebih banyak partisipasi
masyarakat dan mendorong kewirau sahaan.

Selain ekowisata lirrgkungan dan ke sehatan / kebugaran, Provinsi
Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara juga dapat menawarkan
ekowisata margasatwa dengan mengcmbangkan taman hiburan khas yang
bertema satwa liar guna rnemanfaatkan aset alam yang melekat di kawasan
tersebut. Wisatawan saat ini semakin mencari wisata konservasi sat*'a liar
yang menawarkan petualangan unik dan otentik yang akan mernbantu
melindungi lingkungan. Untuk menawarkan konsep ekowisata
margasatwa, keq'a sama dengan organisasi swasta, operator tur dan/atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pengampu konservasi margasatwa
diperlukan untuk menciptakan dan meir-vajikan pengalaman unik
keanekaragaman hayati Kalimantan. Kesuksesan pelaksanaan model
ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan juga membutuhkan intervensi
terarah dari sisi kebijakan, produk, dan infrastruktur, serta dukungan
pendanaan dari lembaga keuanga.n, pemerintah, maupun dana konservasi.
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Prasyarat untuk mendukung keberhasilan pengembangan ekowisata di Ibu
Kota Nusantara, yaitu:
1. pengembangan rencana pengembangan klaster, yang antara

mencakup peta jalan pengembangan ekowisata yang diprioritaskan
pada 1-2 lokasi dengan jenis produk yang dapat melayani segmen
massal dan premium, serta da-ftar calon mitra dan investor;

2. pengembangan kerangka regulasi, yang terkait dengan pene tapan zona
ekowisata yang jelas, yang drdukung insentif finansial m.engikuti
peraturan perundang-undangan untuk menarik investasi,
pembebasan tanah dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan
perrrndangan, serta proses pengqluan lisensi dan perizinan yang
efisien;

3. pengembangan infrastruktur, yaitu infrastruktur konektivitas dan
dasar yang mendukung lokasi ekowisata prioritas dalam desain yang
sehat secara ekologis, dan dalam jangka panjang mendukung pilihan
tran sportasi dan akomodasi berkelanjutan;

4. pengembangan rantai nilai/pasok dengan membantu transisi bisnis ke
model bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif dengan melibatkan
masyarakat lokal melalui kemitraan publik-swasta;

5. dukungan tata keioia destinasi rnelaiui pembentukan badan tata kelola
ekowisata untuk membantu penerapan aturan dan pemantauan
penerapan praktik berkelanjutan yang didukung kolaborasi erat
dengan LSM dan masyarakat sosial;

6. fasilitasr pengembangan permintaan, yaitu dengan meluncurkan
rencana pemasaran dan komunikasi terintegrasi; menjadikan praktik
keberlanjutan menjadi daya tarik/ trademark Kalimantan Timur,
menyediakan insentif mengikuti peraturan perundang-undangan
untuk operator tur, petugas pedalanan, platform pemesanan daring,
bermitra dengan organisasi interrrasional, serta meraih penghargaan
dan akreditasi bergengsi;

7. penyiapan talenta, yaitu dengan mengadakan pendidikan dan
pelatihan bagi masyarakat lokal untuk bekerja dan rnengembangkan
usaha ekowisata inklusif; serta

8. penguatan branding, yaitu dengan meluncurkan platform identitas
pariwisata Kalimantan Timur ;.rang didukung informasi yang jelas
tentang aset dan penga.taman ekovuisata yang berkembang dengan baik
dan unik, disertifikasi dengan informasi tentang pemenuhan kriteria
pariwisata berkelanjutan, serta usaha-usaha ekowisata berbasis
masyarakat di Provin si Ka.limantan Timur.
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Pengembangan destinasi ekowisata harus dilaksanakan dengan
keterlibatan swasta dan publik 5rang; seimbang. Terdapat empat faktor
pemampLr utama yang menunjang kesuksesan ekowisata di Ibu Kota
Nusantara, yaitu:

1. pembentukan organisasi independen dan profesional untuk mengelola
ekowisata serta bisnis sesuai dengan kriteria alam, budaya dan
komunal yang berkelanjutan, serta pengaturan yang ketat untuk
investasi di kawasan konservasi;

2. kerja sama swasta-publik yang seimbang, yang mempromosikan
beragam portofolio yang mencakup proyek pariwisata massal tetapi
tetap menerapkan hubungan yarrg berkelanjutan dengan alam,
kemitraan dengan UKM ekowisata, serta kerja sama publik-swasta
yang luas, termasuk pembentukan kelompok kerja gabungan untuk
promosi ekowisata, sertifikasi keberianjutan, pengelolaan air, serta
pendidikan dan pelatihan;

3. keterlibatan komunitas yang inklusif, seperti adanya operator skala
kecil dan menengah secara luas dan em-lodge milik masyarakat
setempat dengan pengembangan ska-la besar yang dibatasi pada znna
tertentu, program yang menekan dampak negatif pariwisata massal
dengan dukungan masyarakat, serta partisipasi pengusaha dan
seluruh pemerintah kota pesisir dalarn konservasi pantai; dan

4. tumbuhnya jasa pariwisata terkemuka, misalnya hadirnya penyedia
layanan perjalanan terbaik yang telah diakui secara internasional atas
komitmen mereka terhadap pariwisata ramah lingkungan dan
merupakan pemenang sejumla-h penghargaan standar berkelanjutan,
investasi besar dari pemerintah untuk UKM pariwisata guna
mendukung rantai nilai/pasok secara keseluruhan, serta investasi
berkelanjutan dalam infrastruktur terkait pariwisata (terntasuk taman
nasional, bandara, akomodasi, dan lainJain).

Pariwisata Sekunder

Sebuah ibu kota biasany'a memiliki potensi pariwisata urban yang
signilikan sebagai konsekuensi dari aktjvitas ibu kota yang menarik
kunjungan pegawai pernerintah, keluarganya, pelaku bisnis, pendidik,
pekerja jasa-jasa, dan wisatawan umum. Ibu Kota Nusantara akan
menerima manfaat dari fungsinya sebagai platform identitas nasional,
sejarah dan budaya (museum, lnonumen, bangunan pemerintahan, dan
lain sebagainya). Namun, Ibu Kota Nusantara membutuhkan upaya lebih
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untuk menunjang pariwisata dengan lebih baik. Belajar dari kota-kota yang
memiliki kontribusi pariwisata tinggi terhadap PDB, berbagai intervensi
tambahan diterapkan guna menarik wisatawan kota dengan lebih baik
seperti kuliner kelas dunia, hiburan, festival/ acara budaya, belanja
tradisional/modern, dan acara olahraga.

Untuk itu, Ibu Kota Nusantara hanrs mengembangkan rantai nilai
pariwisata sekundernya agar tidak hanya berkontribusi pada taraf hidup
kota tetapi juga membantu mendorong lebih banyak pariwisata di ibu kota.
HaI ini dapat tercapai dengan berfokus pada pengembangan beberapa
sub-rantai nilai yaitu (1) biro perjalanan dan pemesanan; (2) transportasi;
(3) akomodasi; (4) makanan dan minuman; (5) ritel; (6) aset seperti investasi
di gedung, perumahan dan apartemen dan lain sebagainya; serta
(7) pengalaman berkunjung ke ibrr. kota. Ibu Kota Nusantara juga dapat
menjadi pusat MICE di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun aktivitas
MICE drprediksi baru pulih pada tahun 2035 pasca pandemi COVID-19.
Adanya disrupsi dari penerapan teknologi digital yang semakin pesat pasca
COVID-l9 diperkirakan mempengaruhi MICE yartg akan beralih ke
pelaksanaan virtual atau hgbrid dengal pengalaman berbasis teknologi.

Dengan melihat dampak COVID-l9 terhadap sektor pariwisata, Ibu
Kota Nusantara diusulkan untuk memprioritaskan pembangunan
akomodasi dan ruang pertemuan multiguna untuk jangka pendek, yang
dilanjutkan dengan pengembangan pusat konvensi untuk jangka panjang.
Pembangunan aset MICE jangka pendek perlu didahulukan untuk
memenuhi sub-segmen: l) m.eetings, dalam kelornpok kecil-menengah dan
bisa dilakukan satu kali maupun berulang; 2l inentiues, dalam bentuk
perjalanan liburan non-bisnis sebagai hadiah bagi karyawan, seperti retret
tahunan perusahaan atau perayaan akhir tahun; dan 3l anferences, yaitu
pertemuan skala kecil-menengah, yang biasanya dihadiri oleh peserta di
bidang yang sama untuk bertukar informasi dengan tqjuan tertentu dalarn
waktu yang terbatas. Pembangunan aset IVIICE jangka panjang diarahkan
untuk exhibifibns, yaitu pameran dan konvensi skala besar biasanya
didasarkan pada kalender tetap dengan frekuensi tertentu dan

oleh kelompok pihak ketiga. Pengembangan aset MICE
jangka pendek dapat dilakukan pada tahun 2O25-2O35, dan jangka
panjang pada tahun 2035-2045 dengan cara menarik pengembang hotel
multifungsi dan menetapkan standar MICE yang berkelanjutan dengan
dukun gan penerapan teknologi.
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Untuk kesuksesan pengembangan segmen MICE, terdapat delapan faktor
pemampu yang dapat diterapkan, yaitu:
1. pen5rusunan rencana pengembangan klaster MICE, yang antara lain

mencakup perencanaan pengembangan akomodasi di jangka panjang
dan kriteria MICE untuk Ibu Kota Nusantara, serta daftar calon
pengembang dan investor perhotelan;

2. pengembangan kerangka regulasi antara lain yang berkaitan dengan
pemberian insentif yang dapat berbentuk a) insentif untuk barang
pameran; b) akuisisi lahan, misalnya lahan bebas biaya atau subsidi
di bawah harga pasaran; c) hibah dan insentif tenaga kerja;
d) kontribusi keuangan untuk proyek strategis langsung, baik untuk
belanja modal maupun operasional; e) prosedur perizinan dan lisensi
yang efisien; serta 0 bantuan koordinasi dengan otoritas Pemerintah
Pusat dan daerah lainnya untuk persetujuan konstruksi dan lain
sebagainya;

3. penyediaan infrastruktur berkualitas di dalam Ibu Kota Nusantara
dengan kriteria aksesibilitas hotel dan kedekatan dengan bandara,
kedekatan dengan tempat wisata utama lainnya, serta kelayakan
konstruksi lahan yang akan digunakan. Kontribusi pemerintah
diperlukan untuk pekerjaan infrastruktur dan utilitas yang lebih luas
seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain sebagainya. Pengembangan
faktor pemampu tingkat kota juga menjadi penting, yang mencakup
konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta
transportasi dan mobilitas fitur-fitur pendukung kota pintar;

4. pengembangan rantai nilai/pasok melalui penyediaan opsi
pembiayaan rantai pasok secara menyeluruh untuk pengembangan
UKM pariwisata, serta insentif yang mengikuti peraturan perundang-
undangan dan stimulasi dalam bisnis lainnya yang berhubungan
dengan parirvisata seperti makan an dan minuman, ritel, platform
pemesanan digital, dan lain sebagainya;

5. dukungan kemudahan akses modal terutama untuk menurunkan
risiko investasi awal melalu kebijakan investasi bersama dengan mitra
lokal atau pemerintah, penyisihan dana pinjaman sektor publik untuk
perhotelan, serta beragam opsi pembiayaan lainnya;

6. fasilitasi pengembangan permintaan dengan mengembangkan dan
menumbuhkan industri dan lingkungan bisnis guna meningkatkan
volume dan daya beli pelanggan, memancing permintaan tahap awal
dengan cara mengadalan pertemuan dan acara publik yang diadakan
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oleh pemerintah, serta menJrusun rencana peraturan persaingan di
wilayah tersebut;

7. penyiapan talenta dengan standar kompetensi internasional sehingga
bisa mengakses pasar tenaga kerja yang kompetitif; dan

8. fasilitasi produk wisata antara lain dengan memfasilitasi pelrgembang
dan operator perhotelan terbaik di kelasnya untuk membangun dan
menjalankan properti hotel serbaguna di Ibu Kota. Nusantara,
pengakuan Ibu Kota Nusantara sebagai tujuan "bleisure" (business
leisure atan wisata bisnis) terkemuka ya.ng menggabungkan bisnis dan
6sllagai eko-rekreasi, serta penerapan standar dan sertilikasi
berkelanj utan oleh mitra MICE.

c. Wisata Kesehatan atau Medis

Ibu Kota Nusantara juga dapat menangkap potensi pariwisata kesehatan di
Indonesia. Secara umum, terdapat hampir satu juta orang Indonesia y,ang
pergi ke luar negeri untuk melakukan perawatan medis setiap tahunnya
dengan rata -rata pengeluaran sebesar US$ 1 1 miliar. Hal ini menjadi
kesempatan bagi Ibu Kota Nusantara untuk merangkul kembali u'isatawan
medis dalam negeri serta menjadi tqjuan alternatif untuk perarvatan
kesehatan yang nyaman dan berkualitas tinggi.

Terdapat tiga jenis destinasi kesehatan u.isata yang umum, yaitu destina.si
berkualitas tinggi, nyaman, dan/ atau rendah braya. Dalam hal ini, Ibu Kota
Nusantara harus membenurk identitas yang memprioritaskan kualitas dan
kenyamanan. Ibu Kota Nusantara dapat berfokus untuk memberikan
layanan berkualitas dan perawatan khusus kelas dunia untuk segmen
prremium, serta memberikan kenyamanan dengan prosedur efektif di
selunrh segmen. Di sisi lajn, banyak penyedia layanan wisata medis yang
memperluas portofolionya ke arah layanan kebugaran. Oleh karena itu,
Ibu Kota Nusantara juga perlu membangun fasilitas kesehatan berkualitas
tinggi di bidang yang paling relevan lagi masyaralat Indonesia, dengan
fokus pada pencegahan/diagnostik dan prosedur sederhana/elektif, yang
kemudian dapat dikembangkan pada tahapan berikutnya dengan layanan
kesehatan menyeluruh.

Ibu Kota Nusantara dapat terlebih dahulu mengembangkan layanan
kesehatan yang bersifat proaktif melal-ri kerla sama dengan satu atau dua
penyedia layanan kesehatan s\rasta asing terkemuka untuk membangun
dan menyediakan layanan kesehatan yang relatif tidak kompleks, serta
berkolaborasi dengal pengembang perhotelan untuk menyediakan layanan
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kecantikan dan anti-penuaan. Ibu Kota. Nusantara harus memikat penyedia
layernan kesehatan swasta asing, dan bekerja sama dengan rumah sakit
setempat untuk mendirikan usaha layanan kesehatan yang kredibel di
ibu kota.

Secara umum, terdapat dua kategori besar rumah sakit asing yang dapat
ditarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, yaitu:
1. Rumah sakit asing yang saat ini belum melayani wisatawan Indonesia.

Rumah sakit tersebut memiliki kelebihan yaitu mereka tertarik untuk
memasuki pasar layanan kesehatan Indonesia tanpa risiko
kanibalisasi. Namun, kekurangannya yaitu nama yang relatif kurang
dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, serta lebih dikenal sebagai
destinasi medis yang berbiaya rendah, bukan dari kualitas
pelavanannya.

2. Rumah sakit asing yang saat ini sudah melayani wisatawan Indonesia.
Kelebihan dari pemain-pemain tersebut adalah mereka sangat
terpercaya dan kredibel di kalangan orang Indonesia, memiliki
pemahaman tinggi mengenai kebtrtuhan perawatan pasien Indonesia,
serta berupaya membangun.Bed er enter yang memberikan perawatan
dasar di Indonesia kemudian mengarahkan ke luar negeri untuk
prosedur yang lebih kompleks. Kekurangannya adalah bahwa pemain
tersebut tidak ingin menyasar turis medis Indonesia yang selama ini
berobat ke luar negeri, sehingga akan cenderung berinvestasi untuk
merawat pasien premium yang mencari perawatan berkualitas tetapi
tidak mampu ke luar negeri.

Implementasi wisata kesehatan yang melibatkan kerja sama dengan rumah
sakit asing, penggunaan teknologi kesehatan dan tenaga kesehatan asing
perlu diu'ajibkan untuk melakul<an transfer pengetahuan (transfer
knowledge) dan transfer teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas
pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan Indonesia.

Terdapat delapan iaktor pemampu yang akan menunjang penyelenggaraan
pariwisata kesehatan di Ibu l(ota Nusantara, di antaranya adalah:

1. penJrusunan rencana pengembangan klaster wisata medis yang antara
lain mencakup peta jalan layanan kesehatan jangka panjang
(kapasitas rumah sakit, prioritas spesialisasi dan sebagainya), daftar
calon mitra rumah sakit loi<al untuk kerja. sama atau joint uenture,
serta calon investor grup rurnah sakit asing;
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2 pengembangan kerangka regulasi yang berkaitan dengan kebutuhan
pelonggaran kebijakan yang melarang investasi asing dalam layanan
kesehatan, seperti misalnya kepemilikan mayoritas dan kontrol
roanajemen, kemampuan untuk mengembalikan keuntungan dan
membawa investasi yang tidak dibatasi, perlindungan dari litigasi,
serta kemudahan untuk menyewa dan mendapatkan lahan. Selain itu
kelonggaran kebijakan terkait SDM diperlukan, misalnya
kemungkinan pemberian kemudahan untuk menempatkan ekspatriat
di jabatan klinis atau manajemen, atau izin penggunaan telemedicine
untuk memungkinkan dokter asing melakukan praktik secara lokal,
dengan memastikan bahwa setiap tenaga medis asing tersebut
memiliki sertilikasi praktik medis resmi;

penyediaan infrastruktur berkualitas dan pilihan aksesibilitas dan
mobilitas dari kota pengumpan terdekat, serta ekosistem Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menunjang iayanan kesehatan
virtual;
pengembangan rantai nilai/pasok dengan merampingkan kebijakan
layanan kesehatan yang lebih luas di Irrdonesia yang berkaitan dengan
pembiayaan (penerapan harga rendah melalui BPJS), serta
memfasilitasi kedekatan dengan universitas atau institusi penelitian
untuk prosedur layanan kesehatan dengan kompleksitas tinggi;

pemberian kemudahan untuk kemitraan investor dengan rumah sakit
lokal untuk membangun rumah salit baru, serta menetapkan
akreditasi/sertifikasi praktisi dan fasilitas medis yang diakui;
fasilitasi pengembangan permintaan, yaitu dengan menjaga utilisasi
rumah sakit sekitar 70 persen dari minimal 8O sampai 1OO tempat
tidur, meningkatkan pengetahuan pelanggan terhadap Ibu Kota
Nusantara sebagai pusat rnedis rnelalui pemasaran dan promosi,
memperluas perawatan yang terjangkau melalui skema pembiayaan
publik dan swasta, serta menyediakan ruang kolaborasi untuk
merancang paket komprehensif y-ang menggabungkan penawaran
medis, penerbangan, transportasi, dan hotel;

penyiapan talenta termasuk yang difasilitasi dengan kemudahan bagi
tenaga kerja asing untuk bekerja di beberapa layanan kunci (klinis dan
manajemen) yang belum banyak dikuasai oleh talenta lokal, serta
kemudahan untuk merekrut teknisi peralatanr terampil dan ahli
diagnosa untuk pengujian standar (operator magnetic resonan@
imagittg (MRI.I I amputed tomographg (CT) scan, dan sebagainya); dan

3
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fasilitasi investasi untuk keda sama pembangunan proyek rumah
sakit greenfield (dengan minimal 8O tempat tidur rumah sal<it) antara
pemain industri asing terkemuka dan pemain lokal di Ibu Kota
Nusantara, termasuk dalam kaitannya untuk penyediaan tenaga kerja
terampil dari dalam dan luar negeri.

3.2.2.6 Klaster Bahan Kimia dan T\rrunannya-Petrokimia

Pengembangan industri petrokimia secara khusus diarahkan untuk dapat
dikembangkan dalam enam bagian, yaitu:

a. industri petrokimia hulu, contohnya etilen, propilen, butadien, o-silen,
p-silen, metanol, amonia, benznna, toluen, dan API;

b. industri kimia organik, contohnya carbon black, asam tereftalat, propilen
glikol, etilen glikol, fenol, dan dimethyl ether (DME);

c. industri pupuk, yang mencakup pupuk tunggal dan pupuk majemuk;

d. industri resin dan plastik, contohnya lout density polgethglene (LDPE), h@h
densifu polgethglene (HDPE), polgpropglene (PP), poliamida, polietilena
tereftalat (PET), akrilik, polyvinylpyrrolidone (PVP), dan polikarbonat;

e. Industri karet sintetik, contohnya butadiene rubber (BRl, stArene butadiene
rubber (SBR), dan engineering natural ntbber ompound (EPDM); dan

f. Industri barang kimia lainnya, seperti propelan dan bahan peledak.

Terdapat potensi besar untuk mengembangkan basis industri
tambahan di Provinsi Kalimantan Timur mengingat keseimbangan volume dan
pengguna akhir potensial di wilayah tersebut. Strategi pengembangan industri
Ibu Kota Nusantara juga telah memposisikan bahan kimia lanjutan seperti
petrokimia sebagai salah satu dari enam klaster ekonomi penggerak utama
Qrime mouel yang diharapkan dapat membantu mewujudkan visi Superhub Ibu
Kota Nusantara. Klaster unggulan ini juga diharapkan dapat menghasilkan
sinergi yang signifikan berupa penyediaan bahan baku yang akan memperkuat
keunggulan kompedtif lebih lanjut, misalnya sinergi dengan sektor farmasi dan
kesehatan, barang konsumen dalam kemasan atau antsamer paclcaged goods
(CPG), serta E2W. Senyawa etilen, propilen, dan aromatik, misalnya, dapat
menjadi bahan baku untuk badan dan ban E2W. Senyawa-senyawa tersebut
juga dapat menjadi bahan mentah untuk pembuatan alat pelindung diri (APD)
serta alat dan bahan kesehatan habis pakai la nsamables). Sementara itu, di
sektor CPG, sinergi antara industri dapat menempatkan Provinsi
Kalimantan Timur sebagai produsen bahan baku dan kemasan untuk barang

8
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konsumen. T\rrunan petrokimia dapat menjadi bahan baku kemasan barang
konsumen seperti botol, wadah plastik, kemasan, drum, dan sebagainya.

Ke depan, Ibu Kota Nusantara juga dapat melakukan ekspansi industri
petrokimia guna menyediakan bahan baku untuk sektor kesehatan dan farmasi.
Untuk sektor kesehatan, sebagian besar tunrnan petrokimia bisa digunakan
sebagai bahan baku pembuata:r kemasan alat-alat kesehatan (misalnya botol
obat) serta peralatan, perangkat, dan mesin medis antara lain seperti prostesis
(anggota tubuh dan kulit tiruan), alat bantu penglihatan (kacamata), sarung
tangan bedah, dan perekat medis. Untuk sektor farmasi, turunan petrokimia
dapat menjadi bahan baku pembuatan produk-produk farmasi baik sebagai
bahan aktif maupun bahan non-aktif (eksipien). Contoh produk akhir turunan
petrokimia di sektor farmasi antara lain: adalah penisilin, aspirin, dan ibuprofen
(sebagai bahan aktif); serta liller obat, penca-har, dan lnnd sanitiz.er (sebagai
bahan non-aktif).

Keberhasilan industri petrokimia di Provinsi Kalimantan Timur dan di Ibu Kota
Nusantara akan bergantung pada sejumlah faktor kunci. Salah satunya yaitu
bahwa pabrik petrokimia di kawasan ini perlu mencari pembeli akhir terdekat,
bukan hanya untuk menjamin kedekatan dengan sumber permintaan (industri
hilir), namun juga untuk bersaing secara harga. Faktor kunci lainnya berkaitan
dengan strategi pengadaan bahan baku untuk menjamin stabilitas dan
fleksibilitas pasokan. Lebih lanjut, faktor kunci keberhasilan industri petrokimia
di Provinsi Kalimantan Timur dirangkum sebagai berikut:

f . integrasi ke industri hilir yang merupakan kombinasi antara o-location dan
perjanjian offialee. Lokasi yang terintegrasi dengan pelaku industri hilir
merupakan salah saLu faktor terpenting bagi sebuah pabrik
Selain itu, perjanjian oJfialee dengan pembeli akhir (misalnya industri E2W,
CPG, farmasi, dan kesehatan) diperlukan guna memastikan kapasitas yang
tersedia dapat diserap secara maksimal;

kemampuan menarik minat investor untuk membangun pabrik petrokimia
dasar dan pabrik kimia khusus di Provinsi Kalimantan Tinrur. Perkiraan
capex yang dibutuhkan untuk pengembangan industri petrokimia dasar
adalah sekitar 1-11 miliar IJSD, dan tambahan sebesar l-6 miliar USD lagi
untuk mengembangkan industri bahan kimia khusus (untuk sektor
farmasi). Oleh karena itu, perlu disusun strategi untuk menarik minat
investor untuk membangun pabrik petrokimia dasar dan pabrik kimia
khusus di Provinsi Kalimantan Timur;

2
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akses ke bahan baku yang stabil dan fleksibel dari pemasok dalam jangka
panjang sangat penting dalam mempertahankan tingkat produksi dan
ketahanan produksi saat terjadi disrupsi; dan

kemampuan untuk bersaing dengan para pelaku ekspor utama untuk
memasuki pasar ekspor mengingat ukuran pabrik petrokimia yang rata-
rata cukup besar, Industri petrokimia di Provinsi Kalimantan Timur mampu
bersaing dengan produsen internasional untuk memanfaatkan peluang
ekspor, terutama dengan mengembangkan untuk menjadi
pengekspor petrokimia terdepan di Asia seperti Korea Selatan dan
Singapura.

3.2.2.7 Bahan Kimia dan T\rrunannya-Kelapa Sawit atau Oleokimia

Industri kelapa sawit yang terintegrasi secara menyeluruh mencakup beragam
produk sawit hilir, seperti minyak/lemak nabati, biodiesel, serta oleokimia dan
turunan lanjutannya. Investasi di industri kelapa sawit di Provinsi Kalimantan
Timur perlu mempertimbangkan tiga faktor mendasar, yaitu:

a. Produk Industri kelapa sawit harus dilihat secara lebih luas sebagai pusat
produk sawit terintegrasi yang tidak hanya mencakup oleokimia dan
turunannya, namun juga produk utama lainnya seperti minyak nabati atau
lemak khusus dan biodiesel, Perhatian juga perlu difokuskan pada
dinamika pasar (supplg4emandl dan kebutuhan pada faktor-faktor

yang diperlukan (seperti regulasi, talenta, dan lain{ain) yang
cenderung bervariasi berdasarkan kategori produk;

Pilihan pasar akan menentukan keunggulan kompetitif

4.

b.
yang jelas dan berkelanjutan:

1. Parer dornertlf,: Terdapat dua kriteria utama yang digunakan untuk
menilai kelayakan dan potensi ekonomi agar dapat melayani pasar
domestik secara efektif. Kriteria yang pertama adalah identifikasi
adanya kesenjangan antara supplA dan demand yang jelas di lanskap
pasar, dan kriteria yang kedua yaitu memastikan kedekatan dengan
konsumen akhir agar efisiensi operasional dan biaya dapat dicapai.

Pasar elepor: Kriteria utama untuk pasar ekspor adalah identifrkasi
adanya kesenjangan antara aryplg de.lrr demand yang jelas. Selain itu,
kriteria penting lainnya adalah kemampuan untuk menunjukkan daya
saing biaya yang lebih unggul dibandingkan dengan lokasi lain serta
kemampuan untuk memenuhi ekosistem infrastruktur yang memadai
yang diperlukan untuk beroperasi dalam skala besar.

2
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c Rencana implementasi dan perubahan pasar yang
diperkirakan terjadi di masa mendatang digunakan untuk menentukan
waktu terbaik bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan
industri kelapa sawit dan bersaing di industri kelapa sawit, serta
menempatkan Indonesia di posisi yang lebih baik dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek sampai menengah, pengembangan industri pengolahan
kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan
domestik perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara induski oleokimia dan
CPG. Berbagai turunan oleokimia dapat menjadi bahan baku produk-produk
barang konsumen seperti detergen, produk perawatan diri, pelumas, dan
kosmetik. Untuk biodiesel, kebijakan B3O dan lebih tinggi (misalnya B50 hingga
BIOO) akan memberikan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi
pusat biodiesel untuk Indonesia Timur dengan memanfaatkan kilang di
Balikpapan.

Untuk pasar ekspor jangka panjang, jika kebutuhan global terus melebihi
kapasitas, Provinsi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan kelayakan
untuk membangun industri produk sawit hilir terintegrasi dengan menjaga
kondisi ideal sebagai berikut:

kebutuhan konsumen di pasar ekspor utama. Investasi
pembangunan industri kelapa sawit terintegrasi di Provinsi Kalimantan
Timur akan bergantung pada kebutuhan ekspor yang terus meningkat dan
adanya pasar olftake di seluruh kategori produk sawit. Kondisi saat ini
belum kondusif, misalnya, ekspor minyak nabati ke India diperkirakan
akan turun secara signilikan selama beberapa tahun mendatang karena
perubahan kebijakan impor dan Uni Eropa berencana untuk menghapus
bahan bakar nabati pada tahun 2O3O karena peraturan lingkungan;

saturasi kapasitas di lokasi saat ini. Investasi di Provinsi Kalimantan Timur
harus diarahkan ke pasar ekspor baru. Sebagai contoh, Frovinsi
Kalimantan fimur bisa menjajaki pasar yang menggunakan "minyak baru"
yang berasal dari pertumbuhan hulu di Kalimantan daripada sekadar
menangkap pangsa pasar dari pusat kelapa sawit yang ada di wilayah lain
di Indonesia (Sumatera dan Jawa);

pasokan hulu lebih lanjut di Provinsi Ka-limantan Timur.
Mengingat moratorium izin perkebunan baru yang diberlakukan dan
produksi CPO Kalimantan Timur yang relatif rendah saat ini, pembangunan
pusat pengolahan hilir akan membutuhkan pasokan minyak sawit hulu
tambahan yang memadai. Pasokan tambahan ini dapat ditingkatkan dan

a.

b

c
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diiamin melalui peizinan, peningkatan hasil panen dan produktivitas aau
penanaman kembali dalam jangka panjang; dan

d. daya saing biaya yang unggul. Agar berhasil merebut pangsa pasar ekspor
rian menarik investor, Provinsi Kalimantan Timur perlu memiliki <iaya saing
biaya yang berkelanjutan dibandingkan dengan pusat kelapa sawit di
Sumatra. Ini berarti Provinsi Kalimantan Timur akan membutuhkan
ekosistem pendukung yang lengkap, seperti infrastruktur dan logistik,
insentif tanah yang mengikuti peraturan perundang-undangan, fiskal dan
non-fiskal, gas alarn yang lebih murah, listrr.k yang handal, kawasan
industri dan solusi satu atap, sewa atau izin lahan, insentif kcuangan ate.u
pajak lainnya -vang mengikuti peraturan perundang-undangan, talenia,
teknologi, serta penelitian dan pengembangan.

3.2.2.8 Klaster Energi Rendah Karbon

Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara d.apat menjadi pusat
pengembanga.n industri energi rendah karbon sesuai derrgal visi Ibu Kota
Nusantara untuk rnenjadi l*c ta rendah karbon. Pengembangarrnya diarahkan
untrrk menjadi teladan bagi selur'urh aktivitas tambang dan migas yang
berkontribrrsi terhadap pengembangan industri hilir, menjaga aktivita s
eksplorasi dan menjadi ccntoh dari praktik berkelanjutan. figa langkah besar
yang akan dilal<sauakan, yaitrr memperluas kegiatan hulu (produksi energi),
mengernba::^gkan kapabilitas produksi hilir, serta mendukung transisi ke
surrlber energi alternatif dan praktik berkelaniritan.

a Memperluas kegiatan hulu (produksi energi utamanya energi terbamkan)

Dalam kegiatan eksplorasi migas, terdapat dua jenis skema kerja sama
yang diterapkan oletr pemerintah, yaitu skerrra production stnrirq contract
(PSC) konverrsional dan skema PSC Gross $plit. Pemerintah bercncana
memberikarr lleksibilitas arrtara mekanisme konvensional dan gross splr't
'untuk menarik lebih banyak investasi migas hulu. Skema ini memiliki
sejumlah manfaa.t, di antaranya:

1. untuk PSC konvensiona-l, risiko bisnis dapat dikurangi melalui
fJembagian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perunciang-
undangan ("berbagi kesulitz.n-berbagi keuntungan");

2. untuk PSC Gross Splft, persyaratan karrdr,rngan lokal menjadi bagian
dari insentif sesuai dengan l'retentuan peraturan perundang-undangan
untuk mengembangkan ka.pabilitas clalarn negeri; dan
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3. mengurangi proses bisnis hingga 2 sampai 3 tahun dengan
menyederhanakan proses persetujuan.

Selain itu, terdapat sejumlah skema insentif yang dapat diterapkan untuk
mendorong eksplorasi dan pertumbuhan produksi antara iain Risk Shaing
Contract (RSC) untuk mendorong pengembangan proyek-proyek marginal
serta skema bagi hasil yang kompetitif.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu produksi energi yang
perkembangannya meningkat yaitu eksplorasi ual bed methane (CBM) atau
gas metana batu bara. Produksi CBM diperkirakan akan dapat
menggantikan migas konvensional karena CBM termasuk salah satu
sumber energi yang dapat diperbaharui melalui proses pemulihan yang
menggunakan metode microbacterial. Beberapa aspek yang perlu
dipertimbangkan dalam pengembangan CBM, yaitu:

l. membentuk kemitraan dengan investor luar negeri untuk
pengembangan industri berdasarkan kemampuan teknologi dan
pengembangan, serta perjanj ian offtalce dari produk yang dihasilkan;

2. menilai dampak lingkungan mengingat bahwa pengembangarr industri
ini memerlukan konsumsi air yang besar;

menilai perjanjian kemitraan offiake dengan pihak asing agar tetap
mempertimbangkan keamanan dan pangsa kebutuhan domestik; serta

pemahaman mengenai implikasi terhadap pasar gas
domestik secara menyeluruh selain manfaat ekonomi yang akan
diraih.

Mengembangkan kapabilitas produksi hilir
Dari sisi hilir, saat ini Indonesia kekurangan suplai bensin dan solar. Untuk
menutup kekurangan tersebut, Pertamina meluncurkan rencana induk
pengembangan kilang (Refuery Deuelopment Master PIan, RDMP) untuk
menambah kapasitasnya di Balikpapan. Dengan pengembangan dan
peningkatan kapasitas ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Indonesia juga saat ini menjadi net importir metanol dan elplji dengan
kesenjangan yang cukup besar antara pasokan dan permintaan. Untuk
mengurangi ketergantungan impor baik metanol maupun elpiji, Pemerintah
mendorong pelaku industri untuk mempercepat pembangunan pabrik
gasilikasi batu bara.

3

4

b
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Saat ini, Indonesia mengandalkan impor metanol untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri yang banyak digunakan untuk proses sintesis
biodiesel (sebagai aditif) dan pembuatan formaldehida. Pemerintah
Indonesia juga saat ini memiliki inisiatif untuk mengkaji pencampuran
(blendirgl metanol dengan bensin melalui program M5 dan A2O. Terdapat
tiga faktor penentu dalam kesuksesan penerapan blenling dan metanol
sebagai bahan dasar pencampurannya, yaitu infrastruktur, batasan teknis,
serta penerimaan pelanggan.

1. Dari sisi infrastruktur, pemerintah perlu memastikan kecukupan
kapasitas produksi metanol dan etanol dalam negeri mengingat bahwa
kapasitas metanol domestik saat ini tidak akan cukup untuk
memenuhi permintaan baru pasca perluasan blending sehingga akan
memerlukan fasilitas baru. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa
infrastruktur blendirry dapat dibangun tepat waktu sehingga
pemerintah dapat menjalankan inisiatif dan melakukan distribusi
sesuai target.

2. Dari sisi batasan teknis, pemerintah perlu bekerja sama dengan
perusahaan pengembang kendaraan (OEM) dan melakukan pengujian
untuk memastikan kompatibilitas kendaraan.

3. Dari sisi pelanggan, melalui dukungan kebljakan
untuk memastikan penerapan standar pencampuran metanol dan
penyesuaian harga. Pemerintah juga perlu harga
satuan mengingat bahwa kandungan energi dari bahan bakar
campuran ini lebih rendah dan berkaitan dengan efisiensi bahan
bakar.

Selain metanol, gasifrkasi batu bara juga menghasilkan DME yang saat ini
masih terbatas penggunaan untuk non-bahan balar. Indonesia berupaya
untuk menggantikan impor li4tified petroleum gas (LPG) dengan DME
sebesar 2O persen di tahun 2025 sehingga dibutuhkan 2,5 juta ton DME
pada tahun 2030. Untuk memastikan transisi dari LPG ke DME, terdapat
empat kebljakan yang perlu diterapkan pemerintah yaitu: 1) memastikan
pasokan bahan baku DME yang kompetitif (misalnya batu bara dan gas
alam) untuk menjaga harga LPG pttblic seruie obligation (PSOI;
2) menetapkan standar blendingyatgjelas untuk DME/LPG; 3) mengelola
ekspektasi pelanggan (konsumsi yang lebih cepat habis atau nilai kalor
yang lebih rendah) dengan menurunkan harga; serta 4)
penggantian segel silinder ke elastomer yang kompatibel dengan DME.
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Peningkatan permintaan terhadap methanol dan DME juga akan
berimplikasi pada peningkatan aktivitas pertambangan. Kondisi ini
dapat dikelola dengan lebih baik dengan menerapkan (1) pertambangan
cerdas-iklim (climate-smart mining) dan memperhatikan dampak sosial
ekonomi masyarakat, serta (2) praktik rehabilitasi lubang bekas tambang.
Penerapan climate-smart mining difokuskan pada investasi dekarbonisasi
yaitu dengan meningkatkan efrsiensi operasional, yang dipadukan dengan
investasi untuk beralih ke energi terbarukan. Terdapat tiga langkah
dekarbonisasi yang paling memungkinkan dalam kegiatan pertambangan
di Indonesia, yaitu penerapan elektrilikasi truk, perubahan proses kerja
untuk meningkatkan efisiensi energi, serta transisi ke sumber listrik
rendah karbon.

Untuk rehabilitasi tambang, terdapat dua contoh praktik rehabilitasi
yang berhasil diterapkan, yaitu pengembangan lahan basah serta
penanaman kembali dan konversi lahan eks tambang menjadi ekowisata.
Pelaksanaannya didukung kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan
pemangku kepentingan lokal terutama untuk membuka peluang ekonomi
bagi penduduk setempat.

Perkembangan inovasi dan regulasi teknologi juga akan
peralihan ke jenis energi yang lebih besih, termasuk peralihan ke
energi berbasis hidrogen. Indonesia mempertimbangkan peluang
penerapannya di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan
kelayakan ekonominya.

Terdapat enarn faktor kunci keberhasilan untuk kesuksesan
pengembangan klaster energi rendah karbon, yaitu:

l. Penyiapan kerangka regulasi untuk (i) menarik lebih banyak investasi
(dalam dan luar negeri) untuk mendorong eksplorasi hulu dan
kemitraan dengan perusahaan asing untuk mengembangkan
kemampuan hilir, (ii) memberi insentif dan disinsentif mengikuti
ketentuan peraturan pen:ndang-undangan kepada pelaku
pertambangan untuk penangkapan karbon dengan
memberikan pengurangan pajak atau penalti berdasarkan tingkat
emisi karbon, serta (iii) memastikan izin untuk beroperasi dengan
fokus pada keberlanjutan sosial yang melibatkan masyarakat lokal.

2. Pembangunan infrastruktur, yaitu akses dermaga dan
jalan dari dan menuju wilayah Indonesia bagian timur untrrk
transportasi alat berat, konektivitas internet di lokasi tambang untuk
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penerapan inisiatif digital, serta infrastruktur jalan dan pelabuhan
untuk transportasi batu bara di daerah Kalimanta-n.

3. Fasilitasi litbang pertambangan untuk inovasi baru pengurangan emisi
karbon dan peluang rehabilitasi, serta litbang migas untuk
memproduksi dan mengembangkan bahan bakar berkelanjutan.

4. Fasilitasi pengembangan permintaan, yaitu menarik investor dan
olfialeer untuk membeli produk hilir yang dihasilkan di Provinsi
Kalimantan Timur dan mempercepat pembangunan infrastruktur gas
nasional untuk membuat cetak biru penyerapan gas alam yang lebih
tinggi.

5. Penyiapan talenta dengan keterampilan digital untuk mendukung
implementasi industry 4.O, operator hulu dan hilir untuk
pertambangan minyak, gas dan batu bara, serta talenta penelitian dan
pengembangan untuk praktik berkelanjutan.

6. Fasilitasi penerapan praktik keberlanjutan industri energi secara
keseluruhan sekaligus kontribusi PDRB yang besar
dengan memanfaatkan teknologi untuk tingkat
produksi minyak, meningkatkan aktivitas di hilir gas, dan memperluas
a-ktivitas dalam rantai nilai batu bara.

Untuk merespon peningkatan kegiatan hilirisasi energi dan
pertambangan, Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur
dapat memperluas kegiatannya dengan menjadi pusat layanan
pemeliharaan alat berat (OEM) bagi pelaku industri pertambangan
Indonesia bagian timur. Manfaat yang diperoleh yaitu sebagian besar
perbaikan alat ber4t di bagian Indonesia timur dapat dilakukan lebih
dekat sekaligus meningkatJ<an penciptaan nilai tambah bagi Provinsi
Kalimantan Timur.

3.2.2.9 Pemampu (Enabler): Pendidikan Abad Ke-21

Strategi pengembangan talenta di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui tiga
langkah besar, yaitu memahami kebutuhan talenta Ibu Kota Nusantara di masa
depan, mengidentilikasi kesenjangan pada infrastruktur penyuplai talenta di
wilayah Kalimantan Timur, serta menjembatani kesenjangan dalam kebutuhan
dan suplai talenta melalui pengembangan ekosistem pendidikan terbaik di
Kalimantan Timur dan menarik minat talenta luar negeri dan luar Kalimantan
Timur untuk datang, tinggal, dan bekerja di lbu Kota Nusantara.
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1. Menahanl kebutuhcn tdeata uatut pekerJaan

2.

Kallnaatan Tlnur llbnunrd Analgsl)
Analisis permintaan (demand analysisl dilakukan untuk melihat potensi
jumlah pekerjaan yang akan muncul dari terselenggaranya klaster ekonomi
dan pemampu di Kalimantan Timur sampai tahun 2045. Klaster ekonomi
dan pemampu Ibu Kota Nusantara diperkirakan akan menciptakan kurang
lebih 1.O70.OOO pekerjaan langsung dan tidak langsung di Kalimantan
Timur sampai tahun 2045, dengan jumlah terbesar pada sektor ekowisata
dan kebugaran (350.000 pekerjaan) dan sektor industri pertanian
berkelanjutan (25O. 000 pekerjaan), Berdasarkan sektor, terdapat empat
kelompok keterampilan peke{aan yang dibutuhkan yaitu (1) manufaktur;
(2) pariwisata dan perhotelan; (3) manajemen dan bisnis; serta (4) sains,
teknologi, teknik dan matematika (sciene, tcclmologg, engineeirtg, math
atau STEM). Berdasarkan pemetaan berdasarkan tingkat pendidikan,
sebagian dari pekerjaan yang tercipta memerlukan tenaga kerja dengan
kualifikasi pendidikan vokasi setingkat sekolah menengah (SMK) hinega
tingkat diploma (D-I-D-IID. Berdasarkan pemetaan berdasarkan kelompok
bidang pendidikan, sekitar 9O persen pekerjaan yang tercipta memerlukan
empat jenis bidang pendidikan utama, yaitu teknik dan rekayasa,
pariwisata, bisnis dan manajemen, serta ilmu pertanian / agribisnis.

Ilallmaatar Tlmur lSupplg Attolgslsl
Hasil pemetaan kebutuhan sumber daya manusia di tiap sektor
berdasarkan tingkat dan bidang pendidikan menunjukkan bahwa akan ada
penciptaan sekitar 57O.0OO pekerjaan langsung dan tidak langsung yang
berasal dari lulusan vokasi (SMK-D-III) yang dapat ditampung dalam
klaster ekonomi dan pemampu. Total proyeksi lulusan vokasi di Kalimantan
Timur sendiri selama periode tersebut diperkirakan sekitar 66O.OO0 orang.
Namun, jika dilihat dari program studi yang sesuai dengan tuntutan
pekerjaan sektor baru, hanya ada 150.000 lulusan pendidikan vokasi yang
memiliki derajat atau spesialisasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan
talenta sektor-sektor di klaster ekonomi dan pemampu. Hal ini berarti,
terdapat gap sekitar 420.000 lapangan kerja yang membutuhkan lulusan
vokasi di Kalimantan Timur yang sesuai dengan klaster ekonomi dan
pemampu. Lulusan vokasi Kalimantan Timur dengan latar belakang
pendidikan yang tidak terserap oleh kebutuhan pekerjaan baru di masa
mendatang diperkiralan akan terserap di ekonomi dasar ataupun bekerja
di luar daerah Kalimantan Timur. Gap terbesar diperkirakan ada di tingkat
SMK, khususnya di teknologi dan rekayasa.
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3. tcnanganl tcrcoJaagan talenta dt ttngket SilK dan pendtdttaa ttnggi

parcasarJaaa p-fv/$ 1--€-31

Untuk menjembatani kesenjangan antara penawaran dan permintaan
talenta, Ibu Kota Nusantara perlu menJ rsun cetak biru untuk
pengembangan ekosistem pendidikan terbaik di kelasnya guna
menyediakan saluran yang andal lagi talenta tangguh di masa depan. Ibu
Kota Nusantara juga perlu meningkatkan sektor pendidikan yang
menerapkan skema education to emplogment (E2E) agar dapat terus
memenuhi permintaan bakat di semua klaster yang baru dan yang
sudah ada.

Pada pendidikan vokasi, Ibu Kota Nusantara harus berfokus pada
peningkatan kurikulum dan pengajar SMK dengan memasukkan bidang
peminatan yang lebih relevan dengan tuntutan kluster ekonomi dan
pemampu, serta dengan mengembangkan kemitraan antara lembaga vokasi
lokal atau asing terkemuka untuk memperkenalkan sekolah kejuruan yang
lebih khusus untuk sektor-sektor seperti pariwisata dan industri pertanian.
Pada pendidikan tinggi, Ibu Kota Nusantara harus berfokus pada
pengembangan kemitraan dengan universitas STEM terkemuka untuk
menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai mercusuar Pendidikan Abad ke-21
yang menawarkan layanan pendidikan sesuai permintaan kluster ekonomi
dan pemampu, dengan dukungan pengajar kompeten kelas dunia.
Penguatan pendidikan 12 tahun juga perlu dilakukan untuk mendukung
pengurangan gap tersebut di atas. Dalam jangka pendek-menengah,
kesenjangan penawaran dan permintaan talenta harus dijembatani melalui
strategi penarikan talenta global dari daerah lain untuk bekeda di Ibu Kota
Nusantara. Langkah ini perlu diperkuat dengan pengembangan kerja sama
lembaga pendidikan dengan pemerintah, pengusaha, dan universitas untuk
memfasilitasi mobilitas talenta terampil dari dalam dan luar negeri untuk
bermigrasi ke Ibu Kota Nusantara. Kontribusi pemerintah dapat diberikan
dalam bentuk penyediaan insentif fiskal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan insentif non-fiskal yarig berkaitan dengan akses
mendapatkan tempat tinggal, penempatan pekerjaan, peraturan visa,
beasiswa dan hibah penelitian, program rotasi perusahaan, dan lainlain.

3.2.2.LO Pemampu (Enablefl: Penerapan Kota Cerdas dan Pusat Industri 4,0
Beberapa kriteria yang diterapkan untuk menentukan ekosistem digital yang
paling relevan untuk Ibu Kota Nusantara yaitu: 1) nilai pasar ekosistem tersebut;
2) akses ke pasar di Ibu Kota Nusantara; 3) bukan ekosistem besar di wilayah
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lain di Indonesia; 4) potensi mengangkat masa depan sektor-sektor di Ibu Kota
Nusantara (6 klaster ekonomi); dan 5) keselarasan dengan prioritas nasional.
Berdasarkan evaluasi 12 ekosistem digital dengan lima kriteria di atas, terdapat
lima peluang penerapan ekosistern digital yang dapat untuk dikembangkan di
Ibu Kota Nusantara, yaitu:

a. manufaktur sensor untuk mendukung implementasi kota cerdas dan
Industri a.0 (ia.O);

b. katalisasi penerapan i4.O yang berfokus pada pertambangan dan migas,
dan memperluas dukungan ke industri yang lebih luas di Indonesia bagian
timur;
penerapan teknologi kota cerdas untuk membantu Ibu Kota Nusantara

KPI;

infrastruktur pusat data di Ibu Kota Nusantara untuk
memanfaatkan permintaan yang terus meningkat; serta

ekosistem kesehatan digitaf dari pelacak kesehatan pribadi hingga platform
rekam medis dan telehealthyang terhubung.

Terdapat dua peluang yang dapat diprioritaskan untuk Ibu Kota Nusantara,
yaitu ekosistem layanan publik dan layanan perusahaan kelas dunia. Dalam
kedua ekosistem tersebut, Ibu Kota Nusantara dapat menerapkan teknologi kota
pintar yang bukan hanya untuk mencapai KPI tetapi juga meningkatkan
kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga dapat
menjadi katalis penerapan i4.O khususnya di industri pertambangan dan migas,
serta memperluas dukungan ke Indonesia bagian timur.

Visi penerapan teknologi digital di Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara memiliki visi untuk menjadi teladan penerapan i4.O
serta pengadopsian dan inovasi kota pintar yang didukung oleh
pembentukan ekosistem yang kuat. Eksistensi yang kuat dari industri
migas dan pertambangan terkait kesuksesan penerapan i4.O menjadi salah
satu alasan kuat untuk penerapan teknologi digital di Ibu Kota Nusantara.
Hal ini selaras dengan aspirasi Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan
untuk terinspirasi secara global dan mendukung pencapaian KPI kota.
Terdapat dua inisiatifyang dapat dilaksanakan, yaitu solusi kota pintar dan
pusat Industri 4.0 dengan penahapannya sebagai berikut:

a.

1. tota cerdas. Pada tahun 2025 hingga 2035, klaster ini akan
mengembangkan kernampuan kota cerdas secara menyeluruh dan
akan menjadi mercusuar atau teladan bagi wilayah lain di Indonesia.
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Klaster ini juga akan menunjukkan transformasi digital secara
keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara
menyeluruh di Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2035 hingga 2045,
klaster ini akan memperluas contoh penerapan teknologi atau use ca.se
untuk diimplementasikan di kota-kota cerdas yang telah ada
(Brounfield Smafi citg) di Indonesia. Pada tahun 2045 dan seterusnya,
klaster ini berupaya mengekspor solusi BrorlnJteLd Smart citg secara
luas khususnya di Asia Tenggara dan umumnya di seluruh wilayah
Asia; dan

Industrl 4.O. Pada tahun 2025 hingga 2035, klaster ini al<an
berfokus pada peningkatan adopsi teknologi industri 4.0 (i4.0) di
seluruh jenis industri yang ada di Ibu Kota Nusantara dengan
menyiapkan Pusat Inovasi Digital Industri 4.0 (PIDI 4.0) di Wilayah Ibu
Kota Nusantara, misalnya PIDI satelit untuk sektor pertambangan dan
migas. Pada tahun 2035 hingga 2045 dan seterusnya, klaster ini akan
mengembangkan solusi i4.0 yang lebih mutakhir misalnya artificial
intelligene dan machine learning, serta mendukung pelaku industri
dalam menerapkan teknologi dan solusi terbaru. Penerapan i4.O juga
relevan untuk mendukung klaster industri teknologi bersih, industri
farmasi, industri pertanian, serta industri dan oleokimia,
sesuai dengan industri prioritas di dalam Making Indonesia 4.0.

b. Penerapan Solusi Kota Cerdas

Konsep dan penerapan Solusi Kota Cerdas sebagai enabler mengacu pada
Prinsip Pengembangan Kawasan bagran 3. 1.3 Kota Cerdas.

c. Ibu Kota Nusantara sebagai pusat industri 4.O

Terdapat tujuh faktor kunci kesuksesan dalam pelaksanaan Ibu Kota
Nusantara sebagai pusat industri 4.0, yaitu sebagai berikut:

1. penyusunan/penyesuaian kerangka regulasi yang berkaitan dengan
penyediaan insentif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan pajak untuk penelitian dan pengembangan (litbang) dan
peningkatan keterampilan yang terkait dengan i4.O;

2. pembangunan infrastruktur, misalnya perluasan pembangu.nan serat
optik dan akses internet bagi perusahaan yang mengadopsi i4.O;

3. pengembangan rantai nilai, misalnya pengembangan kemitraan
dengan akselerator dan modal ventura untuk menginkubasi penyedia
teknologi untuk i4.0;

2
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4 penyediaan dukungan, misalnya dengan peningkatan literasi tentang
peluang dan manfaat adopsi i4.O bagi mitra untuk pelaku industri di
sepanjang rantai nilai mereka, kerja sama dengan pemerintah untuk
menJrusun rencana transformasi i4.0, apresiasi bagi perusahaan
yang berhasil menerapkan i4.O, penyediaan informasi tentang
solusi penerapan i4.O, serta dukungan bagi UKM yang akan
menerapkan i4.0;

fasilitasi pengembangan permintaan, misalnya Pemerintah mendorong
agar perusahaan BUMN menjadi earlg adopter atau pelopor penerapan
teknologi industri 4.O dan meningkatkan permintaan dengan
menampilkan calon perusahaan terkemuka baru yang akan
mendobrak pasar;

penyiapan talenta, yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan
keterampilan teknologi dalam penerapan Industri 4.O di masing-
masing industri termasuk bagi pelaku UKM; dan

perluasan penerapan, misalnya memperkuat Ibu Kota Negara menjadi
contoh penerapan i4.0 yang berfokus pada migas, pertambangan, dan
industri maju, misalnya, farmasi dan manufaktur berkelanjutan, di
Indonesia.

Kesenjangan talenta digital di Indonesia

Untuk mendorong penerapan i4.O, Indonesia perlu mengurangi sejumlah
kesenjangan dalam talenta digital di Indonesia yaitu kekurangan jumlah
talenta, ketidaksesuaian aspirasi, serta ketidakcocokan keterampilan.
Melihat kesenjangan tersebut, Pemerintah perlu merancang program yang
akan mencukupi kebutuhan talenta digital di Ibu Kota Nusantara dan
Kalimantan Timur, di antaranya:

1. dukungan untuk mengembangkan keterampilan digital mulai
dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi antara lain
melalui penyelarasan kurikulum, pelatihan pendidik dan tenaga
kependidikan, pemenuhan kebutuhan teknologi, informasi, dan
komunikasi berkualitas; dan

2. dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian digital
melalui pelatihan vokasi antara lain melalui reskilling dan upskilling
keterampilan di sektor digital.

5

6

7
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3.3

3.3.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

3.3.1.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial

Prinsip dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara mengambil landasan teori
filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang kemudian dimasukkan ke
dalam rancangan fisik. Prinsip filosofis tersebut diterjemahkan ke dalam KPI Ibu
Kota Nusantara.

Prinsip dasar pembangunan sosial budaya mengakui keragaman komunitas,
baik penduduk lokal maupun pendatang baru, yang akan terhubung dengan Ibu
Kota Nusantara, Dengan demikian, semua masyarakat, baik perempuan
maupun laki-laki yang saat ini tinggal di dalam dan di sekitar lokasi Ibu Kota
Nusantara tidak akan dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota
dan dapat memberikan kontribusi berharga bagi Ibu Kota Nusantara. Sebagai
contoh, masyarakat dapat berbagi kearifan lokal sehingga menciptakan lbu Kota
Nusantara sebagai tempat yang unik untuk dikunjungi. Pendatang baru di Ibu
Kota Nusantara juga akan mendapatkan keuntungan dari strategi sosia-l budaya
serta prinsip-prinsip perencanaan yang dikembangkan, khususnya pada fase
konstruksi, pengembangan, dan pertumbuhan kota.

Prinsip dasar pembangunan sosial memiliki tujuan dan keluaran utama yang
diuraikan dalam Gambar 3-13 di bawah ini.

Gambar 3-13 Tujuan dan Keluaran Utama Strategi Sosirat
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Terdapat lima isu utarna keterlibatan masyarakat yang telah menjadi pedoman
dalam konsep sosial, yaitu:

^. penyelesaian masalah tenurial;
b. pelestarian nilai, adat, dan budaya lokal untuk ketahanan kebhinekaan

Indonesia;

c. prioritas pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan sumber daya
manusia (SDM);

d. pengembangan infrastruktur yang masih minim; dan

e. penyelesaian kepatuhan lingkungan.

Upaya pelibatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan
diperlukan untuk strategi yang diuraikan dalam bab ini.
Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan untuk menentukan tingkat detail
strategi berikutnya dan memastikan strategi yang dirumuskan mencerminkan
kebutuhan masyarakat lokal dan masyarakat baru setela-h Ibu Kota Nusantara
dibangun.

Proses inklusif dan partisipatif merupakan hal yang penting untuk keberhasilan
Ibu Kota Nusantara. Dalam hal ini, upaya untuk melakukan pengembangan Ibu
Kota Nusantara harus mengikuti kaidah yang tidak membahayakan bagi
lingkungan dan memaksimalkan hasil pembangunan. Maka dari itu sangat
penting untuk memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Menghindari atau memitigasi dampa-k buruk terhadap manusia dan
lingkungan.

b. Melestarikan atau merehabilitasi keanekaragaman hayati dan habitat alam,
serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam dan jasa ekosistem
secara efisien dan adil.

c. Mempromosikan kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat.

d. Memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap individu atau
komunitas yang terkena dampak proyek dan memberikan pertimbangan
kepada penduduk asli, kelompok minoritas, dan kelompok renian,
terutama di lokasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan atau
sebaliknya dalam memastikan manfaat pembangunan secara merata.

e. Mengatasi dampak tingkat proyek terhadap perubahan iklim dan
bangkan dampak perubahan iklim pada pemilihan, penentuan

lokasi, perencanaan, desain dan implementasi serta penghentian proyek.
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f. Memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingarr melalui peningkatan
konsultasi, partisipasi, dan akunta bilitas.

g. Dampak sosial yang dikehendaki dari proses pembangunan itu sendiri
dapat dicapai sejak awal melalui konsultasi yang bermalna dan dilakukan
secara berkelanjutan bersama para pemangku kepentingan dan penduduk
asli yang dilibatkan secara aktif.

h. Tinjauan hasil survei lapangan sebagai masukan aspek sosial dan
infrastruktur.

i. Tinjauan praktik terbaik di tataran globaL lglobal best pradies) sebagai
acuan strategi penyediaan infrastruktur dan inklusi sosial.

Strategi spesilik yang akan mengatasi berbagai kemungkinan dampak bagi
keempat kelompok masyarakat.

!I t I[usantana lraag tcrlcna danpak

1. Strategi relokasi untuk wilayah inti pemerintah dan pembangunan
infrastruktur dan lainnya.

2. Jika harus direlokasi, kawasan pengganti yang akan menampung
masyarakat harus mampu mendukung, memelihara, dan melestarikan
serta mengembangkan budaya dan program terkait dengan kegiatan
ekonomi dalam memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat
yang terpengaruh.

b. Masyaratat dt ddam xIxN yang trahaanya tldak terkcna dampak

I Area yang diidentifikasi sebagai situs bernilai sosial, budaya, sejarah,
dan pendidikan tinggi dapat dimasukkan sebagai elemen kota yang
menyatu dengan fungsi-fungsi lain dalam area perkotaan, serta diikuti
dengan program-prograrn yang akan mendukung peningkatan
ekonomi dan kesej ahteraan masyarakat.

Proses pelibatan masyarakat harus berlangsung secara kontinu di
kawasan yang diidentifikasi sebagai sel yang dapat dikembangkan di
setiap tahap selanjutnya hingga tahun 2O45. HaI ini dilakukan untuk
memastikan integrasi.

Proses desain dapat dimulai dengan mengembangkan klaster budaya
sehingga memungkinkan komunitas setempat tetap berada di KIKN.

2

3

I

SK No 140923 A



PRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA

-94-

c.

4. Selama proses pengembalgarr Ibu Kota Nusantara, masyarakat dapat
berpindah atau berkembang dari lokasi saat ini. Keterlibatan
masyarakat yang berkelanjutan sangat penting untuk memahami
kebutuhan dan aspirasi mereka serta mengintegrasikannya ke dalam
rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara.

dalam dan dl luar Ibu Kota Nuaatrtara
l. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi di dalam

kegiatan perekonomian yang sudah ada, baik yang memiliki potensi
nilai prospektif maupun kegiatan ekonomi baru, seperti kegiatan
perindustrian yang berkaitan dengan pengelolaan makanan dan obat-
obatan herbal.

2. Menghubungkan masyarakat dengan kesempatan ekonomi yang akan
mendukung strategi ekonomi Ibu Kota Nusantara (mengarahkan
industri yang sejalan dengan potensi lokal: pertanian, perikanan,
peternakan, dan pariwisata).

3. Memastikan peningkatan akses terhadap sarana transportasi,
pendidikan, dan kesehatan.

4. Pengembangan kegiatan pertanian dapat meningkatkan produktivitas
pangan dalam KPIKN. Selain itu, elemen-elemen terkait juga perlu
dipertimbangkan seperti akses jalan, air/irigasi, energi, jaringan
telekomunikasi, dan pendidikan.

d. MasyaraLat dl Luar Batas Delineasi XIKII
Kelompok masyarakat tersebut harus mendapatkan jaminan untuk
memperoleh akses terhadap infrastruktur dan transportasi dalam
menjangkau kesempatan yang ada. Hal ini dapat berupa rehabilitasi
lingkungan binaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur dan
transportasi.

3.3.1.2 Prinsip Dasar Kerangka Strategi Sosial

Dalam prinsip dasar sosial yang dikembangkan, kerangka strategi sosial
dikelompokkan berdasarkan Prinsip dan KPI Ibu Kota Nusantara untuk
menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara secara menyeluruh. Mengintegrasikan kegiatan komunikasi,
kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial dapat memberikan
gambaran holistik tentang manfaat yang adil dan setara kepada seluruh
kelompok masyarakat, baik masyarakat yang ada sekarang maupun yang akan
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terbentuk, setelah adanya Ibu Kota Nusantara. Kerangka strategi sosial tersebut
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3- 14 Kerangka strategi sosial Ibu Kota Nusantara

3.3. 1.3 Prinsip Dasar Integrasi Sosial Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
penting dalam mewujudkan kohesi sosial dan Ibu Kota Nusantara yang inklusif.
Saat ini, strategi pembangunan ekonomi telah dikembangkan untuk membentuk
nilai-nilai sosial yang telah ada, membangun keterampilan masyarakat, serta
memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian yang kuat pada pembangunan
ekonomi Ibu Kota Nusantara pada masa depan.

Di sisi lain, keberagaman latar belakang penduduk lokal, yang terdiri atas
penduduk asli dan pendatang, menghadirkan tantangan tersendiri bagi Ibu Kota
Nusantara. Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan penduduk lokal yang
perlu ditingkatlan keterampilan dan tingkat sehingga dapat
berpartisipasi aktif dalam membangun sektor ekonomi Ibu Kota Nusantara.
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Dengan adanya pengembangan klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara, banyak
lapangan kerja yang akan terbuka bagi seluruh lapisan penduduk. Kesempatan
kerja yang bersifat inklusif dan merata dapat mengoptimalkan peluang ekonomi
penduduk lokal.

Gambar di bawah ini menunjukkan contoh dan jumlah sektor beserta lapangan
kerja yang tercipta oleh Ibu Kota Nusantara hingga tahun 2045. l,apangan kerja
dititikberatlan pada tingkat keterampilan rendah hingga menengah untuk
menyesuaikan latar belakang penduduk lokal.

Gambar 3-15 Contoh dan Jumlah Sektor Bes€rta L€.pangan Kerja yang Tercipta di
Ibu Kota Nusantara Hingga 2045

Klaster-klaster yang terbentuk dari sektor ekonomi Ibu Kota Nusantara dapat
mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal.
Di antara berbagai klaster tersebut, terdapat dua klaster yang sudah melekat
dengan penduduk lokal dan memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Klaster
pertama adalah klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif. Lapangan
kerja yang tercipta dari pengembangan klaster tersebut antara lain adalah:

a. pengusaha dan pemandu wisata beserta pemandu satwa liar, jagawana,
dan ekowisata berbasis komunitas dan budaya;

b. pera.iin, pengusaha dan pekeda di toko cendera mata lokal, dan
penyelenggara loka karya kerqiinan tangan;
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c. pengusaha dan pekerja di pusat kesehatan kebugaran, spa lokal, klinik
kecantikan, dan penyembuhan tradisional;

d. pengusaha, manajer, dan pekerja di bidang akomodasi dan kuliner;
e. pengusaha dan pekerja di agrowisata ekowisata, koperasi pertanian, serta

pasar pertanian; dan

f. pengusaha dan pekerja di ritel, penyediaan malranan dan minuman, serta
seni dan hiburan.

Klaster yang kedua adalah klaster industri berbasis pertanian yang
berkelanjutan, terutama untuk ekstrak tanaman dan produk herbal. Klaster ini
diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian yang
dihasilkan penduduk lokal dan membuka lapangan kerja dari proses hilirisasi
pengolahan tanaman dan komoditas pertanian. Lapangan kerja yang tercipta
dari pengembangan klaster tersebut, misalnya adalah untuk ekstrak tanarnan:

a. petani tanaman sumber ekstrak;

b. pekeria tanam, panen, pengeringan, dan produksi;

c. pengumpul hasil alam liar;
d. pengusaha, manajer, dan pekerja di industri pengolahan produk pertanian

tradisional lokal;

e. pedagang besar dan kecil; dan

f. pengusaha dan pekeg'a pengemasan dan pemasaran.

Di luar sektor yang sudah digeluti penduduk loka.l, strategi pembangunan
kapabilitas dan peningkatan keterampilan menyeluruh diupayakan demi
memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata. Ibu Kota Nusantara
juga diharapkan dapat menggali potensi untuk memperkuat pendidikan dan
pelatihan keterampilan dan vokasi yang terjangkau bagi masyarakat demi
memastikan aksesibilitas dan inklusivitas, terutama bagi anggota masyaralat
yang kurang marnpu, tidak bekerja, usia lanjut, penyandang disabilitas, atau
buta huruf.

Berikut adalah uraian inisiatif jangka pendek dan jangka panjang untuk
membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan (upskiltingl penduduk
lokal:
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Tabel 3- I Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Kapa.bilitae
Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Pemerintah 1. Menegaskan kuota pengadaan
atau rekrutmen lokal

2. Pemberian insentif atau
pendanaan bersama untuk
pelatihan korporat begr sektor
tertentu dengan mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan

3. Mengembangkan pusat
p€latihan keterampilan baBi
penduduk lokal pada seldor
umum

4. Menggerakkan dan
memfasilitasi lgftagai jenis
kemitraan beserta model
pendanaan untuk
pengembangan keterampilan

l. Membangun sistem
pendidikan E2E untuk
terus melakui<an upskilling
bagi penduduk lokal
sehingga sejalan dengan
keterampilan yang
dibutuhkan di mass kini
dan masa mendatang

2. Mendorong p€mbiayaan
yang berimbang bagi
program pendidikan untuk
dewasa secara terus-
menerus

Memperluas jangkauan
upskilling ke masyarakat pada
umumnya dengan kemitraan
bersama pemerintah termasuk
pemda dan institusi pendidikan

Semua inisiatif tersebut tentunya didukung oleh lembaga dan pemangku
kepentingan lainnya seperti institusi pendidikan, dunia usaha dan dunia
industri, lembaga sosial masyarakat, dan penduduk lokal untuk dapat turut
berpartisipasi atau menjadi bagian dari sektor ekonomi Ibu Kota Nusantara.

Selain dari peningkatan keterampilan formal, Ibu Kota Nusantara diharapkan
menge(ali potensi untuk memperkuat pendidikan non-formal dengan bantuan
masyarakat demi memastikan aksesibilitas dan inklusivitas, terutama bagi
anggota masyarakat yang kurang mampu, tidak bekeria, usia lanjut,
penyandang disabilitas, atau buta huruf.

Pemberi ke4'a l. Memprioritaskan rekmtmen
unttrk penduduk lokal sedapat
mungkin

2. Meluncurkan program upskilling
bertarget untuk sektor tertentu
baik bagi tenaga kerja saat ini
maupun yang akan datang
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3.3.l.4Prinsip Dasar Pemampu (Key Enablersl

Strategi sosial-spasial menjadi panduan untuk mendukung pemerataan akses
ke fasilitas dan ruang publik. Strategi tersebut menghubungkan komunitas satu
dan yang lain dengan warisan budaya komunitas yang ada serta membentuk
identitas Ibu Kota Nusantara dengan komunitas yang kemungkinan akan
rnuncul nanti.

Implementasi strategi ini membutuhkan integrasi yang kuat antara kegiatan tata
ruang, pembangunan ekonomi, dan komunikasi untuk Ibu Kota Nusantara.
Keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, identilikasi pemangku
kepentingan utama, dan beragam perwakilan masyaralat akan sangat penting
untuk keberhasilan Ibu Kota Nusantara serta untuk membentuk rencana tata
ruang Ibu Kota Nusantara. Strategi sosial-spasial menyediakan kerangka kerja
untuk desain terperinci yang dalam penJrusunannya bekerja sama dengan
masy-arakat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan
representasi yang tepat dari masyarakat yang ada dan yang akan datang. Hal ini
akan menjadi proses yang berkelanjutan.

Kohesi sosial juga sangat terkait dengan pengadaan lahan untuk Ibu Kota
Nusantara dan kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan. Pengadaan
lahan harus memenuhi standar ketentuan yang berlaku di Indonesia yang
ditentukan berdasarkan aturan dan kebijakan atau standar yang ditetapkan
oleh organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan
sosial. Direkomendasikan juga bahwa revitalisasi dan penataan kawasan
perrnukiman masyarakat lokal mempertimbangkan keterkaitan dengan mata

dan keterikatan warisan sejarah dan budal,a dari komunitas
yang ada.

3.3.1.5 Prinsip Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Prinsip dasar pembangunan sumber daya manusia akan mencakup tiga
pembahasan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ketcnagakerjaan.

iI

Prinsip dasar pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya
mewujudkan kota sehat di Ibu Kota Nusantara. Penduduk yang sehat
menjadi elemen penting dalam pembentukan kota sehat. Begitu pula
sebaliknya, kota yang sehat dan menyehatkan akan mendorong
terwujudnya penduduk yang sehat.
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Pengembangan fram.ework kota sehat di Ibu Kota Nusantara perlu
mempertimbangkan tiga komponen, mencakup: 1) individu, 2) masyarakat,
dan 3) lingkungan. Dalam mewujudkan kota sehat di lbu Kota Nusantara,
terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan:

1. Individu dan masyarakat sehat yang mendorong gaya hidup sehat
merupakan tqiuan akhir dari perwqiudan kota sehat. Hal ini perlu
didukung dengan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung.

2. Penyediaan lingkungan perkotaan yang bertujuan untuk mencapai
tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan terciptanya dukungan
dari berbagai aspek dalam determinan sosial kesehatan serta implikasi
dan hubungan timbal balik yang positif pada lingkungan perkotaan.

Prinsip kota sehat ini perlu menjadi acuan seluruh sektor pembangunan
dalam merancang lbu Kota Nusantara, sehingga mendukung untuk
terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif
dan preventif.

Gambar 3- 16 Ftaneu)o*l<ota Sehat di lbu Kota Nusantara
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Selain pengembangan kota sehat, prinsip dasar pembangunan kesehatan
juga difokuskan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan merata, sebagai berikut:

1. Jaminan kemudahan dan pemerataan akses masyarakat Ibu Kota
Nusantara terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Percontohan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui penguatan
upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar Qrimary
health carel, dan sistem rujukan disertai dengan dukungan digitalisasi
pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

Pembangunan sektor pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan di
KIKN didasarkan pada konsep pendidikan Abad 21. Konsep ini selaras
dengan visi pendidikan di KIKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan
terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi
serta menjadi model penyelenggara pendidikan yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep, perencanaan, dan
strategi pembangunan pendidikan di KIKN didasarkan pada beberapa
pertimbangan sebagai berikut:

1. Penerapan wajib belajar 12 tahun dengan memastikan pendidikan
dasar dan menengah bagi semua anak, dan penguatan PAUD
(pendidikan K-12), dikembangkan dengan standar kualitas yang tinggi
untuk menjadi daya tarik perpindahan penduduk domestik dan/ atau
warga asing, sehingga Ibu Kota Nusantara dapat berkembang lebih
cepat dan maju pesat;

2. Selain pendidikan umum, dapat dikembangkan pula pendidikan
umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan
vokasi yang mencakup SMK dan Politeknik juga dikembangkan dan
menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan talenta dan tenaga
terampil yang diperlukan klaster ekonomi baru, karena sekitar
6O persen dari proyeksi pekerjaan di tahun 2045 menuntut keahlian
vokasional;

3. Penguatan pendidikan tinggi dengan mengembangkarr bidang
keilmuan yang paling diperlukan, terutama bidang sciene, technologg,
engineeing and mathematics (STEM) dan manajemen untuk
mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam klaster ekonomi.
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Enam klaster ekonomi penggerak utama pertumbuhan, sebagaimana yang
tercantum pada Subbab 3.2.L.2, diperkirakan akan menciptakan lapangan
pekerjaan bagt masyarakat setempat dan memerlukan pasokan tenaga
kerja terampil dalam jumlah besar. Untuk itu, kemampuan penduduk usia
kerja dan kelompok produktif perhr ditingkatkan untuk menopang
pertumbuhan di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur.
Sampai tahun 2045, bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan
mencakup: industri generasi mendatang yang berbasis energi terbarukan,
farmasi terintegrasi, industri berbasis pertanian berkelanjutan, ekowisata,
kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. Dengan
memperkirakan karakteristik suplai talenta saat ini di Ibu Kota Nusantara
dan Kalimantan Timur, harus dikembangkan suatu ekosistem pendidikan
terbaik, dan layanan pendidikan perlu dirancang guna menyediakan suplai
talenta unggul dan tangguh di masa depan. Pembangunan sektor
pendidikan di Ibu Kota Nusantara dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga ahli dan terampil di klaster ekonomi penggerak utama.

Untuk itu, pembangunan sektor pendidikan di Ibu Kota Nusantara harus
fokus dan memberi perhatian pada hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk penciidikan vokasi (SMK dan Politeknik), perlu dirancang suatu
kurikulum yang mengadopsi kebutuhan pasar dan industri, juga
memperhatikan bidang spesialisasi yang lebih relevan dengan
tuntutan klaster baru. Lembaga pendidikan vokasi di Ibu Kota
Nusantara perlu bermitra dengan lembaga pendidikan vokasi lokal
dan/ atau asing terkemuka, dan industri/swasta, terutama untuk
mengembangkan bidang keahlian spesilik dan sesuai sektor unggulan,
seperti pariwisata dan agribisnis.

2. Penyediaan layanan pendidikan tinggi di Ibu Kota Nusantara secara
prinsip memenuhi aspek: (i) ketersediaan (auailabilitgl-pemenuhan
sesuai kebutuhan, (ii) keterjangkauan ( accessibilitgl{apat diakses
oleh selunrh masyarakat usia pendidikan tinggi yang memenuhi
persyaratan akademik, (iii) keterkaitan strategis lannectiuitgl-
terkoneksi dengan pusat industri, pusat aktivitas Ibu Kota Nusantara,
dan kawasan pemukiman, (iv) relevansi-adaptif terhadap kebutuhan
aktual sumber daya manusia di pasar kerja, serta (v) efisiensi
internal-meminimalisir angka putus kuliah. Selain keiima aspek
tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ibu Kota
Nusantara dilakukan dengan dukungan kemitraan, baik
antarperguruan tinggi dalam negeri, maupun dengan pergu.ruan tinggi
luar negeri yang bereputasi dunia.
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Pembangunan sektor ketenagakerjaan ditandai dengan dua indikator
utama, yaitu penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.
Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara direncanakan menjadi penggerak
utama sekaligus faktor pengungkit dalam pembangunan ketenagakerjaan.
Langkah yang diambil adalah dengan:

1. perincian kebutuhan tenaga kerja;

perincian jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan;
investasi pelatihan yang dibutuhkan;
pendataan calon tenaga kerja dari masyarakat lokal yang memerlukan
pelatihan; dan
pemanfaatan instnrmen koordinasi ketenagake{aan antar-pemangku
kepentingan di daerah.

Pada tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara, penciptaan lapangan
kerja akan bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi. Kebutuhan
pembiayaan dan sumber daya pendukung untuk menunjang sektor
konstruksi akan mendorong adanya investasi pada wilayah Kalimantan dan
sekitarnya yang akan meningkatkan roda perekonomian. Pada tahap awal
pembangunan Ibu Kota Nusantara, penciptaan lapangan kerja

al<an bertumpu pada sektor-sektor seperti konstruksi (75
persen), pemerintahan (2O persen), serta layanan pendukung (5 persen).

Dalam jangka menengah dan panjang, pemindahan Ibu Kota Negara akan
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak
ekonomi untuk pulau Kalimantan dan sekitarnya. Sektor-sektor ekonomi
dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dikembangkan di Ibu
Kota Nusantara akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi,
penciptaan lapangan kerja, dan dapat menurunkan kesenjangan.
Penciptaan lapangan kerja baru akibat berkembangnya sektor jasa dan
sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi akan menciptakan lapangan
kerja yang memadai, serta dapat mengurangi ketimpanga:: antar-kelompok
pendapatan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat
inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat
setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Pada konteks
pembangunan Ibu Kota Nusantara, masyarakat setempat tidak hanya
sebagai penonton tetapi sebagai pemain utama. Strategi untuk melibatkan

2

3

4

5
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tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dari kegiatan
pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota alirmasi
tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentuk
pembekalan keterampilan lskillingl dan alih kompetensi (reskilting). Untuk
meningkatkan keahlian dan/ atau membuat masyarakat sekitar
memperoleh keahlian baru agar dapat berkontribusi dalam pembangunan
Ibu Kota Nusantara, maka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di sekitar
Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu faltor penting di dalam penyerapan
tenaga keq'a nrasyaralat sekitar.

3.3.2 Strategi Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

3.3.2.1 Strategi Pembangunan Sosial

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam lingkup pembangunan sosial dan
budaya di antaranya adalah:

Strategt 1: Memportahankan aset yang memlllki
diatses oleh mas5raratat setenpat.

Komponen inti Rencana Induk menitikberatkan pada pemberian manfaat
kepada masyarakat yang sudah ada, termasuk penduduk asli, dengan
mempertahankan mata pencaharian dan memperluas peluang sosial dan
ekonomi. Strategi ini telah dirancang untuk melindungi, melestarikan, dan
meregenerasi sumber daya alam serta menghormati nilai tanah bagi
masyarakat setempat. Penghormatan atas aset sumber daya alam ini juga
dilakukan sebagai bagian dari keunikan identitas Ibu Kota Nusantara.
Adapun prinsip yang diacu dalam strategi ini adalah prinsip I dalam target
KPI, yaitu selaras dengan alam.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi I
adalah sebagai berikut:
1.

a) Pengaturan kegiatan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam tata
ruang.

b) Penataan zonasi untuk mendukung konservasi kawasan lindung
yang bernilai penting.

c) Pelestarian bentang alam yang signifikan bagi pembentukan
identitas Ibu Kota Nusantara (sungai, gunung, bukit, dan hutan).
Selain itu, beberapa strategi konservasi hutan telah diusulkan,
seperti konservasi flora dan fauna, konservasi in-situ (salah
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2.

satunya adalah rehabilitasi hutan dan rehabilitasi mangrouel, dan
konservasi eks-situ. Rincian strategi ini disajikan di Subbab
Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Penataan zona budi daya (perkebunan, pertanian, dan perikanan)
yang terintegrasi dengan permukiman masyarakat.

e) Alokasi zona baru yang mendukung kegiatan budi daya
hortikultura.

f) Melestarikan aset, termasuk situs yang memiliki nilai budaya
yang tinggi (registrasi aset penting sebagai cagar budaya).

eLononl (pelengtapl
a) Mengembangkan sumber lapangan pekerjaan alternatif bagi

tenaga kerja setempat sesuai dengan keterampilannya.

b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis hortikultura komoditas
unggul daerah, strategis, maupun prospektif yang bertujuan
untuk meningkatlan nilai tambah bagi masyarakat pelaku usaha
perkebunan.

3. unlkasl (pelengf,apl

a) Mendorong lembaga terkait untuk meningkatkan ketertiban tata
ruang dan penindakan pelanggaran tata ruang.

b) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait konservasi hutan
dan lingkungan.

c) Meningkatkan kapasitas terkait kegiatan hortikultura dan
intensifikasi lahan yang berwawasan lingkungan.

2: hri

Strategi untuk mendukung integrasi penduduk lokal dengan pendatang
baru di Ibu Kota Nusantara dirancang dengan memadukan perlindungan
sosial (social safeguardl dan promosi budaya (social promotion). Strategi
yang dirancang juga sejalan dengan kebijakan perlindungan sosial dari
praktik terbaik global, seperti UN Strstainable Deuelopment GoaLs (SDGs)
Nomor 11-kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan kriteria
peminjaman etrs (ethical lendin@ dari lembaga pendanaan multilateral dan
lembaga pendanaan lainnya. Secara khusus, target UN SDGs 1lc bertujuar
untuk meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta
kapasitas perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia yang
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partisipatif, terintegrasi
tahun 2O30.

dan berkelanjutan di semua negara pada

Menghormati hak dan tradisi masyarakat yang ada, sekaligus merayakan
keragaman Indonesia dapat dicapai melalui penggunaan ruang terbuka
yang hat-hati, dan desain arsitektur. Strategi kearifan lokal dengan
mengintegrasikan praktik desain vernakular asli dalam desain dan
perencanaan kota disusun untuk memastikan semua kelompok budaya
Indonesia diwakili secara kreatif dan tepat.

Prinsip yang dapat diacu dalam strategi ini adalah prinsip 2 Bhineka
T\rnggal lka, terutama pada KPI butir 2.1 100 persen integrasi seluruh
penduduk dan KPI butir 2.3 lOO persen ruang publik dirancang

pnnsrp akses universal, kearifan lokal, serta desain yang
responsif gender dan inklusif.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi 2
adalah sebagai berikut:

1. Stta
a) Menyediakan ruang untuk menghormati kebudayaan lokal dapat

berupa pengembangan pusat kebudayaan, balai adat, museum,
monumen, dan sebagainya.

b) Menggunakan langgam arsitektur vernakular atau simbol-simbol
tradisional sesuai dengan wilayah adat yang diwakilinya dalam
desain pembangunan lbu Kota Nusantara.

c) Menggunakan toponimi yang mencerminkan kearifan lokal untuk
nama jalan, lokasi, bangunan penting, ruang terbuka publik, dan
sebagainya.

d) Mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang dianggap
mengandung hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.

e) Mengintegrasikan yang sudah ada dalam
perencanaan struktur Ibu Kota Negara yang baru, termasuk
masyarakat dalam area terbangun KIKN dan yang berada di
sekitar delineasi. Usaha ini dapat dilakukan,
memastikan rencana jalan terhubung dengan

antara lain dengan

dan menempatkan fasilitas publik dan jaringan transportasi
publik di area tepi delineasi pengembangan Ibu Kota Nusantara.

lokal

aksesibilitas bag
Kota Nusantara.

Hal ini dilakukan untuk
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c.

f) Mendorong terciptanya integrasi yang baik antara tokasi yang
teridentifikasi memiliki nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta
sejarah yang tinggi dan area yang direncanakan akan
dikembangkan.

2. ekonoml (pelengt apl

a) Menyediakan variasi lapangan kerja yang beragam dan dapat
dialses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan
keterampilan dan tingkat pendidikannya.

b) Mengembangkan area pusat budaya sebagai destinasi wisata yang
bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal.

3. unlkasl (pelengLapf

a) Membentuk lembaga yang mengelola isu terkait lahan.

b) Meningkatkan kapasitas sosial budaya terkait lahan.

c) Menyusun acara yang berkaitan dengan kegiatan wisata berbasis
budaya.

d) Meningkatlan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan melalui
pelatihan keterampilan dan peningkatan jenjang pendidikan.

e) Memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam memperoleh hak
ulayat atau hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat.

Strategt 3: MenbeatuL slmpul yang kuat
laLluslf untul gemua.

Dengan mengacu pada prinsip 2 Bhinneka Tunggal Ika pada target KPI Ibu
Kota Nusantara, strategi ini mengakui peran kota dalam
tempat untuk konvergensi dan kolaborasi, serta
pertukaran nilalnilai budaya antar-kelompok yang beragam. Strategi
untuk dan kemudahan akses terhadap
infrastruktur sosial (pusat budaya, ruang publik, dan tempat ibadah)
dibuat untuk meningkatkan kelayakan huni kota dan mempromosikan
interaksi dan kohesi komunitas, serta mengurangi dampak negatif yang
dapat ditimbulkan oleh kota-kota di luar Ibu Kota Nusantara.

fasilitas budaya yang menghormati dan menyediakan
ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi kearifan lokal merupakan
strategi penting untuk budaya lokal dan mendukung
berbagai suku di Indonesia untuk terwakili secara kreatif dan tepat serta
sejalan dengan UN SDGs Nomor 11.
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Gambar 3-17 Hierarki Fasilitas Umum

Fasilitas umum ini akan didistribusikan secara merata melalui konsep
Kota 1O Menit dan penanaman prinsip desain akses universal dan inklusif.
Akses universal dianggap sebagai hak asasi manusia oleh organisasi global
terkemuka seperti Bank Dunia dan Program Pembangunan PBB dengan
demikian sejalan dengan praktik standar global di kota-kota maju.

Demografi Ibu Kota Nusantsra akan berubah dari waktu ke waktu, oleh
sebab itu menyediakan ruang untuk belajar, berkumpul, bertukar (barang
dan ide) akan menjadi unsur yang penting di masa mendatang. Ruang
umum tersebut juga menjadi cerrninan bagi berbagai suku dan budaya,
menyediakan tempat untuk berkembang, dan mewujudkan Ibu Kota
Nusantara sebagai sebuah tempat untuk tinggal, bekerja, dan bermain.
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Adapun strategi spasial dan strategi lain vang mengelaborasi strategi 3
adalah sebagai berikut:
1.

2.

a) Membangun taman dan ruang/ fasilitas pubtik seperti, taman,
tempat ibadah, pasar, sekolah, sarana kesehatan, dan lain-lain
yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

b) Merancang ruang publik dengan akses yang setara dan
bermartabat untuk semua kelompok terrnasuk penyandang
disabilitas, muda, tua, wanita, tuna netra, dan orang-orang dari
latar belakang budaya yang berbeda.

c) Menyediakan ruang publik berskala regional dan nasional yang
berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa (alun-alun,
taman nasional, taman budaya, museum, dan perpustakaan)
dengan penempatan lokasi ruang publik yang akan memperkuat
kebhinekaan seperti di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral
Jakarta.

d) Memanfaatkan aset budaya yang ada sebagai pusat komunitas.
e) Menyediakan ruang komunitas yang fleksibel dan memungkinkan

terbangunnya tata guna yang mendukung berbagai fungsi sehari-
hari dan sepanjang pengembangan Ibu Kota Nusantara.

f) Menyediakan ruang untuk pelatihan, baik formal maupun dibuat
bersama komunitas, untuk mendukung jalur pembelajaran
komunitas, termasuk populasi yang sudah ada.

etononl (pelengkapf

Mengembangkan kawasan sentra budaya
destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi
kesejahteraan masyarakat setempat.

ulrltrsi (pele-gtapl
Melibatkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, tim ahli
cagar budaya, dan lembaga adat terkait dalam proses identifikasi dan
registrasi aset cagar budaya.

yang dapat menjadi
untuk meningkatkan

3.
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d. Strategt 4: MeayedlaLan Lesetaraan akscs te lnfrastnrktur utana &n

Pertimbangan utama dalam desain Ibu Kota Nusantara mengacu kepada
kesetaraan serta prinsip 6 (aman dan terjangkau), secara spesifik pada
KPI butir 6.2 (permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142
hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045) dan 6.3
(perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian
berimbang). Fokus akan dipusatkan pada akses yang adil terhadap
kebutuhan dasar yang paling mendesak, akses terhadap perumahan yang
terjangkau dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan yang
mewadahi penghasilan masyarakat yang berbeda-beda untuk menekankan
prinsip-prinsip inklusi sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif,
seperti yang diuraikan dalam Agenda Perkotaan Baru UN Habitat.

Memperkenalkan beragam tipologi hunian yang didistribusikan secara adil
di daerah perkotaan akan menghasilkan bauran penduduk yang lebih
besar, mendorong semangat dan keragaman sosio-ekonomi dalam
masyarakat, dan memastikan akses yang te{angkau ke lapangan
pekerjaan. Kerangka regulasi di tanah air akan berupaya untuk
memastikan semua warga negara Indonesia memiliki akses ke perumahan
yang €rman dan layak di lingkungan yang berimbang.

Unsur ruang yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki (walkabilitgl dan
aksesibilitas yang baik telah ditanamkan ke dalam Perincian Rencana
Induk sehingga status sosial ekonomi tidak akan menjadi penentu yang
diskriminatif bagi layanan, fasilitas, atau peluang yang dapat dia-kses warga
di Ibu Kota Nusantara.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang
adalah sebagai berikut:

strategi 4

1.

a) Perencanaan sarana dan prasarana umum dan sosial yang merata
di seluruh Wilayah Ibu Kota Nusantara, tidak hanya berfokus pada
KIPP, tetapi juga di KIKN, KPIKN, dan wilayah perbatasan sesuai
dengan populasi yang dilayaninya.
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b) Perbaikan sarana dan prasarana umum dan sosial yang ada
dengan mempertimbangkan kebutuhan hingga Tahap 5 (detail
dijelaskan pada bagian Infrastruktur). Perbaikan termasuk akses
listrik dengan koneksi ke jaringan (gnd), akses air dengan koneksi
ke jaringan air minum, akses air limbah yang dilayani oleh sistem
terpusat/desentralisasi. Strategi transportasi juga akan
menyediakan akses ke moda transportasi umum dan waktu
tempuh 10 menit menuju fasilitas kesehatan primer dan fasilitas
umum.

c) Menyusun panduan perencanaan dan desain untuk mencegah
intensifikasi permukiman di luar area yang dikembangkan.

d) Menyediakan akses yang adil untuk perumahan dengan
meningkatkan target pemerintah saat ini yaitu penyediaan
perumahan layak, aman dan terjangkau yang memperhatikan
rasro hunian berimbang.

e) Menyediakan perumahan yang mewadahi beragam pendapatan
masyarakat (m*ed-inome lwusingjl di Ibu Kota Nusantara,
khususnya di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan titik transit
sebagai alternatif permukiman baru.

te{angkau bagif) Menyediakan masyarakat
berpenghasilan rendah.

2. skoaoml (poloagtapl

a) Melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan
Ibu Kota Nusantara.

b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggul daerah,
strategis, maupun prospektif yang bertujuan untuk meningkatlan
nilai.

Strategt 5: Menbangun masyarakat yang tangguh terhadap Penrbahan
Itllm
Sebagai salah satu target UN SDGs (SDGs Nomor 11), ketahanan kota
diakui sebagai isu perkotaan yang penting. OIeh karena itu, beberapa
strategi disusun dan dieksplorasi untuk mendukung masyarakat di dalam
Ibu Kota Nusantara dalam menghadapi guncangan dan tekanan dari
dampak perubahan iklim.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi 5
adalah sebagai berikut:
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1.

a) Mengatur kegiatan dan peman faatan kawasan DAS serta
mengatur manajemen air untuk menjaga fungsi dan
keberlanjutan kawasan lindung, mengurangi dampak
lingkungan, dan risiko polusi.

b) Mengawasi dan mengendalikan pembangunan di wilayah DAS
untuk mencegah intensifikasi pembangunan melalui program
rehabilitasi maupun pilihan untuk relokasi. Desain rumah h{au
(green lausingl yang memanfaatkan energi baru terbarukan
(reneutable energgl.

c) Menyediakan sarana pengolahan sampah (waste managemenq,
seperti titik-titik pengumpulan dan daur ulang sampah di sekitar
pemukiman.

7r, ctoloni (peleagkapl

a) Menyediakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan resilien
terhadap perubahan iklim bagi seluruh masyarakat Ibu Kota
Nusantara.

b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggul daerah,
strategis, maupun prospektif yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai.

3. tonunllasl (peleagkapl

Memfasilitasi wilayah-wilayah di Ibu Kota Nusantara yang rentan
terhadap perubahan iklim dengan mencanangkan program yang dapat
dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administrasi yang
setara dengan tingkat lingk-ungan hingga kelurahan sebagai upaya
untuk meningkatkan penyesuaian terhadap perubahan iklim.

3.3.2.2 Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada strategi pembangunan sumber daya manusia di Ibu Kota Negara terdapat
dua sektor penting untuk menciptakan sumber daya yang berdaya saing dan
tangguh. Pertama adalah sektor pendidikan dan pelatihan yang dalamnya juga
mencakup ketenagakerjaan, dan yang kedua adalah sektor kesehatan untuk
mendukung Wilayah Ibu Kota Nusantara yang sehat dan menyehatkan bagi
penduduknya.
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Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam lingkup pembangunan sumber
daya manusia yakni sebagai berikut:

'I

Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah mencakup aspek akses layanan yang dapat
mencakup seluruh anak usia sekolah, pembelajaran dan pengajaran
berkualitas, penjaminan mutu, dan tata kelola pendidikan. Pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dikembangkan dengan standar kualitas yang tinggi untuk menjadi daya
tarik perpindahan penduduk domestik dan/ atau warga asing, sehingga Ibu
Kota Nusantara dapat berkembang lebih cepat dan maju pesat. Penyediaan
layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif dapat dipenuhi
antara lain melalui strategi berikut ini:
1. Pemenuhan akses pendidikan di berbagai jenjang pendidikan secara

merata:

a) Penyediaan satuan pendidikan yang memadai untuk
SD/MI/Paket A/sederqfat, SMP/MTs/Paket B/sederajat, dan
SMA/ MA/ Paket C/ sederajat.

b) Penyediaan satuan pendidikan jenjang menengah dapat berupa
pendidikan vokasi (SMK), dengan kompetensi keahlian yang
dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan di Ibu Kota
Nusantara, terutama untuk memenuhi kebutuhan talenta dan
tenaga terampil yang diperlukan klaster ekonomi baru di Ibu Kota
Nusantara.

c) Penyediaan satuan pendidikan yang memadai untuk anak dengan
disabilitas (pendidikan khusus dan pendidikan inklusif).

d) Penyediaan bantuan pendidikan bagi anak yang berasal dari
keluarga tidak mampu, dan anak berprestasi/berbakat.

2. Penyediaan secara memadai layanan satu tahun pra-sekolah dengan
mendorong penerapan Pengembangan Ana} Usia Dini-Ho1istik
Integratif (PAUD-HI).

3. Penerapan pembelajaran dan pengajaran berkualitas:

a) Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi
dan kompetensi sesuai standar.

b) Penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang berorientasi
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pembelajaran berbasis pada penguasaan cara berpikir tingkat
nnggi (higher orrTer thinking slcills), serta penguatan so.ft skills dan
life skills, termasuk kemampuan digital.

c) Pengembangan model pembelajaran yang sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan anak, serta dapat secara optimal
mengembangkan potensi, minat, dan bakat anak.

d) Penguatan pendidikan karakter, kewargaan, dan agama.

e) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kualitas
pembelajaran, termasuk dalam peningkatan pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi.

f) Penyediaal akses bahan bacaan memadai dan berkualitas, dalam
rangka mendukung budaya gemar membaca dan meningkatkan
literasi dengan optima-lisasi pemanfaatan platform pembelajaran
digital.

d Perluasan pendidikan inklusif di satuan pendidikan umum
mencakup kapasitas pendidik dan model pembelajaran yang
sesuai, terutama untuk anak dengan disabilitas.

h) Memastikan terciptanya lingkungan belajar yang yang non-
diskriminasi, tidak bias gender, serta mengupayakan hak dan
perlindungan anak dari perundungan dan perlakuan salah, serta
lingkungan belajar yang aman, bersih, sehat, dan berbudaya
lingkungan hidup.

Penerapan budaya mutu baik di satuan pendidikan dan pemangku
kepentingan pendidikan di Ibu Kota Nusantara, termasuk penguatan
penjaminan mutu, peningkatan kualitas peta mutu, dan pelaksanaan
akreditasi.

Peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, mencakup pendataan
pendidikan yang valid dan berkualitas, pelaksanaan perencErnaan
pendidikan sesuai data, kondisi dan kebutuhan, serta pemanfaatan
berbagai sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan.

b. Mengerabanglat Best ln Class Teachlng An

Salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing
dan tangguh di Ibu Kota Nusantara adalah dengan mewujudkan praktik
bark (good practie) daJam perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi di
Ibu Kota Nusantara yakni Teaching Universitg dan Research Uniuersitg. Best

4

5

SK No 140973 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-115-

in Class Teaching Uniuersitg akan didorong melalui peningkatan kualitas
pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Sedangkan Best in Class
Research Uniuersitg akan berfokus pada penelitian unggulan serta
didukung oleh komposisi sumber data riset yang didonrinasi oleh
mahasiswa jenjang 52 dan 53. Pengembangan dua fungsi perguruan tinggi
tersebut dilakukan dengan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi
secara utuh. Perguruan Tinggi (PT) di Ibu Kota Nusantara perlu
dikembangkan melalui beberapa strategi sebagai berikut:
1. Penguatan kemitraan berpola konsorsium dengan PT terkemuka

dalam negeri untuk mengembangkan bidang STEM.

2. Rintisan kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi kelas
dunia, untuk mengembangkan suatu bidang ilmu spesilik,
multi/ trans-disiplin sesuai kebutuhan kontekstual Ibu Kota
Nusantara dan Indonesia pada umumnya.

3. Peningkatan daya tampung melalui penambahan infrastruktur,
fasilitas pendidikan, dan sumber-sumber pembelqjaran, serta
alternatif program stuCi di luar kampus utama (PSDKU).

4. Pemfokusan program studi dan bidang keilmuan ),ang dikembangkan,
diselaraskan dengan potensi unggulan wilayah Kalimantan dan
kebutuhan industri setempat, dengan menjadikan PT sebagai enter of
etcrellene lCoBl.

5. Perluasan jaringan antar-lembaga dan antar-tenaga akademik (dosen,
peneliti) melalui berbagai skema program dan kegiatan seperti
professorial fellouship, riset & inovasi, publikasi, dan forum konferensi
ilmiah untuk meningkatkan intemational eq)ose bagi ilmuwan dan
akademisi Indonesia.

6. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia dapat menjadi peluang
pengembangan kerja sama kelembagaan dalam rangfia peningkatan
kapasitas perguruan tinggi domestik. Perguruan tinggr asing
berkualitas yang al<an dibangun di Indonesia menjadi benchmark ba$
perguruan tinggi dalam negeri dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi berstandar internasional. Adapun program studi perguruan
tinggi asing diarahkan pada bidang keilmuan strategis, yang
berpotensi sebagai faktor pengungkit dalam pengembangan iptek,
inovasi, dan daya saing perguruan tinggi Indonesia.
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G.

dan allrmatlf sesual kebutuhan pembangunan Ibu

Pelatihan vokasi di lokasi Ibu Kota Nusantara akan berbasis permintaan
ldemand driuenl sesuai dengan potensi pasar dan arah pembangunan
ekonomi di Ibu Kota Nusantara dengan orientasi difokuskan pada
pembekalan Kompetensi Ke{a (skrllinfl; alih Kompetensi Kerja (reskillingl;
dan peningkatan Kompetensi Keda (upskilling) sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri (DUD! dan berwirausaha berdasarkarr
Standar Kompetensi Kerja. Meskipun pada tahap awal pembangunan Ibu
Kota Nusantara a.kan didominasi penciptaan lapangan kerja di sektor
konstruksi, pembangunan Sistem Inforrnasi Pasar Kerja (SIPK) yang andal
perlu segera disiapkan untuk sektor lainnya dalam rangka memastikan
kesesuaian (link and matctl antara permintaan tenaga kerja dengan
keahlian yang dimiliki para tenaga kerja, khususnya dari warga setempat
yang memerlukan afirmasi.

Selain menerapkan afirmasi untuk pelibatan warga lokal (termasuk
masyarakat adat), penjaringan peserta pelatihan vokasi pada konsep yang
inklusif dan pelibatan secara luas mengacu pada pengarusutamaan
perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial atau gender
eEtalitg, disabilitg, and social incfusion (GEDSI).

Konsep, alokasi kuota, kriteria afirmasi, dan mekanisme seleksi juga akan
disusun bersama dengan perwakilan masyarakat setempat di Ibu Kota
Nusantara dengan memperhatikan kearifan lokal serta konteks yang tepat
secara budaya dan kemampuan setempat. Beberapa langkah awal dialog
sosial dalam rangka penjangkauan dan identilikasi afirmasi meliputi
pemangku kepentingan sebagai berikut:
1. Perwakilan masyarakat adat suku Kutai, suku Paser, suku Dayak, dan

masyarakat pendatang yang bermukim sejak lama (Jawa, Bugis,
Banjar, serta lainnya).

2. Perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan yang berlatar belakang
wilayah, etnis, agama, maupun penanda sosial (soa'al marker) lainnya
seperti organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pemerhati isu
sosial/ perwakilan kelompok rentan lainnya.

3. Perwakilan pemangku adat kesultanan.

4. Perwakilan dunia usaha dan industri dan asosiasi profesi/sektor
usaha lainnya, termasuk bisnis rintisan lstart-upl, koperasi, dan
UMKM.
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5 Perwakilan alademisi, ilmuwan, cendekiawan, dan peneliti setempat,

mencakup lintas disiplin termasuk sosial-humaniora (antropologi,
sosiologi, ilmu budaya).

Dalam pembangunan kesehatan, diperlukan perspel<tif determinan sosial
kesehatan dan pengarusutamaan kesehatan ke dalam setiap tahapan
perenca:naan, perErncangan, pembangunan, serta pengelolaan kota.
Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
memerlukan koordinasi teknis dengan berbagai sektor, terutama dalam
memastikan tersedianya ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang
mendukung, seperti sarana transportasi yang menghubungkan
antar-fasilitas kesehatan untuk mendukung proses rujukan pasien secara
lebih cepat, menjamin faktor keamanan, tersedianya sarana telekomunikasi
yang layanan telemedicine, pembangkit listrik, air bersih,
hingga sarana pengolah limbah cair, padat, dan limbah medis 83 (bahan
berbahaya dan beracun).

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh
masyarakat secara merata tanpa kendala baik jarak, waktu, dan finansial,
diwujudkan melalui:
l. peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan existing di Wilayah Ibu

Kota Nusantara dengan peningkatan jumlah puskesmas, rumah sakit
(RS), dan laboratorium kesehatan, pembangunan minimal 1 RS
berstandar internasional, pemenuhan SDM, Sarana, Prasarana, dan
Alat (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang
berlaku;

2. pengembangan sistem rujukan yallg berjenjang dengan tetap menjaga
fleksibilitas bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatannya dan bangkan faktor lokasi/j arak fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat;

3. perluasan sistem pelayanan kesehatan dan sistem informasi
kesehatan yang terintegrasi publik dan swasta;

4. pengembangan layanan unggulan yang dapat menjadi enter of
ex@llen@s;

5. pengembanganpengobatan tradisional;
6. perencanaan SDM kesehatan di Ibu Kota Nusantara dan dukungan

Pemerintah Pusat maupun daerah sebagai katalisator untuk
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7

8

terwujudnya kerja sama antara fasilitas kesehatan dengan lembaga
pendidikan tenaga kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan SDM
kesehatan;
memastikan kecukupan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan
mendorong berkembangnya industri farmasi dan alat kesehatan dalam
negeri;
penyediaan dukungan pembiayaan yang memadai untuk membangun
sarana prasarana dan menyediakan peralatan medis dan non medis
yang dibutuhkan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan; dan
pengawasan obat dan makanan untuk memastikan ketersediaan akses
terhadap pangan sehat dan jaminan obat dan makanan aman dan
bermutu.

9

f. slstem Lesehataa termasuk untut keslapaa pctrangaaan

1. Pencegahan penularan penyakit Qreventl, mencakup penyediaan akses
masyarakat atas informasi komprehensif dan terpercaya bersumber dari
pemerintah dengan pemanfaatan teknologi; pemberdayaan masyarakat
secara luas untuk dapat berperilaku hidup sehat; penyediaan vaksinasi
fika pandemi penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi); penguatan
pintu masuk negara dalam deteksi kasus dan kekarantinaan kesehatan.

2. Deteksi kasus penyakil (detect), mencakup pengembangan sistem
surveilans yang terintegrasi dan real fime; pemenuhan standar tingkat
keamanan lrayan (Bio-SafeA leuet) minimal tingkat 3 dan dapat
ditingkatlan minimal tingkat 4 untuk penguatan fungsi surveilans dan
ketahanan negara; pembangunan .jejaring laboratorium; pemenuhan
logistik, dan sarana prasarana serta SDM yang memadai; dan
penguatan upaya atau tindakan melakukan tes (tesfing), penelusuran
kontak erat (tracingfi, dan perawatan (treatmentl untuk memutus rantai
penyebaran penyakit dan manajemen data dalam sistem informasi yang
dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

3. Penyediaan pelayanan kesehatan dr masa pandemi lrespond),
mencakup penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai
dengan kecukupan ruang isolasi dan ruang perawatan, pelatihan SDM
dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukupi; pengembangan
earlg utaming Wstem sebagai alat bantu pengambilan keputusan
pengadaan dan pendistribusian kefarmasian termasuk vaksin dan alat
kesehatan secara cepat.
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3.4 PRIITSP DASAR DAN STRATEGI PERTAITAHAIT

3.4.1 Prinsip Dasar Penyediaan dan Pengelolaan Pertanahan

Penyediaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara didasarkan pada
prinsip pengelolaan lahan milik negara secara optimal dan penghormatan hak
atas tanah. Pada tahap awal, pembangunan Ibu Kota Nusantara diutamakan di
lahan yang tidak ada pemilikan maupun perrguasaan tanah oleh masyarakat.
Dalam kondisi tertentu apabila pembangunan Ibu Kota Nusantara akan
dilakukan lokasi yang terdapat pemilikan maupun penguasaan tanah, maka
proses pengadaan tanah akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan
dengan tetap menghormati hak atas tanah.

Penyediaan atau perolehan tanah untuk pembangunan dilakukan melalui
dua mekanisme: perubahan peruntukan dan/ atau pelepasan kawasan hutan,
dan mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme perubahan peruntukan kawasan
hutan dijelaskan secara terpisah pada sub bab berikut. Sementara, mekanisme
penyediaan tanah dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara
langsung.

Selanjutnya, tanah baik yang berasal dari mekanisme pengadaan tanah maupun
kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara akan dikelola dan/ atau dalam
penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

3.4. l. 1 Prinsip Dasar Pengadaan Tanah

Pengaclaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Ibu Kota
Nusantara mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu
Kota Negara. Pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangan tersebut
telah memperhitungkan prinsip kehati-hatian, pemberian ganti kerugian yang
memadai dan adil dengan bentuk ganti kerugian yang disepakati melalui
musyawarah, serta kejelasan tahapa.n dan wal<tu penyelesaian yang terukur.
Apabila ada keberatan dari pihak yang berhak (pihak yang memiliki atau
menguasai tanah), maka pemberian ganti kerugian akan dititipkan di pengadilan
(konsinyasi) sehingga pembebasan tanah tetap ditakukan dan pembangunan
dapat tetap berjalan.
Guna memastikan kelancaran pengadaaan tanah, sebelum Otorita Ibu Kota
Nusantara terbentuk atau melaksanakan tugas secara penuh,
kementerian / lembaga yang melakukan pembangunan di lokasi Wilayah Ibu
Kota Nusantara bertindak sebagai instansi yang membutuhkan tanah. Tahapan
pengadaan tanah pada Wilayah Ibu Kota Nusarrtara adalah sebagai berikut:

SK No 140978 A



PRESTDEN
REPUBLIK TNDONES

-120-

Gambar 3- 18 Ketentuan PerBturan Perundang-undangan untuk Pengadaaa Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum di Wilayah lbu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sedapat mungkin tidak melakukan relokasi
penduduk setempat dan revitalisasi kawasan
masyarakat. Jika tidak terhindarkan, relokasi penduduk setempat dilakukan
secara adil dan partisipatif. Apabila relokasi akhirnya perlu dilakukan, strategi
relokasi dan program perlu disusun sejak tahap perencanaan yang dapat
menjamin kehidupan masyarakat akan lebih baik dari sebelumnya. Pemberian
ganti rugi yang layak dan adil, serta pemukiman kembali penduduk yang
daerahnya terkena dampak pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang
tidak hanya mengganti rumah dan tanah, tetapi juga dengan pemulihan
kehidupannya.

Seluruh proses/tahap pengadaan tanah harus menerapkan prinsip konsultasi
yang bermakna untuk menyelaraskan kesepahaman antara pihak-pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu, pemetaan pemangku kepentingan harus
dilakukan dengan seksama untuk melibatkan semua pihak tanpa terkecuali
dengan memperhatikan perlindungan kelompok rentan terutama anak-anak,
kaum perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, dalam proses
pengadaan tanah juga perlu melakukan transparansi informasi secara konsisten
dengan prinsip keterbukaan pada setiap tahapan kunci, seperti hasil pendataan
pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi dan aset yang terkena dampak.

Mekanisme pengaduan keberatan dan langkah-langkah penanggulangannya
harus jelas, dan jika jalur hukum harus ditempuh, seluruh prosesnya juga perlu
ddelaskan dengan baik. Dalam mendukung proses pengadaan tanah, harus
disediakan anggar€Ln yang memadai untuk biaya pengadaan tanah yang layak
dan adil, sehingga tidak meninggalkan isu pertanahan yang tidak terselesaikan
dan akan mengganggu proses pembangunan dan operasional Ibu Kota
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Nusantara di masa mendatang. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga
perlu dibangun untuk menjamin agar semua proses senantiasa taat asas dan
prosedur, serta diterapkannya prinsip penggantian yang layak dan adil.

Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian adalah pihak yang menguasai atau
memiliki objek pengadaan tanah, dan dijelaskan melalui Gambar 3-19 sebagai
berikut:

Gambar 3- 19 Subjek yang Berhak Mendapat Ganti Rugi

-t2t-

Sumber: Pasal 18-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara memperhitungkan objek
pengadaan tanah dan besaran ganti kerugian yang didasarkan pada penilaian
bidang per bidang tanah, yang meliputi enam objek pengadaan tanah, dan
dijelaskan melalui Gambar 3-20 sebagai berikut:

Gambar 3-2O Objek Pengadaan Tanah

Sumber: Pasal 18-28 Pemturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
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Perkiraan ganti kerugian sebaiknya sudah diperoleh sejak tahap perencanaan.
Selanjutnya proses penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan perlu
dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan keberatan pihak yang berhak.
Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai
Pertanahan bersifat final dan mengikat dan dijadikan dasar musyawarah untuk
menetapkan bentuk kerugian.

Selain melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
pengadaan tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara juga dapat melalui pengadaan
tanah secara langsung (business-to-business) seperti jual beli, hibah, tukar
g:Jing (rui,slag), pelepasan secara sukarela, atau bentuk-bentuk lain yang
disepalati.

3.4.1.2 Prinsip Dasar Penyediaan Tanah Kawasan Hutan

Status tanah di Wilayah lbu Kota Nusantara sebagian besar merupakan
kawasan hutan, yaitu mencapai sekitar 7O persen. Bahkan, untuk area KIPP
dan KIKN kawasan hutan mencapai sekitar 9O persen. Namun, kawasan hutan
di Ibu Kota Nusantara tidak semuanya berwujud hutan. Saat ini, sudah terdapat
beberapa penguasaan atau tumpang tindih baik legal maupun ilegal, yang
luasannya mencapai 5O persen dari Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Kawasan hutan juga merupakan salah satu aset negara, dan dapat digunakan
dan/ atau diubah untuk kepentingan pembangunan. Terlebih salah satu tu.juan
Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan adalah dengan tetap menjaga tutupan
hutan minimal 65 persen. Dengan demikian perubahal status kawasan hutan
dilakukan dengan tetap mempertahankan dan menambah fungsi hutan di
Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara juga dapat menjadi
momentum untuk menata kembali kawasan hutan. Sejalan dengan konsep
pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai kota hutan, maka penataan
kawasan hutan yang terintegrasi dengan tata ruang menjadi sangat diperlukan.

Mempertimbangkan kondisi di atas, perubahan status kawasan hutan menjadi
area penggunaan lain mempunyai tqiuan utama untuk penataan kembali hutan
di Ibu Kota Nusantara. Beberapa wilayah yang statusnya bukan kawasan hutan
tetapi mempunyai fungsi penting bagi keanekaragaman hayati akan
dilestarikan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga sangat memperhatikan
koridor satwa dan karbon stok sebagai wujud kota berkelanjutan.
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Saat ini, terdapat empat mekanisme pelepasan dan penggunaan kawasan hutan:
a. Perubahan status kawasan hutan atau pelepasan satu Wilayah Ibu Kota

Nusantara,
b. Perubahan status kawasan hutan atau pelepasan parsial,

c. Penggunaan kawasan hutan,
d. Kerja sama dengan pengelola atau pemegang konsesi.

Adapun tata cara keempat skema di atas dapat dijelaskan melalui gambar
berikut:

Gambar 3-21 Tata Cora Mekanisme Pelepasan Dan Penggunaan Nawasan Hutan

-123-

3.4,1.3 Prinsip Dasar Pengelolaan Pertanahan

Pengelolaan tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu
Kota Nusantara didasarkan pada prinsip peningkatan nilai tambah dari tanah
secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengelola tanah dan diberi hak pakai
dan/ atau hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemberian hak pakai dan/ atau hak
pengelolaan tersebut dilakukan dengan hak atas tanah
masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat. Di atas hak pengelolaan dapat
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diberikan hak atas tanah kepada orang perseorangan dan pihak lain dengan
perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturRn perundang-undangan.

Di Wilayah Ibu Kota Nusantara, pengalihan hak atas dilaksanakan melalui
persetqiuan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, sebelum selanjutnya
diadministrasikan proses jual beli oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan
untuk menghilangkan hak keperdataan kepernilikan tanah. Otorita Ibu Kota
Nusantara diutamakan sebagai pembeli atas tanah yang akan dljua.l di Wilayah
lbu Kota Nusantara.

3.4.2 Strategr Penl'ediaan dan Pengelolaan Pertanahan

3.4.2.L Strategi Penyediaan Tanah Kawasan Hutan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,
kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara nrerupakan aset yang a.kan
dikelola dan dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, diperlukan strategi
perolehan tanah dari kawasan hutan, baik dalam jangka pendek marrpun jangka
panjang. Dalam jangka perrdek (sampai dengan akhir tahun 2a241, strategi
perolehan tanah dari kawasan hutan adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di kawasan hutan dapat menggunakan
skema pelepasan parsid, penggunaan kawasan hutan, atau kerja sama
dengan pengelola.

b. Pengajuan permohonan penggunaan kawasan hrrtan dapat dilakukan oleh
pihak-pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Percepatan proses penggunaan atau pelepasdn kawasan hrrtan dengan
pendampingan dan fasilitasi oleh Kementerian Lingktrngan Hidup dan
Kehutanan melakukan dalarrr pengajtran permohonan ataupun
penyusunan izin lingkungan.

Sedangkan dalam jangka panjang strat.egi perolehan ranah dari kawasan hutan
adalah sebagai berikut:
a. Pelimpahan wewenarrg dari Pemerintah Pusat kc Otorita Ibu Flota

Nusantara dalam kehutanan termasuk perubahan
peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan.
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Perubahan status kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang
tertuang dalam RTR KSN dan RDTR menjadi Rimba Nusantara. Kategori ini
dapat dimasukkan dalam kawasan lindung di dalam rencana tata luang.

Percepatan perubahan peruntukarr kawasan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, baik untrrk satu Wilayah Ibu Kota Nusantara dan
pa.rsial maupun dalam memfasilitasi pen5rusunan izin lingkungan yang
diperlukan.

Pembentukan unit khusus di ba.vah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam
pengelolaan kawasan hutan termasuk koordinasi penyelesaian
permasalahan kawasan hutan dan restorasi butan.

3.4.3 Strategi Pengadaan Tanah

Terdapat beberapa opsi bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dalam bentuk uang, tanah
pengganti, kepemilikan saham, permukiman kembali dan bentuk lain yang
disepakati bersama antar-pihak. Apabila pada lokasi pembangunan di Wilayah
Ibu Kota Nusantara terdapat tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat,
maka perlu disusun strategi pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota
Nusantara yang memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang akurat,
andal, dan komprehensif. Dalam praktik pengadaan tanah di Indonesia
kesiapan dan keandalan DPPT menjadi faktor yang sangat menentukan
keberhasilan proses pengadaan tanah sekaligus percepatan perolehan
tanahnya. DPPT disusun berdasarkan strrdi kelayakan yang mencakup
(1) survei sosial ekonomi; (2) kelayakan lokasi; (3) analisis biaya 6.rt
manfaat penrbangunan bagi wilayah dan masyarakat; (4) perkiraan nilai
tanah; (5) dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat
pengadaan tanah; dan studi lain yang diperlukan sesuai dengan situasi dan
kondisi yang ada. Dr.rkumen tersebut kemudian disampaikan kepada
Pemerintah Provin si (Gubernur) apabila Otorita belum terbentuk atau
belum melaksanakan tugas secara penuh, atau kepada Otorita setela-h
terbentuk dan melaksanakan tugas secara penuh, agar proses konsultasi
publik dengan warga yang terkena dampaJ< dapat berjalan dan potensi-
potensi penolakan dapat diantisipasi sehingga proses penetapan lokasi
dapat berjalan sesuai rencana.

b. Perumusan strategi pengadaan tanah sejak awal. Proses pengadaan tanah
perlu disusun sejak tahap perencanaan pengadaan tanah, di mana salah
satu muatau wajib Dokumen Perencarraan Pengadaan Tanah (DPPT),
adalah "preferensi bentuk ganti kerugian". Oleh karena- itu, pengadaan

b

c

d
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tanah dapat dikaji dan direncanakan sejat tahap perencarEran, sebagai
bagian dari upaya untuk menyerap preferensi bentuk ganti kerugian.

c. Memberikan opsi-opsi yang melibatlan partisipasi masyarakat. Strategi
pengadaan tanah perlu disusun dengan matang dan sedini mungkin, serta
melibatkan penduduk sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian
dengan prinsip konsultasi yang bermakna.

d. Menjamin pengakuan dan perlindungan tanah Masyarakat Hukum Adat
(MHA). Apabila terdapat keberadaan MHA, maka sebelum Otorita Ibu Kota
Nusantara terbentuk atau belum melaksanakan tugas secara penuh,
Pemerintah Daerah melakukan pengakuan dan perlindungan MHA melalui
penetapan peratrrran daerah/ peraturan kepala daerah / surat keputusan
terkait MHA yang dilengkapi dengan delineasi wilayah adatnya.

Setelah Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan tugas secara penuh,
pengakuan dan pelindungan MHA dilakukan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara melalui penetapan peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tahapan: identifikasi,
verifrkasi dan validasi, dan penetapan MHA. Selanjutnya berdasarkan
penetapan pengakuan dan perlindungan MHA tersebut, tanah adat/ulayat
dapat didaftarkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatrran MHA
dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar
tanah.

e. Melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses pengadaan tanah.
Proses pengadaan tanah harus melibatkan koordinasi yang baik dari
berbagai pihak, yaitu pihak yang mela}ukan pembangunan, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, maupun
kementerian/lembaga lainnya, sehingga anggaran yang akurat untuk
pembebasan tanah oleh instansi yang membutuhkan tanah dan SDM yang
memadai dapat terpenuhi.

f. Menyelenggarakan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selama
proses pengadaan tanah berlangsung, sistem pemantauan dan evaluasi
perlu dijalankan untuk menjamin semua warga menerima hak mereka dan
memas'Jkan pencapaian tujuan pengadaan tanah.

g. Sertifikasi tanah transmigrasi dan tanah ma syarakat. Dalam rangka
mendukung prroses pengadaan tan'ah, perlu dilakukan percepatan
sertifikasi tanah milik masyarakat dan transmigran yang belum
bersertifikat. Hal ini untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah
dan memberikan keadilan bagi pemilik tanah yang berpotensi terdampak
pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu KoLa Nusantara.
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Dalam upaya untuk merrgetahui status lahan termasuk kawasan hutan di
Wilayah Ibu Kota Nusantara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional bersama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
telah melakukan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,
dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada tahurr 2019-2020. lP4T adalah kegiatan
pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. yang
diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan
informasi mengenai pemilikan, penguasaan, penggunaan' dan pemanfaatan
tanah.

Sebagai acuan awal, pihak yang terkena dampak dari pembangunan Ibu Kota
Nusantara diidentilikasi menggunakan data IP4T pada lokasi Ibu Kota
Nusantara yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional pada ta.hun 2O|9-2O2O.

Pihak yang terk-ena dampak dapat dikJasilikasikan dalam pemilikan dan
penguasaan. Pemilikan diartikan adalah pada bidang tanah tersebut sudah ada
sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan. Sementara penguasaan diartikan
bahwa bidang tana-h tersebut telah dikuasai, baik ada sertifikat tanah ataupun
tidak. Untuk bidang-bidang atau wilayah yang belum ada hak atas tanah di
atasnya dan belum ada penguasaan secara fisik diatasnya, maka dinyatakan
sebagai tidak terdapat pemilikan dan penguasaan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait pihak yang
terdampak dan besaran ganti kerugian, akan disusun Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah (DPPT) oleh instansi Srang membuhrhkan tanah dan dilakukan
penilaian oleh Penilai Pertanahan.

Dalam upaya rnengetahui perkiraan nilai tanah untuk mendul$-rng proses
pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telatr menyusun Zona Nilai Tanah (ZNT)
pada tahun 2019. ZNT adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari
sekumpulan bidang tanah didalamnya. yang batasannya bisa bersifat imajiner
ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan
nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengarr
metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai
Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Penilaian ZNT dilakukan
pada kawasan non hutan, atau disebut Area Penggunaan l,ain (APL). ZNT
sifatn),a sebagai referensi, di mana penilaian ganti kerugian dalam pengadaan
tanah nantinya akan dilakuk&n oleh Penilai Publik. Hal tersebut karena ZNT
hanya nremperkirakan nilai tanah saja, belum besamya ganti kerugian yang
meliputi Ruang Atas Tanah dan Ruang Banah Tanah, bangunan, tanaman,
benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
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3.4.3. 1 Strategi Pengelolaan Pertanahan

Dalam rangka pembangunan pada Wilayah lbu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota
Nusantara diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/ atau hak pakai. Otorita
Ibu Kota Nusantara sebagai pemegang Hak Pengelolaan diberikan ker';enangan
untuk menggunakan dan memanfa-atkarr seluruh atau sebagian Tanah llak
Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerja samakan dengan pihak lain;
dan menentukan tarif dan/ atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai
dengan perjanjian.

Di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara, dapat diberikan hak
atas tana.h kepada orang perorangan atau badan hukum sesuai ketentuan
peraturan perundangan. Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan
penyerahan dan/atau penggunaan atas b"gian-bagian tanah Hak Pengelolaan
kepada pihak lain dengan perjaniian pada Wilayah Ibu Kota Nusantara. Hak atas
tanah yang berada dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara wajib dimanfaatkan
sesuai dengan tqiuan pemberian haknya.

Hak atas tanah yang diberikan kepada orang perorangan maupun yang
diberikan berdasarkan perjanjian kepada pihak lain dan tidak dimanfaatl<an
sesuai dengan sifat dan fungsinya serta tujuan peruntukannya dapat diusulkan
oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional untuk dibatalkan. Pemegang Hak Atas Tanah di
atas Hak Pengelolaan yang sengaja tidak Ciusahakan, tidak dipergunakan, tidak
dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah
Terlantar oleh Ment-eri Agraria .Jan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

Di Wilayah Ibu Kota Nusantara diterapkan pengendalian pengalihan hak atas
tanah. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keper<iataan
terhadap kepemilikan tanah, namun untuk mengendalikan pengalihan hak atas
tanah yang bertqjuan menguasai tanah secara berlebihan, tidak wajar dan
terindikasi spekulatif. Pengendalian pengalihan hak atas tanah yang diterapkan
merupakan pengendalian pengalihan yang dilakukan melalui mekanisme jual
beli.

Pengendaliarr. pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusanbara diterapkan pada
perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah
dengan mekanisme jual beli melalui: 1) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2) akta perjanjian pengikatan jual beli; 3) surat jual beli di bawah tangan yang
dilegalisasi atau waarrnerk-ing oleh Notaris: danrtatau 4) surat jual beli di barvah
tangan lainnya. Pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui persetujuan
Otorita Ibu Kota Nusantara
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3.5

3.5.1 Prinsip Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH!

Pelaksanaan pembangu.nan Ibu Kota Nusantara mengacu pada Prinsip Dasar
PPLH yang melipud beberapa aspek sehagai berikut:

a. Menjaga dan sekaligus memperbaiki Da5,6 Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup (DDDTLH);

b. Menghirrdari risiko dan kerusakan lingkungan hidup;

c. Mengoptimalkan kinerja layanan ekosistem;

d. Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara efisien;

e. Mengurangi kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan
sekaligus membantu upaya penurunan emisi Ga.s Rumah Kaca (GRK);

f. Memperbaiki dan mernpertahankan sumber daya keanekaragaman hayati

Kebijakan, rencana, dan program dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara yang
diselaraskan dengan ke enam Prinsip Dasar PPLH di atas, juga diintegrasikan
ke dalam bentuk kebljakan strategi dan rencana pola ruang dan penataan ruang
yarrg mengadopsi alokasi penataan ruang Go <ian iYo Go Area sebagaimana yang
direkomendasikan dalam Kajian Lingkrngan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara.

Adapun ruang linglmp dari matra PPLH dalam pelaksanaan pembangunan Ibu
Kota Nusantara meliputi aspek:

a. Air, meliputi perlindungan dan pengelolaan air permukaan, air tanah dan
air laut;

b. Udara ambien, meliputi perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dan
cuaca iklim mikro;

c. Tutupan lahan, meliputi perlindungan dan pengelolaan fungsi ruang hljau
(tutupan hutan dan tutupan pangan);

d. Tanah, meliputi meliputi perlindungan dan pengelolaan kondisi terrestrial
lands cape permukaan tanah ;

e. Atmosfer, meliputi pengelolaan aspek perutrahan iklim; yang diarahkan
pada terselenggaranya Ibu Kota Nusantara yang berstatus Net Zero
Emission.

3
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hayati, meliputi aspek perlitrdungan darr pengelolaan
hayati.

Keseluruhan aspek dalam prinsip dasar dan ruang lingkup PPLH merupal<an
elemen utama da-lam mendukung tercapainSra seiuruh KPI Ibu Kota Nusantara.

3.5.2 Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting sumber daya alam dan
lingkungan hidup di Wilayah lbu Kota Nusanta!'a yang sangat bcrvariasi, di
mana sebagran ekosistem sudah terdegradasi (termasuk di area lokasi Kawasan
konservasi yang berstatus tetap), sena masih terdapat berbagai altivitas
kegiatan yang berpotensi meningkatkan risil<o kerusakan lingkungan dan
deplesi Sumber Daya Alam (SDA), menimbulkan potensi efek GRK dan berakibat
pada hilangnya potensi keanekaragarnem hayati, diterapkan Strategi PPLH
sebagai berikut:
a. Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem terdegradasi di seluruh Wilayah Ibu

Kota Nusantara khususnya pada wilayah No Go Area.

b. Mempertahankan dan meningkatkan upaya korrservasi ruang hijau pada
wilayah No Go Area.

c. Membangun sarana dan prasararra yang bertujuan untuk inengurangi
potensi kerusakan lingkungan, mendukung penerapan sirkular ekonomi
dan selaras dengan pencapaian target net zpro emr:ssion.

d. Pemantauan dan evaluasi secara. berkala terhadap 6 matra ruang lingkup
PPLH, termasuk pendetcksian potensi bencana dam (slorr dan rapid onsetl.

3.5.2.1 Strategi Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Terdegradasi di Seluruh
Wilayah Ibu Kota Nusantara Khususnya Pada Wilayah No Go Area

Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem terdegradasi meliputi wilayah kawasan
hutan, mangroue, lahan bekas tambang (termasuk lubang tambang) dan Area
Penggunaan Lain (APL) yang berpotensi untuk berubah menjadi Kawasan
Konservasi. Dengan meningkatnya tutupan lahan dan hutan di Ibu Kota
Nusantara diharapkan kondisi iklim mikro menjadi lebih nyaman dan asri,
serapan emisi GRK menjadi lebih tinggi serta koridor satwa dapat terbangun
sehingga habitat spesies satwa menjadi lebih luas. Seluruh wilayah rehabilitasi
dan pemulihan ekosistem pada. Wilayah Ibu Kota Nusantara difokuskan u'ilayah
No Go Arca dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Penataan Ruang
secara keseluruhan. Strategi rehabilitasi dan pemulihan Ekosistern terdegradasi
pada Wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:

f.
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b

Restorasi dan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Hutan

Upaya merestorasi hutan akan memulihka.n kondisi habitat bagr flora dan
fauna yang ada (baik asli dan endemik) di Wilayah Ibu Kota Nusantara
(konservasi in-situ). Disamping itr:, upa5ra restorasi tersebut juga akan
menghubungkan koridor satwa yang sekararrg ini terfragmentasi. koridor
satwa tersebut akan menghubungkan ekosistem penting di Ibu Kota
Nusantara, yakni Tatrura Bukit Soeharto, kawasan Nilai Konservasi Tinggi
(NKT 1 dan 3), Hutan Lindung Sungai Wain, Kawasan Konservasi BOS
Semboja Lestari, Hutau Produksi lnhutani, dan area mangroue terutama
yang berada di Teluk Balikpapan dan Muara Jawa.

Disamping itu, upaya restorasi hr:tan tersebut juga tentunya memulihkan
berbagai jasa ekosistem lainnya, seperti untuk pengaturarr kua-litas udara,
pengaturan lklim, pengaturan air, serta perlindungan dan pembentukan
tanah.

Wanatani/Agrolorestri untrrk Iiawasan Hutan Terdegradasi yang Saat Ini
Terlanjur Digunakan Masyarakat;

Terdapat sekitar 40.000 hektare kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota
Nusantara yang sudah terlanjur digunakan oleh masyarakat. Upaya
tersebut akan mengembalikan berbagai tungsi ekosistem seperti untuk
penyediaan bahan pangan, siklus nutrisi, dan keanekaragaman hayati.
Area keterlanjuran tersebut, disamping kawasan pertanian eksisting, dapat
dirnanf'aatkan untuk memenuhi target KPI 10 persen Wilayah Ibu Kota
Nusantara difungsikari untuk produksi pangan. Hal ini akan mendukung
upaya ketahanan pangan di Wilayah lbr.'. Kota Nusantara.

Upaya ketahanan pangan ditekankan pada upaya intensifrkasi dan
penguatan sistem pertanian berkelanjutan. Intensifikasi pertanian
dilaksanakan melalui Praktik Bud.i daya Pertanian yang Baik untuk
mendorong peningkatan produktivitas pertarrian, serta Cara Budi daya Ikan
yang Baik (CBIB) di sektor perikanan untuk mendororrg produktivitas
perikanan budi daya yang berkelanjutan.

Dengan adanya keterbatasan luas la.han untuk pertanian produktif di Ibu
Kota Nusantara, produksr pertanian l.ebih diarahkan sebagai
pelnyangga/ buffer ter}:radap potensi instabilitas sistem pangan regional.
Untuk mempertahankan mata pencairarian dan produktivitas dari lahan
produksi pangan yang harl.s direlokasi karena terdampak rencana spasial
Ibu Kota Nusantara, diperlukan rencana pembangunan Kawasan Sentra
Produksi Pangarr (KSPP) di Kalimantan Timur. KSPP merupakan konsep
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pengembangErn pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup
pertanian, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.
Pengembangan KSPP dilaksanakan dengan: (i) pertimbangan agroekologi
dan ketersediaan petani, (ii) menggunakan pendekatan konservasi, rendah
karbon dan sirkular, pertanian presisi dan regeneratif, permakultur dan
pertanian organik di antaranya dengan pestisida nabati dan produksi
ramah lingkungan, (iii) ketersambungan dengan aspek pasar (dukungan
jalan, gudang penyimpanan, dan toko dan basis logistik pangan), serta
(id pengembangan ekonomi sirkular dalam menjadi produksi pangan
beragam dan aman secara berkelanjutan dan menekan limbah pangan.
Produksi pangan dalam bentuk produk pangan bernilai tambah, termasuk
perikanan akan memberdayakan petani lokal melalui korporasi petani,
nelayan dan pembudi daya, melibatkan BUMN, dan badan usaha lainnya
untuk memastikan keterkaitan hulu hilir dari agribisnis pangan.

Restorasi Mangroue

Restorasi mangroue dilakukan pada area mangroue yang berada disekitar
lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintaharr (KIPP) dan serta bagian muara
sungai di wilayah teluk Balikpapan. Ha-l ini merupakan implementasi dari
pembangunan forest city, dan mendtrkung upaya untuk menjadikan Ibu
Kota Nusantara menjadi area Net Zero Emi,ssion Wilayah Hutan Ma ngroue
yang telah di restorasi diarahkan menjadi wilayah konservasi yang b€rsifat
tetap (lYo Go Areal, area untuk \dsata alam dan tqiuan khusus serta habitat
bag, spesies endemik ekosistem Ibu'. Kota Nusantara.

d. Pembangunan Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hljau Khrrsusnya di
Wilayah KIPP

Pembangunan hutan kota dalr ruang terbuka hljau di wilayah KIPP
bertujuan untuk membantu menyerap karbon dioksida, menambah
oksigen, menjadi area untuli resapan air, menurunkan suhu (teduh dan
sejuk), dan meredam kebisingan.

Selain melalui penanarnan pohon-pohon dan pembangunan landscape kota
yang bernuansa hijau, salah satu strategi yang didorong untuk

hutan dan ruang terbuka hijau serta sekaligus
ketahanan pangan adalah. penerapan urban farming di Ibu

Kota Nusantara. Urban farming adalah sehuah industri yang memproduksi,
memproses, dan mernasarkan produk dan bahan bakar nabati, tcrutama
dalam menanggapi kebutuhan harian konsumen di dalam perkotaan,
Adapun teknologi urban.farming yang dapat menjadi upaya penyediaan
bahan pangan Ibu Kota Nusantara diarrtaranya adalah hidroponik, rool
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garden, akuaponik (kombinasi tanaman dan ikan) dan aeroponik (ruang
tertutup berkabut dengan sedikit tanah/ air).

Reklamasi Bekas Tambang

Strategi reklamasi tambang yang didorong untuk dilakukan, antara lain
melakukan penanaman ulang (revegetasr/reboisasi), mengurangi derajat
keasaman air pada bekas lubang tambang (meningkatkan pH), serta
mengurangi sedimentasi tanah dan erosi pada lahan bekas tambang. Untuk
bekas lubang tambang masih bisa direhabilitasi (tidak asam), area kolam
bekas lubang tambang tersebut berpotensi dimanfaatkan seperti budi daya
perikanan, sumber air, lokasi pembangunan infrastruktur energi
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ PLTS terapung, PLT energi terbarukan
lainnya, infrastruktur penyimpanan energi, infrastruktur hidrogen, dan
sebagainya), dan wisata. Hasil reklamasi area bekas tambang juga dapat
dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati di
Wilayah Ibu Kota Nusantara. Sementara untuk area yang sulit untuk
direhabilitasi, area tersebut dapat dikelola sebagai rawa asam dengan
menutup akses publik.

Rehabilitasi bekas tambang dilaksanakan oleh instansi atau badan usaha
sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Khusus untuk area
.ijin pertambangan, dilakukan oleh perusahaan pemegang rjin melalui
mekanisme kewajiban reklamasi dan kegiatan paska tambang. Selain itu,
dalam pemenuhan kerra.liban reklamasi perlu didorong kerja sama antar
pemegang um.

Untuk kegiatan pertambangan berizin yang sudah ada diarahkan untuk
menerapkan prinsip pertarnbangan berkelanjutan dengan konsep
pertambangan cerdas-iklim (climate-smar7 miningl ]'ang mengurangi jejak
karbon dan dampak perubahan iklim, hingga masa berlaku izin berakhir
dengan tetap menjalankan kewajiban rehabilitasi, serta peninjauan kembali
iiin pertambangan yang tidak berkegiatan untuk selanjutnya d.iputtrskan
status perijinannya (termasuk melalui penciutan/ relingu.ishment total luas
ijin pertambangan) melaiui forum koordinasi lintas ken:enterian.

Dalam menyusun program pemulihan lubang tambang
5 skema yaitu:

1. Perrataan kembali pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;

2. Rehabilitasi DAS;
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3. Peninjauan kembali perizinan usaha dan latau, kegiatan
pertambangan;

4. Penanganan lahan terlantar;

5. Penanganan per tambangan tarrpa tzin di konsesi;

6. Penegakan hukum terhadap usaha dan/ atau kegiatan
yang tidak melakukan kewaliban reklamasi, pa scatambang dan
pemulihan lingkungan.

3.5.2.2 Mempertahankan dan meningkatkan upaya konserva.si ruang hijau
pada wilayah No Go Area

Pada Wilayah terrestrial ibu Kota Nusantara, terdapat wilayah Kawasan
Konservasi (seperti Taman Hutan Raya Rukit Suharto) dan Kawasan Ekosistem
Esensial lainnya yang kondisi ekosistemnya masih te{aga derrgan baik. Upaya
mempertahankan, menjaga dan bahkan meningkatkan upaya konservasi perlu
dilakukan dengan tqjuan untuk mengamankan stok karbon yang ada baik di
dalam tanah maupun yang berada dalam bionrass di atas'"anah, menjaga iklim
rnikro, rnengurangi limpasan air dan sekaligus rnenrbantu penyerapan air ke
dalam tanah, serta sebagai rumah dan habitat bagi spesies yang hidup di
Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Pada wilayah pesisir dan laut khususnya perairan teluk Balikpapan juga perlu
dipertahankan dan ditingkatkan kondisi ekosistemnya agar keragarnan spesies

hayati di laut meningkat rlan sekaligus meningkatkan jasa
ekosistem perairan teluk Balikpapan untuk jasa pemijahan ikar: serta tempat
perlindungan bagi spesies laur langka.

Secara lebih spesifrk, strategi mempertahankan dan meningkatkan upaya
konservasi di Wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:

a. Menetapkan bahwa Proses Pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota
Nusantara tidak boleh merusak dan mengganggu habitat hutan konservasi,
hutan lindung, ekosistem mangroue, padang lamun dan terumbu karang,
serta perairan teluk Balikpapan yang masih terjaga dengan baik. Seluruh
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wajib menghindari dan
mencari solusi teknologi terbaik agar wilayah hutan, mangroue serta
keanekaragaman hayetti yang berada di dalamnya serta ekosistem perairan
teluk Balikpapan tidak terganggu.

b. Pengembangan area konservasi eks-situ diantaranya dan tidak terbatas
pada: taman kehati, pusat penyelanratan satwa, pusat rehabilitasi satwa,
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kebun botani, herbarium, dan arboretum, menjadi strategi u.tama menjaga
Kawasan konservasi di wilay'ah terrestnal Ibu Kota Nusantara.

Menetapkan hutar: mangroue Teiuk Balikpapan dan Sungai Flitam Kuala
Samboja sebagai Kavrasan lindung.

3.5.2.3 Membangun Sarana dan Ftasarana )'ang Rertujuan untuk Mengurangi
Potensi Kenrsakan Lingkungan dan Selaras dengan Pencapaian Target
Net kro.Erzission Dan Ciranlar Citg

Sarana da:r prasarana yang dibangun di Ka.arasan ibu Kota Nrrsantara rvajib
mempertimbangkan 6 prinsip dasar, 6 rnatra n-rang lingkup, dan 4 strategi PPLH
dalam dokumen ini agar membantu tercapainya Net kro.Emission dan Proses
sirkular dalam pembangunan dan operasionalisasi Ibu Kota Nusantara. Adapun
strateginya meliputi:
a. Seluruh bangunan (permukiman, perkantoran dan kluster industri)

didirikan dan sikan dengan pendekatan green btikling
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, scperti bahan
bangunan, air bersih dan energi, serta meminimal limbah dan buangan dari
proses kontsruksi dan operasional dari bangunan. Hal ini sejalan dengan
pencapaian +-arget Net ZEro Emissron dan Kota Sirkular-.

b. Seluruh sarana dan prasarana air khususnya untuk
penyediaan air baku, direkomendasikan dan dikembangkan untuk
mempertahankan fungsr hidrologi alami dengan prirrsip kota spons melalui
pembangunan drainase ranrah lingkungan (pembangunan bak tampung,
lubang pori dan sumur serapan berdasarkan potensi pemanenan air hujan),
membuat atau me[rpertahankan fungsi wilayah resapan pada wilayah
pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta m.engembangkan waduk alami
dan buatan untuk meningkatkan potensi srrmber air baku dan sekaligus
mencegah terjadinya peningkatan air limpasan. Potensi pemanfaa-tan
sumber air baku dari sumber air latrt mela.lui system neuerse osmo.sis dan
pengambilan sumber air baku di luar Wilayah Ibu Kota Nusantara
(misalnya dari Sungai Mahakam; dapat menjadi alternatif sepanjang
memenuhi prinsip keekonomian. Tidak untuk
memanfaatkan sumber air tanah mengingat rendahnya muka air tanah,
potensi risiko penurunan muka air tanah dan rendahnya kualitas air,

Pengelolaan air linrbah meliputi pengelolaan air limbah domestik dan
pengelolaan air limbah industri. Pengelolaan air limbah domestik diiakukan
dengan sistem perpipaan yang diolah secar:. terpusat pada sebuah Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik. Hasil keluaran dari pengelolaan air
limbah dapat dimanfaatkan untuk keperluan nonkonsumsi seperti

c
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penyiraman, pembilasan, sumber air pemadam kebakaran, dan lain-lain,
sesuai penerapan prinsip kota Sirkular di seluruh Wilayah Ibu Kota
Nusantara. Untuk air iimbah yang berasal dari kluster industri dikelola
secara mandiri oleh kawasan industri dengan penerapan prinsip
pengelolaan terpadu (of!-site seuer sgsteml dan on-site u)a-ste treatment
untuk air limbah yang bersifat khusus.
Seluruh infrasruktur energi secara bertahap di arahkan menrrju
penggunann 100 persen energi terbarukan pada tahun 2045 di seluruh
Wilayah Ibu Kota Nusantara. Sumber energi terbarukan di 2045 berasal
dari dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara darr impor energi dari sistem energi
Kalimantan. Pada 2045, Sumtrer Energi terbarukan dihasilkarr melalui
kombinasi dari Surnber Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), energi
surya pengembangan lada.ng pauel surya lsolar farml, PLTS atap, PLTS
t-eraplrng, bioenergi dari kelapa sawit, serta potensi surnber energi
terbarukan lainnya seperti hrdrogen hijau lgreen hycirugenl. Pemanfaatan
gas sebagai sumber energi dapat rrenjadi bagian dari proses transisi energi
secara bertahap. Srrmber energi terbanrkan dipergunakan sebaga.i sumber
energi untuk kegiatan di wilayah permukiman, perkantoran, industri dan
transportasi. Khusus di sektor tran sportasi, penggunaan kendaraan listrik
dan pernbangunan infrastmktur pendukungn5,a juga rnenjadi bagian dari
strategi pembangunan energi terbarukan di Ibu Kota Nusantara.
Kesehrruhan kombinasi sumber energi terbarukan di Wilayah Ibu Kota
Nusantara menjadi bagian dari upaya pencapaian target Net ZeK.t Emrssion.

Pembangunan sarana dan prasarana serta manajemen sistem pengelolaan
sanrpah di upayakan dikelola secara terintegrasi dari hulu (sumber
sampah) ke hilir (tempat pemrosesan akhir) dengan menerapkan prinsip
sirkular di setiap aspek pada rantai pengelolaan persampahan. Prinsip
pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta pengumpulan dan
transportasi sampah yang terpilah dan terjadwal menjadi prinsip utama
pengelolaan sampah yang dilakukan di hulu. Sampah yang telah terpiiah
didaur ulang sesuai dengan jenis sampah dan menjadi input dari berbagai
proses industri, pertanian, dan bahan produk lainnya yang da1:at
diperjualbelikan. Sampah residu dari hasil proses daur ulang diolah pada
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan menggrrnakan teknologi
yang ramah lingkungan dan sekaligus mampu mengurangi potensi
keluarnya emisi GRK dari proses pengolahan residu sampah. Terkait
dengan manajemen persampahan, ditetapkan bahwa manajemen
persampahan dikelola oleh setluah Badan Layanan Umum (BLU) yang
berada di bawah pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan
prinsip Polluters Pay Principle, scluruir anggota. masyarakat dan kegiatan
dunia usaha serta pe:'kantoran wajib mengeluarkan dana retribusi yang

e,
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nilainya sesuai dengan keekonomian pengelolaan persampahan pada
Wilayah Ibu Kota Nusantara. Retribusi persampahan yang terkumpul
IOO persen digunakan kembali seluruhnya untuk kegiatan pengelola.an
pei'sampahan cleh BLU Persamoahan Ibu Kota Nusantara.

Khusus untuk limbah Et3 yang berasal dari berbagai aktivitas mas)'arakat,
industri dan rumah sakit, dibangun sebuah sarana pengolahan limbah 83
secara terpadrr. Seluruh sumber penghasil limbah 83, diwajibkan
melakukan pemilahan mandii darr diang^kut secara tedadwal oleh sistem
transportasi pengumpul limbah 83 secara khusus (terpisali dari sistem
pengrrmpulan sampah domestik) menuju sarana pengoiahan limbah El3
terpadu untuk Wilayah ibu Kota Nusantara. Penghasil limbah 83 yang
berasal dari kegiata-n usaha, pe:'kantorarr dan Rumah Sakit wajib
melakukan pembayaran secara terpisah dari sistem retribusi sampah
domestik untuk jasa pengelolaan limbah [l3. BLU layanan persampahan
domestik ditetapkan pula sebagai Lembaga pengelola limbah E}3 terpadu
agar seluruh pengelolaa sampah <ian lirrbah n:e4iadi satu kesatuan utuh
yang dapat merlangkap berbagai aspck marrajernen persampahan dan
limbah secara terpadu.

3.5.2.4 Pemantauan dan Evaluasi Secara Rerkala Terha<iap 6 Matra Ruang
Lingkup PPLH, Termasuk Pendeteksian Potensi Bencana Alam
(Slou darr Rapid. Onse)

Untuk mema.stikan agar 6 prinsip dasar pacia 6 matra PPLH 5,sng dijalankan
melalui strategi PPLH dapat berjaian dengan baik, diperhrkan upaya
pemantauan kualitas lingkungan secara komprehensif dan rcal time dengarr
memanfaatkan berbagai teknologi observasi surnber daya darr lingkungan hidup
yang terkini. Adapun beberapa rincian strategi terkait dengan sistem
pemantauan dan evaluasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:
a. Kegiatan inventarisasi dilakukan secara menyiluruh untuk mendapatkan

status terkini kondisi dari 6 matra lingkungan hidup. Pengumpulan data
terkini terkait dengan potensi ketersediaan air baku dan kualitas air,
kondisi tutupan lahan dan hutan, kualitas udara, kualitas tanah, emisi dan
serapan GRK serta keberadaan spesies keanekaragaman hayati dilakukan
untuk mengupdate data terakhir yang telah dikumpulkan melalui Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (I(LHS) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Hasil dari kegiatan inventarisasi diharapkan menjadi sebuah baselire bag1
kegiatan pemantauan dan evaluasi secara:'eal time dan berkala di seluruh
Wilayah Ibu Kota Nusantara unttrk ke 6 matra dan pencapaian KPI Net kro
Emrission, Tutupan Ruang Hiiau dan Kota Sirkular.

f.
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b. Sistem perran+-auan kualitas lingfl<ungan hidup untuk 6 Matra secara real
time akan dibangun dengan memanfaatkan teknologi digital dal remote
sensing ter*ini sehingga upaya pencegahan dan mitigasi dampak
negatiryang terdeteksi dari kegiatan nranusia yarrg hidup di dalam dan luar
Wilayah Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Sistem ini akan dikelola melalui sebrrah eommand. entre yalrg khusus
dibentuk sebagai satuan tugas khusus pengamanan lingkungan hidup cii
bawah pengelolaan Otorita Ibr: Kota Nusantara dan terhubung langsung
dengan sistern dan mekanisme penegakan lrukum yang ada.

c. Untuk meminimalkan potensi risiko bencana di Wilayah Ibu Kota
Nusantara, diperlukan penerapan strategi sebagai berikut: (1) penguatan
kebijakan dan kelembagaan; (2) pengkajian risiko dan pererrcanaan
terpadu; (3) peningi<atan efektivitas dan pencegahan dan rnitigasi bencana;
(4) perkuatan kesiapsiagaan pemenntah dan masyarakat. Sejalan dengan
keempat strategi tersebut, khusuSnya strategi ke empat, akan dibangun
sarana dan prasarana sistem pintar peringatan dini multi ancaman
bencana, meliputi gelnpa, tsunami, cuaca ehstrira, serla kebakararr hutan
dan lahan untuk mendeteksi potensi becana yang dapat terjadi di Wtlayah
Ibu Kota Nusantara. Sistem irri harus dikemtrangkan dan dikelola secara
terintegrasi dengan sistenr peringatan'dini multi ancam;rn Nasional yang
telah dikembangkan sebelurnnya. Conttutnri entre system peringatan dini
multi acaman bencana akan diberngun khusus untuk Wilayah Ibu Kota
Nusantara di bawah pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara beke{a sama
dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait dengan pengelolaan risiko
bencana.

3.6

3.6.1 Pemmahan dan Kawasdn Permukiman

3.6. 1. I Prinsip Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan memegang peftrnan penting terhadap kesejahte"aan masyarakat
perkotaa.n, seperti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Perumairan perlu
dipandang sebagai entitas yang akan menarik investasi dan menumbuhkan
ekonomi perkotaan dengan efek multiplier yang sangat besar. Dalam kaitannya
dengan menempatkan sektor perumahan sebagai episentrum dari
pembangunan perkotaan, khususnya di Kaw'asan Ibu Kota Nusantara,
pembangunan perumahan bukan sekadar membangun unit rumah melainkan
juga memastikan kerangka sistem penyediaan perumahan ftausing deliuery
sysrem) agar dapat berjalan.
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Dalam mewujudkan Prinsip 6, KPI 6.3 (Aman dan Terjangkau), pembangunan
perumahan perlu memastikan bahrva selun-rh penduduk memiliki akses
terhadap tipe hunian yang beragam melalui penerapan skeme hunian
berirnbang dan sesuai dengan kebutuhan sert-a menekankan keterjar:gkauan
harga untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat, merespons
pengaturan tempat tinggal yang berbeda-beda, dan menurunkan operasional
yang umumnya diasosiasikan dengarr lrurrian yang kompak dan memilikr akses
terhadap infrastnrktur penting pada tahun 2045. Dengan demikian,
pembangunan perumahan dan permukiman baru perlu menciptakan sistem
penyedia.an perumahan yang memenuhi kriteria kclayakan, keamanan
bermukim, dan keterjangkauan untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak
huni, serta mencegah tumbuhrrya permukiman kumuh.

Upaya mewujudkan Prinsip 6, KPI 6.3 (Aman dan Terj angkau), ini sejalan
dengan upaya pencapaian Prinsip 2 (Bhinneka Tunggal lka), yang ai<an
mengintegrasikan seluruh penduduk, baik penduduk setempat maupun
pendatang. Untuk itu, pembangunan perumahan perlu rnemperhitllngkan
dimensi sosial. Perumahan di Ibu Kota Nusantara diCorong agar tidak membuat
area perkotaan tumbuh menjadi tempat yerng eksklusif, tetapi tetap menjadi
tempat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk seluruh kalangan (inklusif). Dengan terbukanya kesempa.tan tersebut,
penyediaan akses perumahan akan mengedepankan manusia dan pemenuhan
al<an hak asasi manusia dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan:
hak hidup sejaht€ra lahir dan batin, bertempat tinggal, tlan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsep hunian akan sejalan dengan arah pengembangan Wilayah Ibu Kota
Nusantara untuk menjadi "Kota IO Menit". Oleh karena itu, kebutuhan hunian
dan fasilitasnya akan terintegasi dengan berbagai layanan dalam satu
bangunan dalam bentuk rumah susun atau apartemen, yang tetap
memperhatikan standar kenl'amanan l,ang berlaku, standar minimal bagi tiap
kebutuhan (iabatan dan jumlah arrggota rumah tangga). dan menerapkan
prinsip desain universal.

Beberapa kerangka dasar penyetenggaraan perumahan dan kawasan
perrnukimar adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan perumahan terdiri atas perumahan ASN dan perumahan
non-ASN (masyarakat umum). Penyediaan dan akses perumahan ASN akan
difasilitasi oleh pemerintah dengan mernbuka kesempatan keterlibatan
pengembang. Semen+-ara itu, penyediaan perumahan rnasyarakat akan
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b

menggunalran mekarrisme pasar yang disediakan oleh pengenrbang sesuai
dengan proses bisnis yang ada di pasar perumahan setempat dan didukung
dengan sistem pembiayaan perumahan yang efisien. Pengembangan sistem
perumahan untuk puhlik melalui penyediaan rumah umum y'ang terdiri
atas hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas, baik pasar
perumahan primer nraupun sekunder, diatur dan dikelola oleh pengelol:r
perumahan dan permukimarr {estate manqgetl di bawah Otorita Ibu Kota
Nusantara, baik untuk perumahan ASN maupun pemmahan non-ASN
(masyarakat umum). Otorita Ibu Kota Nrrsantara juga bertanggung iawab
untuk melaksanakan sinergi pendanaan tlan merrgoptimalkan skema
pembiayaan eksisting dalam pembangunan perumahan seperti FLPP dan
Tapera. perumahan dilakukan dengan mematuhi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat !,ajk fungsi (SLF), dan
Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (SBGH) sesuai peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

Konsep pembangunan penrmahan mengikuti rencarla furrgsi tata ruang
yarrg meliputi kawasan fungsi camprvan (mixed-use) dan heterogenitas
demografi di Ibu Kota Nusantara. Kau'asan fungsi campuran ,rrengacu pada
penciptaan berbagai kegiatan dan fuirgsi dalam satu area lingkungan
binaan lbtilt environmenfl. Heterogenitas demografi mengacu pada
penciptaan percampuran penduduk berdasarkan karakteristik seperti usia,
peke{aan, penrlapatan, etnis, dan ras.

Pembangunan perumahrrn juga menerapkan konsep transformasi
bermukim, di antaranya dengan perubahan cara pandang dalam berhuni
di lahan yang lebih efektif clan efisien, deugan cara sebagai berikut:

U Tinggal di hunian vertikal. sehingga akan tercipta hunian dengan
kepadatan ideal. Tantangan terletak pada perneliharaan hubungan
sosial yang harus dapat dijawab oieh desain hunian.

2l Tinggal di kawasan kompak serrlua kcbutuhan terlayani dan dapat
diakses dengan cepat dan mudah dijangkau.

3) Menerapkan teknologi cerdas dalam kehidupan (smart liuing) untuk
meningkatkan kenyamanan penghuni sekaligus menerapkan prinsip
hidup berkelanjutan.

Keiiga hal tersebut akan berirnplikasi positif pada tersedianya ruang-ruang,
terbuka untuk publik ataupun lingkungan yang lebih luas jika
dibandingkan kondisi di kota-kota besar saat ini

c
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d. Penyediaan rumah negara/ rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, Pegawai
Lembaga Negara Independen/Badan Publik, TNI, dan Polri pada
kenyamanan serta berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat bekerja,
dengan spesifikasi hunian seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3- 2 Spesifikasi Rumah Negara/RumaI Dinas Bagi Pejabat Negara, ASN, TNI dan Polri

Iillr lridt (!l2l

I Menteri/ Pejabat Tinggi Negara Rumah Tapak 580

2 Pejabat Negara Rumah Tapak 490

3 JPT Madya/ Eselon I Rumah Tapak 390

4 JPT Pratama/Eselon II Rumah Susun 290

5 Administrator/ Eselon III Rumah Susun r9c

6 Pejabat Fungsional dan staf
Lainnya

Rumah Susun 98

Dalam rangka efektivitas dan kapasitas daya tampung
perumahan di Ibu Kota Negara, tipe rumah dan luasan unit hunian akan
memperhatikan jumlah anggota rumah tangga. Untuk itu, khususnya pada
tahap awal pembangunan penyediaan rumah negara/rumah dinas dapat

salah satunya dengan menggunakan pemecahan unit dari
tipologi hunian yang ada. Sebagai contoh, untuk hunian
pejabat fungsional dan staf lainnya sebesar 98 m2 dapat menjadi tiga unit
hunian untuk yang berstatus lajang atau menjadi dua unit untuk yang
sudah berkeluarga.

Penyediaan dinas b"gl pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri
memperhatikan proses transisi pegawai dan keiuarganya, terutama pada 5
tahun pertama. Pada tahap awal penyediaan perumahan dinas (rumah
negara) untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri dimulai padatahun2O22
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hingga 2024. Pengembangan ukuran unit didorong untuk mengikuti
ukuran kelipatan modul unit rumah susun pada desain dasar (basic desi.gn)
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang.

3.6.I.2 Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi pembangunan pbrumahan dan kawasan permukiman di Ibu Kota
Nusantara secara umum terbagt tiga, yai.tu strategi untuk penyelenggaraan
rumah negara/ rumah dinas bagr ASN, TNI, dan Polri, pengembangan rumah
umum @ublic rental/otpned lausing), serta pengembangan perumahan swadaya
dan komersial. Adapun penjelasan masing-masing strategi dapat dilihat sebagai
berikut:
a. Rumah Negara/Rumah Dinas bagi ASN, TNI dan Polri

Penyelenggaraan rumah negara diutamakan dibangun di area KIPP, namun
dapat meluas ke area non-KIPP sesuai dengan kebutuhan. ASN, TNI, dan
Polri diberikan pilihan untuk menempati hunian negara yang disediakan
pemerintah atau opsi lainnya yang disediakan oleh masyarakat dan dunia
usaha. Penyediaan hunian negara mengikuti kelas jabatan serta sistem
karir perumahan (housing mreer sgstem) yang memperhatikan pendapatan
dan jumlah anggota rumah tangga. Penyelenggaraan rumah negara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Strategi pendanaan dan pembiayaan rumah negara/rumah dinas bagi ASN,
TNI, dan Polri akan bertumpu pada APBN yang didukung kemitraan dengan
badan usaha yang memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Sementara, untuk pengalokasian rumah negara didasarkan pada lausing
Eteueyang disusun oleh lembaga pengelola rumah negara di bawah Otorita
Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tahapan pemindahan ASN/TNI/Polri.
Rumah negara ASN, TNI, dan Polri di kawasan Ibu Kota Nusantara
merupakan barang milik negara, sehingga pengelolaaan dilakukan oleh
lembaga pengelola rumah negara di bawah Otorita Ibu Kota Nusantara
dan berpedoman pada ketentuan pengelolaan rumah negara yang berlaku.

Rumah Umum lPublic Rental/Ouned Housin4)

Penyelenggaraan rumah umum yang terdiri atas rumah sewa dan rumah
dengan berjangka akan dilakukan di KIPP maupun di
kawasan luar KIPP. Rumah umum dapat disediakan untuk kalangan tenaga
kerja konstruksi pada tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara, yang
selanjutnya dapat dikembangkan menjadi hunian bagi masyarakat yang
bertempat tinggal di Ibu Kota Negara. Penyediaan dan pengelolaan rumah
umum dilakukan olelr housing autlnritg yang dibentuk oleh Otorita Ibu
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Kota Nusantara dan sekaligus dapat berperan sebagai off-taker penyediaan
perumahan yang dibangun oleh dunia usaha. Untuk mempertahankan
inklusifitas kawasan, pengelolaan (estate managemenq serta pasar
perumahan primer dan sekunder rumah umum mengikuti ketentuan
regulasi yang ditetapkan oleh lausing autlaritg. Housittg authoritg juga
menerapkan pengalokasian rumah umum yang didasarkan pada lausing
queue serIa. sistem karir perumalran (lnusing @reer sAstem) yang
memperhatikan kebutuhan dan keterjangkauan rumah tangga. Penyediaan
Iahan untuk rumah umum dengan kepemilikan berjangka dapat

skema hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan
(HPL) yang memiliki durasi kepemilikan cukup lama, seperti selama 70
tahun.

Rumah Swadaya dan Rumah Komersial

Rumah swadaya dan rumah komersial dikembangkan di kawasan non-KIPP
dengan pelaku utama masyarakat dan dunia usaha mengikuti tata ruang
serta tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan KPI dalam Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara. Pengembangan hunian komersial dapat
diint-egrasikan dengan sistem transportasi melalui pengembangan kawasan
Transit Oriented Deuelopment (TOD). Pengembangan pola hunian, skema
kepemilikan dan skema pembiayaan agar dapat sejeJan dengan housing
career sAstem, yErng memperhatikan kelompok umur, jumlah anggota
keluarga dan keterjangkauan masyarakat, serta memperhatikan penerapan
konsep hunian berimbang.

Strategi yang perlu didorong dalam penlelenggaran Rumah Swadaya anlara
lain:

1. Mengembangkan sistem penyediaan perumahan
swadaya yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar
permukiman serta pemenuhan terhadap pedoman teknis yang
berlaku;

2. Memfasilitasi penyelenggaraan rumah swadaya dengan pengembangan
dan penataan kawasan baik melalui pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada
lupgrading, redeuelopment, dan resettlementi;

3. Mengembangkan penerapan sistem pembiayaan perumahan swadaya
yang inklusif dan berkelanjutan, seperti kredit pembangunan rumah
swadaya, kredit pemilikan rumah, serta kredit perbaikan rumah;

4. Memfasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan dan
masyarakat setempat termasuk komunitas adat/ lokal.
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Strategi yang perlu didorong dalam penyelenggaraan Rumah Komersial
antara lain:

1. Penyediaan hunian yang dilakukan oleh pengembang mengikuti
peraturan spasial dan turunannya serta sistem pembinaan dan

dalam pembangunan lingkungan binaan permukiman
yang berlaku;

2. Menciptakan pasar perumahan yang elisien dan kompetitif termasuk
kemudahan berusaha bagi pengembang serta memastikan
perlindungan konsumen ;

3. Mengembangkan penerapan sis yanS
inklusif dan berkelanjutan untuk kredit rumal.
komersial serta kredit pemilikan rumah komersial.

3.6.2 Prinsip Dasar Infrastruktur Persampahan

Ibu Kota Nusantara menargetkan 100 persen sampah ditangani dan diolah serta
mengacu kepada KPI 5.2 yaitu 60 persen semua timbulan limbah padat
(sampah) diolah pada tahun 2045 sehingga memenuhi pengelolaan sampah
komprehensif, terpadu dari hulu ke hilir, berwawasan lingkungan, dan
memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi. Sampah dipisahkan pada
sumbernya dan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara untuk diolah
secara terpusat. Fasilitas daur ulang sampah sebagai fokus utama dari sistem
pengelolaan sampah akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat
pemrosesan akhir (TPA). Hal ini akan memperpanjang umur TPA, mengurangi
penggunaan lahan untuk TPA baru serta mengurangi gangguan dan aspek
lingkungan. Di samping itu, barang hasil daur ulang dapat digunakan sebagai
bahan baku untuk menghasilkan produk baru. Diperlukan kesadaran
masyarakat dan seluruh pihak untuk menjamin keberhasilan daur ulang
dimulai dari pemilahan sampah di sumber dan kepastian off taleer. Kerangka
keq'a pengelolaan sampah di Ibu Kota Nusantara dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
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Pusat pengelolaan sampah (wastelatb atau neksus) merupakan fasilitas
terintegrasi antara pengelolaan sampah dan air limbah yang terdiri atas Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD), serta pengelolaan dan operasi terpadu dari kedua fasilitas tersebut.
Wastelah (neksus) ditempatkan di suatu area pengembangan untuk
mewujudkan sinergi ekonomi, mengurangi biaya transportasi dan operasi, serta
memberikan kendali atas masalah lingkungan. Stasiun peralihan sampah akan
berlokasi di setiap kawasan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pemindahan
sampah. Pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan direncanakan untuk

di luar kawasan lingkungan terlarang lnogo areal untuk
dampak pada flora dan fauna sensitif serta area dengan nilai

konservasi tinggi. Mengingat risiko tinggi pencemaran dari fasilitas
persampahan, diperlukan penyiapan dokumen lingkungan sesuai peraturan
yang berlaku sebelum pembangunan untuk dampak yang
ditimbulkan oleh pusat pengolahan sampah terhadap lingkungan dan
sekitamya. Selain itu, diperlukan juga studi lanjutan dan investigasi lapangan
yang lebih spesifik guna menetapkan kecocokan lokasi untuk semua fasilitas
pengelolaan persampahan.
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3.6.2. I Proyeksi Sampah

Proyeksi volume sampah sebesar O,7O kg/kap /hari (mengikuti rata-rata volume
timbulan sampah dari kota metropolitan) pada Tahap 1 dan tingkat kenaikan
tahunannya sebesar 1,1 persen untuk memperkirakan volume total sampah
yang dihasilkan sebagai bagian dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Volume
total sampah yang dihasilkan sesuai dengan proyeksi populasi Rencana Induk
Ibu Kota Nusantara ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3-3 Angka Timbulan Sampah Berdasarkan Proyeksi Populasi Rencana Induk lbu Kota Nusantara

l!firp 2 Trbrp 3 Trtrp 4 Ibtrp I

o.74 o.79 0.84 0.89
kgl hari
/orangpGr

Kaptta
o.70

Asumsi yang digunakan adalah bahwa komposisi sampah pada kategori
komersial dan industri serta sampah domestik adalah sarna, narnun sampah
domestik tidak dikategorikan sebagai sampah yang berbahaya. Rumah tangga
menimbulkan sampah berbahaya dalam bentuk produk kebersihan dan
perawatan pribadi, secara statistik volumenya masih dapat diabaikan jika
dibandingkan dengan volume sampah keseluruhan yang akan muncul dari Ibu
Kota Nusantara.

Tabel 3-4 Komposisi Sampah lbu Kota Nusantara Berdasarkan Sumber Darr Jenis (Dalam Persentase)

Sampah domestik (termasuk pasar) - Oo/o -7Oo/o

Sampah komersial dan industri (termasuk
sekolah)

- \o/o '29o/"
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3.6.2.2 Sistem Pengelolaan Sampah

Untuk dapat mengelola proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan, fasilitas
pengelolaan sampah perlu mencapai kapasitas pengoperasian minimal dan
perkiraan pengambilan lahan yang diperlukan.

Secara umum, uastelub (neksus) terdiri atas lahan urug saniter, lahan
urug limbah 83, fasilitas pengolahan sampah melalui proses termal (Waste
to Energgl dan/ atau pengolahan sampah menjadi barang (Waste to Producti,
fasilitas pengomposan, fasilitas daur ulang, dan fasilitas pengolahan
persampahan industri.
Penentuan fasilitas persampahan di dalam wa.stelub (neksus) bisa
memberikan kontrol yang lebih baik terhadap masalah lingkungan terkait
pengelolaan sampah dan dikelola secara terpusat.

Tabel 3-5 Fasilitas Terpusat dan Fasilitss lrkal

l. Lokasi umum untuk 1. Diperlukan koordinasi untuk
masing-masing fasilitas
pengolaban.

2. Jarak tempuh lebih jauh antar-
fasilitas persampahan

3. Jarak tempuh yang lebih dekat
dari sumber sampah ke fasilitas
pengelolaan

pembuangan sampah
2. Jarak tempuh lebih jauh

untuk sampa.l". yang
dihasilkan di luar
urastehub (neksus)

3. Jarak tempuh lebih dekat
dari fasilitas pengelolaan
satu ke fasilitas lain

Farlllter 1. Berbagai fasilitas pengolahan
ska.la kecil

2. Fasilitas baru yang alcan
dibangun jika diperlukan

3. Fasilitas tersebar di seluruh
kota

a.

b.

1. Fasilitas berukuran lebih
besar yang dapat
diperluas sesuai
kebutuhan (fasilitas
tertentu dengan jumlah
lebih sedikit)

2. Dekat dengan fasilitas
persampahan lainnya

SK No 140843 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES

-148-

l. Efisien dalam
memindahkan sampa-h
yang diolah

2. Fasilitas yang lebih besar
biasanya memiliki
efrsiensi pengoperasian
yang lebih baik

3. Persampahan dapat
dengan mudah
dipindahkan antar-
fasilitas jika tiba-tiba
te{adi lonjakan timbulan
sampah yang lebih besar
dari kapasitas fasilitas
pengolahan itu sendiri

Penentuan lokasi pusat pengelolEran sampah beserta pertimbangannya
standar yang berlaku dan juga standar yang dapat

dikembangkan kemudian apabila dibutuhkan.
c.

Fasilitas pengelolaan persampahan lainnya juga akan dibangu.n di kawasan
Ibu Kota Nusantara yang lebih luas untuk melayani permukiman yang ada
dengan prinsip yang sama sesuai dengan penjelasan pada poin
sebelumnya.

3.6.2.3 Strategi Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

Strategi pengelolaan persampahan dalam rincian rencana induk ini
dikembangkan untuk menciptakan ekonomi sirkuler pada aliran sumber daya
Ibu Kota Nusantara untuk memenuhi target KPI 60 persen daur ulang dalam
jangka yang lebih panjang. Oleh karenanya, dalam waktu dekat diperlukan
kepastian investasi dan off-taker yang sesuai untuk pengelolaan persampahan
yang diperlukan.

Sistem pengangkutan sampah yang akan yaitu sistem
pengangkutan sampah melalui pneumatic dan pengangkutan manual te{adwal
dengan pemilahan dari sumber. Kedua sistem tersebut akan memfasilitasi
pengumpulan sampah organik, daur ulang, dan sampah umum terjadwal dan
sejak dari sumbernya.

1. Peralihan persampahan dari
sumber ke fasilitas pengolahan
yang lebih efisien

2. Pengaturan rute peralihan jika
tiba-tiba te{adi lonja}an
timbulan sampah yang lebih
besar dari kapasitas fasilitas
pengolahan itu sendiri
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Strategi lain yang juga akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara adalah daur
ulang sampah. Sampah daur ulang tersebut akan dikumpul dan dipilah
menggunakan kombinasi metode manual dan mekanis. Bahan-bahan daur
ulang tersebut kemudian akan dipulihkan dan digunakan kembali di fasilitas-
fasilitas daur ulang. Keseluruhan strategi pengelolaan sampah di Ibu Kota
Nusantara yang ditetapkan tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya
komitmen dari pemerintah, industri, dan konsumen serta seluruh pihak terkait
lainnya.

3.6.3 Infrastruktrrr Pengelolaan Air Limbah

3.6.3.1 Prinsip Dasar Infrastruktur Pengolahan Air Limbah

Untuk mencapai KPI lOO persen pengelolaan air limbah pada tahun 2035, air
limbah diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah. Insta-lasi
pengolahan air limbah akan mengolah air limbah domestik yang melayani Ibu
Kota Nusantara yang juga dimungkinkan untuk melayani area di luar Ibu Kota
Nusantara. Pemilihan teknologi pengolahan air limbah yang tepat bergantung
pada sejumlah faktor lisik dan nonfisik. Teknologi yang paling tepat adalah
teknologi yang memberikan tingkat layanan yang paling dapat diterima secara
sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Gambar 3- 23 Proses Skema Air Limbah Ibu Kota Nusantara
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Pengolahan air limbah domestik dan pengolahan air limbah industri
dilakukan terpisah di Ibu Kota Nusantara. Hal ini dengan

memperhitungkan efisiensi jaral< antara sumber air limbah, karakteristik air
limbah, dan lokasi pengolahan serta memanfaatkan aliran dengan sistem
gravitasi yang terpisah dengan drainase. Air limbah yang diolah didaur ulang
untuk keperluan air non-konsumsi.

3.6.3.2 Strategi Infrastruktur Pengolahan Air Limbah

Strategi pengelolaan air limbah akan dikembangkan dengan melakukan:

a. Identifikasi volume air limbah dan karakteristiknya;

b. Melakukan pengelolaan air limbah secara holistik, dengan mengutamakan
pemilihan penanganan yang efektif dan efisien dalam mendukung
pengendalian pencemaran lingkungan serta dapat diperbaharui sesuai
kebutuhan;

c. Secara bertahap mengalihkair pengelolaan air limbah eksisting yang masih
menggunakan sistem setempat (SPALD-S, Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik-Setempat) menjadi pengolahan terpusat (SPALD-T, Sistem
Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) di mana seluruh air limbah
domestik yang dihasilkan baik blaclcutater maupun greguater harus
dipastikan terolah dan tidak masuk ke saluran drainase sebelum melalui
proses pengolahan;

d. Integrasi pengelolaan air limbah dengan pengelolaan sampah di wastelrub-
neksus.

3.6.3.2.1 Timbulan Air Limbah

Air limbah dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Air limbah domestik adalah air limbah'1'ang berasal dari usaha dan/ atau
kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen,
dan asrama;

b. Air limbah yang dapat diasimilasi dengan air limbah domestik addah air
limbah yang berasal dari kegiatan komersial atau bisnis yang berkaitan
dengan layanan di mana pencemaran aimya utamanya berasal dari
konsumsi air, perawatan diri dan kebersihan, serta pembersihan dan
kenyamanan fasilitas, akan tetapi beberapa layanan lain, seperti restoran
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(kecuali untuk kedai makan tradisional kecil), binatu, tempat cuci mobil,
POM bensin, dan bengkel mekanik, terutama bengkel mobil memerlukan
izin pembuangan dan perangkat atau fasilitas pra-pengolahan sebelum
disalurkan ke dalam jaringan perpipaan air limbah domestik;

Air limbah Industri atau air limbah berkarakteristik non-domestik yang
dihasilkan dari kegiatan industri atau sejenisnya yang karakteristiknya
tidak serupa dengan air limbah domestik tidak dapat disalurkan dan diolah
bersama dengan air limbah domestik, sehingga harus memiliki pengolahan
tersendiri. Jika karakteristik air limbah domestik tersebut dapat diiamin
memiliki karakteristik sesuai dengan batas kualitas dan kuantitas influen
yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku dan/atau telah mengalami
pengolahan pendahuluan sampai dengan kualitas dan kuantitas tersebut,
maka dapat dipertimbangkan untuk diolah bersama dengan air limbah
domestik di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD);

volume air limbah domestik yang digunakan sebagai asumsi
pada penetapan strategi dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
didasarkan pada perhitungan minimal sebesar 80 persen da:'i konsumsi air.

3.6.3.2.2 Konsep Pengelolaan Air Limbah Domestik

IPALD di Ibu Kota Nusantara akan terbagi meniadi beberapa zona pelayanan.
Pembagian zonasi IPALD ini mempertimbangkan kondisi geografis, salah
satunya untuk mengoptimalkan aliran dengan sistem gravitasi, di mana jaringan
perpipaan akan dibangun dengan memanfaatkan kontur alami di sepanjang
riparian sungai. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir jumlah pompa yang
nantin5ra akan berpengaruh dalam kebutuhan operasional dan pemeliharaan.
Beberapa lokasi IPALD, akan berada di uastehub (neksus) untuk nantinya
diolah secara terintegrasi.

Penempatan lokasi IPALD ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal,
di antaranya:

a.. ditempatkan pada ketinggian rendah untuk memfasilitasi sistem gravitasi
dalam penyaluran air limbah domestik;

b. ditempatkan di daerah hilir dari sumber air untuk mengurangi risiko
pencemaran air; dan

c. mempertimbangkan potensi gangg'Lran akibat bau, kebisingan, dan polusi
visual di da-lam kota.

c
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Kualitas influen air limbah yang diolah di IPALD harus diatur untuk
memungkinkan pengolahan yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah/lembaga
yang bertanggungiawab dalam pengelolaan lingkungan di Ibu Kota Nusantara
berkewenangan untuk menetapkan standar kualitas untuk influen dan efluen
IPALD yang diperbolehkan. Standar ini akan berlaku untuk semua
pengembangan dalam KIKN. Segala alitivitas yang menghasilkan air limbah
perlu dipastikan bahwa air limbah yang dibuang memenuhi ketentuan saat ini
serta standar yang dapat dikembangkan kemudian.

Efluen dari IPALD kemudian akan dialirkan ke reservoir untuk nantinya
dilakukan pengolahan lanjutan menjadi air daur. Pengelolaan lebih lanjut
tentang daur ulang air yang akan didistribusikan dan digunakan di KIKN akan
diatur dan dikaji pada tahapan selanjutnya.

3.6.4 InfrastrukturAir

3.6.4.1 Prinsip Dasar Infrastruktur Air

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk menyediakan akses air minum,
air untuk kebutuhan ekonomi dan lingkungan, perlindungan sumber air dari
polusi-termasuk melalui sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) yang
aman dan berkelanjutan, serta pengurangan risiko banjir dalam satu sistem
pengelolaan air terpadu.

Prinsip pengelolaan sumber daya air-di dalamnya termasuk penyediaan
infrastruktur--dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui proses
konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak
air, yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang
handal.

Prinsip pengelolaan air keberlanjutan bertumpu pada tiga elemen: (i) ketahanan,
yaitu sistem air dapat beradaptasi dengan iklim dan pertumbuhan kota pada
masa depan serta mengurangi risiko; (ii) efrsiensi, yaitu penggunaan air dengan
bijak dan investasi yang tepat; serta (iii) kualitas, yaitu perlindungan terhadap
kesehatan masyarakat dan lingkungan. Elemen tersebut dapat dilakukan
melalui prioritas penggunaan sumber air permukaan, pengolahan air limbah
dan daur ulang air, serta mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem
pengelolaan air secara konvensional dan pengelolaan berbasis alam. Langkah
tersebut seperti terlihat pada Gambar 3- 24.
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Gambar 3- 24 Siklus penyediaan dan pengelolaan kuslitas air perkotaan

l=l@
i)

r! .O Erdan Atu-itl!

Dalam hal prinsip keterpaduan dan keberlanjutan, dari sisi intervensi
infrastruktur, sistem sumber daya air di Ibu Kota Nusantara akan
mengedepankan kombinasi antara infrastruktur hijau seperti kolam retensi
alami, hutan mangroue, dan lahan basah buatan (construded uetlandl darr
infrastruktur abu-abu seperti bendungan, bendung dan tanggul. Hal ini
merupakan bentuk kesatuan sistem tata air dan jaringan vegetasi, melalui
koridor hijau dan biru, berdasarkan prinsip kota spons (sponge oty) dan kota
t:.utan (forest citg).
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kbih lanjut lagi, prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan
pengelolaan pada satu kesatuan wilayah sungai maupun daerah aliran sungai
(DAS). Prinsip tersebut yang mencakup aspek konsewasi, pendayagunaan, dan
pengendalian daya rusak, seperti yang telah dijabarkan di atas. Dalam konteks
Kawasan Ibu Kota Nusantara, sebelum adanya keputusan pembangunan Ibu
Kota Nusantara, DAS yang terletak di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara
merupakan bagian dari wilayah Sungai Mahakam di mana pengelolaannya
dalam kewenangan Pemerintah Pusat. Terdapat 3 DAS yang secara utuh terletak
di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara, yaitu DAS Samboja, DAS Sanggai, dan
DAS Dondang, serta 2 DAS yang sebagian wilayahnya terletak pada Wilayah Ibu
Kota Nusantara, yaitu DAS Mahakam dan DAS Wain (Gambar 3-25).

Gambar 3-25 Daerah Aliran Sungai di Dalam Wilayah lbu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berb"gai pengaturan khususnya,
memberikan peluang implementasi dan menjadi model peningkatan pengelolaan
sumber daya air terpadu. Dalam konteks pengelolaan ini, perlu dilakukan
pendetailan pembagian dan hubungan kerja antara Otorita Ibu Kota Nusantara
dengan institusi pusat dan daerah yang saat ini melaksanakan pengelolaan
sumber daya air seperti Balai Wilayah Sungai, Balai Pengelolaan DAS dan dinas-
dinas pada Pemerintah Daerah. Pembagian tugas, terutama kewenangan Otorita
Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dengan merujuk pada aspek Pengelolaan
Sumber Daya Air, sebagai berikut:
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a. Aspek Konservasi Sumber Daya Air: dilaksanakan secara penuh oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara di DAS-DAS dalam Ibu Kota Nusantara dan
mendukung konservasi di DAS-DAS sekitar Ibu Kota Nusantara dalam
rangka optimalisasi pelaksanaan kota spons, pengendalian atas kualitas air
dan sejalan dengan pengelolaan hutan (forest citgl.

b, Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air: Otorita Ibu Kota Nusantara
berwenang melaksanakan pendayagunaan, termasuk investasi untuk DAS-
DAS dalam lbu Kota Nusantara serta melaksanalan penyediaan air untuk
Ibu Kota Nusantara dari DAS di luar wilayah ibu kota melalui koordinasi
dengan Pemerintah Pusat dalam rangka menjamin penyediaan air untuk
Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitar, serta dapat melaksanakan siklus
penyediaan air perkotaan secara utuh mulai dari penyediaan air baku, air
minum, pengelolaan limbah dan daur ulang air.

c. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air: dilaksanakan secara penuh oleh
Otorita lbu Kota Nusantara di seluruh Wilayah Ibu Kota Nusantara dalam
kerangka pengelolaan risiko banjir secara terpadu dan pelaksanaan prinsip
kota spons.

3.6.4.2 Strategi Infrastruktur Air

Strategi pengelolaan sumber daya air di Ibu Kota Nusantara akan
menggabungkan infrastruktur hiiau dengan infrastruktur konvensional (grey
infmstrucfitrel untuk memberikan ketahanan pada sistem air dan mencapai
tujuan pembangu.nan, termasuk ketahanan air, pengurangan risiko bencana,
dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, strategi penyediaan air
juga perlu didukung dengan penjagaan atas sumber air baik secara kualitas
maupun kuantitas.

3.6.4.2.1 Strategi Penyediaan Air Baku

Strategi penyediaan air baku di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan dengan
tujuan sebagai berikut:

sumber air baku yang mencukupi kebutuhan sekitar
L,7 hingga 1,9 juta penduduk pada waktu pembangunan Ibu Kota
Nusantara tahap akhir.

b. Mengidentilikasi sumber air yang memiliki kehandalan dengan tetap
memperhatikan aspek kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

a. Untuk
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c. Mengidentifikasi neraca air untuk sumber yang diusulkan agar mampu
memenuhi proyeksi akan total kebutuhan air, termasuk untuk kebutuhan
industri dan pertanian.

d. Memaksimalkan sumber air alternatif, seperti penampungan air hujan dan
daur ulang air,

Seluruh permintaan air akan bersumber dari sistem pengumpulan air sebagai
berikut:

a. Intake Sungai Sepaku;

b, Bendungan Sepaku Semoi;

c. Potensi Bendungan Batu Lepek;

d. Potenei sistem perpipaan dari Sungai Mahakam untuk memenuhi
kebutuhan air baku Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya;

e. Potensi lain yang telah diidentifikasi namun memerlukan investigasi
lanjutan berlandaskan protokol berkelanjutan dalam aspek kel,ayakan dan
detail desain, termasuk sumber air alternatif;

f. Memaksimalkan dari Bendungan Samboja yang telah dibangun.

Gambar 3-26 Sumber Air Baku lbu Kota Nusantara
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3.6.4.2.2 Strategi Sistem Penyediaan Air Minum
Strategi pengelolaan air minum dikembangkan dengan tujuan:
a. kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi standar kualitas air minum

arnan.

b. Memastikan bahwa air minum dapat disuplai dengan pasokan yang ada
dan sesuai kebutuhan (memenuhi 3K-kualitas, kuantitas, dan kontinuitas).

c. Mengidentilikasi besaran faktor kehilangan air (non-revenue waterl dan
fa-ktor keamanan lainnya untuk volume air
yang tidak dapat dihitung langsung.

d. Mengidentifikasi fasilitas instalasi pengolahan air yang memadai dan dapat
memenuhi standar kualitas air minum aman.

e. Mengidentifrkasi potensi teknologi yang dapat diterapkan untuk
mendukung pasokan air termasuk penggunaan teknologi yang hemat air.

Pada Tahap 1, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu
kesatuan sistem frsik (teknik) dan non frsik dari prasarana dan sarana air minum
akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non-domestik.
SPAM ditqjukan untuk memenuhi air minum aman dan memenuhi prinsip 3K.
Sedangkan strategi penyediaan air untuk kebutuhan industri dan pertanian
akan dila}sanalan sejalan dengan rencana pengembangan kawasan industri
dan pertanian di dalam Ibu Kota Nusantara. Paramater yang digunakan dalam
menghitung kebutuhan air adalah sebagai herikut:

Kebutuhan air domestik minimum 150 liter/orang/hari
kebutuhan non-domestik/perkotaan 3O persen dari kebutuhan domestik

Memperhitungkan faktor kehilangan air sebesar 5 persen dari kebutuhan
domestik.

Untuk melayani Ibu Kota Nusantara maka air baku akan diambil dari sumber
air baku yang dijelaskan dalam sub-bab 3.6.4.2,1 dan disalurkan melalui pipa
transmisi air baku menuju instalasi pengolahan air. Dari instalasi ini air minum
akan disalurkan melalui pipa transmisi air minum menuju reservoir induk, yang
kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi secara gravitasi ke area
pelayanan. Untuk daerah yang tidak dapat diiangkau dengan pelayanan air
minum secara gravitasi maka akan dibangunkan reservoir pembagi untuk
mendistribusikan air minum menuju area pelayanal (penerima manfaat).

a.

b.

c.

SK No 140853 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-158-

3.6.4.2.2.1 Jaringan Transmisi

Rancangan teknis unit transmisi harus jarak antara unit air
baku dengan unit produksi. Selain itu unit produksi ke jaringan distribusi harus
sependek mungkin. Dua jenis pipa transmisi yang dipertimbangkan, yaitu
transmisi air baku dari waduk ke IPA dan sistem transmisi distribusi dari IPA ke
pengguna melalui reservoir layanan.

IPA agar diletakkan pada lokasi yang memiliki perbedaan trng$ head minimum
dari sumber air, narnun hal tersebut tidak mungkin untuk diaplikasikan dengan
sistem gravitasi untuk mengalirkan air menuju IPA di sebagian besar sumber
air. Memompa air baku menuju IPA akan dibutuhkan pada IPA yang lokasinya
lebih tinggi dari sumbernya. Jaringan pipa perlu dirancang untuk memenuhi
kebutuhan aliran maksimum harian dasar (Q max dagl.

3.6.4.2.2.2 Instalasi Pengolahan Air

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) bertqjrran untuk menyediakan dan
mengolah pasokan air minum aman. Prinsip yang digunakan dalam
pembangunan IPA adalah sebagai berikut:

a. l,okasi IPA dioptimalkan dengan operasional dan pemeliharaan SPAM.

b. Memastikan interkoneksi antar-IPA sehingga produksi air minum dapat
tetap berjalan ketika salah satu instalasi sedang tidak beroperasi.

3.6.4.2.2.3 Jaringan Distribusi

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi air minum serta
mengakomodir kegiatan pemeliharaan/perbaikan pipa transmisi air minum,
maka diperlukan reservoir induk yang berfungsi sebagai tempat penampungan
air minum. Air minum dari reservoir induk akan didistribusikan ke daerah
pelayanan. Rancangan teknis untuk jaringan distribusi memperhitungkan
beberapa aspek seperti kondisi topografi, jangkauan pelayanan, kecepatan
aliran air dalam pipa, tekanan air dalam piira, sisa tekan pada area pelayanan
terjauh, dan kapasitas air yang akan didistribusikan.
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3.6.4.2.3 Strategi Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air

Sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan terpadu sumber daya air dalam
Wilayah Ibu Kota Nusantara, strategi pengendalian daya rusak air khususnya
Tahap I dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Sistem utama didesain dengan menggunakan kala ulang Q1OO tahun.
b. Memperhitungkan aspek risiko dan semua jenis banjir yang mungkin

terjadi, termasuk lokasi-lokasi kejadian.banjir eksisting dan potensi lainnya
sebagai dampak perubahan tata guna lahan, proyeksi penduduk, dan
dampak perubahan iklim.

c. Sistem didesain dengan memperhatikan keseluruhan rencana
pengembangan kawasan dengan mengintegrasikan sistem drainase baik
pada kawasan permukiman, infrastruktur transportasi dan sistem sungai,
termasuk muara sungai.

d. Mempertimbangkan aspek erosi lahan dan sedimentasi yang dapat
mempengaruhi kapasitas pengaliran drainase dan sungai.

e. Memilih infrastruktur dengan nilai multiguna tinggi, seperti bendungan,
kolam retensi, dan infrastruktur lainnya sesuai dengan konsep Kota Spons.

f. Mengadopsi dan mengembangkan infrastruktur pendukung dan upaya
non-struktural pengendalian daya rusak seperti sistem peringatan dini
banjir sebagai satu kesatuan konsep smart citg, pemantauan debit dan
tinggi muka air yang memadai, peil/tanda risiko banjir, rencana tindak
darurat, dan penataan sempadarr sungai.

3.6.4.2.4 Strategi Infrastruktur Hijau untuk Implementasi Kota Spons

Infrastruktur air juga dibangun dengan fokus pada konservasi air, untuk
mendukung prinsip kota spons. Tabel 3-6 menyajikan jenis infrastruktur hiiau
untuk konservasi air dan pengelolaan limpasan permukaan pada berbagai jenis
penggunaan lahan.

Tabel 3- 6 Implementasi Pengelolaan Limpasan Permukaan
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Adapun salah satu prioritas pembangunan akan ditekankan pada kolam kolam
retensi tampungan air yang bersifat multifungsi untuk penyediaan air,
pengendalian banjir, konservasi air, vista kota, serta pengurangan urban leat.

3.6.5 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

3.6.5.1 Prinsip Dasar Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Secara umum pengembangan fasilitas umuin dan fasilitas sosial menggunakan
prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan berjalan kaki, serta integrasi
dengan kawasan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
fasilitas umum dan sosial bagi penduduk yang dilayaninya. Adapun untuk
bangunan fasilitas bersama memiliki prinsip umum perancangan yang meliputi:

a. aksesibilitas;

b. konektivitas;

c. infrastrukturhijau;

d. pengelolaan;

e. keamanan;
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f. tanggap bencana; dan

C. responsif gender, ramah perempuan, peduli anak, dan inklusif.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum dan
sosial juga perlu ditambah dari yang sudah diperhitungkan untuk kondisi saat
ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Asumsi kebutuhan untuk fasilitas
yang digunakan untuk menentukan angka kebutuhan fasilitas, adalah sebagai
berikut:

a. Penyesuaian yang dilakukan untuk tata guna lahan yang
lebih efisien, misalnya dengan mengkombinasikan fungsi pelayanan publik
dan pemerintahan dalam satu bangunan, adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik dan Pemerintahan

a) Kantor administratif setara dengan rukun wErrga (RW)

dikombinasikan dengan ruang serbaguna dan perpustakaan
untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas
tersebut dapat diakses dengan berjalan kaki dari area hunian.

b) Kantor administratif setara dengan kelurahan dikombinasikan
dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivitas lahan
dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 1O menit
berjalan kaki dari simpul transportasi massal sekunder.

c) Kantor administratif setara dengan kecamatan dikombinasikan
dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivita s lahan
dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 1O menit
berjalan kaki dari simpul transportasi massal utama.

d) Perkiraan kebutuhan lahan untuk kombinasi fasilitas ini
diasumsikan berdasarkan koefisien dasar bangunan (KDB)

dengan ketinggian bangunan.
e) Kantor polisi dan pemadam kebakaran dipisahkan dari kombinasi

fungsi pelayanan publik dan pemerintahan karena karakter
pelayanannya

2. Pelayanan Kesehatan

a) Pelayanan kesehatan dipisahkan dari kombinasi fungsi pelayanan
umum dan pemerintahan karena karakter pelayanannya. HaI ini
dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit
terhadap fasilitas pelayanan lain beserta penggunanya.
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b) Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.

c) Fasilitas kesehatan mudah diakses oleh masyarakat diharuskan
berada dalam capaian 1O menit berjalan kaki dari halte
transportasi umum.

d) Fasilitas kesehatan disarankan ditempatlan berdekatan dengan
ruang terbuka umum dan fasilitas keagamaan, sesuai dengan
skala pelayanannya.

e) Fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama),
fasilitas kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit) dan laboratorium
kesehatan dikembangkan dengan prinsip dasar yaitu:

1) Penyediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama termasuk
Puskesmas di Ibu Kota Nusantara didasarkan pada standar
nasional yaitu minimal 1 Puskesmas per skala pelayanan
setara Kecamatan. Jumlah minimal tersebut dapat
bertambah dengan memperhatikan pada tingkat kepadatan
penduduk serta beban penyakit di wilayahnya;

2l Penyediaan Rumah Sakit (RS) di lbu Kota Nusantara
didasarkan pada jumlah tempat tidur minimal 1 tempat tidur
(TT) per 1.000 penduduk (rasio minimal menurut standar
WHO). Sebagai kota berstandar Internasional, perlu
dipertimbangkan untuk meningkatkan standar ketersediaan
tempat tidur RS hingga mencapai minimal 2 TT per 1.00O
penduduk. RS tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria,
sebagai berikut: i) jaminan mutu, ii) pusat rujukan nasional,
iiil academic lealth system (AHS), iv) green hospital, vl smart
taspital, vil seanritg system, viil disaster preparedness, dan
viiil disabled friendlg;

3) Penyediaan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara
ditujukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan, menjadi
pusat pengembangan pelayanan kesehatan tradisional,
percontohan pengembangan telem.edicine dengan
pemanfaatan sistem informasi dan pelayanan kesehatan
robotiq pelayanan kesehatan dengan sistem ntjukan
berjenjang dengan pengaturan yang fleksibel disesuaikan
dengan kebutuhan dan efektivitas pelayanan kesehatan; dan
digitalisasi pelayanan kesehatan dengan didukung
digitalisasi sistem informasi pelayanan kesehatannya;
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4l Penyediaan minimal 1 RS dikembangkan dengan standar
internasional;

5) Penyediaan laboratoriu esehatan di Ibu Kota Nusantara
perlu memastikan pemenuhan standar tingkat keamanan
hayati (Br'o-Sa/efu lcuetl minimal tingkat 3 dan minimal
tingkat 4 untuk penguatan fungsi surveillans dan ketahanan
negara.

f) Fasilitas publik untuk mendukung upaya penguatan promotif dan
preventif (sarana aktivitas fisik, ruang terbuka publik, fasilitas
multifungsi sebagai tempat interaksi dan pelaksanaan upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)). Salah satu
bentuk UKBM yang perlu dikembangkan di Ibu Kota Nusantara
adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan syarat
pembentukan minimal 1 per skala pelayanan wilayah setara RIt/.

d Penentuan lokasi penyediaan pelayanan kesehatan di Ibu Kota
Nusantara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. FasilitasPendidikan

a) Kebutuhan lahan untuk satuan pendidikan perlu
standar kualitas sarana-prasarana berdasarkan jenjang dan
jumlah rombongan belajar peserta didik, sesuai peraturan yang
berlaku.

b) Dalam rangka mengurangi kebutuhan lahan, satuan pendidikan
dapat menggunakan perhitungan bangunan dua atau lebih lantai
bangu.nan, dengan memperhatikan prinsip sekola-h ramah anak.

c) Satuan pendidikan dapat berupa sekolah berdasarkan jenjang
(PAUD, SD/sederajat, SMP/sedera.iat, SMA/sederajat, dan PT),
ataupun terpadu antar-beberapa jenjang pendidikan.

d) Satuan pendidikan setingkat PAUD dan SD/sederajat perlu
diupayakan sedekat mungkin dengan klaster pemukiman
penduduk.

e) Jumlah peserta didik untuk perhitungan kebutuhan satuan
pendidikan mengikuti kebutuhan pengembangan dan penahapan
Ibu Kota Nusantara.

Validasi dari distribusi fasilitas umum utama (taman kanak-kanak, sekolah
menengah, dan puskesmas/klinik) berada dalam radius perjalanan
lO menit mobilitas aktif.
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c. Fasilitas pendidikan hingga sekolah menengah atas untuk mendukung
seluruh populasi KIKN.

d. Area retail (pasar rakyat atau Pasar tradisional) dihitung menggunakan
standar nasional.

3,6,5.2 Strategi Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Penetapan strategi pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada
di Ibu Kota Nusantara perlu mengacu kepada prinsip 3 (terhubung, aktif, dan
mudah diakses) dari target KPI Ibu Kota Nusantara, secara khusus pada KPI
Butir 3.2 (10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik). Adapun
klasifrkasi yang dapat digunakan tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 3-27 Ktrasifikasi Fasilitas Publik Terhadap Jarak dan WaLhr Tempuh
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3.6.5.2.1 Cakupan KPIKN

Perhitungan kebutuhan penambahan fasilitas dari bertambahnya jumlah
penduduk dapat menggunakan perhitungan SNI 03-1733-2004 tentang Tata
Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tabel 3-7
menunjukkan kebutuhan penambahan fasilitas sosial dal fasilitas umum
dengan memuat perhitungan kebutuhannya untuk cakupan KPIKN sampai
tahun 2O45.

Tabel 3-7 Penambahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum CakuDan KPIKN

TK/RA/BA/PAUD Minimal I
TK/RA/BAIPAUD di
setiap wilayah setingkat
desa/ kelurahan atau
tereedia minimal 1

TK/RA/BAI PAUD untuk
270 anak usia 3-6 tahun

Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk
berdasarkan rentang usia di
KPIKN sampai dengan tahun
2045

SD/MI Minimal 1 SD/MI untuk
672 anak :usiaT-12 tahun

SMP/MTs Minimal I SMP/MT;
untuk 1.056 anak usia
13- 15 tahun

SMA/SMK/MA Minimal I SMA/SMK/MA
untuk 1.296 anak usia
16- I 8 tahun

Posyandu
Mirrimal I per skala
pelayanan wiLayah setara
RW

Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk di KPIKN
sampa.i dengan tahun 2045

Minimal 1 Puskesmas p€r
skala pelayanan setara
Kecamatan dapat
bertambah dengan
memperhatikan pada
tingkat kepadatan
penduduk

Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk di KPIKN
sampai dengan tahun 2045

Puskesmas

Rumah Sakit Standar ketersediaan 1 TT
per 1000 Penduduk dapat
ditingkatkan hingga

Minimal I RS
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mencapai minimal 2 TT
per 1.000 penduduk

Iaboratorium
Kesehatan

Minimal I laboratorium
teretandar minimal tingkat
keamanan hayati lBio Sa,fetg
Leuel/BS.LI3 dan dapat
ditingkatkan sampai dengan
minimal BSL 4

Peningkatan kapasitas
fasilitas pel,ayanan
kesehatan

Fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada

Menye suaikan dengan
jumlah pelayanan kesehatan
yang ada

Pertokoan 2.500 Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk di KPIKN
sampai dengan tahun 2045Pusat Pertokoan

Balai Pertemuan

Balai Serbaguna 30.oo0

Taman dan Iapangan Olahraga

30.000

Pusat Pertokoan +
Pasar Lingkungan

30.000

Pusat Perbelanj aan dan
Niaga

30.000

2.500

3.6.5.2.2 Cakupan KIKN

Adapun kebutuhan fasilitas yang terjadi akibat pengembangan KIKN dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3-8 Penambahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di KIKN

Skala
Komunitas

Kantor
dan

Balai Warga
2.500

Menyesuaikan
denganPos Keamanan
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Masyarakat
(setara RW)

Layanan
Gabungan

Gardu Listrik jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Pengumpulan
Sampah
Aula Komunitas
Perpustakaan
Komunitas
Parkiran Umum
(1 SRP = 25 mu)

Skala
pelayanan
setara
Kelurahan

Kantor
dan
Layanan
Gabungan

Kantor
Administrasi
Pos Keamanan
Kantor Pos

Kantor
Pelayanan Air
Kantor
Pelayanan Listrik 30.000
Pengumpulan
Sampah
Gedung
Serbaguna,
Gelanggang
Remaja
Parkiran Umum
(l SRP = 25 mz)

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Skata
pelayanan
setara
Kecamatan

Kantor
dan
Layanan
Gabungan

Kantor
Administrasi

120_ooo

Kantor Pos l20.ooo

120.OOO
K€ntor
Telekomunikasi
Balai Nikah/ KUA r20.ooo
Pengumpulan
Sampah

120.OOO

Gedung
Serbaguna

120.O00

Parkiran Umum
r20.000

(1 SRP = 2s m2)

30.000

Menyesuaikan
dengan
jumla-h
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
20,45

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045
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Kantor
Polisi

Kantor Polisi 120.000

Stasiun
Pcmadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

.r20_o00

TK/RA/BA/PAUD

SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

Minimal 1

TK/RA/BA/PAUD
di setiap wilayah
setingkat
desa/ kelurahan
atau tersedia
minimal 1

TK/RA/BA/PAUD
untuk 270 anak
usia 3-6 tahun

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk
berdasarkan
pembagian
rentang usia
di KIKN
sampai
dengan tahun
2045

Minimal I
SMA/SMK/MA
untuk 1.296 anak
usia 16- 18 tahun

Minimal I SD/MI
untuk 672 anak
usia 7- 12 tahun
Minimal I
SMP/MTS untuk
1.056 anak usia
13- 15 tahun

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045
Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Pendidikan

Fasilitas
Kesehatan

Posyandu
Minimal I per skala
peLayanan wilayah
setara RW

Minimal I
Puskesmas per
skala pelayanan
setara Kecamatan
dapat bertambah
dengan
memperhatikan
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Rumah Sakit Standar
ketersediaan I TT
per 1OO0 Penduduk
dapat ditingkatkan
hingga mencapai
minimal 2 TT per
1.000 penduduk

Peningkatan kapasitas
fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas pelayanan
' kesehatan yang ada

Minimal 1 RS

Menyesuaikan
dengan
jumlah
pelayanan
kesehatan
yang ada

Musala/ langgar 250

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Masjid Warga 2.500
Masjid Kelurahan i 3o.ooo
Masjid Kecamatan 120.OOO

Fasilitas Keagamaan lajnnya 60.000

Toko/warung 250
Pertokoan 6.000
Pusat Pertokoaan+ Pasar
Lingkungan

30.000

Pusat Perbelanj aan dan Niaga 120.000

Sarana
Ruang
Terbuka,
Taman,
Iap.
Olahraga

Taman Radius Pencapaian
100 m

250

Taman Radius Pencapaian
1O0O m

2.500

Iapangan Olahraga
Kelurahan

30.oo0

Lapangan Olahraga
Kecamatan

120.OOO

Area Hiiau
Pemakaman Umum 120.000

Fasilitas
Keagamaan

Komersial
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3.6.5.2.3 Cakupan KIPP

Adapun kebutuhan fasilitas yang ditimbulkan akibat pengembangan KIPP dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3-9 Penambahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di KIPP

2.500

Skala
Komunitas
Masyarakat
(setara RW)

IGntor dafl
Layanan
Gabungan
RW

Balai Warga

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2o.45

Pos Keamanan
Gardu Listrik
Pengumpulan
Sampah
Aula Komunitas
Perpustakaan
Komunitas
Parkiran Umum
(1 SRP = 25 6z)

Skala
pelayanan
getara
Kelurahan

Kantor
Kelurahan
Pos Keamanan
Kantor Pos

Kantor
Air

Kantor dan
layanan
Gabungan
Kelurahan

Kantor
Listrik

Pengumpulan

Gedung
Serbaguna,
Gelanggang

Parkiran Umum
lSRP=25

30.ooo Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

30.000
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120.OOO

120.000

120.000

120.000
Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
XIPP sampai
dengan tahun
2045

120.000

120.O00

120.000

120.O00

120.000

Skala
pelayanan
setara
Kecamatan

Kantor
Kecamatan
Kentor Pos
Kecamatan
Kantor
Telekomunikasi
Balai Nikah/KUA
Pengumpulan
Sampah
Gedung
Serbaguna
Parkiran Umum
(1 SRP = 2$ 6z)

Kantor
Polisi

Kantor Polisi
Kecamatan

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Sta.siun
Pemadam
Kebakaran
Kecamatan

Pendidikan

TK/RA/BA/PAUD

Minimal I
TKlRA/BA/PAUD
di setiap wilayah
setingkat
desa/kelurahan
atau tersedia
minimal I
TK/RA/BA/PAUD
untuk 270 anak
usia 3-6 tahun

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk
berdasarkan
pembagian
rentang usia di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

SD/MI
Minimal 1 SD/MI
untuk 672 anak
usia 7- 12 tahun

SMP/MTs

Minimal 1

SMP/MTS untuk
1.056 anak usia
13-15 tahun

sMA/sMK/MA

Minimal 1

SMA/SMK/MA
untuk 1.296
anak usia 16- 18
tahun
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Fasilitas
Kesehatan

Posyandu Minimal I per
skala pelayanan
Yril,ayah s€tara
RW

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Puskesmas Minimal 1

Puskesmas per
skala pelayanan
setara Kecamatan
dapat bertambah
dengan
memperhatikan
pada tingkat
kepadatan
penduduk

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Rumah Sakit Standar
keters€diaan l TT
per 1OO0
Penduduk dapat
ditingkatkan
hingga mencapai
minimal 2Tt pr
1.000 uduk

Minimal I RS
berstandar
internasional

Laboratorium Kesehatan Minimal 1

l,aboratorium
terstandar
minimal
tingkat
keamanan
hayati (Ilrb
Sdfetu
I€UeUBS.LI 3
dan dapat
ditingkatkan
sampai dengan
minimal BSL 4

Fasilitas
Keagamaan

Musala/ langgar 25'0
Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Masjid RW 2.500

Masjid Kelurahan 30.000

Masjid Kecamatan 120.O00

Fasilitas Ibadah Lainnya 60.ooo

SK No l4l23l A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-L73-

Komersial

Toko/warung 250
6Pertokoan

Pusat Pertokoan+ Pasar
30.000

Pusat Perbelanj aaan dan Niaga 120.OOO

Sarana
Ruang
Terbuka,
Taman,
Lap.
OLahraga

Taman Radius
1O0 m

Pencapaian
250

Taman Radius
lOO0 m

Pencapaian
2,5

Olahraga Kelurahan
Lapangan Olahraga Kecamatan

30.000
120.OOO

Area Hijau
Pemakaman Umum 120.000

3.6.6 Mobilitas dan Konektivitas

3.6.6.1 Prinsip Dasar Mobilitas dan Konektivitas

Mobilitas transformatif dan terintegrasi yang berfokus pada kualitas hidup
digunakan sebagai pendorong ekonomi utama dan faktor pembeda untuk Ibu
Kota Nusantara, melalui penyediaan tempat dan jaringan yang terhubung
dengan baik, mudah diakses, tangguh dan berorientasi pada masa depan.
Sementara itu, prinsip dasar penyediaan transportasi dirancang untuk
memenuhi semua KPI yang berkaitan dengan prinsip yang terhubung, aktif dan
mudah diakses.

Aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah dampak pada
lingkungan hidup darr sosial, integrasi tata guna lahan, strategi ekonomi, dan
pertimbangan kelayakan dalam pengembangan infrastruktur. Dengan demikian,
pertimbangan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konsep, prinsip, dan
pedoman transportasi yang bersifat holistik, terfokus, dan dapat memberikan
hasil yang sepadan dengan investasi yang dikeluarkan (ualue for moneA), sefi:-
dapat memfasilitasi dalam pencapaian tujuan Ibu Kota
Nusantara secara menyeluruh. Prinsip utama mobilitas dan konektivitas
mengedepankan inovasi dan fleksibilitas serta memperhatikan berbagai
kemungkinan pada masa mendatang. Adapun keenam strategi mobilitas adalah
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membentuk (1) kota yang terhubung, (2) kota yarrg kompak dan mudah
dikembangkan, (3) kota yang berkelanjutan dan mudah diakses, (4) kota yang
aktif dan ramah pejalan kaki, (5) kota yang efisien, aman, dan resilien, serta
(6) kota yang siap menghadapi masa depan.

3.6.6.1.1 Kota yang Terhubung

Infrastruktur transportasi al<an menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi
dengan akses langsung di dalam Ibu Kota Nusantara dan kawasan tiga kota
serta akses ke jalur nasional da:n internasional. Prinsip utama strategi
transportasi Kota yang Terhubung meliputi:

a. konektivitas eksternal mengutamakan keterhubungan dengan jaringan
layanan penumpang dan logistik yang cepat dan langsung dari/ke Wilayah
Ibu Kota Nusantara dengan kota-kota di sekitarnya dengan layanan
domestik dan internasional;

b. konektivitas internal mengutamakan koneksi angkutan umum massal yang
cepat dan langsung antara subpusat Ibu Kota Nusantara untuk
memastikan konektivitas internal Fglomerasi yang kuat dan pemanfaatan
serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi; dan

c. pintu gerbang memanfaatkan pengembangan serta integrasi gerbang udara
dan laut yang ada, serta mendukung pengembangan kawasan tiga kota.

Jaringan transportasi akan dikembangkan sesuai dengan strategi pembangu.nan
ekonomi jangka panjang melalui konelctivitas antara pusat ekonomi dan
infrastruktur transportasi utama, seperti bandara dan pelabuhan
(Gambar 3-28).
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Gambar 3-28 Konsep K*eluruhan Transportasi dan Seli.tor Ekonomi

Penilaian pada tingkat konsep mengenai potensi koridor kereta api dari
Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara telah mempertimbangkan aspek-aspek
penting, seperti di bawah ini.

a. lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen koridor
pada tingkat konsep tetah disempurnakan untuk menghindari atau
memitigasi kendala lingkungan dan sosial.

b. Konektivitas sistem transit menghubungkan pelabuhan, bandara, Kota
Balikpapan, KIPP, dan KIKN, KPIKN untuk mengintegrasikan pusat-pusat
kegiatan di tiga kota.

c. Konektivitas jaringan berbasis rel juga melayani transportasi barang antara
simpul transportasi dengan kawasan-kawasan industri.
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Gambar 3-29 Pr€ferensi Rencala Ifuridor Rel

Konelrtivitas berbasis rel akan didukung dan terintegrasi dengan layanan
angkutan umum massal berbasis jalan, seperti layanan bus antarkota dalam
Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Hal ini menjamin tersedianya
pilihan moda transportasi umum dan memungkinkan keterjangkauan yang
lebih luas ke penduduk setempat serta yang terpencil. Meskipun rencana rute
angkutan umum massal berbasis jalan dianggap cukup fleksibel untuk
ditetapkan secara operasional setelah KIKN beroperasi, strategi teknis ini
mengusulkan pembangunan terminal antarkota/jarak jauh dalam area KIKN.
Terminal ini akan terintegrasi dengan stasiun kereta api dan akan
dikembangkan sebagai hub atau 'pusat' mobilitas utama yang

moda transportasi antara jalur kereta api dan koridor transportasi
umum primer dan sekunder di KIKN.

Pembangunan infrastruktur jalan sebagai strategi transportasi terpadu,
ditqiukan untuk strategi pengembangan jaringan jalan pada
kawasan tiga kota dan Provinsi Kalimantan Timur, memperkuat koneksi
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penumpang dan logistik di tingkat regional antara pusat-pusat kegiatan utama
dan pintu gerbang (pelabuhan dan bandara), menjawab kebutuhan transportasi
umum berbasis jalan dengan mengakomodasi koneksi bus di dalam kawasan
tiga kota, dan menghubungkan lbu Kota Nusantara dengan pusat kegiatan
utama di sekitamya di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan konsep
koridor kereta api, strategi pengembangan jaringan jalan juga menyediakan
koneksi transportasi barang utama ke pusat kegiatan terkait dan infrastruktur
transportasi utama serta gerbang (bandara dan pelabuhan).

Gambar 3-30 Preferensi Rencana Koridor Jalan Strategis

Estimasi utama jarak dan waktu tempuh untuk asal dan tujuan utama dengan
moda transportasi penumpang di jalan raya ditunjukkan pada Tabel di bawah
ini.
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Tabel 3-10 Jarak Tempuh Kendaraan Penumpang dan Waktu Tempuh Dengan Ttansportasi Darat

XIXII lcctbarA pcEbcrhcntirnl
Jeret ltlmlJrrrt (tlml Wrttr t Epuh litrGnltl

Bandara
Balikpapan

64 51

64

47 30

108
Bandara
Samarinda

80 135

55
Kota
Balikpapan

67

57

53 44

Kariangau 46 40 32

45Buluminung 60 48 56

Keterangan: asumsi kecepatan kendara,an penumpang rata-rata 60-80 krn/jar"

Sebagaimana pada konsep koridor kereta api, strategi pengembangan jaringan
jalan juga menyediakan koneksi transportasi barang utama ke pusat kegiatan
terkait dan infrastnrktur transportasi utama serta gerbang (pelabuhan dan
bandara). Estimasi utama jarak dan waktu tempuh untuk asal dan tu.iuan
utama angkutan angkutan barang adalah sebagai berikut.

Tabel 3- 11 Estimasi Jarak Perjalanan Barang dan \usldu Tempuh Dengan Tlansportasi Darat

XIXI| (Octtrar xrdrlgru

.rrnt
IrLEI

wahu tcDpEh JrnL
(rLtr)

Jrrr.L
(ltDl tct[plrh

(rEcrttl
Bandara
Balikpapan
Bandara
Samarinda

64 77 20 24 94 113

ao 96 120 144 ta2

42 50 103

2t8

Pelabuhan
Kuala Samt oja

50 60 t24

PeLabuhan
Kariangau
Terminel

57 68 75 90

PeLabuhan
Semaya[g

75 90 18 22 100 t20

PeLabuhan
Palaran

g2 110 101 121 155 186

Keterangan: asumsi kecepatan kendaraan penumpang rata-rata 50 km/jam
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Gerbang udara dan laut merupakan simpul penting bagi Ibu Kota Nusantara
dalam menyalurkan sumber daya dan manusia untuk perjalanan nasional dan
internasional. Gerbang ini terletak di dekat perkotaan dan berperan penting
untuk mendorong konsolidasi dan pertumbuhan ekonomi Ibu Kota Nusantara.
Ibu Kota Nusantara terhubung dengan jalan atau rel ke gerbang utama serta
memastikan jaringan transportasi yang terintegrasi. Kapasitas pelabuhan yang
ada dirancang untuk memenuhi permintaan kota baru pada masa depan.

a. Bandara

Bandara Balikpapan dan Bandara Samarinda berperan penting dalam
menunjang infrastruktur konektivitas untuk Ibu Kota Nusantara. Evaluasi
mengenai strategi bandara harus mempertimbangkan pertumbuhan
seluruh wilayah Kalimantan Timur karena daya serap bandara harus
menjangkau seluruh provinsi. Proyeksi penduduk menunjukkan bahwa
pertumbuhan penduduk terjadi secara signifikan antara tahun
2025-2045. Selanjutnya, untuk lebih menghubungkan jumlah penduduk
dan perja-lanan penumpang tahunan, analisis studi banding telah
dilakukan untuk melihat total penduduk jika dibandingkan dengan
penumpang per tahun sebagai tolok ukur kota-kota di seluruh dunia.

Tabel 3-12 Kapasitas Bandara Balikpapaa dan Samarinda

Bandara Sepinggan Balikpapan 1 1.000.oo0 20.300.ooo

Bandara
Samarinda

APT Pranoto 1.500.ooo 7.700.o00

Total r2.500.o00 28.OOO.OOO

Sumber: Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura, 2o2I

Perlu diperhatikan juga bahwa Ibu Kota Nusantara dapat membantu
mempromosikan keterhubungan wilayah Kalimantan Timur yang bertqiuan
untuk menambah pengunjung masuk secara signilikan dan meningkatkan
potensi perjalanan wisata.

b. Pelabuhan

Pelabuhan utama yang terletak di sekitar area Ibu Kota Nusantara akan
berdampak besar untuk memungkinkan strategi ekonomi Ibu Kota
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Nusantara. Dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara, terdapat dua pelabuhan
penting untuk dipertimbangkan dalanr strategi konektivitas regional.
Pelabuhan tersebut adalah:

1. Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan, merupakan
pelabuhan umum yang rnemiliki jalur pelayaran internasional serta
melayani rute penumpang jarak jauh; dan

2. Pelabuhan Kariangau (KKT), merupakan pelabuhan peti kemas yang
melayani angkutan logistik internasional.

Semua proyek infrastruktur transportasi yang diusulkan akan memerlukan
kajian terperinci yang melingkupi aspek teknis memitigasi dampak pada
lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

3.6.6.1.2 Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan

Tujuan utama dari rencana Ibu Kota Nusantara adalah menciptakan kota masa
depan yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi dengan konsep
pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented deuelopment
(TOD). Tujuannya adalah agar komunitas dapat tinggal, bekerja, dan bermain
dengan layak; sebuah komunitas yang memungkinkan lebih banyak pejalan
kaki, pesepeda, dan pengguna transit, serta dapat mengurangi kebutuhan
perjalanan harian dan kota yang kompak. Dengan demikian, prinsip utama dari
strategi mobilitas kota yang kompak dan mudah dikembangkan meliputi:

memastikan pengembangan terpadu dan terhubung yang mendekatkan
masyarakat dengan pusat-pusat kegiatin termasuk kawasan bisnis;

memusatkan pembangunan transportasi terpadu dan perencanaan tata
guna. lahan melalui TOD untuk mengurangi kebutuhan untuk bepergian;

bangkan Ibu Kota Nusantara sebagai serangkaian area
pengembangan (deuelopment oelf terpisah yang harus tumbuh secara
organik dari waktu ke waktu dengan menerapkan konsep TOD sebagai
kerangka utama untuk menghindari pertumbuhan tak terkendali di
seluruh area; dan

d layanan untuk mendukung konsep tinggal, bekerja, dan
bermain di tingkat area pengemhangan serta memastikan jaringan transit
yang berkualitas sejak awal guna mewujudkan misi kota yang tidak
bergantung pada kendaraan pribadi.

a.

b.

c.
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Ruang lingkup untuk Strategi Kota yang Kompak dan Mudah
meliputi:

a. modul yang kompak dan mudah dikembangkan sebagai "blok/area
pembangun' kota yang dapat dilalui dengan berjalan kaki;

b. transportasi terpadu dan perencanaan tata guna lahan, khususnya melalui
TOD; dan

c. pengur€mgan kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh.

Ibu Kota Nusantara direncanakan terdiri atas lingkungan kompak dan
berdensitas/kepadatan tinggi yang berfungsi sebagai blok pembangun kota.
Adapun lingkungan ini menerapkan konsep tata guna lahan campurun (mixed-
use) untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan dan
menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk memastikan akses lO menit
ke semua fasilitas dasar dan umum serta ruang terbuka hijau yang dapat
ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan
otonom (menggalakkan gaya hidup aktif dengan berjalan kaki, bersepeda, dan
menggunakan angkutan umum).

a. Trwrsit-OrientedDeuelopment(TODI

Perlu ditekankan bahwa TOD tidak semata-mata terbatas pada proyek
properti yang berdekatan dengan simpul transit. Sejumlah prinsip TOD
tercantum di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana konsep TOD
diintegrasikan.

Tabel 3-13 Prinsip Pembangunan Berorientasi Transit untuk Ibu Kota Nusantara

Contoh llurtrad RGncarr Kotrrcp

l. Mengembangkan lingkungan yang
menggiatkan berjalan kaki;

2. Mengutamakan jaringan mobilitas
aktif;

3. Menciptakan jaringan jalan/jalur yang
padat;

4. Mengutamakan lokasi pembangunan
di dekat simpul transportasi umum
berkualitas tinggi;

5. Merencanakan penggunaan l,ahan,
tingkat pendapatan, dan demografr
multifungsi;
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6. Mengoptimalkan kepadatan dan
menyesuaikan kapasitas transit;

7. Menciptakan wilayrah dengan
perjalanan transit sinSkat; dan

8. Meningkatkan mobilitas dengan
mengatur parkir dan penggunaan
jalan.

Mengurangi Kebutuhan Perjalanan

Tlrjuan utama dari kerangka pengembangan Ibu Kota Nusantara adalah
mengurangi kebutuhan perjalanan, mewujudkan visi TOD sejak awal, dan
menciptakan komunitas dinamis yang memungkinkan perjalanan dengan
kendaraan pribadi yang lebih sedikit, waktu tempuh yang lebih pendek, dan
perjalanan dengan moda berkelanjutan yang lebih banyak. Hal itu dapat
memberikan manfaat bagi Ibu Kota Nusantara seperti:

1. memastikan pengembangan yang lebih kompak dan terhubung;
2. mengurEmgi kebutuhan infrastruktur sehingga dapat menekan biaya

modal;

3. mendukung kota tanpa emisi; dan

4. mendukung perubahan perilaku perjalanan.

Kota yang Kompak

Untuk prinsip pengurangan kebutuhan untuk
bepergian secara lebih rinci, beberapa analisis transportasi utama telah
dilakukan terhadap rencana penggunEran lahan untuk melihat perkiraan
perjalanan dalam setiap 7,ona lbu Kota Nusantara (berdasarkan informasi
yang tersedia pada tahap ini).

Konsep lahan mixed-use dan strategi yang bertahap direncanakan untuk
meminimalkan perjalanan antara kawasan d€rn penyediaan fasilitas umum,
seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk kebutuhan
dalam setiap kawasan. Rancangan penggunaan lahan dan strategi
transportasi saat ini menunjukkan bahwa persentase perjalanan internal
yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 8O persen, dimungkinkan selama jam
sibuk. HaI itu berarti setiap kawasan berfungsi mandiri dan terkoneksi
dengan baik ke bagian lain KIKN sehingga memungkinkan kepadatan dan
tingkat keterjangkauan yang tinggi yang ditqiukan untuk mengurangi
kebutuhan pedalanan, mengurangi beban infrastruktur dan biaya

b

c
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tingkat keterjangkauan yang tinggl yang ditqjukan untuk mengurangi
kebutuhan pe{alanan, mengurangi beban infrastruktur dan biaya
bertransportasi, dan menghemat waktu serta dukungan yang lebih baik
untuk angkutan umum dan mobilitas aktif.

d. Kota yang Mudah Dikembangkan

Gagasan kota yang kompak dan mudah dikembangkan untuk Ibu Kota
Nusantara merupakan sebuah upaya yang seiring clan sejalan serta
memungkinkan penahapan yang fleksibel dan berkelanjutan untuk ibu
kota.

1. Setelah sebuah kawasan TOD sudah dihuni secara penuh dan dilayani
secara efektif oleh layanan transit dan fasilitas umum, barulah area
pengembangan di sekitar kawasan TOD akan mulai difungsikan.

2. Dari perspektif mobilitas, hal ini memungkinkan jaringan transportasi
untuk ditambahkan atau diperpanjang secara bertahap yang
diselaraskan sepenuhnya dengan tata guna lahan sehingga
menciptakan jaringan transportasi yang dapat dikembangkan sesuai
dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Gagasan
tersebut juga menunjukkan penyediaan transportasi yang bersifat
mandiri di setiap tahap perkembangan, tidak hanya dari segi
kebutuhan mobilitas, tetapi juga sejalan dengan strategi penahapan
untuk konsep ualue for moneg.

3. Konsentrasi lalu lintas yang ditimbulkan berkat tata kota yang kompak
akan menghasilkan kebutuhan transportasi yang cukup untuk
penyediaan layanan transit berfrekuensi tinggi dengan konsep be{alan
kaki, bersepeda, dan pemanfaatan transportasi umum dibandingkan
dengan penggunaan kendaraan pribadi.

3.6.6.1.3 Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

Memprioritaskan transportasi umum dan mobilitas rendah emisi guna
kota yang berkelanj utan dan sistem transportasi

yang adil bagi masyarakat. Itinsip utama dari strategi mobilitas Kota yang
Berkelanjutan dan Mudah Diakses meliputi:

a. penyediaan angkutan umum massal berkualitas tinggi sebagai tulang
punggung semua layanan mobilitas;

b. penyediaan hierarki dan opsi moda transportasi umum secara terintegrasi,
mulai dari koridor strategis hingga koneksi jarak jauh, yang dapat diakses
secara me!'ata oleh semua penduduk;
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target sebesar 80 persen dari semua perjalanan dilakukan dengan
transportasi umum atau mobilitas aktif di seluruh kawasan Ibu Kota
Nusantara, bahkan hingga 90 persen untuk simpul-simpul kepadatan
tertinggi;

target bagi semua masyarakat Ibu Kota Nusantara berada dalam radius
1O menit dari transportasi umum;
penekanan prinsip tanpa emisi untu ansportasi umum dan kendaraan
pribadi;

penyediaan lebih banyak rute langsung dan prioritas untuk transportasi
umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi;

pusat-pusat atau hub mobilitas, yakni titik-titik integrasi yang ditempatkan
secara strategis guna mendukung inovasi mobilitas pada masa mendatang;

h. penetapan langkahJangkah kebljakan atau peraturan pendukung seperti
pemberian subsidi yang besar (atau tanpa pungutan biaya) untuk pengguna
tran sportasi umum;

i. penyediaan sistem pembayaran terpadu termasuk antara angkutan umum
massal berbasis jalan dan rel; dan

j. penyediaan kerangka kerja terpadu untuk merencanakan, membangun,
mengelola, dan memantau sistem transportasi kota.

Untuk mewujudkan kota yang berkelanjuian dan mudah diakses, hierarki
transportasi umum yang terintegrasi diusulkan untuk memprioritaskan
angkutan umum massal berkualitas tinggi dan dapat menjadi tulang punggung
semua layanan mobilitas. Hirarki transportasi umum terdiri atas berbagai jenis
layanan yang menangani kebutuhan mobilitas tertentu.

c

d.

e.

f.

c.
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Gambar 3-31 Hierarki Transportasi Umum

Hirarki transportasi umum akan mendukung rencana tersebut dan membantu
memaksimalkan pilihan mobilitas melalui berbagai moda dan konektivitas tanpa
batas yang mencakup:

a. koridor regional, yaitu koneksi regional langsung dan ekspres yang
menyediakan konektivitas eksternal dari dan ke stasiun pintu gerbang
regional lbu Kota Nusantara;

b. koridor primer, yaitu angkutan umum massal yang menghubungkan
kawasan-kawasan dalam Ibu Kota Nusantara yang berkepadatan tinggi,
pusat aktivitas terbesar, pintu gerbang, dan hub transit utama. Koridor
utama hrpusat di sekitar Jalur Ibu Kota Nusantara Utara-Selatan dan
Jalur Ibu Kota Nusantara Timur-Barat. Teknologi harus didasarkan pada
kebutuhan dan tata guna lahan sesuai dengan penahapan pembangunan
yang dapat berupa kereta kota, angkutan cepat massal, hingga kereta
ringan atau teknologi lainnya. Adapun prioritas a-kan diberikan pada
kendaraan otonom dan tanpa emisi;
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c. koridor sekunder, yaitu transportasi umum berkualitas tinggi yang
menghubungkan modul kepadatan menengah ke jaringan utama. Teknologi
harrs didasarkan pada kebutuhan dan tata guna lahan pada tahap rencana
induk yang terperinci, tetapi dapat berupa trem/ trem listrik dan bus rapid
transit (BRT) hingga koridor bus berkualitas atau teknologi lainnya. Adapun
kendaraan beremisi rendah dan tanpa emisi akan diprioritaskan; dan

d. koridor tersier, yaitu meskipun tidak ditampilkan secara detail untuk skala
kota ini, koridor tersier akan membantu memenuhi kebutuhan tingkat lokal
dan intrakomunitas dan memungkinkan konektivitas antara tqjuan awal
dan akhir lfirst/ last milel ke jaringan primer dan sekunder. Koridor ini
termasuk bus pengumpan, angkutan kendaraan yang terhubung dan
otonom atau conneded autonomous uehicle (CAV), layanan frrst/ last mile
kendaraan tidak bermotor lainnya, dan jaringan moda lainnya dalam
mendukung peningkatan mobilitas atau teknologi lainnya.

Untuk mencapai target KPI sebesar 80 p€rsen untuk perjalanan yang dilakukan
dengan moda transportasi umum dan mobilitas aktif KIKN (mode-s twrinsl,
usulan rencana transportasi dan tata guna lahan terpadu telah dianalisis untuk
menentukan prakiraan peq'alanan dan pembagian moda pada jam sibuk
tertentu. Analisis awal menunjukkan bahwa KPI dan sasaran kebijakan yang
dicapai dalam setiap zona di KIKN menunjukkan bahwa tingkat perjalanan
dengan transportasi umum dan mobilitas aktif adalah sebesar 80 persen atau
lebih. Hal itu menunjukkan bahwa koridor primer dan sekunder yang diusulkan
berfungsi secara efektif dengan distribusi tata guna lahan dan konsep kota
ramah pejalan kaki yang diielaskan kemudian unhrk menjadi pilihan mobilitas
yang letrih menarik daripada kendaraan pribadi berbasis jalan raya.

Agar transportasi umum menarik animo masyarakat, jaringan transportasi
umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif. Jika dibandingkan dengan
jaringan tersier yang dibangun sangat luas untuk menjamin konektivitas
first/ last mile, sistem transportasi umum perlu
berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat

layanan
potensi

lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya tetap memelihara aspek
kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan.

Jaringan bus, sebagai salah satu moda transportasi umum diarahkan untuk
melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi
umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor
tersier masa depan sebagai penyedia layanan jarak jalul: first/ last mile. Janngan
dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area KIKN
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menjadi tiga bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan
panjang rute yang nyaman untuk perjalanan bus perkotaan.

Dalam studi awal ini terdapat sekitar 29 ek bus dengan rata-rata panjang
trayek 18 km. Identifikasi tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan
cakupan transit berkualitas tinggi dan kebutuhan di masa depan. Dengan
strategi trub-and-spolce, penumpang dapat melanjutkan perjalanan baik dengan
bus maupun kereta api dengan memanfaatkan hub mobilitas yang juga
berfungsi sebagai terminal untuk setiap rute bus.

Dalam rencana transportasi umum, rekomendasi utama Ibu Kota Nusantara
adalah diterapkannya hierarki hub mobilitas setragai titik-titik integrasi yang
ditempatkan secara strategis. Hub-hub mobilitas ini akan memungkinkan Ibu
Kota Nusantara untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang
lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan
dengan menggabrrngkan inovasi-inovasi utama. Komponennya dapat terdiri
atas:

a. transportasi umum, yaitu angkutan umum massal, bus/ shuftle
interchange, fasilitas ruang tunggu yang disempurnakan, informasi jadwal
secara real-time, dan layar transit dinamis;

b. mobilitas aktif, yaitu fasilitas pejalan kaki, kendaraan mobilitas pribadi
(Personal Mobilitg Deuires /P1.&.[D), fasilitas parkir sepeda, fasilitas
reparasi / penyimpanan sepeda, penyewaan sepeda, dan informasi rute yang
dinamis;

c. parkir, yaitu sentra parkir bersama, lokasi antarjemput khusus Qtick-up
drop-off ata,u PUDO), trotoar fleksibel, turnpangan bersama (ridesharingll
sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kendaraan pribadi bersama
(carstnringl, sistem parkir cerdas, pengisian daya kendaraan listrik, dan
CAV; dan

d. logistik, yaitu pusat pengiriman paket serta ekspedisi last-mile.

Deskripsi dari tipologi dan skala yang berbeda untuk pusat mobilitas dirangkum
pada gambar di bawah ini:
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Gambar 3-32 Hierarki dan Tipologi Pusat Mobilitas

Di sisi lain, meskipun angkutan umum merupakan moda yErng berkelanjutan
dari sudut pandang kesehatan dan lingkungan hidup, Ibu Kota Nusantara juga
mengadopsi inisiatif untuk memastikan bahwa penyediaan transportasi
memprioritaskan prinsip rendah emisi (net z,ero emission). Beberapa aspek kunci
untuk mendukung prinsip net zeto emission mencakup:

a, transportasi umum bertenaga listrik atau bahan bakar berbasis hidrogen.
Sistem rel diharapkan dapat dioperasikan sepenuhnya dengan tenaga
listrik. Demikian pula armada bus akan menggunakan tenaga listrik.
Namun, dalam tahap selanjutnya dapat dikembangkan armada bus
bertenaga hidrogen atau teknologi lain yang lebih efisien;

b. sistem berkemampuan digital untuk memastikan penggunaan sumber daya
yang dioptimalkan dan efisiensi yang menuntut tindakan responsif untuk
meminimalkan konsumsi energi dan sumber daya;

c. prioritas pada penggunaan material bangunan dengan konsumsi energi dan
jejak karbon yang rendah (low embodied mrbon) untuk konstruksi atau
peralatan yang sedapat mungkin berasal dari sumber-sumber lokal atau
hasil daur ulang;
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d. penggunaan bahan dan teknologi dengan dampak lingkungan yang positif
atau dengan tingkat kerugian minimum, contohnya berupa material
pengerasan jalan alternatif yang dapat mengurangi efek urban leat island
atau yang dapat mengurangi konsumsi energi kendaraan; dan

e. pengelolaan sumber daya yang cermat, termasuk energi, material, dan
peralatan/kendaraan yang mengadopsi pendekatan siklus l:idup (life q1clel
dan mendorong ekonomi sirkular yang mempertimbangkan penurunan
produksi limbah secara optimal dan mendorong pemulihan nilai.

Dalam strategi kota yang berkelanjutan dan'mudah diakses ini, penduduk iokal
yang sebagian besar tinggal di lokasi yang berdekatan dengan kawasan utama.
bagran selatan dapat mengalses KIKN dan KIPP melalui perluasan jaringan jalan
primer dan sekunder. Adapun perluasan jaringan ini memungkinkan layanan
bus sekunder dan tersier, seperti rute bus regular, untuk memenrrhi kebutuhan
komunitas lokal dengan menghubungkannya ke lokasi utama atau pusat
mobilitas di KIKN dan KIPP.

3.6.6.L.4 Kota yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki

Kota y-ang aktif dan ramah pejalan kaki didesain untuk mengutamakan pejalan
kaki daripada kendaraan. Ibu Kota Nusantara dibangun untuk menyediakan
kawasan pejalan kaki sehingga menjadikan Ibu Kota Nusantala sebagai tempat
yang layak untuk tinggal, bekerja, dan bermain. Prinsip utama dari strategi kota
yang aktif dan ramah pejalan kaki mencakup, tetapi tidak terbatas pada,
hal-hal berikut ini:
a. Koridor jalur hijau: menggabungkan jaringan koridor jalur hijau strategis

untuk mobilitas aktif yang melengkapi dan memamerkarr aset alam Ibu
Kota Nusantara;

b. Inisiatif wilayah bebas kendaraan: memungkinkan inovasi dengan jalan dan
area bebas kendaraan di kota;

c. .Jaringan mobilitas aktivitas dengan konektivitas tinggi: menyediakan
jaringan mobilitas aktivitas yang luas, khususnya konektivitas first/ last
mile, dengan kualitas tertentu ke jaringan transit (dengan berjalan kaki,
bersepeda, dan personal mobilitg devie (PMD)) yang akan diintegrasikan
secara penuh dengan jaringan transporta si umum;

d. Lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan mengutamakan
manusia: memfa.silitasi tempat-tempat dinamis dengan lingkungan yang
dapat dilalui dengan berjalan kaki dan peka terhadap iklim tropis serta
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e

merencanakan jalan yang mengutamakan manusia sgSagai bagian dari
konsep mauement and plae;
Iklim mikro yang mendukung: membantu menggerakkan mobilitas aktif
pada iklim tropis; faktor iklim mikro akan dimasukkan ke dalam
perencanaan dan desain Ibu Kota Nusantara;

Desain universal: guna mendukung akses, semua prinsip Ibu Kota
Nusantara didesain desain universal sehingga dapat

hambatan antara ruang fisik dan komunitas. Penerapan
desain universal akan sangat membantu para lansia, penyandang
disabilitas, dan mereka yang memiliki masalah mobilitas di kota.

Pada tataran strategis, jalur hljau fiaringan hijau), koridor ekologi, jalur pejalan
kaki, dan jalur sepeda tidak hanya menawarkan peluang besar untuk mobilitas
berbasis rekreasi, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan transportasi umum di
berbagai titik yang secara signifikan meningkatl<an konektivitas antar-moda.

Garnbar 3-33 Jalur Hijau dan Transportasi Umum Primer

-190-
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Adapun pada tataran yang lebih mikro, jalan bebas kendaraan bermotor
merupakan koridor akses mendasar sebagai penunjang kehidupan masyarakat
yang dinamis (Gambar 3-34). Jalan bebas kendaraan bermotor ini menawarkan
lingkungan aman berkecepatan rendah untuk pejalan kaki dan moda aktif,
seperti sepeda dan PMD, untuk berbagi ruang jalan dan secara aktif berinteraksi
dengan fasad bangunan. Ruang-ruang ini juga akan terbuka untuk layanan
transit tersier, seperti CAV yang menyediakan koneksi lokal atau transit. Pada
tingkat desain, faktor iklim mikro akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam
rencana Ibu Kota Nusantara untuk membantu menstimulasi mobilitas akfif di
iklim tropis.

Gambar 3-34 Contoh Penanpang Jalan lbu Kota Nusantara - Jalan Bebas
Mobil/Jalan Bersama

3.6,6.1.5 Kota yang Efisien, Aman dan Tangguh

Sistem koridor transportasi baru yang mewujudkan desain berbasis prinsip yang
digabungkan dengan jalan akan membentuk ekosistem yang tidak membebani
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lingkungan. Prinsip utama dari lapisan strategi mobilitas kota yang efisien,
aman, dan tangguh meliputi beberapa hal berikut:
a. mewujudkan hierarki transportasi baru dan ekosistem jalan yang

mengutamak?n manusia dan menyeimbangkan kembali prioritas terhadap
transportasi umum, tumpangan bersama (ridesharing), pesepeda, dan
pejalan kaki.;

b. menerapkan strategi pengangkutan inovatif yang memisahkan lalu lintas
kargo dan penumpang, melakukan lalu lintas kargo strategis di pinggiran
kota, mengatur persebaran pusat-pusat konsolidasi, menggalakkan solusi
ramah lingkurrgan, dan mengadopsi solusi teknoiogi baru;

c. mendesain koridor jalan utama yang akan menjauhkan lalu lintas yang
sibuk dan strategis dari lingkungan hunian masyarakat, memprioritaskan
rute yang lebih cepat untLrk transportasi umum, dan menawarkan banyak
pilihan dan titik masuk dan keluar kota demi membangun resiliensi;

d. mengadopsi intelligent transport systems (ITS) dari solusi teknologi baru
yarrg dapat berdampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi
Ibu Kota Nusantara;

e. menyediakan lapisan kebijakan pendukung dengan opsi yang dapat
mencakup penetapan harga jalan secara elektronik (eledronic road pricirryl,
kontrol kendaraan, dan pusat parkir bersama yang berlokasi
strategis (tidak ada tempat parkir pribadi);

memasukkan pendekatan baru untuk persimpangan jalan yang
prioritas untuk kendaraan bermotor dengan transportasi

umum, tumpangan bersama (rideshaingl, pesepeda, dan pejalan kaki.

Jaringan jalan Ibu Kota Nusantara didasarkan pada pemisahan antara lalu
lintas strategis dan lingkungan ma syarakat, pengutamaan rute transportasi
umum yang lebih cepat, dan penjaminan keterjangkauan di tingkat regional dan
kota. Berikut ini adalah uraian jaringan jalan dalam kawasarr perkotaan:

a. Jaringan jalan utama menghubungkan berbagai area pengembangan untuk
melengkapi arah koridor transportasi umum utama. Hal ini dilakukan
untuk memastikan bahwa rute transportasi umum menyediakan koneksi
yang lebih langsung. Jalan utama juga akan dilalui beberapa rute
transportasi umum sekunder.

f.
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b. Koridorjalan sekunder tidak ditunjukkan karena fleksibilitasnya yang lebih
tinggi. Adapun hal ini akan disajikan dalam tata letak lingkungan binaan
pada penahapan renca,na yang tebih terperinci; dan koridor jalan dirancang
sebagai ruang multimoda untuk semua jenis kendaraan.

Integrasi Ibu Kota Nusantara dengan komunitas lokal juga menjadi
pertimbangan penting untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses
ke KIKN dan KIPP. Jaringan jalan direncanakan menurut kesesuaian hierarki
dan spesifikasi yang dapat mendukung strategi transportasi umum secara
keseluruhan di kawasan KIKN, yaitu masyarakat lokal akan dilayani oleh
Layanan bus sekunder dan tersier.

Penyediaan jaringan jalan untuk lbu Kota Nusantara mematuhi prinsip-prinsip
praktik baik hierarki jalan internasional seperti yang terlihat pada
Gambar 3-35. Adapun hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan
penggunaan fungsional jalan, keterjangkauan yang memadai, penyelarasan
dengan konsep daerah cakupan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, serta
jarak persimpangan yang tepat dari perspektif efisiensi dan keselamatan lalu
lintas. Rencana yang terperinci dan desain jaringan transportasi yang dilakukan
pada tahap berikutnya akan mencerminkan pedoman jarak jalan khusus untuk
KPIKN.

Gambar 3-35 Ilustrasi Hierarki Jatran

Koridor kota sekunder dengan jalur bus diperuntukkan khusus untuk sebagian
jaringan transportasi umum sekunder dan layanan pengumpan tersier, Koridor
ini mengakomodasi pedalanan perkotaan di dalam KPIKN dan menghubungkan
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ke jalan akses lokal, Jalur lalu lintas ini dapat digunakan oleh semua kendaraan
termasuk taksi, baik konvensional maupun digltal {e-lnil), dan kendaraan kecil
lainnya yang menuju ke area ritel dan komersial. Jalur sepeda khusus dan jalur
kendaraan mobilitas aktif tersedia dengan jelas pada kedua sisi jalan demi
menciptakan sirkulasi dan ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Kendati
serupa dengan koridor perkotaan primer, koridor sekunder memiliki ruang
khusus yang lebih luas untuk menyediakan layanan angkutan transit
berkualitas tinggi sebagai bagran dari jaringan transportasi umum sekunder.
Koridor ini
antar-area

lalu lintas perkotaan yang memfasilitasi perjalanan
pengembangan (Gambar 3-38).

Gambar 3-36 Ilustrasi Penampang Koridor Jal,an Perkotaan Arteri Sekunder
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Gambar 3-37 Ilustrasi Penampang Koridor Jalar Perkotaan Arteri Stkunder Dengan Transportasi Massal
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Koridor kota primer akan mengakomodasi kendaraan berat (terutama barang)
dan hanya diperuntukkan bag perjalanan antar-kota (Gambar 3-38). Jalan
tersebut akan digunakan oleh bus traflsportasi umum tanpa jalur transit
khusus. Mobilitas aktif tidak diprioritaskan dalam jenis jalan ini karena lebih
difokuskan di wilayah perkotaan, sehingga mobilitas aktif dan taman hijau
direncanakan terpisah.

Cambar 3-38 Ilustrasi Penampang Melintang Koridor Perkotaan Jalan Arteri Primer

Dalam hal penerapan teknologi, sistem transportasi cerdas (ITS) dapat
mendorong efisiensi untuk memastikan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara
yang amzrn, andal, dan berkelanjutan dengan menggabungkan aplikasi cerdas
dan pemilihan teknologi digitat yang tepat di berbagai moda transportasi.
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Beberapa strategi ITS yang akan disediakan daiam Ibu Kota Nusantara, antara
lain, informasi perjalarran dan lalu lintas muldmoda real-time, tindakan
manajemen insiden, dan sistem manajemen parkir. LangkahJangkah ITS akan
diperlukan untuk meningkatkan sistem transportasi umum, seperti tiket pintar
yang terintegrasi, tindakan prioritas, data analisis real-time, dan manajemen
yang akan dibutuhkan. Strategi logistik kota akan memanfaatkan sistem
manajemen loading bag da.n sistem operasi armada untuk memaksimalkan
efisiensi. Ada banyak elemen ITS yang dapat dirnanlaatl.:e r, Ibu Kota Nusantara
dalam rencana masa depannya, dua bidarig utamzr Cijr:laskan lebih lanjut di
bawah ini:
a. Sistem dan operasi: ITS membantu Ibu Kcta Nusantara dalam mencapai

tu.iuan untuk rneningkatkan keselamatan, mengoptimalkan infrastruktur
atau ruang jalan vang tersedia, meningkatkan pilihan transportasi,
memberikan perbaikan lingkungan, dan mengelola peristiwa yar:g
direncanakan dan tidak direncanakan.

b. Penetapan Harga Mobilitas: sistem ITS dapat mendukung penerapan harga
mobilitas dan inisiatif utama lainnya untuk Ibu Kota Nusantara jika
diperlukan pada masa mendatang.

Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga perlu mempertirnbang,kan aspek resiliensi
dalam desain sistem infrastruktur perkotaan, t€ ftrtama daiam aspek
transportasi sehingga kota dan penduduknya mEunpu mengelola gangguan
lingkungan, bencana alam, gtrncangan sosia.l dan ekonorrli, serta tekanan pada
masa depan y'ang kompleks dan terus berubah. Strategi mobilitas ibu Kota
Nusantara mencakup sistern mobilitas yang tangguh yang dapat memberikan
Layanan multimoda yang beroperasi dengan lancar (senmless), siap dengan
sistem redundansi lredundancg), arrdal, efisien, Ileksr't-re1, c,;ii'r tanggap terhadap
guncangan dan tekanan tersebut. Sehubunga n dengarr sifat resiliensi yang
terintegrasi, Ibu Kota Nusantara harus dipahami sebagrri sistem holistik yang
menghubungkan strategi transportasi dengan aspel< r.ain-, seperti strategi
ekonomi, air, energi, infrastruktur limbah dan jaringan ya,rg terkait, serta akan
saling bergantung dengan sistem lainnya dan dengarr rlei'r,ik:an menjadi suatu
Landasan bagi perlunya sistem yang tangguh.

Strategi parkir yang menyeluruh untuk IbLr Kota l,Iusantara. diusulkan untuk
mendukung target pangsa moda dalam kota, vaitu 8C nersen angkutan umum
dan mobilitas aktif dan hanya 2O persen perlalaran dengan kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, pertimbangan utama dari strategi tt-'rseb,'-'+- mencal,.up:

a. semua fasilitas parkir akan digunakan ot'i:sari.a r,iclalui konsep parkir
bersama lshared parkingl yang disediakan dalarn hub mobilitas;
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b. jumlah ruang parkir di dekat kawasan trerkepadatan tinggi akan jauh lebih
sedikit dibandingkan J/ang berkepadatan sedang dan rendah;

c. strategi digital dan TIK yang memungkinkan pengelolaan kebutuhan parkir
akan diterapkan untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi penyediaan
parkir;

d. ruang parkir akan dirancang untr.rk kemampuan beradaptasi sehingga
ruang parkir dapat digunakan kembali untuk keperluan lain seiring dengan
berkurangnya perjalanan mobil pribadi sejalar,. dengan peningkatan
pengguna angkutan umum, berbagi tumpangan, dan peningkatan kerja
jarak jauh (teleammuttng).

Pada tataran strategis, Ibrr Kota Nusantara dapat membantu penerapan strategi
logistik atau pengangkutan yang inovatif. Strategi tersehut berupaya untuk
mewujudkan hal-hal berikut:

a. memisahkan lalu lintas barang dengan penurnparrg denii keselamatan di
jalan raya dan manfaat elisiensi;

b. memusatkan lalu lintas barang strategis di pinggiran kcta dalam koridor
transportasi yang melayani gerbang eksternal utama. Cara ini ciapat
membebaskan daerah pusat dan yang berkepadata-n tinggi dari kendaraan
angkutan berat serta meningkatkan pemanfaatan rute, waktu operasional,
dan protokol keamanan;

c. menempatkarr pusat-pusat konsolidasi tingkat r::,akro di jalur-jalur
pengangkutan strategis;

d. menerapkan sistem hub-and-spoke untuk mendukung operasi
terkonsolidasi pada tingkat pengembarrgarr I dan

e. menggala-kkan solusi logistik yang rarnair iirrgku ngan dan mengztdopsi
teknologi baru yang mendukung inovasi pengiriman _iarak jauh seperti
sepeda motor listrik, drorre, dan automo.tic uehi.:'l.e (A\rl.

Kondor angkutan strategis merupakani'r bagiarr dari sL'ategi
pengangkutan/logistik beriapis untuk Ibu Kota l,luszrntara" Konsep strategi
pengiriman barang/logistik bertujuan rrntuk nrenciptaker. sistem logjstik yang
efisien dan berdampak rninim terhadap lalu lintas kota cr.an men-ingkatkan
keselamatan dari aspek transportasi. Strategi terset'.tt terdiri atas hierarki yang
telah ditentukan- rentangnya mtrlai dari ting regional hingga sampai ke tujuan
akhir (Gambar 3-39).
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Gambar 3-39 Strategi Sistem logistik

Tingkat regional sebagai tataran tertinggi meliputi bandara kargo, pelabuhan
kargo, re1 barang, dan angkutan truk besar. Selanjutnya, muatan logistik
tersebut akan dikelola ke dalam pusat konsolidasi primer untuk didistribusikan
ke moda transportasi yang lebih kecil dan lebih ramah lingkungan dan
kemudian dikirimkan ke tingkat kota KIKN. Langkah selanjutnya adalah
melakukan konsolidasi dalam skala yang lebih kecil, yaitu pusat konsolidasi
komunitas, yang bangunannya diintegrasikan di kawasan perkotaan. Terakhir,
barang pada tahap final akan didistribusikan ke tqjuan akhir dengan
menggunakan transportasi first/ last mile. Pertimbangan utama lainnya untuk
pusat konsolidasi mencakup hal berikut:

a. Lokasi: lokasi pusat konsolidasi harus terhubung dengan jaringan jalan
raya dan terintegrasi dengan kebutuhan baik untuk distribusi maupun
layanan pengiriman sesuai dengan persyaratan operasional kota atau
operasi rantai pasokan industri Ibu Kota Nusantara.

b. Ukuran: skala pusat konsolidasi ditentukan oleh volume dan penyebaran
lalu lintas yang diproses setiap harinya. Pusat konsolidasi umumnya akan

€rrea yang digunakan untuk pemindaian keamanan,
penyimpanan di luar lokasi, fasilitas barang yang didinginkan dan
dibekukan, tempat bongkar muat, fasilitas untuk pengemudi dan
pengangkut barang, dan aktivitas lainnya.
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c. Jenis Kendaraan: pengiriman yang dilakukan oleh kendaraan kecil lalu
diganti dengan kendaraan yang lebih besar dan sebaliknya. Jenis armada
khas yang digunakan dalam model hierarki iaJal: hub-and-spolee.

Keberhasilan strategi pengangkutan barang/ logistik sangat terkait dengan
kebutuhan logistik bisnis dan industri. Sebagai kota yang masih hijau, Ibu Kota
Nusantara menawarkan kesempatan untuk secara holistik mengembangkan
peralatan standar dan perangkat pendukung, prosedur operasional standar,
proses pergerakan, dan konsolidasi dalam hubungan dan integrasinya dengan
berbagai industri yang dibangun dan dikembangkan di dalam lbu Kota
Nusantara.

3.6.6. 1.6 Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Strategi ini mendorong inovasi dan prioritas untuk menghadapi masa depan,
serta membantu mengelola prinsip:

a. tempat masa depan, yaitu tempat untuk mewujudkan konsep tinggal,
bekerja, dan bermain yang nyata melalui penggunaan lahan terintegrasi,
mobilitas dan pembangunan tempat dengan ruang yang dapat disesuaikan,
pembangu.nan yang kompak dan terhubung, dan pemberian insentif yang
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pada moda mobilitas
aktif;

b. perjalanan masa depan, yaitu perjalanan yang merangkul inovasi untuk
meningkatkan perjalanan melalui nwbilitg as a serui.e (MaaS), pencarian
rute dinamis dan mode mobilitas masa depan, termasuk kendaraan listrik
atau electric uehicle (EV), serta CAV untuk transportasi umum;

c. data masa depan, yaitu data yang memungkinkan investasi yang lebih tepat
sasaran, berdampak nyata, dan efisien dalam layanan dan infrastruktur
transportasi dengan memanfaatkan data raya lbig data) untuk lebih
memahami perilaku dan pergerakan pengguna ke, dari, dan sekitar lbu
Kota Nusantara;

d. jalan masa depan, yaitu jalan yang memprioritaskan moda dan pola
mobilitas di seluruh Ibu Kota Nusantara agar mengutamakan transportasi
umum dan mobilitas aktif serta membuat jalan yang lebih fleksibel dan
mudah beradaptasi;

e. parkir masa depan, yaitu parkir yang mengelola kebutuhan perparkiran
(manajemen flpplg and demand), sentra parkir bersama, dan

struktur parkir yang dapat disesuaikan untuk digunakan
kembali sebagai bukti penerapan CAV di masa depan; dan
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Tabel 3-14 Contoh Hasil Dan Strategi Masa Depan yang Siap Untuk Ibu Kota Nusantara

firiFrtrlFrlrrir|iT!!l

ffirr{rT,[!-.-_Iit Mewujudkan
pengembangan konsep
tinggal, bekerja,
bermain, serta tata kota
yang kompak,
terhubung, dan adaptif
dengan tempat-tempat
yang dinamis yang
mengutamakan manusia
daripada kendaraan

Perjalanan dan
pengalaman pe{alanan
yang lebih baik melalui
makin beragamnya opsi
moda transportasi yang
mengedepankan solusi
alternatif yang lebih
berkelanjutan

Investasi )rang lebih
tepat sasaran dan efektif
dalam layanan dan
infrastruktur

I' Area bebas kendaraan bermotor -
"Menuju kota bebas kendaraan
bermotor';

2. Pembangunan berorientasi
transit;

3. Integrasi mobilitas aktif dengan
parirdsata; dan

4. Ruang publik yang multiguna
dan pemandangan jalan yang
dinamis untuk memungkinkan
tata guna yang fleksibel serta
untuk melengkapi mobilitas aktif.

1. Kendaraan dan angkutan otonom
(CAV) tanpa emisi yang diizinkan
memasuki kawasan perkotaan
Ibu Kota Nusantara (diterapkan
bertahap menujv,2045 net zero
emission);

2. Informaei rute yang dinamis dan
personal; dan

3. Sistem berteduh dinamis dan
desain rekayasa iklim mikro
untuk mobilitas aktif yang
nyaman.

l, Mobili$ as a Serrace (MaaS);
skema ndesharing, bikesfoting,
dan insentif yang mengikuti
ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait;

2. Penggunaan bU dora :un:truk
meningkatkan kualitas
peg'alanan; dan

3. Sistem transportasi cerda$ (ITS).
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[-rtrrJilir.r;r.7l Memprioritaskan moda
dan pola mobilitas di
seluruh Ibu Kota
Nusantara yang
menyeimbangkan antara
fungsi penting bagi
bisnis dan kemudahan,
kenyamanan, dan
keamanan bagi
masyarakat

Memungkinkan adaptasi
struktur dan pusat
parkir di masa depan
yang meningkatkan hasil
komersial ketika pola
mobilitas berubah

Mengelola pergerakan
kargo dan barang di
seluruh Ibu Kota
Nusantara dengan cara-
cara yang mengurangi
konllik dengan
transportasi penumpang,
meningkatkan
pemanfaatan ruang, dan
menghasilkan
keuntungan komersial

l. Moda mobilitas aktif lebih
diutamakan;

2. Trotoar/jalan fleksibel;
3. Snl@:rt nobiw untuk manajemen

jalan dan penegakan hukum
yang lebih baik; dan

4. Jalan yang siap untuk
menyongsong masa depan untuk
mobil otonom (AV) dan mobil
listrik (EV) dengan fasilitas
penunjangrrya.

1. Pembatasan dan efrsiensi ruang
frarkir;

2. Sentra parkir bersama;
3, Infrastruktur parkir yang dapat

disesuaikan;
4. Pusat mobilitas/ parkir siap masa

depan; dan
5. Pengisian daya untuk mobil

listrik di wilayah parkir.

1. Simpul konsolidasi logistik dan
simpul logistik parsel;

2. Truk kontainer elektrik untuk
melayani simpul konsolidasi
logistik di luar kawasan
perkotaan;

3. Truk elektrik dua gandar dengan
beban < 10 ton untuk melayani
simpul logistik parsel di dalam
kawasan perkotaan; dan

4. First/ lrJ.st mile seruice yang
berkelanjutan (sepeda logistik
eledrb, drone,loker logistik, dan
sebagainya);

5. Pembatasan waldu pergerakan
truk logistik

Strategi-strategi diatas akan membantu lbu Kota Nusantara dalam mewujudkan
prinsip-prinsip Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Untuk mendemonstrasikan
strategi di atas, beberapa proyek percontohan mobilitas masa depan untuk Ibu
Kota Nusantara dapat mencakup:
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Gambar 3-40 Pmyek Percontohan Mobilitas Masa Depan Untuk lbu Kota Nusentara

3.6.6.2 Strategi Mobilitas dan Konektivitas

3.6.6.2.1 Strategi Kota yang Terhubung

Penyempurnaan input KPI berikut ini dapat dicapai melalui Strategi Mobilitas
Kota yang Terhubung dljabarkan sebagai berikut:

Tabel 3-15 KPI Waktu Tempuh Dengan Moda Berkelanjutan Antara Pusat Kota dan Bandara
Intemasional Terdekat (Balikpapan)

Input KPI

Input I(PI ini tcrhubung kc Targrt XPI 3.3 '<5O aenlt Xonelsi
tran.it ck8pr€. dari IfiPP ke handara otratrgtE pada tahun 2O3O".

Target untuk input
KPI

Waktu tempuh maksimal selama 45-50 menit melalui moda
transportasi berkelanjutan.

Tujuan Moda angkutan massal harus kompetitif untuk konektivitas
yang penting Becara strategis dalam Ibu Kota Nusantara

SK No l4l826A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-204-

Tabel 3-16 KPI Komunitas Dapat Mengakses Pusat I(ota {KIPP) Dengan Tfansportasi Umum

demi menjamin perjalanan yang cepat dan efisien dan
memestikan moda tereebut dilakukan secara berkelanjutan.

Metode
KPI

Pencapaian Trasejalan bebas hambatan dengan wali u tempuh rata-rata
dari KIPP ke Bandara Intemasional Balikpapan <50 menit

Inprt I(PI

Input KPI ini tcrhubung ke Tat?et KPI 2.1 'l(X)yo intcgrad
s.luruh pc[duduP

TargEt untuk input
KPI

Akses yang merata lagi seluruh penduduk

Trrjuan Koneldivitas regional tersedia di luar batas KIKN dan
berbagai opsi transportasi tersedia bagi masyatal€t yang
ingin bepergian ke Ibu Kota Negara.

Metode Pencapaian
KPI

1. Koneksi jalan regional tidak hanya meluas ke utara
(menuju Samarinda) dan selat€n (menuju Penajam Paser
Utara), tetapi juga barat laut dan barat daya untuk
menghubungkan ke komunitas lain di Kalimantan
fimur. Jaringian jalsn di KPIKN saling berdekatan dan
terhubung ke semua komunitas dan permukiman lokal.
Jaringan jalan memungkinkan tersedianya layanan bus
regionalfiarak jauh yang dapat terhubung ke pusat
kegiatan utama di (PIKN dan wilayah kota Ibu Kota
Nusantara,

2. Strategi tersebut memastikan bahwa:
a. Jaringan jalan melayani semua pusat kegiatan baru

dan yang sudah ada; dan
b. Sistem perkeretaapian dan bus saling terintegraei,

disertai fasilitas perpindahan multimoda
penumpaflg yang handal menuju berbagai kawasan
di Ibu Kota Nusantara.
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3.6.6.2.2 Strategi Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan

Input KPI untuk Ibu Kota Nusantara dicapai melalui Strategi Mobilitas-
Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan, sebagai berikut:

Tabel 3-17 KPI Persentase Lokasi Pekerjaan dan Penduduk Dalam Jarak Berjalan Kaki
Dari Simpul Transportaei

lrtputI(Pl

Target untuk input
KPI

Tujuan

Input NPI ini tcrhubung k6 TarBet KPI 3.2 '1O Eenit ke
fesilitas penting dan liapul transportaai publiP

lOO persen lokasi pusat aktivitas dan residensial di kawasan
ramah pejalan kaki terintegrasi dengan simpul transportasi
umum

Menjamin kete{angkauan transportasi umum bagi semua
orang dan memastikan bahwa aimpul transit b€rada dalam
jarak ternpuh berjalan kaki dalam KIKN.

Metode Pencapaian KPI ini dapa.t dicapai dengan perencanaan kota yang
berorientasi terhadap simpul transportasi (TODI, mixed use,
dan hunian vertikal, agar seluruh penduduk mampu
mencapai simpul transportasi umum dengan mudah
(maksimum 1O menit), sehingga lalu lintas transportasi
umum menjadi optimal dan berkesinambungan.

KPI

Tabel 3-18 KPI Persentase Lingkungan Dengan Kepadatan Pendukung Tiansit

TargEt untuk input
KPI

Sernua lingkungan memiliki tingkat kepadatan yang
didukung layanan transit (trarlsit-supportiw densi@.

Tujuan Semua lingkungan memiliki kepadatan yang mendukung
tersedianya layanan transportasi umum yang trayak.
Kepadatan adalah fltur utama dari kota yang kompak.

Input KPI
Input NPI ini terhubtrng k" Tarpt KPI 3.1 'E0% pcrjalanan
drngan tranBporta8i publik atau aoHlitas aktif
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3.6.6.2.3 Strategi Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

Input KPI untuk Ibu Kota Nusantara berikut ini dicapai melalui strategi Kota
Berkelanjutan dan Mudah Diakses dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-19 KPI Junlah Simpul Transportasi Umum di Semua Lingkungan Kota

lnput KPI Lm.trl trrl.?dt .l u,nuo dl tcolr lll3ta!,lrl

Iaput KPI ini tcrhuburg kc Target KPI 3.f '8O% perjala"an
dcngan tranaportaai publik atau mobilitae altif

Target untuk input Lebih dari dua simpul transportasi umum primer dan
s€kunder dalam setiap lingkungan berkepadatan tinggi dan
setidalmya satu simpul transportasi umum sekunder di
lingkungan dengan kepadatan sedang dan rendah,

KPI

T\rjuan 1. Sebuah simpul primer mengacu pada sebuah halte
transportasi umum di sepanjang koridor transportasi
umum primer (layanan dengan kecepatan yang lebih
tinggi dan berkapasitas lebih besar) dan sebuah simpul
sekunder adalah scbuah halte transportasi umum untuk
layanan transportasi umum sekunder (kecepatan sedang,
kapasitas medium pa.da frekuensi yang relatif tinggi).

2. Gagasan utama dari KPI ini adalah untuk memastikan
bahwa semua lingkungan memiliki akses ke transportasi
umum prirner dan sekunder yang berfungsi sebogai
simpul utama untuk konektivitas dengan bagian kota
lainnya. Layanan tersier, seperti halte bus pengumpan,
diabaikan dalam perhitungan ini karena diperlakukan
sebatas koneldivitas rtrct/ last mile.

3. IEbih banyak simpul diperlakukan sebagai halte multi
transit dari sejunlah trayek berbeda sehingga penduduk
dapat meni}xnati akses yang lebih luas ke bagian kota
yang l,ain. Demikian juga untuk setiap simpul multimoda
akan dihitung sebagai dua simpul atau lebih karena hal

Metode Pencapaian
KPI

Kepadatan kota dengan orientasi terhadap simpul
traflsportasi (TODI, mixed use dan hunian vertikal menjadi
relatif tinggi guna meningkatkan kelayakan operasional
sistem transportasi dengan radius cakupan perjalanan kaki
10 menit.
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Tabel 3-2O KPI Waktu Tempuh Kompetitif DengEn Moda Berkelanjutan
Untuk Rencana Perjalanan

tersebut mencerrninkan persilangan trayek yang juga
menjamin keterjangkauan yang lebih luas.

4. KPI ini hanya bertraku untuk KIKN seraya dibangu.nnya
lingkungan baru, tetapi maksud utama dari KPI juga
dapat tercermin dalam setiap perencanaan dan desain
rute transportasi umum baru untuk area KPIKN yang
lebih 1uas.

Metode Pencapaian 1, Pada tahap Rencana Induk, KPI ini ditentukan dan
tercennin hanya dalam tataran strategi teknis.

2, Seluruh lingkungan berkepadatan tinggi akan dilayani
oleh koridor transportasi umum primer dan stasiun di
lokasi ini sebagai hub mobilitas utama yang menjamin
persilangan beberapa rute dan keterjangkauan ke semua
bagian kota lainnya.

KPI

Input I(PI

TargEt. untuk Input
KPI

T\rjuan

Isput NFI ini terhubung ke Taryet KPI 3.f, d8O% perjalanan
dcngan tranrportasi publik atau Eobilitaa aktif

Untuk mencapai tujuan KPI, kami melakukan perbandingan
waktu tempuh melalui moda berkelanjutan jalan darat,
transportasi umum, dan moda aldif.

Moda berkelanjutan harus bersaing dengan perjalanan
dengan kendaraan pribadi untuk dapat menangkap
persentase pengguna tiap-tiap moda Qnodc-slwe) yang
signifikan.

Metode Pencapaian
KPI

Waktu tempuh yang kompetitif dapa.t terwujud melalui:
l. Adanya p€mbatasan lalu-lintas di dalam kawasan

perkotaan KIPP untuk kedaraan pribadi berbahan bakar
fosil.

2. Adanya pembatasan lokasi parkir di dalam kawasan
perkotaan KIPP.

3. Adanya pembatasan waktu lalu-lintas di dalsm kawasan
perkotaan KIPP untuk kendaraan logistik.

4. Adanya larangan kendaraan logistik dengan tonase >10
tofi dan atau dengan jumlah gandar lebih dari dua
memasuki kawasan perkotaan di KIPP
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Tabcl 3-21 KPI Tlansfer Tlansportasi Umum Diperlukan Untuk Perja.lanan Terencana

Tabel 3-22 KPI Tingkat Operasi Transportasi Umum yang Menghasilkan Net kro Emission

Input XFI

Input KPI ini terhubung ke Taryet XPt 3.1,'80% peaidanan
dcflgEn tranrportasi publik atau ttrobiuta! eltiif

Target untuk Input Hitungan jumlah transfer (tidak boleh lebih dari dua) yang
mempertimbangkan baik untuk jaringan utama maupun
sekunder.

KPI

Trrjuan 1. Jaringan dan strategi transportasi harus memaksimalkan
konektivitas langsung untuk jumlah perjalanan
terbanyak yang dimungkinkan demi menjamin
pengalaman transportasi umum yang mulus dan koneksi
tercepat; dan

2. Sebaliknya, jumlah transfer transportasi umum harus
diminimalkan karena penambahan titik transfer akan
menciptakan persepsi negatif dan berdampa-k pada daya
tarik transportasi umum.

Metode Pencapaian
KPI

1. Perencanaan rute transportasi umum yang nrampu
melayani dan menghubungkan satu kawasan perkotaan
dengan jumlah transfer antarmoda maksimum dua kali.

2. Perencanaan jaringan transportasi umum yang mampu
menghubungkan seluruh kawasan perkotaan di Wilayah
Ibu Kota Nusantara.

Input NPI
M&rollrldlcllon
InFrt XPI ini tcrhubun8 kc Targ6t KPI 4,3 "Nd. @o emrssioa
untuk lbu Kota Nuientara di 2045 di kawasan 256.142
hektarc'.

Target untuk Input
KPI

Seluruh moda transportasi umum di Ibu Kota Nusantara
ditargetkan untuk mencapai Net ko Emrbsion (saat
beroperasi) pada tahun 2045.

I\rjuan Transportasi adalah salah satu sektor utama yang
b€rtanggung jawab atas pengeluaran emisi; tindakan yang
ditargetkan untuk selcor ini dapa.t membantu memastikan
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Tabel 3-23 KPI Persentase Peningkatan Emisi GRK Transportasi Menggunakan Emisi
Tlansportasi Per Kapita Jakarta/Indonesia Sebagai Dasar

bahwa jaringan transportasi umum tanpa emisi direncanakan
sejak tahap perancangan.

KPI
Metode Pencapaian 1. Seluruh angkutan umum akan menggunakan moda

dengan teknologi yang berkeLanjutan dan atau berbahan
bakar ET secara bertahap (50 persen angkutan umum
menggunakan listrik dan atau hidrogen tahun 2O35) guna
menepati net rero emi,ssion KIKN tahun 2045.

2. Kebijakan tersebut diikuti dengan pa.mbangunan
infrastruktur seprit clnrging facilitg kendaraan, baik di
depo maupun di anea publik, disertai dengan
pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi
yang berkelanjutan.

Input KPI

Irput KPt ini trrhubung ke Target KFf 43'Net 
"Eto 

ernissrbn
untuk Ibu Kota Nulantara di 2045 di kawasaa 256.142
hekterD'.

Target untuk Input
KPI

Emisi berbasis transportasi dari Ibu Kota Nusantara menuju
pencapaian net rero emi-ssion pada tahun 2045.

Tujuan lYansportasi adalah salah satu sektor utama yang
bertanSgung jawab atas emisi GRK; tindakan yang
ditargetkan untuk selrtor ini dapat membantu memastikan
kegiatan/operasi intensif GRK dirancang sejak awal.

Metode Pencapaian
KPI

Penguranga.n GRK di sektor transportasi akan dicapai
melalui:
1. Larangan masuk kendaraan pribadi memasuki

perkotaan dengan teknologi combustion.
2. Seluruh transportasi umum akan menggunakan

teknologi ta n co mbustian
3. Larangan kendaraan logistik memasuki perkotaan

dengan teknologi combustion-
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4. Penyediaan chorging facilitg pada area publik, depo
transportasi umum, depo kendaraan logistik, simpul
konsolidasi logistik, dan permukiman.

5. Penyediaan jalur hijau dan jalur sepeda.

3.6.6.2.4 Strategi Kota Yang Aktif dan Ramah pejalan Kaki

Input KPI untuk dicapai dengan Strategi Kota yang Aktif dan Ramah pejalan
Kaki, seb"gd berikut:

Tabel 3-24 KPI Persentase Jaringan Jalan yang Mendukung Mobilitas Aktif
Di Tingkat Ungkungan

Input KPI [Ei|q

lnput KPI irri tefhubuflg ke Targct I(PI 3.1 .8O% pe{iatanan
dcngan transportasi publik atau mobititar aktil' drn A.2 .lO
mcnit b faeilitaa penting dan simpul Eaneportasi publild,

Target untuk Input Ketersambungan 1OO persen untuk jalur pejalan kaki dan
KPI jalan pengendara sepeda

Tujuan Semua lingkungan memiliki keterjangkauan tanpa batas bagi
pejalan kaki dan pesepeda. Saat ini hanya ditetapkan untuk
KIKN. Namun, setiap perkembangan baru di dalam Wilayah
Ibu Kota Nusantara harus sejalan dengan KpI ini.

Metode
KPI

Pencapa.ian Jaringan mobilitas aktif strategis datam bentuk jalur hijau
dan koridor utama terhubung dan dapat memfasilitasi
pe$alanan antara pasangan titik awal-tujuan utama dalam
KIKN dengan hanya menggunakan moda aktif. Adapun
jaringan ini akan dikombinasikan dengan penyediaan
jaringan jalan raya dengan desain untuk mobilitas al<tif dan
.lipastikan untuk terhubung tanpa hambatan dengari jalur
hiiau untuk menjamin keterjangkauan. Di tempat-tempat di
mana koneldivitas tidak memungkinkan, s€p€rti di medan
yang tak sebidang (misalnya, di persilangan jalan tol dengan
jalur hllau atau penyeberangan jalan) yang ditinggikan atau
digali-timbun (di-and-@uer), maka fasilitas perlintasan perlu
disediakan.
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3.6.6.2.5 Strategi Kota Efisien, Aman dan Tangguh

KPI input untuk dicapai melalui Strategi Kota Efisien, Aman, dan Tangguh
sebagai berikut:

Tabel 3-25 KPI Persentase Jaringan Jalan di Tingkat Lingkungan
yang Bebas Mobil /dengan Tmffrc Calming

Input KPI fl
t r,lotor/p.rlrrlbrt r fdtl Ust r ltiqf,c

Input m ini terhubung ke TarEet I{FI 6.1 'Ranking 1O besar
kota paling layak huni di dunh pada tahun 2045'.

Target untuk Input
KPI

Semua jalan dengan hierarki yang lebih rendah memiliki
volume lalu lintas yang rendah atau bcbas kendaraan
bermotor.

Semua jalan kolektor dan jalan lokal beroperasi pa.da

kecepatan yang lebih lambat dan dirancang untuk semua
kendaraan (mobil, bus, sepeda, dan lainnya) dan pejalan kaki
agar tidak hanya mewujudkan tujuan hidup berdampingan
dengan aman, tetapi juga memastikan hierarki yang
mengutamakan orang ketimbang jalan.

Trrjuan

Metode Pencapaian
KPI

1. Semua penampang desain ruang milik jalan (rumlja/Row)
yang diusulkan dalam strategi teknis ini mencakup desain
rumija untuk mobilitas aktif termasuk pejalan kaki dan
pesepeda, serta memberikan sebuah gambaran tentang
tampilan jalan bebas kendaraan bermotor. Desain
penampang melintang tipikal ini akan berfungsi sebagai
kerangka desain aktual dan konstruksi jaringan jalan
dalam KIKN dan jaringan jalan baru daLam Wilayah Ibu
Kota Nusantara,

2. Lingkungan l0 menit didefinisikan menjadi lingkungan
bebas kendaraan bermotor yang dapat diakses dengan
berjalan kaki atau bersepeda ke jalanan yang terletak di
pinggtran kota, transportasi umum, dan sentra parkir
(terintegrasi dalam pusat mobilitas) dalam rentang waktu
10 menit.

3. Jaringan jalan di daerah p€rkotaan yang lebih padat akan
menerapkan desain yang memfasilitasi perlambatan lalu
lintas, yaitu dengan trotoar yang diperluae, halte bus yang
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menganjur Le badan jalan (bus bulbl, strategi desain ruang
bersama, atau polisi tidur be{enis speedtable. Penampang
rumija tipikal untuk jalan dengan hierarki lebih rendah
yang akan mendorong interaksi yang lebih besar dengan
pergerakan manusia, sudah memperhitungkan strategi
penyempitan jalan dalam rangka pengendalian kecepatan
Ialu lintas.

Tabet 3-26 KPI Koneksi Kargo Langsung dari Koridor Strategis dan Pintu Gerbalg
lrang terhubung ke Ibu Kota Nusantara

Tujuan Koneksi langsung disediakan untuk memungkinkan
pergerakan bararg yang aman dan efisien untuk memenuhi
kebutuhan kota, tetapi juga untuk memungkinkan barang
yang diproduksi di industri sekitar Wilayah Ibu Kota
Nusantara diangkut ke hilir secara efektif. Hal ini penting
untuk menjaga biaya logistik tetap rendah dan
menguntungkan seldor ekonomi di dalam Ibu Kota
Nusantara.

Input KPI

Target untuk Input
KPI

Grt3'ry yr!8 tarhrtul! to lbu Botr llsrutur
Input I(PI ini terhubung kc 1faryet I(PI 8.2 'Fendapatan
doneetik rcgiond bruto (PDRB) per k ptta nqgara (octata
ckonomi) berpendapataa tinsgi'.

Memastikan bahwa jalur langsung angkutan barsng, baik
melalui jalan darat maupun kereta api, tersedia dan
direncanakan dalam jaringan dan strategi transportasi.

Metode Pencapaian
KPI

1. KPI ini dicapai lewat adanya koneksi lan8sung serta
strategi kargo yang mengoptimalkan pergerakan barang
dan mengusulkan pusat konsolidasi dan distribusi
sehingga terdapat pemisahan dengan lalu lintas
p€numpang.

2, Hierarki pusat konsolidasi juga ditampilkan dan
dijeLaskan datam bagian ini untuk memfasilitasi desain
dan operasi yang sesuai dalam tahap pengembangan
desain hilir,
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Tabel3-27 KPI Sistsm Tfan8portasi Pintar Diaktilkan Untuk Menjamin Mobilitas
Yang Amarr dan Efisien

Input KPI

Inprt I(FI ini tcrhubung ke Target XPI 6.1 'Ranldng 10 bcsar
kota paling layak huni di dunia pada tahun 2M5'.

Target untuk Input
KPI

Infrastruktur Transportasi ditunjang dengan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) yang menggunakan semua
praktik terbaik industri saat ini.

Tujuan TIK dapat membantu menyediakan operasi yang aman dan
efisien dari semua sistem transportasi termasuk manajemen
lalu lintas, infornasi rute, dan penyediaan informasi dinamis
kepada pengguna.

Metode
KPI

Pencapaian 1. KPI ini dicapai lewat strategi teknis sebagai serangkaian
pertirabangan utama TIK yang harus dimasukkan ke
dalam pengembangan desain di hilir dalam spesilikasi ITS
dan kriteria desain. Semua jaringan transportasi utama
(koridor transportasi umum primer serta jalan) diusulkan
saat ITSi dialcti{kan.

2, Mengoptimalkan sinyal lalu lintas jaringan jalan, jalur
prioritas untuk bus, BRT, penyeberangan pejalan kaki,
sistem informasi dan penunjuk dinamis, dan
pemantauan CCTV di lokasi yang strategis,

3. Untuk jaringan transportasi umum, hal ini akan
mencakup mauajemen operasional kereta perkotaan,
sistem komunikasi, serta perangkat l,ain untuk
memastikan keselamatan, ketahanan, dan manajemen
keadaan darurat.

4. Walaupun TIK dapat memungkinkan efisiensi dan
mengurangi kesalahan manusia, praktik desain yang
aman dan sistem "redundansi' dalam jaringan
transportasi dan manajemen operasional dapat
mengurangi paparan risiko secara signilikan dan
menjamin keandalan dan ketahanan.
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3.6.6.2.6 Strategi Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Input KPI untuk dicapai melalui Strategi Kota Siap Masa Depan, sebagai berikut:

Tabel 3-28 KPI Persentase Parkir Yang Digunakan Bersama dan Terletak
di Lokasi Parkir Terpusat (Pusat Mobilitas)

Input XPI
tGE .tr} df bh.f frrUr toreur* lF.rt rrobllltl.,
Input KPI ini tcrhubung Targrt I(PI e.l '8O%
dengan transportasi publik atau motrilitae aktil'.

Target untuk Input
KPI

lOO persen kendaraan parkir di sentra parkir bersama 5rang
terletak di pusat mobilitas, sehingga tidak ada lagi kendaraan
yang parkir di pinggir jalan.

Tujuan Menerapkan paradigma baru seperti parkir masa depan
untuk memastikan bahwa strategi ini mendorong penggunaan
transportasi umum dan moda transportasi bersama
ketimbang penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya,
tujuannya adalah untuk mencegah jumlah tempat parkir
yang terlalu banyak, kepemilikan kendaraan pribadi, dan
perjalanan dengan kendaraan pribadi.

Metode Pencapaian
KPI

1. KPI ini berada di tataran strategis yang dimungkinkan oleh
konsep Parkir Masa Depan yang dijelaskan sebelumnya.
Pusat mobilitas yang diusulkan akan mencakup fasilitas
parkir bereama yang melayani kebutuhan komunitas.
Fasilitas ini dapat disesuaikan untuk memungkinkan
perubahan mobilitas yang mencakup pengisian mobil
listrik (EV), perubahan desain dan tata letak parkir agar
sesuai dengan konsep EV/CAV yang lebih tinggi, perluasan
fungsi pick-up/ drop off (sejalan dengan penggunaan
ndesharitql, atau ruang untuk penggunaan di masa
depan;

2. Selain penyediaan parkir, pusat mobilitas bersifat
multimoda dengan menggabungkan inovasi dan fasilitas
masa depan utama sep€rti fasilitas pejalan kaki, PMD dan
parkir sepeda, bengkel reparasi, fasilitas penyimpanan,
informasi rute yang dinamis, logistik untuk pefalanan lasf
mire, serta pengalaman retail; dan

3. Rumija perlu ditujukan sepenuhnya untuk ranah publik.
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3.6,7 InfrastrukturEnergi

Transisi energi menjadi upaya penting dalam mencapai KPI lOO persen energi
terbarukan dan net zero emission pada tahun 2045 di lbu Kota Nusantara.
Transisi energi dalam penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui:
(a) pengembangan pembangkit listrik terbarukan di Wilayah lbu Kota Nusantara
beserta sistem penyimpanan energi dan tenaga listrik; (b) pemanfaatan pasokan
tenaga listrik dari Sistem Kalimantan berbasis pembangkit
terbarukan; dan (c) penerapan sistem jaringan cerdas (smarf grid). Selain itu,
untuk kebutuhan non listrik, pada tahap awal akan dipenuhi dari gas bumi yang
tersedia di sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, secara bertahap,
akan didorong pengembangan hidrogen hijau untuk memenuhi kebutuhan gas
tersebut. Adapun uraian prinsip dasar dan strategi secara lebih rinci dapat
dilihat pada sub bab berikutnya.

3.6.7.1 Prinsip Dasar Infrastruktur Energi

3.6,7.1.1 Pasokan Energi Listrik

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mengusulkan kebutuhan listrik tahunan di
Wilayah Ibu Kota Nusantara akan dipenuhi melalui pembangkit listrik
bersumber dari energi terbarukan, antara lain pembangkit listrik tenaga surya
berupa panel surya atap dan ladang surya (solarlarml. Hal ini akan dilakukan
secara bertahap menuju tercapainya pasokan listrik yang bersumber dari energi
terbarukan mencapai seratus persen pada tahun 2045. Potensi energi
terbarukan lainnya, seperti air, biomassa, dan sebagainya juga dapat menjadi
pertimbangan dalam penyediaan listrik lOO persen dari energi terbarukan di
Wilayah Ibu Kota Nusantara. Penggunaan hidrogen hijau dapat dikembangkan
untuk menyediakan pasokan energi listrik. Selain untuk memenuhi kebutuhan
listrik, pemanfaatan hidrogen hijau juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi
penyimpanan energi bersama dengan baterai. Selama periode puncak, produksi
dari pembangkit energi terbarukan setempat yang berlebih akan disimpan pada
sistem penyimpanan energi tersebut. Pembangkit-pembangkit listrik yang akan
dibangun di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara akan ditempatkan secara
tersebar dan di luar wilayah nogro untuk menghindari dampak pada flora dan
fauna serta area yang sensitif dengan nilai konservasi tinggi.
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Gambar 3-41 Sistem Ketenagalistrikan di Ibu Kota Nusantara

Selain dipasok melalui
Sistem
Sistem

listrik dari energi terbarukan setempat,
Ibu Kota Nusantara juga akan terhubung dengan

Kalimantan untuk memenuhi sebagran kebutuhan
tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara dan mengatasi variasi pasokan listrik dari
energi setempat. Sistem Kalimantan didorong untuk
meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran pembangkitannya.

Pada masa konstruksi jangka pendek, kebutuhan listrik Ibu Kota Nusantara
akan dipenuhi melalui infrastruktur ketenagalistrikan eksisting yang sudah ada
dan berlokasi dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara serta akan dibangun
infrastruktur mobile beserta fasilitas pendukung untuk memberikan pelayanan
kelistrikan yang handal. Kemudian setelah masa konstruksi jangka pendek,
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energi listrik Ibu Kota Nusantara akan disediakan dari pembangkit listrik
terbarukan setempat di dalam kawasan Ibu Kota Nusantara melalui sistem
ketenagalistrikan Ibu Kota nusantara dan juga dipasok melalui pembangunan
infrastruktur baru dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan.

Sistem transportasi Ibu Kota Nusantara memadukan penggunaan kendaraan
berbasis listrik dan hidrogen. Berdasarkan hasil perhitungan, total kebutuhan
listrik untuk sistem transportasi tersebut dapat dipasok oleh sistem
ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara yang telah direncanakan.

Sistem ketenagalistrikan lbu Kota Nusantara akan menerapkan sistem jaringan
pintar (smarf grid), termasuk penggunaan smart meter di konsumen dan sistem
distribusi otomatis, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
digital yang memungkinkan terjadinya aliran listrik dan data dua arah antara
produsen dan konsumen. Hal ini ditujukan agar pengelolaan sistem menjadi
lebih efisien, efektif, dan handal. Selain itu, smart grid juga memungkinkan
pemakaian tenaga listrik dari sumber energi terbarukan berskala besar dan
terdistribusi. Pengembangan sistem ini perlu dirancang dengan tingkat
keamanan tinggi untuk menghindari kendala akibat serangan siber.

Untuk jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara
direncanakan s€mua kabel berada di bawah tanah dalam jaringan utilitas
terpadu. Hal ini ditujukan agar jaringan dapat lebih terlindungi dari cuaca
buruk, sabotase, memudahkan perawatan, serta meminimalkan dampak visual
untuk estetika perkotaan yang lebih baik,

3.6.7.1.2 Pasokan Energi Gas

Ibu Kota Nusantara akan menggunakan bauran gas bumi dan gas
hidrogen sebagai sumber untuk gas kota dengan tetap pada
prinsip Ibu Kota Nusantara yang mencapai net rero emrission pada tahun 2O45.
Ibu Kota Nusantara direncanakan untuk menggunakan gas bumi sampai walrhr
tertentu dengan memanfaatkan ketersediaan gas bumi dari wilayah sekitar Ibu
Kota Nusantara. Selanjutnya, secara bertahap kebutuhan energi gas akan
dipasok pula dengan gas hidrogen yang dihasilkan dari dalam Wilayah Ibu Kota
Nusantara untuk mendukung kebutuhan penyediaan energi yang lebih bersih.
Pentahapan penyediaan pasokan gas bumi dan peningkatan pasokan hidrogen
mempertimbangkan optimalisasi biaya.
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Terkait dengan keperluan infrastruktur gas, perlu dipertimbangkan karakter
infrastruktur jaringan dan infrastruktur pendukung lainnya yang mampu
mendukung pentahapan kombinasi penggunaEm gas bumi dan gas hidrogen
hingga tahun 2045. Selain itu, karakter infrastruktur ini juga perlu
mempertimbangkan penggunaan jangka panjang atau setelah tahun 2O45
untuk menjadi jaringan gas kota berbasis 1O0 persen hidrogen yang terintegrasi
dalam satu sistem. Adapun suplai hidrogen dapat berasal dari hasil produksi di
dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara, maupun di luar/lokasi sekitar Wilayah Ibu
Kota Nusantara.

3.6.7.2 StrategilnfrastrukturEnergi

Strategi penyediaan energi dirancang untuk memenuhi target net rero emission
pada KPI. Strategi energi dirancang dengan pendekatan pentahapan, untuk
mendukung proyeksi pertumbuhan populasi dari Ibu Kota Nusantara.

3.6.7.2.1 Strategi Pasokan Energi Listrik

KPI dalam penyediaan tenaga listrik adalah instalasi kapasitas energi
terbarukan untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara
pada tahun 2O45. Perkiraan kebutuhan listrik yang digunakan untuk
perencanaan penyediaan listrik Ibu Kota Nusantara pada tahun 2O45 adalah
sebesar 4 MWh/tahun/orang.

Guna memasok kebutuhan listrik di KIPP (termasuk istana negara), dibangun
gardu induk berisolasi gas (gas in sulated substationlGlS) dengan transmisi
kabel bawah tanah (underground mble/UGC). Pembangunan jaringan dan gardu
induk serta infrastruktur ketenagalistrikan lainnya di Kawasan Ibu Kota
Nusantara dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan permintaan
kebutuhan tenaga listrik.

Gardu induk akan didistribusikan ke seluruh KIKN dan KPIKN, di dekat lokasi
di mana terdapat beban permintaan tenaga listrik. Secara umum, gardu induk
harus dibangun dekat dengan jalan agar ada cukup ruang untuk memasang
kabel. Direncanakan dan diupayakan di KIKN dan KPIKN untuk menggunakan
transmisi kabel bawah tanah sebagaimana di KIPP dengan mengikuti desain
jaringan utilitas terpadu.

Pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan lbu Kota Nusantara
akan dilakukan dengan cara khusus yang dilaksanakan oleh pemegang wilayah
usaha. Sistem usaha pengelolaan investasi khususnya dari sisi pembangkitan
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akan melibatkan partisipasi investasi badan usaha milik negara, swasta atau
lainnya serta dukungan pemerintah. Penyediaan tenaga listrik di Ibu Kota
Nusantara juga membutuhkan kebijakan tarif tersendiri secara khusus.
Kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan dan
kesinambungan penyediaan tenaga listrik dapat memenuhi kriteria cerdas,
hijau, dan indah (smart, green, and beautifu\ serta terjaga dengan baik. Untuk
memastikan tercapainya KPI Ibu Kota Nusantara dengan energi terbarukan
lOO persen dan net-zcro emission pada tahun 2045, kapasitas dan kualitas
sistem Kalimantan perlu ditingkatkan dan didorong agar memiliki bauran
pembangkit listrik dari energi terbarukan yang tinggi. Perbaikan bauran
pembangkit terbarukan dapat diupayakan dengan memanfaatkan potensi energi
hidro di sekitarnya.

3.6.7.2.2 Strategi Pasokan Energi Gas Skala Kota

Sebagaimana disebutkan dalam strategi penyediaan tenaga listrik, Ibu Kota
Nusantara memiliki target lOO persen produksi listrik yang dihasilksn di Ibu
Kota Nusantara seluruhnya berasal dari energi terbarukan pada tahun 2045.
Namun, pemenuhan kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara (listrik dan non-
listrik) masih tetap akan mengandalkan pasokan dari Sistem Kalimantan. Hal
ini tak hanya berlaku untuk listrik, namun juga untuk gas. Gas skala kota
direncanakan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi untuk rumah
tangga, perkantoran, komersial, jasa, dan fasilitas lainnya.

Perkiraan rata-rata kebutuhan gas kota untuk Ibu Kota Nusantara sebesar
2.324MJ/tatun/orang. Proyeksi total kebutuhan Bas skala kota disajikan pada
Tabel berilmt.

Tabet 3-29 Proyeksi Kebutuhan Gas Kota

Dalam menentukan strategi pasokan gas, telah dipertimbangkan beberapa opsi
jenis gas kota untuk memenuhi kebutuhan di Ibu Kota Nusantara, meliputi gas
bumi, gas hidrogen, dan elpiji. Dari hasil kajian yang dilakukan, opsi sistem
pasokan gas kota yang dipertimbangkan adalah gas hidrogen dan gas bumi. Opsi
gas Elpiji, seperti yang sekarang banyak digunakan di Indonesia, tidak

3-474 4 -S4lX.tututa! G.. Kotr t.574 2-753

llhp t lrLD2
"rLrD 

I tlhrp * frbDt

5.225 TJltahun

SK No l418l0A



PRESIDEN
BLIK INDON

-220 -

dalam strategi Pasokan karena opsi pemakaian elpiji tidak
membutuhkan pembangunan infrastruktur khusus berupa jaringan PiPa gas

oleh BUMN yang melakukan

di

dan dapat disediakan langsung kepada konsumen
bisnis gas elpiji (Liatefied Petroleum Gosl.

Tabel 3-30 Perbandingan OPsi Gas Untuk Digunakan di lbu Kota Nusantara

Jaringan gas

hidrogen
perkotaan
(Hgdrcgen'
basedl

Jaringan gas

kota berbasis
gas bumi
(Natural Go.sl

/ Opsi bagi Ibu Kota Nusantara untuk
mencapai visi kota dengan net zero emission.

/ Mem^anfaatkan Bumber daya matahari untuk

memproduksi hidmgen hiiau melalui proses

elektrolisis

./ rU, fot" Nusantara memiliki kondisi yang

khusus karena akan dipasok 100 persen dari
gae kota berbasis hidrogen - Ibu Kota

Nuaantara tidak harus menghadapi tantangan
untuk mengganti infrastruktur 8as kota yang

berbasis gas bumi (NG) sePerti kebanyakan
kota yang ingin beralih ke hidrogen

X Opsi mahal, terutama dalam jangka pendek

./ opsi sebagai energi Yang bersih

dibandingkan BBM yang digunakart secara

tradisional di Indonesia

fular fann (untuk
memproduksi hidrogen
melalui energi
terbarukan hidrogen)
ElectrolJrzer Hidrogen
Fasilitae penyimpanan
hidrogen
Distribusi jaringan
pipa gas

Transmisi pipa gas dari
Bontarg atau sumber-
sumber gas bumi di
sekitar Ibu Kota
Nusantara.
Jaringan pipa
distribusi gas kota

Terminal/fasilitas
impor
Fasilitas penyimpanan
LPG

1

Gas Elpiji (LPC})

/ opsi seuagai sumber gas yang murah.

X Pengiriman tabung menambah beban

transportasi
X l€bih mahal dibandingkan gas kota yang
berbasis gas bumi

1

1.

untuk memfasilitasi pentahapan peningkatan pasokan hidrogen, KIKN akan
dibagi menjadi tiga klister. setiap klaster akan memiliki proporsi lridrogen dan
gas o;umi ying bJrbeda dalam campurannya. Klaster pertama dan kedua_terdiri
itas sel-sil pEngembangan yang akan dikembangkan hingga tahun 2038 dan
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akan disuplai oleh 20 persen hidrogen dan setidaknya 80 persen gas bumi' SeI-

sel ini dibagi menjadi dua klaster guna memfasilitasi transisi pada masa
mendatang menuju carmpuran gas dengan persentase yang lebih tinggi. Klaster
lastiga terdiri atas sel-sel pengembangan yang akan dikembangkan sekitar tahun
2038 hingga tahun 2045 dan akan disuplai oleh minimal 8O persen gas hidrogen.
Wilayah di luar KIKN yang masih termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara, seperti
kawasan militer, kawasan industri, dan beberapa yang lebih padat
akan dilayani oleh jaringan gas kota
ini adalah 2O persen hidrogen dan 8O

gas kota diuraikan sebagai berikut'

mandiri. Proporsi pasokan untuk wilayah
persen gas bumi. Usulan klaster pasokan

Gambar 3-42 Usulan Klaster Pasokan Gas Kota di Kll(N

Dalam dua klaster pertama, hidrogen tidak akan ditambahkan ke dalam
campurzrn dari Tahap I hingga Tahap 2. Hidrogen akan ditambahkan ke dalam
campuran dimulai dari 5 persen pada tahun 2030 dan secara bertahap
meningkat menjadi sebanyak 2O persen hidrogen pada Tahap 5. Klaster ketiga
akan memiliki sebanyak 80 persen hidrogen dal,am campurannya (dapat
meningkat secara bertahap) dan biaya produksi hidrogen berkurang. Dengan
cara ini, total pasokan gas kota Ibu Kota Nusantara akan terdiri atas 75 persen
gas bumi (Natural Gas) dan 25 persen gas hidrogen pada Tahap 5.

Usulan pentahapan mem biaya, Gas hidrogen
merupakan opsi yang paling mahal saat ini, biaya produksi hidrogen (leuetizcd

astof hgdrogenlLCOHl
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Penggunaan sistem Pemisahan klaster sejak awal akan membantu memfasilitasi
transisi ini pada masa depan. Sifat fleksibel dari jaringan distribusi gas kota ini
ditunjang dengan kemamPuannYa dalam menampung gas bumi dan gas

hidrogen. Fleksibilitas ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa bahan pipa
yang digunakan sesuai untuk gas bumi dan gas hidrogen. Selain
itu, peralatan pengurang tekanan harus dirancang agar mampu menahan lqju
aliran yang berbeda dari gas bumi maupun gas hidrogen (melalui sistem
kontrol). Usulan Penahapan dirincikan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3-43 Usulan Linimasa lGnversi 100 Persen Hidrogen

Gas bumi untuk Ibu Kota Nusantara dapat diperoleh dari lapangan gas di sekitar
Wilayah lbu Kota Nusantara, termasuk dari lapangan-lapangan gas yang
memasok kawasan industri Bontang (LNG dan petrokimia)' Sementara ini
terdapat beberapa lapangan gas bumi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara
namun dalam volume yang relatif kecil-kecil. Sedangkan gas bumi yang selama
ini memasok LNG Badak, Pupuk Kaltim dan sekitarnya perlu dipastikan
alokasinya untuk dapat memasok KIKN. Alternatif lain di masa depan adalah
gas bumi dapat diperoleh dari LNG Badak yang telah bertransformasi menjadi
LNG Hub, yang mengimpor LNG dari berbagai temPat di dunia,
meregasifikasinya dan menyalurkannya untuk memenuhi permintaan gas bumi
di Kalimantan Timur, termasuk Ibu Kota Nusantara.
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Kapasitas PLTS 205

Kapasitas
hidrogen

elektroliser 79.757

I}TIIITI

MWp

Nm3/hr

Area elel$roliser hidrogen 0,48 hektar

Area penyimpanan untuk gas

hydrogen Fangki
bulat/spherical pressurised
tanks berdiameter 13,6 m)

2,44 hektar

Dibutuhkan lahan ladang surya (sorar /arm) seluas 49O hektare untuk
produksi hidrogen untuk kebutuhan gas kota pada tahun 2O45,hoJ

ini menunjukkan beberapa infrastruktur dan pengambilan lahan yang
diperlukan untuk pasokan gas kota. Pertimbangan untuk menempatkan ladang
surya (solar /arml dan fasilitas penyimpanan hidrogen untuk gas kota serupa
dengan pertimbangan yang dijelaskan

Gas bumi dapat disalurkan melalui jaringan pipa gas bumi yang dibangun
menuju khusus ke Ibu Kota Nusantara atau dengan memanfaatkan jaringan
transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans-Kalimantan yang juga akan
dikembangkan atau moda transmisi/distribusi lainnya, seperti pipa gas selain
TransKalimantan atau CNG/ LNG Truckirry.

Dalam rangka menyeimbangkan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi
tidak terbarukan dengan pencapaian KPI 1O0 persen energi terbarukan secara
bertahap, energi terbarukan (termasuk surya) yang digunakan di Ibu Kota
Nusantara didorong setara dengan jumlah energi yang digunakan dari gas bumi.

Gas hidrogen akan diproduksi melalui proses elektrolisis dengan listrik yang
dihasilkan-oleh energi surya atau energi terbarukan lainnya yang potensial, baik
diproduksi di dalam Wilayah lbu Kota Nusantara ataupun di luar Wilayah Ibu
Kota Nusantara, Gas tersebut akan disimpan dalam tangki bertekanan

Qtressarized tanlc), sebelum digunakan untuk pembangkitan listrik maupun
disalurkan ke jaringan gas kota. Penyimpanan ini diukur untuk memastikan
pasokan hidrogen yang cukup untuk variasi cuaca sehari-hari dan untuk
memastikan ketahanan jika terjadi keadaan darurat. Estimasi ukuran fasilitas
yang diperlukan mendukung penyediaan hidrogen di Ibu Kota Nusantara pada
tahun 2O45 dengan asumsi sumber energi dari sur5ra, dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tab€l 3-31 Estimasi Ukuran Fasilitas Penyediaan Hidrogen
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3.6.8 InfrastrukturTeknologi, Informasi, dan Komunikasi

3.6.8.1 Prinsip Dasar Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

3.6.8. 1. I Jaringan Telekomunikasi

Penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk
memenuhi prinsip dan Efisiensi melalui Teknologil dalam
mendukung target KPI terkait: (i) ketersediaan 100 persen konektivitas digital
dan TIK bagi seluruh warga dan bisnis melalui infrastruktur
konektivitas TIK, (ii) peringkat uery high dalam egouemment deuelopment index
(EGD! oleh PBB; dan (iii) lebih dari 75 persen kepuasan bisnis dengan perangkat
layanan digital melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi konektivitas TIK
guna memungkinkan diteraPkannYa inisiatif kota cerdas. Untuk mendukung
pencapaian KPI tersebut, konseP pembangunan infrastruktur TIK

melalui penggelaran jaringan telekomunikasi dan
pembangunan pusat data' Keterhubungan ini akan didukung oleh jaringan

klaster pemasok at<an memiliki fasilitas produksi, penyimpanan, dan -go'suork
hidrogen untuk meminimalkan risiko pasokan campurzrn gas yang tidak tepat
ke seluruh klaster.

Meskipun preferensi tersebut diperuntukkan untuk fasilitas agar ditempatkan
di dekat klaster, fasilitas untuk klaster 3 akan ditempatkan di dekat fasilitas
klaster 2. Meskipun sangat memungkinkan untuk menempatkan fasilitas di
dekat klaster 3 untuk melayani klaster tersebut, penempatan ini akan
membutuhkan pemompEran air dari instalasi pengolahan air yang
membutuhkan jumlah air yang jauh lebih besar untuk menghasilkan jumlah gas

yang meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan memompa gas kota'

Kebutuhan infrastruktur gas akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan
kajian kapasitas yang diperlukan bagi setiap periode waktu dan lokasi
potensialnya.

Permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah saat ini terdapat beberapa
wilayah konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang berada di
dalam atau beririsan dengan wilayah Ibu Kota Nusantara. Perlu dipastikan ke
depan bahwa di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara tidak terdapat kegiatan
migas yang berbahaya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan
lingkuigan hidup untuk Ibu Kota Nusantara. Ttansformasi atau renegosiasi
peizinan kegiatan migas mungkin perlu dilakukan untuk mengatasi

1n1
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tulang punggung telekomunikasi nasional. Pembangunan Pusat data ditujukan
untuk menjadi sarana bag, instansi pemerintah dalam berbagi pakai data

dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

dan Satu Data Indonesia (SDI). Pembangunan pusat data di Ibu Kota Nusantara
akan menjadi bagian dari satu sistem pusat data nasional.

Jaringan berupa rangkaian perangkat telekomunikasi dan
sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan di Ibu Kota

Nusantara seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain
sebagainya. Pembangunan infrastruktur TIK antara lain akan dilakukan sebagai

berikut.
a. Fiber Broa.dband adalah koneksi broadbandyang menggunakan kabel serat

optik untuk data dengan kecepatan tinggi menuju kawasan
dan bisnis.

b. Fiber Backhaul adalah jaringan penyangga yang terhubung pada internet
global.

c. Jaringan 5G atau jaringan generasi terbaru adalah jaringan pemancar sel
makro dan mikro dengan kemampuan komputasi edge yar:g diperlukan
untuk fungsionalitas yang memiliki standar teknologi generasi kelima atau
generasi terbaru pada sebuah jaringan seluler.

d. Pusat data dan janngan adalah fasilitas untuk mendukung konektivitas
yang memusatkan kegiatan operasional dan peralatan teknologi informasi
dengan tujuan untuk penyimPanan
dan aplikasi.

pemrosesan, serta penyebaran data

Di lbu Kota Nusantara direncanakan dibangun infrastruktur fisik yang
diperlukan untuk mendukung jangkauan 5G atau jaringan generasi terbaru
untuk KIru secara progresif sebelum mencapai jangkauan penuh untuk wilayah
berpenduduk pada Tahap 5. sistem 5G atau jaringan generasi terbaru akan
dikembangkan secara bertahap yang sejalan dengan tahap ekonomi dan tata
ruang.

3.6.A.L.2 Pusat Data

Rencana penggunaan dua jenis Pusat Data guna melayani Sistem Data dan
Teknologi Informasi, yakni Pusat Data Pemerintah dan Pusat Data Tepi seperti
pada Gambar 3-44 dan Gambar 3-47. Pusat-pusat data tersebut akan dirancang
sebagai Tier III dengan server bertenaga ganda, kapasitas penyimpanan data,
tautan-tautan jaringan, dan sejumlah komponen MEP lainnya seperti Generator,
UPS CRAH, Air Cooled Chiller, Cooling Tower, dan lain-lain. Komponen Tier III
dapat dikelola secara bersamaan, dan salah satu atau beberapa komponennya
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dapat dinonaktilkan untuk sementara waktu tanpa mempengaruhi layanan

komputasi yang sedang beroperasi.

Gambar 3-44 Konscp Umum Pusat Data Pemerintah

Gambar 3- 45 Kons€p Umum Pueat Data Tepi
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Pusat Data Pemerintah di dalam KIPP dan Pusat Data Tepi disarankan agar
berlokasi di sekitar zona tematik KIKN untuk mendukung kegiatan utama
perekonomian yang membutuhkan latensi rendah. Untuk area KPIKN yang
berada di luar area KIPP dan KIKN, direncanakan ruErng server kecil yang
dirancang dengan komputasi tepi (edge ompiing) untuk menyediakan sumber
daya komputasi dan konektivitas bagi fasilitas pembangkit dan penyimpanan
energi seperti pembangkit listrik, ladang surya (solar farml dan penyimpanan
hidrogen.

3.6.8.2 Stf,ategi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Semua Pusat Data Tepi dan ruang server kecil untuk komputasi tepi akan
terhubung ke Pusat Data Pemerintah (lihat Gambar 3-46 dan Gambar 3-47).
Jaringan Area Pemerintah yang luas (frber optik WAN) yang aman dibangun
khusus untuk membawa lalu lintas data Pemerintah. WAN akan dikonfigurasi
menggunakan Multi-Protoal Labet Switching (MPLS) yang mengarahkan data
dari satu simpul ke simpul berikutnya menggunakan label jalur terpendek
dibandingkan alamat jaringan yang panjang, sehingga menghindari pencarian
yang kompleks dalam tabel rute dan mempercepat arus lalu lintas. Fiber Optik
WAN akan dilengkapi dengan cadangan jaringan 5G untuk mengantisipasi
terjadinya kerusakan fiber.

Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai
data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses
data dan informasi, dan standar interoperabilitas data dan
informasi. Dalam kerja sama keamanan sistem elektronik
menggunakan pusat data pemerintah dan/ atau pusat data tepi dengan penyedia
teknologi dan solusi, pemerintah perlu memastikan penjaminan kerahasiaan,
keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber
daya terkait data dan informasi, infrastruktur, dan aplikasi. Adapun strategi
yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi
keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan

pemulihan.
d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifrkasi

dan validasi.

a.

b.
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penjaminan kenirsangkalan {noruepudiation) dilakukan melalui penerapan

tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui
penggunaan sertifikat digital.

GaEbar 3-46 Rencana Umum Infrastruktur TIK untuk KIPP dan KIKN

Gambar 3-47 Rencana Umum Infrastruli!firr TIK untuk KPIrN
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Satu jaringan fisik dapat menggunakan teknik pembagian menjadi
beberapa jaringan virtual dengan peningkatan signifikan pada lebar pita
(banduidtfi dan latensi. SetiaP jaringan virtual yang dihasilkan dari
pembag'an jaringan 5G akan memunculkan jaringan terpisah yang utuh
dan dioptimalkan untuk digunakan bagi keperluan bisnis tertentu.
Jaringan-jaringan virtual tersebut mendukung berbagai layanan dan
aplikasi, yang terbagi dalam tiga kategori umum seperti pada ga.mbar di
bawah ini:
1. Broodband seluler yang ditingkatkan (eMBB), yaitu layanan

konektivitas dengan bandtui.dth dan tlvoughpttt yaurlg tinggi dari
jaringan dengan kecepatan data tinggi (high data rate) seperti suara,
video, dan augmented realitg;

2. Komunikasi ultra-andal dengan latensi rendah (URLCC), yaitu layanan
konektivitas untuk aplikasi yang membutuhkan waktu respon yang
sangat cepat, seperti aplikasi manajemen lalu lintas cerdas dan sistem
transportasi cerdas; dan

3. Komunikasi mesin yang masif (mMTC), yaitu layanan konektivitas ke
sejumlah besar perangkat digital yang memungkinkan mesin untuk
berkomunikasi satu sama lain seperti pada aplikasi manajemen
limbah cerdas dan lampu jalan cerdas.

Contoh penerapa.n lapisan teknologi kota cerdas ditunjukkan pada Gambar
dibawah ini:

Gambar 3- 48 Pembagian Jaringa! 5G untuk Teknologi Kota Cerdas
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dtdutungJartagan 5G

Infrastruktur lisik di Ibu Kota Nusantara akan dibangun untuk mendukung
jangkauan 5G atau jaringan generasi terbaru untuk wilayah KIKN secara
progresif sebelum mencapalJangkauan penuh untuk wilayah berpenduduk
pada Tahap 5. Sistem 5G akan dikembangkan secara bertahap.

Pada tahap akhir, cakuPan 5G akan diperluas ke semua wilaYah
berpenduduk di KIKN. Hal Ini akan memungkinkan semua penduduk di Ibu
Kota Nusantara dan KIKN memiliki jaringan gigabit broadband perumahan
dan pengalaman pengguna seluler generasi masa depan, serta
meningkatkan ekosistem perusahaan dan industri digitat.

3.7 PRII{SP I'ASAR

Salah satu inti dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah pemindahan pusat
pemerintahafl Yang meliputi lembaga-lembaga pemegang kekuasaan eksekutif,
legislatif, yudikatif dan eksaminatif. Sehubungan dengan itu, pemindahan Ibu
Kota Negara tidak terlePas dari pemindahan ASN yang bekerja di instansi
Pemerintah Pusat (kementerian / lembaga). Pemindahan Ibu Kota Negara akan
menjadi momentum reformasi birokrasi melalui upaya perbaikan tata kelola
pemerintahan pada tingkat Pusat yang efektif, efisien dan cerdas melalui
berbagai rencana sebagaimana tertuang pada uraian di bawah ini.

9.7.1 Pemindahan Ibu Kota Negara dan Momentum Penerapan Smart

Gouemane di Ibu Kota Nusantara

Pemindahan kementerian/ lembaga dan ASN ke Ibu Kota Nusantara merupakan
momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan cerdas
(smart gouemanel dalam pusat pemerintahan sebagai
penopang pencapaian visi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota
Dunia untuk Semua'. PeneraPan smart gouemance di Ibu Kota Nusantara
menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan perkembangan dinamika
strategis berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta
digitalisasi, masifnya tingkat penetrasi internet, serta munculnya pandemi
C0VID-19 yang telah mengubah wajah dan cara kerja pemerintahan menjadi
berbasis fleksibititas serta konektivitas digital.

Penerapan konsep smart gouemanoe didukung oleh nilai-nilai partisipasi,
transparansi, dan efisiensi, baik dalam pengambilan kebijakan,
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secara umum. Secara spesifik, tiga elemen terpenting yang wajib dipenuhi dalam
penerapan smatt goueman@ meliputi (i) kelembagaan dan proses bisnis
organisasi pemerintahan yang fleksibel dan cergas (agilel; (ii) partisipasi publik
dalam pemerintahan; dan (iii) pemanfaatan TIK dalam
mendorong tata kelola Pemerin tahan yang partisipatif dan kolaboratif dengan
empat upaya yang akan dilakukan seperti tampak pada Gambar 3-49 berikut.

Gambar 3-49 lterangka Penerapan Snart Couernnn@

Dalam hal ini, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang mampu menjadi
landasan sekaligus penerapan smart govemane di Ibu Kota
Nusantara. Visi Indonesia 2045 telah menggariskan " Reformasi Kelembagaan
dan Birokrasfl sebagai salah satu bagran dari pilar " Pemantapan Ketahanan
Nasional dan Tata Kelola Kepemerintaharf , dengart arah kebijakan:

a. Struktur kelembagaan yang adaptif, efektif, dan kolaboratif;

b. Tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis TIK; dan

c. SDM ASN yang profesional dan berintegritas.

Selanjutnya, daliam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2OO5-2O25 ditetapkan sasaran pembangunan Bidang Aparatur yakni
terurujudnga tata gang baik, bersih dan benaibaua gang

gang profesional dan netral. l*bilr lanjut,berdasarkan lanhtm serta birokrasi
sasaran tersebut diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24 melalui kebijakan reformasi
birokrasi dan tata kelola dengan strategi sebagai berikut:
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manqlcnen ASII, dilakukan melalui penerapan
peningkatan sistem merit ASN,
taan jabatan fungsional;

manajemen talenta nasional ASN'
penyederhanaan eselonisasi, serta pena

Dalam implemen
akan dibangun

b

c

deo prores blsrls, dilakukan melalui penataan
kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;

tsbttlt$ klaerJa, dilakukan melalui perluasan
implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi
dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan
dan penganggaran; dan

dilakukan melalui peLayanan publik
berbasis elektronik (e-seruiel, penguatan pengawasan masyarakat atas
kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan
pelayanan terpadu.

3,7.2 Strategi Penerapan Smant Goueman@ di Ibu Kota Nusantara

Terdapat beberapa strategi untuk penerapan prinsip smart goueman@ yalr,g

dapat diterapkan di Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai berikut:

d

a.

Simplikasi proses bisnis dan penguatan koordinasi akan diselenggarakan
dan- diakselerasi melalui proses transformasi cara keda baru yang akan
diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Perubahan cara kerja ini menjadi satu
rangkaian transformasi yang didorong di Ibu Kota Nusantara bersamaan
dengan transformasi berbangsa dan berbudaya, bermobilisasi, bermukim,
dan melestarikan alam.

tasinya, perkantoran pemerintahan di Ibu Kota Nusantara
dalam konsep kantor bersama (shared-offiesl yarry

konektivitas fisik dan digital antar-kementerian/lembaga.
Hal tersebutjuga akan diPerkuat dengan pengaturan kerja fleksibel Wxible
w orkhrg arang emenfl y ang akan memben tuk cara kerja yang lebih informal,
interaktif, kasual, dan tidak terbatas pada ruang-ruang kantor.

Maka kemudian, fleksibilitas dan konektivitas gerak pemerintahan tersebut
juga perlu didukung dengan transformasi kelembagaan pemerintah dari
semula berbentuk orgErnisasi berbasis hierarki menjadi lebih agile, sejalan
dengan upaya birokrasi yang tengah digalakkan saat ini.
Perumusan strategi dan pengambilan keputusan yang terlalu detail dalam
mekanisme pelaporan yang berjenjang akan diubah dalam model organisasi
'squod team' yang berfokus
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kewenangan dan komando. Pemb"gan peran ketua dan anggota tim
diselenggarakan lewat perencanaan pelaksanaan tugas serta mana,iemen

risiko yang matang, diiringi dengan partisipasi aktif seluruh anggota di
dalamnya.

Gambar 3- 50 Tlansformasi Orgianisasi Instansi Pemerintah
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Sumber: Kementerian Fendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birolrrasi, 2021

ekspektasi kinerja, kinerja melalui pemberian umpan balik
(feedback) berkala, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut ke depan yang
diiringi dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas'

Dalam hal ini, dibutuhkan adanya dukungan tata kelola digital, penataan
proses bisnis dan akuntabilitas kinerja serta Pengawasan y€rng dituangkan
ialam strategi pelaksanaan organisasi. Model manajemen kinerja akan
dilakukan seiara akuntabel yang meliputi penetapan dan penajaman

Selain itu, fleksibilitas tidak bisa dilakukan tanpa adanya kelengkapan dan
kejelasan proses bisnis di tiap unit organisasi, sehingga ke depan akan
dilakukan upaya akselerasi untuk melengkapi proses bisnis dan tata
hubungan kirja internal di tiap kementerian/lembaga, termasrrk di
dalamnya proses bisnis antarsasaran pembangunan lintas bidang/ sektor
dan antar-kementerian/lembaga. Kemudian, dukungan tata kelola digital
diselenggarakan melalui peneraPan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya'
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b.

Upaya mewujudkan pemerintahan digital akan diselenggarakan lewat arah
kebijakan dan strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (SDI)

yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia.

Untuk penerapannya yang optimal ke depan, dilakukan
beberapa upaya antara lain (i) penguatan layanan dan infrastruktur SPBE,
yang melalui penetapan arsitektur SPBE nasional,
penetapan aplikasi umum SPBE, dan inisiasi layanan publik tematik
berbasis SPBE. Hal ini menindaklanjuti berbagai upaya penguatan tata
kelola SPBE melalui penetaPan berbagai peraturan turunan terkait SPBE
dan SDI.

Gambar 3- 51 Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berb'asis Elektronik

Sumbcr: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2O2I

Setelah Layanan dan infrastruktur matang terselenggara' upaya
pembangunan dan SPBE penerapan smart
gouernan@ akan dilaksanakan melalui strategi (i) penerapan penuh
layanan publik berbasis SPBE secara
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dan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
(iii) penguatan cara kerja baru berbasis digital yang operasional di tahun
2024 gana mengawali Prroses pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam hal ini,
penyelenggaraan SPBE akan dilaksanakan secara holistik yang tidak hanYa
terbatas pada relasi (G2G) dan Gouemment-to-
Emplogee (G2El, melainkan juga Gouemment-to-Citizcn lG2Cl serta

(G2B).

c. Peaatasr taaqlemen ASN

Penataan manajemen ASN diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi
dan profesionalitas ASN yang mendukung roda pemerintahan pusat di Ibu
Kota Nusantara, YanB dilakukan melalui tiga strategi utama' yakni
(i) pemetaan dan penilaian kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke Ibu
Kota Nusantara; dan (ii) pengembangan kompetensi ASN terkait smal
goueman@; dan (iii)

Pertama, pemetaan

pemenuhan kesej ahteraan ASN.

dan penilaian kompetensi ASN yang akan dipindahkan
ke Ibu Kota Nusantara yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian
Negara (BKN) menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi
eksisting dan menjadi acuan penting sebagai penentu pindah-tidaknya ASN
ke lbu Kota Nusantara, Di samPing itu, upaya ini juga menjadi instrumen
pelaksanaan righr-sizing organisasi guna menjadikan birokrasi yang
ramping dan profesional berbasis kompetensi serta keahlian. Upaya-upaya
akselerasi akan dan tengah dilakukan terkait hal ini, antara lain seperti
penajaman instrumen pemetaan dan penilaian kompetensi yang speftsik
pada kompetensi smart got)emane, dan pelaksanaan pemetaan serta
penilaian kompetensi secara daring untuk menjangkau lebih banyak ASN.

Kedua, kompetensi ASN terkait smo:rt gooernan@ yang
dikoordinasikan oleh Lembaga Administrasi Negara (I"ANI menjadi
momentum penguatan kapasitas, kompetensi, dan mental ASN dalam
menyongsong penerapan smart gouemane di Ibu Kota Nusantara. Upaya
ini menjadi strategi tindak lanjut pasca pelaksanaan pemetaan dan
penilaian kompetensi yang asesmen kelebihan dan
kekurangan dari tiap ASN yang perlu diisi dengan strategi pengembangan
kompetensi yang tepat. Dalam ke depan, substansi smart
goueman@ yang akan diberikan pada ASN tidak melulu memajukan narasi
kemajuan TIK, melainkan juga mendorong kemampuannya sebagai pelayan
publik yangmampu beradaptasi dengan dinamika strategis dan global serta

masa depan yang dibutuhkan sektor publik. Cara-cara baru
pun akan dilakukan dalam metode pelaksanaan kegiatan ini'
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keluarga, yang disusun oleh tiap ASN yang akan di
Nusantara dengan ilustrasi pada Gambar 3- 52'

pembelrajaran dannlg (e-leamilql berbasis proses ko-kreasi dengan para
pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti perguruan tinggt'
organisasi think-tank, dan organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, kesejahteraan ASN baik berbentuk moneter maupun
non-moneter menjadi hal krusial untuk dilakukan mengingat peran
pentingnya untuk memenuhi kebutuhan dasar ASN, serta di saat yang
sama menjadi faktor kunci retensi dan kesuksesan pencapaian tujuan
organisasi. Dalam hal ini, konsep manajemen penghargaan semesta (fotal
reutardl ASN menjadi upaya akselerasi yang dilakukan untuk menjamin
keadilan pemenuhan kesejahteraan tidak bagi ASN yang dipindahkan ke
IKN, melainkan juga pada seluruh ASN yang ada. Bentuk-bentuk
kesejahteraan seprti foundational reutards dan motiuational reuards akarr
dilengkapi dengan benefit and allouane, wo*ing enuironm.ent, dan growth
oppomnfu untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan yang bersifat
materid maupun immaterial.

3.7.3 Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dan
Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara

Pemindahan kementerian / lembaga dan ASN merupakan inti dari
Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan untuk menggerakan roda tata kelola

sebagai Kota
nasional.

pusat menuju pencapaian visi pembangunan Ibu Kota Nusantara
Dunia untuk Semua', serta pencapaian tujuan pembangunan

Secara umum, Kementerian/Irmbaga dan ASN ke Ibu Kota
Nusantara mengikuti kerangka perencanaan yang terdiri atas tiga tahapan,
yakni (i) menetapkan skenario unit organisasi yang disusun oleh
kementerian/ lembaga yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara;
(ii) skenario ASN yang disusun oleh kementerian/lembaga yang
akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara; dan (iii) skenario

ke Ibu Kota
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Gambar 3- 52 Kerangka Perencaflaan Tahapan Pemindahan Kementeriar/ltmbaga dan ASN

ke Ibu Kota NusaJrtara

9.7.4 Koridor Asesmen Unit Organisasi Kementerian / Lembaga yang Akan
Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Pelaksanaan asesmen unit organisasi kementerian / lembaga yang akan
ke Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh setiap kementerian/ lembaga
pertimbangkan koridor sebagai berikut:

a. Adanya visi transformasi cara ke{a baru di Ibu Kota Nusantara melalui
penerapan konsep kantor bersama (slured'offid) dan pengaturan kerja
yang fleksibel lJlexible uorking anrangem.enfl dalam keran gka smart
gouefr&m@i

Tingkat kepentingan/urgensi unit organisasi yang dipindahkan pada
klaster awal mempertimbangkan

b

dengan mem

c

1. keterkaitan langsung dengan mandat perumusan kebijakan; dan

2. mendukung langsung tugas dan fungsi pimpinan instansi.

Unit organisasi yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik berpotensi
tidak dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (mempertimbangkan jumlah
layanan yang masih berpusat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
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Sebagai catatan pertimbangan, unit organisasi dengan mandat perumusan
kebijakan akan lebih efektif jika dekat dengan pimpinan kementerianf lembaga,
dengan jumlah ASN lebih sedikit dari unit organisasi yang memiliki tugas dan
fungsi peLayanan. Selain itu, unit organisasi yang terkait pelayanan publik akan
lebih efektif jika dekat dengan penerima layanan (masyarakat dan dunia usaha)
yang membutuhkan ASN dalam jumlah yang lebih banyak.

3.7.5 Koridor Asesmen ASN yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Setelah dilakukan asesmen terhadap unit organisasi kementerian /lembaga,
dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen ASN yang akan dipindahkan ke Ibu
Kota Nusantara oleh setiap unit yang urusan kepegawaian di
kementerian/lembaga dengan koridor sebagai berikut.

a. ASN dengan tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D-III);

b. memperhatikan batas usia pensiun (BUP);

c. memperhatikan data kinerja ASN dengan mempertimbangkan kinerja
2O persen merepresentasikan kinerja 8O persen pegawai;

d. mempertimbangkan data penilaian potensi dan kompetensi ASN.

3.7.6 Rencana Pemindahan Kementerian/ kmbaga ke Ibu Kota Nusantara

Pemindahan kementerian/ lembaga yang dapat mendukung peran Ibu Kota
Nusantara sebagai pusat pemerintahan mem tata urutan
kelembagaan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara, serta efelrtivitas
pemerintahan pada tingkat pusat yang terbag dalam lima klaster. sementara
itu, pegawai Lembaga Negara /Badan Publik
dilaksanakan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan berlaku
yang mengatur l,embaga Negara Independen/Badan Publik dimaksud, dengan
tetap memperhatikan prinsip dasar dan strategi pemindahan serta

pusat pemerintahan. Berdasarkan asesmen skenario yang
disusun, terdapat beberapa lembaga
dipindahkan dengan mempertimbangkan

yang belum diprioritaskan untuk
peran, tugas, dan fungsi yang diampu.

akan dikembalikan pada hakNamun demikian, penentuan akhir
prerogatif Presiden. Adapun rincian asesmen skenario
kementerian/ lembaga dapat dilihat dalam Gambar berikut:
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Gambar 3-53 Agesmen Skenario Pemindahan Kemerrterian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara

3.7.7 Rencana Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dituangkan ke dalam rencana yang
disusun dengan pertimbangkan bahwa selain sebagai penggerak tata kelola
pemerintahan pusat, ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara juga
berperan sebagai pelopor pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di lbu Kota
Nusantara.

Berdasarkan asesmen awal yang telah disusun, total jumlah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara sampai dengan tahun 2045
sebanyak 1(Xl.O23 orang, dengan rincian (i) Pejabat Negara sejumlah 956 orang;
(ii) Pejabat Pimpinan Tinggi sejumlah 3.264 orang; dan (iii) Pejabat Fungsional
sejumlah 95.803 orang. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa data dan asesmen
lnr ta PNS, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non-PNS/tenaga kontrak belum
termaktub dalam data dan asesmen serta akan dimatangkan dalam proses
berikutnya.
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Adapun gambaran profil demografi PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota
Nusantara berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan ddelaskan
sebagai berikut:

Gambar 3- 54 Profil Demograli PNS yang Akan Dipindahkan Ke Ibu Kota Nuseltara
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika diperhatikan pada gambar di atas, mayoritas PNS yang akan dipindahkan
ke Ibu Kota Nusantara berjenis kelamin laki-laki (54 persen), dibandingkan
dengan perempuan dengan proporsi 46 persen'

Gambar 3- 55 Prolil Demografi PNS Yang AI€n Dipindahkan Ke Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Usia

Berdasarkan data PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara'
mayoritas PNS berada dalam kelompok usia 3O-39 tahun sebesar 34,5 persen,
disusul dengan kelompok usia 40-49 tahun sebesar 28,8 persen, dan
selanjutnya pada kelompok usia 50-60 tahun sebesar 19,8 persen, kemudian
kelompok usia 2O-29 tahun sebesar 13,3 persen, dan terakhir pada kelompok
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usia di atas 6O tahun sebesar 3,5 persen. Besarnya mayoritas PNS dari generasi
milenial (kelahiran tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia 24-39 tahun) yang
akan dipindahkan ke lbu Kota Nusantara menjadi nilai tambah dalam rencana
penerapan smilrt gouemane di Ibu Kota Nusantara yang berbasis fleksibilitas
dan konektivitas digital, sekaligus sebagai modal dasar penataan manajemen
ASN guna prinsip 'millenial serue millenials' dalam birokrasi,
sejalan dengan makin bertumbuhnya jumlah penduduk Indonesia dari generasi
milenial, yalmi25,87 persen dari27O,2juta jiwa (BPS, 2O2l).

Gambar 3- 56 Profil Demograli PNS yang Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Nusafltara Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

Jika diperhatikan, mayoritas PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
berpendidikan akhir S-1 sebesar 51,3 persen, disusul dengan pendidikan akhir
S-2 sebesar 26,7 persen, selanjutnya pendidikan akhir DIII sebesar 14,8 persen,
kemudian pendidikan akhir D-IV sebesar 5,39 persen, dan terakhir pendidikan
akhir S-3 sebesar 1,69 persen. Kondisi tersebut di satu sisi menjadi modal dasar
yang cukup kuat dalam penerapan smart gouemalloe' namun di sisi lain juga
menjadi tantangan yang perlu dijawab ke depan guna meningkatkan taraf

PNS ke tingkatan yang lebih tinggi.

3.7.a Rencana Pemberian Fasilitas (Benefr[ bagi ASN yang Dipindahkan ke
Ibu Kota Nusantara

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan ASN yang dipindahkan ke
Ibu Kota Nusantara, telah dirumuskan rencana pemberian fasilitas lbenefi|
dalam bentuk moneter dan non-moneter, dengan rincian sebagai berikut:

SK No 141151A



G.

PRESIDEN
REPIIBLIK INDONESIA

-242-

Rumah negara/rumah dinas bagi ASN diberikan dalam dua bentuk seperti
yang telah dijabarkan pada Subbab 3.6. 1, yaitu dalam bentuk rumah tapak
yang diberikan bagi (i) Menteri/Kepala Lembaga (580 mJ, (ii) Pejabat Negara
(490 m1, dan (iii) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (390 m2), serta kedua,
dalam bentuk rumah susun yang diberikan bagi (i) Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (29O m2), (ii) Pejabat Administrator/ Koordinator (190 m2), dan
(iii) Pejabat Fungsional (98 m1.

Biaya yang ditimbulkan dalam proses ASN ke Ibu Kota
Nusantara akan ditanggung oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku,
meliputi I orang ASN, 1 pasangan, 2 orang anak, dan 1 orang Asisten
Rumah Tangga (ART), dengan komponen yang ditanggung, yaitu: (i) uang
harian yang diberikan selama proses pemindahan, (ii) biaya pengepakan
dan angkutan barang pindahan; (iii) biaya transportasi mencakup tiket
pesawat 'one-way', biaya transportasi dari bandara ke lokasi, dan sewa
mobil satu bulan pertama, serta (iv) biaya tunggu dalam bentuk biaya
penginapan transit di kota sekitar Ibu Kota Nusantara.

Selain komponen gaji pokok, ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
akan diberikan tunjangan kemahalan yang diberikan sesuai dengan tingkat
kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-
masing. Maka, sebagai pemerintahan daerah khusus setingkat Provinsi,
akan disusun Indeks Kemahalan Wilayah khusus bagi lbu Kota Nusantara
yang tidak sama dengan besaran yang telah ditetapkan sebelumnya bagi
Provinsi Kalimantan Timur.

Pengaturan pemberian fasilitas/benefit yangf fleksibel bagi tiap ASN-
khususnya yang bersifat non-moneter-akan diselenggarakan sesuar
dengan kebutuhan tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara,
antara lain seperti akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan $rcll-being), rekreasi dan hiburan, optimalisasi cara kerja
lewat pengaturan ke{a yang fleksibel, ataupun akses terhadap
pengembangan kompetensi bagi ASN.
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3.7.9 Pelibatan ASN Pemerintah Daerah Sekitar Ibu Kota Nusantara dalam
Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara

Antusiasme pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya terjadi di
tingkat instansi Pemerintah Pusat, melainkan juga terjadi ASN pemerintah
daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, Pemerintah Daerah
Kota Samarinda, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pengaturan
pelibatan agar semangat pelibatan dan partisipasi tersebut tetap sejalan dengan
visi penerapan smart gouernane di Ibu Kota Nusantara, dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pellbatan: Pelibatan ASN pemerintah daerah sekitar Ibu Kota
Nusantara dapat diarahkan dalam dua opsi, yakni (i) pelibatan dalam

Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) yang
berkedudukan di Ibu Kota Nusantara, dan (iil pelibatan dalam
penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara (Pemerintah Daerah Khusus).

b tuk Pellbatan: Mengacu pada dua opsi pelibatan di atas, maka bentuk-
bentuk pelibatan yang dapat diambil yakni (i) magang pada instansi
Pemerintah Pusat ataupun Otorita Ibu Kota Nusantara, (ii) mutasi dari
Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) yang
berkedudukan di Ibu Kota Nusantara, (iii) mutasi dari Pemerintah Daerah
ke Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk mutasi ke/ antar pemerintah
daerah provinsi, dan (iv) seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di
kementerian/lembaga atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

Akselerasi penilaian kompetensi ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara

Diperlukan adanya akselerasi percepatan penilaian kompetensi
menyasar ASN pemerintah daerah sekitar lbu Kota Nusantara melalui
langkah-langkah strategis sebagai berikut:
a) percepatan persiapan pelaksanaan penilaian kompetensi daring

(uirtual assessment) yang digagas Badan Kepegawaian Negara
(BKN) untuk menjangkau ASN yang lebih luas;

b) keda sama pemanfaatan unit penilaian kompetensi yang ada di
tingkat daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, antara lain (i) UPTD
Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, (ii) UPT Seleksi Calon dan Penilaian

G.

1
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Kompetensi Pegawai ASN BKN, Kota Balikpapan), dan
(iii) Assessment Center Kepolisian Daerah Kalimantan Timur; dan

c) kerja sama dengan lemb"ga asesmen kompetensi lainnya yang
telah terakreditasi BKN.

d. Penajaman pemetaan kebutuhan SDM ASN

Diperlukan adanya penajaman pemetaan kebutuhan SDM ASN di tingkat
Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) dan Otorita Ibu Kota Nusantara
(Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara) melalui Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja, guna mengetahui:

1. unit organisasi dalam Kementerian / Lembaga dan Otorita Ibu Kota
Nusantara mana saja yang memerlukan SDM ASN baru, yang dapat
diisi dari ASN Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara melalui proses
mutasi;

2. kompetensi apa yang dibutuhkan ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara jika akan bergabung di dalam kementerian/lembaga
dan Otorita Ibu Kota Nusantara.

e. Prioritas pengembangan kompetensi ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara

Pentingnya prioritas pengembangan kompetensi yang menyasar ASN
pemerintah daerah sekitar Ibu Kota Nusantara sejalan dengan visi
penerapan smdrt govemance di Ibu Kota Nusantara, melalui:
1. penyelenggaraan diklat (kepemimpinan maupun teknis substantif

jabatan fungsional) y€rng menyasar ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara dalam mendukung visi penerapan smart goueman@;

2. penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OpD)
terkait pengembangan sumber daya manusia di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota mitra Ibu Kota Nusantara dengan Lembaga
Administrasi Negara;

3. kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi
tangki pemikir lthink-tanld1, dan organisasi masyarakat sipil dalam
mendukung upaya pengembangan kompetensi ASN pemerintah
daerah sekitar Ibu Kota Nusantara.
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3.8
rif-TTral

3.8.1 Prinsip Dasar Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi/ Lembaga Intemasional ke Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang baru,
termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggEraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Pemindahan Perwakilan Negara
Asing (selanjutnya disebut PNA) dan Organisasi/Lembaga Internasional
(selanjutnya disebut OU merupakan salah satu elemen penting bagi
pembangunan Ibu kota Nusantara sebagai pusat diplomasi pemerintah yang
baru, serta merepresentasikan simbol pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

tersebut akan mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang
strategis dan optimal meliputi pelaksanaan hubungan luar negeri dengan negara
mitra, kerja sama internasional pada lingkup bilateral, regional dan multilateral,
serta pelayanan publik kepada PNA dan OI. Dengan demikian, kedudukan PNA
dan OI yang sebelumnya berada di Jakarta, akan berpindah ke Ibu Kota
Nusantara.

Pemerintah Indonesia perlu mendorong pemindahan PNA dan OI sebagairnsna
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O22 tentang Ibu Kota
Negara Bab VI Pasa122 ayat l4l bahwa "Perwakilan negara asing dan perwakilan
organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara
berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negErra asing dan
perwakilan organisasi/lemb"ga intemasional tersebut". Prinsip dasar
pemindahan PNA dan OI merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta
prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai
Hubungan Diplomatik (Vienna Conuention on Diplomatic Relations IYCDR) yang
telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, dan dengan
mempertimbangkan asas kesetaraan, kedaulatan antar-negara, dan
kesepakatan bersama (mutual consent). Konvensi Wina 1961 juga mengatur
bahwa negara penerima perlu memfasilitasi kebutuhan misi diplomatik dari
negara pengirim (Pasal 21 ayat (1)) dan berkewajiban melindungi keamanan dari
premis misi diplomatik (Pasal 22).

Pemerintah Indonesia mendorong misi diplomatik untuk menyelenggarakan
fungsi dasarnya di Ibu Kota Nusantara sebagaimana tertuang pada Konvensi
Wina 1961 pada Pasal 3 ayat (1) yakni mewakili lrepresenting), melindungi
Qvotectingl,
mempromosikan Qtromotingll.
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Pembangunan Ibu Kota Nusantara berpotensi mendorong pemerintah asing
yang belum memiliki kedutaan besar di Jakarta untuk dapat langsung
membangun misi diplomatik/ kedutaan ataupun perwakilannya di Ibu Kota
Nusantara. Hal ini nantinya dapat berdampak pada perluasan kerja sama
bilateral dengan negara mitra baru serta pengembangan hubungan dan keda
sama internasional. Sementara bagi pemerintah asing yang akan berpindah
namun sebelumnya telah memiliki kantor perwakilan di Jakarta, dapat
memanfaatkan kantor perwalilan tersebut untuk fungsi diplomatik lainnya atau
dikembalikan ke Pemerintah Indonesia bilamana disyaratkan sesuai atas hak
yang mengaturnya.

Perpindahan PNA dan OI ke lokasi Ibu Kota Nusantara akan memberikan
dampak dan kontribusi yang positif bagi pengembangan kawasan di Wilayah
Ibu Kota Nusantara arrtara lain melalui berbagai kerja sama internasional, baik
investasi, perdagangan, jasa dan kerja sama pembangunan kota. Keberadaan
PNA dan OI juga akan mendorong pembangunan sektor Lain seperti pendidikan,
kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja.

3.8.2 Strategi Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan
Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara

Perpindahan kedutaan besar pemerintah asing ke Ibu Kota Nusantara akan
menempati komplek diplomatik dan OI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
(KIPP). Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara bagi PNA dan OI diharapkan
berlangsung dalam jangka waktu 1O tahun setelah penetapan Ibu Kota
Nusantara. Mempertimbangkan bahwa upaya relokasi PNA dan OI akan sangat
dipengaruhi oleh prioritas kebijakan serta kemampuan masing-masing PNA dan
OI, maka Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan proses transisi dan
mekanisme pelayanan publik bagi PNA dan OI di Ibu Kota Nusantara. Strategi
pemindahan PNA dan OI ke Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan pendekatan:

a. PNA dan OI memindahkan kantor perwakilannya ke Ibu Kota Nusantara

PNA yang telah mempunyai kantor kedutaan besar di Jakarta akan
didorong untuk ke Ibu Kotakantor
Nusantara, serta mengalihkan fungsi premis kedutaan besar di Jakarta
menjadi fungsi diplomatik lainnya. Perwakilan OI khususnya yang berlokasi
di Jakarta ikut didorong untuk memindahkan kantomya pada komplek
diplomatik dan OI yang terletak di KIPP.
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b. PNA dan OI membuka kantor perwakilan sebagai fungsi representasi di
Ibu Kota Nusantara

Mempertimbangkan kesanggupan masing-masing PNA dan OI serta masa
transisi khususnya pada 1O tahun pertama setelah penetapan Ibu Kota
Nusantara, PNA dan OI akan didorong dapat segera membuka kantor
perwakilan sebagai fungsi representasi. Keberadaan fungsi representasi
PNA dan OI di Ibu Kota Nusantara akan semalin menguatkan pengaluan
dunia internasional terhadap pemindahan ke Ibu Kota Nusantara.

Beberapa fasilitas dan dukungan dapat diberikan guna memastikan kelancaran
proses PNA dan OL HaI ini meliputi penyediaan tanah untuk
komplek diplomatik dan OI bagi PNA dan OI, pengaturan mekanisme
pemindahan PNA dan OI terutama di masa transisi, serta pembangunan sarana
dan prasarana Ibu Kota Nusantara yang berdampak sebagai penarik

PNA dan OI.

3.8.2.1 Karakteristik PNA dan OI

Faktor kepentingan, besaran aset, maupun fungsi pelayanan yang
berbeda-beda dari sejumlah negara pengirim yang telah memiliki kantor PNA di
Indonesia dapat menjadi pertimbangan bagi skenario pemindahan PNA dan OI
ke Ibu Kota Nusantara. PNA dan OI yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara
dapat dipengaruhi oleh kecenderungan aktivitas tiap negara maupun OI.

PNA dan OI yang aktivitasnya didominasi oleh kerja sama antar-pemerintah
negara (gouemment to gouemment) memiliki potensi besar untuk dapat segera
memindahkan kantor . Sedangkan bagi PNA dan OI yang

dengan masyarakat sipil tertentu, makaaktivitasnya lebih banyak berinteraksi
dapat dipengaruhi oleh lokasi di mana masyarakat atau

pemangku kepentingannya dapat mudah untuk dijangkau. Sementara itu, bagi
PNA dan OI yang aktivitasnya dominan pada kerja sama dengan pelaku bisnis
atau mitra lokal/ asing,
segera dapat memiliki

untuk melakukan dengan
yang lebih rendah. Dengan demikian,

Pemerintah Indonesia dapat mengakselerasi negosiasi untuk mendorong
pemindahan kepada negara mitra yang memiliki kepentingan secara politis atau
negara mitra strategis Indonesia.
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Di sisi lain, Pemerintah dapat mendorong pemindahan PNA dan OI dengan
secara berkesinambungan menyampaikan tahapan pembangunan Ibu Kota
Nusantara sebagai kota dunia yang terhubung secara global dan merupakan
superlub ekonomi yang memiliki aktivitas ekonomi maju, berdaya saing tinggi
dan berperan strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan
inovasi teknologi.

Perbedaan karakteristik kepemilikan aset dapat menjadi faktor determinan
pemilihan skenario perpindahan PNA dan OI ke Ibu Kota Nusantara. Terdapat
PNA yang memiliki area khusus diplomatik di Jakarta, ada pula yang telah
membangun premis baru. Beberapa negara lain dalam proses finalisasi
pembukaan Kedutaan Besar di Jakarta. Hal ini akan mempengaruhi
pengambilan keputusan untuk berpindah ke lbu Kota Nusantara, sehingga
kepindahannya ke Ibu Kota Nusantara akan mempertimbangkan pengelolaan
atas asetnya di Jakarta. Pemerintah akan memberikan kepastian hukum terkait
premis di Jakarta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta asas resiprositas, ketentuan hukum internasional dan hukum
kebiasaan internasional, sebelum kantor PNA dan OI berpindah ke Ibu Kota
Nusantara.

Sejalan dengan hal tersebut, OI juga memiliki ragam karakteristik yang
mempengaruhi strategi pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara. Pemindahan
sejumlah OI perlu mempertimbangkan dua hal utama sebagai berikut:

a. Bisnis Froses OI

Kedudukan OI bergantung kepada keterkaitan tugas dan fungsi, serta
karakteristik kementerian/ lembaga mitra, dan pemangku kepentingan
lainnya yang menjadi target program kerja, proyek dan pelayanannya.
Sebagai contoh, OI yang bergerak pada bidang pelindungan dan bantuan
kepada pengungsi semestinya berada di wilayah yang dapat memudahkan
koordinasi dengan titik-titik yang menjadi pintu akses para pengungsi,
pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan pengungsi
internal. Oleh karena itu, pemindahan OI akan dipengaruhi akan
pertimbangan keterkaitan antsra wilayah dengan optimalisasi tugas dan
fungsinya.

b. Host Country Agreement (HCA) dan status OI

Pemindahan OI perlu mempertimbangkan HCA yang telah berlaku.
Perubahan terhadap pengaturan tersebut menandakan diperlukannya
penyesuaian terhadap HCA yang telah ditetapkan. Penyesuaian atau
renegosiasi HCA ditakukan dengan persetujuan OI yang
Status OI juga akan mempengaruhi pemindahan OI ke Ibu Kota Nusantara.
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Selain kedutaan besar dan organisasi internasional, terdapat pula
perwakilan pemerintahan asing lain yaitu Konsul Kehormatan dan Misi
ASEAN. Kedudukan Konsul Kehormatan ini tidak perlu dipindahkan ke Ibu
Kota Nusantara. Sedangkan Misi Diplomatik untuk ASEAN, termasuk
representasi dari negara mitra wicara hingga mitra pembangunan ASEAN
dan sektoral ASEAN, dapat tetap beraktivitas di Jakarta karena
mempertimbangkan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

3.8.2.2 Proyeksi Populasi PNA dan OI

Jumlah populasi diplomat dan staf asing, staf lokal, serta keluarga PNA dan OI
akan kepada proyeksi jumlah populasi dalam penahapan
pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Sebagian besar dari jumlah diplomat, staf
asing dan keluarga dari PNA dan OI yang berada di Jakarta dapat berpotensi
pindah apabila kantor PNA dan OI telah berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Akan
tetapi jumlah yang berpindah belum dapat diprediksi karena
mempertimbangkan kesanggupan dari masing-masing PNA dan OI untuk
berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

3.8.2.3 Strategi Pendorong Pemindahan PNA dan OI

Guna mendukung kelancaran proses perpindahan PNA dan OI ke Ibu Kota
Nusantara, perlu dilaksanakan strategi pendorong sebagai berikut:

a, Pendekatan bilateral oleh Presiden

Pendekatan bilateral oleh Presiden kepada kepala negara/ kepala
pemerintahan asing dilakukan guna mendorong perpindahan. Pendekatan
dan sosialisasi bilateral dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan pada saat kunjungan kenegaraan oleh menteri dan
delegasi Indonesia lainnya.

b. Pendekatan kerja sama dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pendekatan dilakukan dengan memanfaatkan forum bilateral atau forum
kerja sama internasional guna mendorong kerja sama dalam rangka
Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi dan promosi Ibu Kota
Nusantara juga dilaksanakan melalui berbagai forum promosi terintegrasi
di dalam negeri maupun di luar negeri.
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Sosialisasi dan terbukanya akses informasi pembangunan Ibu Kota
Nusantara sejak tahap persiapan

Sosialisasi dan pembukaan akses informasi pembangunan Ibu Kota
Nusantara sejak tahap persiapan hingga pembangunan menjadi salah satu
kunci yang dapat mendorong ketertarikan PNA dan OI untuk pindah ke Ibu
Kota Nusantana.

3.8,3 Mekanisme Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan
Organisasi/ Lembaga Internasional

PNA dan OI yang akan membangun premis di lbu Kota Nusantana telah
disediakan area khusus pada KIPP. PNA dan OI yang akan mengajukan
penggunaan tanah dan bangunan di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan
mengikuti mekanisme berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku:

a. Mekanisme Pengajuan Hak Pakai atas Tanah di KIPP

Dalam hal pengajuan hak pakai atas tanah di KIPP, diperlukan dokumen
nota diplomatik permohonan pengajuan kepada Kementerian Luar Negeri
untuk dilakukan verifikasi usulan serta guna mendapatkan rekomendasi.
Hasil rekomendasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Otorita
Ibu Kota Nusantara untuk dilakukan perjanjian pemanfaatan tanah,
sebelum diproses lebih lanjut oleh Kementerian Agaria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait pendaftaran hak sebagaimana
alur berikut.

Gambar 3- 57 Meka-nisme Pengajuan Hak Pakai Atas Tanah di KIPP

c
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b. Mekanisme Teknis Lainnya terkait Pemindahan PNA dan OI

Pengaturan teknis terkait pemindahan PNA dan OI akan diatur lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang akan diatur
dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain meliputi
mekanisme pemanfaatan/pembangunan gedung, serta ketentuan fasilitas
teknis dan logistik bagi PNA dan OI terkait proses pembangunan gedung.

Pelayanan terkait dengan pendirian fasilitas dan pendirian bangunan oleh
PNA dan OI akan mengikuti syarat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.

Keamanan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan operasional
kantor PNA dan OI akan dijamin oleh Pemerintah Indonesia, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Konvensi
Wina 1961. Upaya pemindahan PNA dan OI dapat didukung dengan
pemberian insentif non-material dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama pada masa transisi 1O tahun sejak
penetapan Nusantara sebagai lbu Kota Negara. Pemberian insentif non-
material tersebut antara lain PNA dapat memilih lokasi yang tersedia di
komplek diplomatik dan OI. Skema pembelian tanah di komplek diplomatik
dan OI merujuk kepada pengaturan yang ditentukan oleh otoritas yang
berwenang terhadap pengelolaan tanah di Ibu Kota Nusantara. Proses
pelaksanaan jual beli akan mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas. Pemerintah juga akan menjamin kepemilikan aset di Jakarta
merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, hak pakai bangunan PNA dan OI di komplek diplomatik dan
OI merujuk pada ketentuax peraturan perundang-undangan, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentangHak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Hak Pakai
diberikan kepada PNA dan OI dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
selama diperuntukan bag keperluan misi diplomatik. Hak ini mencakup
antara lain kantor PNA dan OI serta kediaman Kepala Perwakilan.
Pemerintah Indonesia menjamin aset kepemilikan premis PNA dan OI di
Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama
premis diperuntukkan bagi keperluan misi diplomatik.

Ketika kedutaan melakukan relokasi kantor perwakilannya ke lbu Kota
Nusantara, maka terdapat beberapa pilihan yang akan dimiliki oleh PNA
dan OI terkait aset yang diperoleh dari pembelian, yaitu:
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Mengalihfungsikan aset di Jakarta untuk fungsi misi diplomatik
lainnya, seperti konsulat atau pusat pendidikan dan kebudayaan;

Menjual/mengembalikan aset di Jakarta dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan izin penjualan dan melakukan pelepasan
Hak Pakai atas aset kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memastikan pemberian layanan publik bagi PNA dan OI
tidak mengalami kendala pada tahapan pemindahan dan pembangunan
maka akan diberlakukan langkah transisi dalam
pelayanan publik.

Pada tahap awal, dilakukan langkah persiapan transisi pelayanan publik
melalui kajian guna mengidentilikasi strategi transisi pelayanan publik bagi
PNA dan OI dengan prinsip pelayanan publik yang terdigitalisasi, cepat,
berkeadilan, dan reliabel. Dilakukan penguatan sistem digitalisasi
pelayanan guna memastikan kesiapan operasionalisasi pelayanan publik
tahap awal di Ibu Kota Nusantara. Pada fase ini juga dapat diinisiasi
evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis dan mekanisme kerja pada unit
organisasi yang akan melakukan kegiatan secara parsial pada tahap
selanjutnya, serta percobaan transisi pelayanan publik di Ibu Kota
Nusantara.

Pada tahap selanjutnya, sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan
publik yang akan beroperasi secara parsial, terbagi di Jakarta dan Ibu Kota
Nusantara, Layanan publik secara parsial tersebut mencakup antara lain:
pemberian fasilitas diplomatik berupa fasilitasi perolehan rekomendasi
perizinan terkait tanah dan bangunan PNA dan OI, perizinan senjata api
dan alat komunikasi pada saat kunjungan tamu negara dari negara sahabat
ke Indonesia, IDCard, fasilitasi kunjungan daerah, importasi barang dan
minuman, kendaraan bermotor, fasilitas pembebasan pajak, pembebasan
bea dan cukai importasi dan eksportasi barang dan minuman, dan
kendaraan bermotor. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas diplomatik
tersebut berdasarkan asas resiprositas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketika sebagian besar PNA dan OI telah berpindah ke Ibu Kota Nusantara,
fokus layanan publik yang disediakan telah bergeser dari Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara yang mencakup seluruh kebutuhan layanan bagi PNA dan
OI. Pada periode ini, layanan publik telah beroperasi optimal di Ibu Kota
Nusaritara serta terus dilakukan berbagai peningkatan operasional layanan
publik. Pembukaan unit pelayanan perwakilan dapat menjadi salah satu
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alternatif sebagai wujud keberlanjutan pemberian fasilitas dan pelayanan
publik, antara lain mencakup Konsulat Jenderal dan Misi ASEAN yang
bertempat di Jakarta dan kota lainnya.

3.9 PRIITSIP DASAR DAIT STRATDGI PERTAHANAI{ DAIT KTATAI{AIT

ktak geografis Ibu Kota Nusantara, dinilai sangat strategis bagi sistem
pertahanan dan keamanan negara. Namun di sisi lain, lokasi tersebut juga
masuk ke dalam peta jangkauan rudal negara-negara di dunia seperti Rusia,
Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, Korea Utara, dan India. Sehingga gelar
pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara harus mempunyai efek daya
gentar tinggi guna mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

Perumusan Perincian Rencana Induk lbu Kota Nusantara bidang Sistem dan
Strategi Pertahanan dan Keamanan di Ibu Kota Nusantara diawali dengan kajian
yang melibatkan para pakar pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya
dikoordinasikan dan dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertahanan, TNI,
Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara serta
lembaga pertahanan dan keamanan lainnya. Rencana Induk Sistem dan Strategi
Pertahanan dan Keamanan bertumpu pada pilar Pertahanan, Keamanan,
Keamanan Siber dan Intelijen.

Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan disusun dengan menyesuaikan
dan mengacu pada Undang-Undang tentang Pertahanan, Undang-Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara
Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Intelijen Negara, Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden tentang Kebijakan
Umum Pertahanan Negara, dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

3.9.1 Perspektif Geostrategis Pemindahan lbu Kota Negara

Konsepsi geostrategis Indonesia pada awalnya digagas oleh Sekolah Staf dan
Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung pada tahun 1962. Konsep
geostrategis Indonesia saat itu dimaknai sebagai strategi untuk
mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan
gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Pada tahun 1965-an
Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis Indonesia
yang lebih maju dengan rumusan "bahwa geostrategi Indonesia lwrus berupa
sebuah konsep stmtegi unhtk mengembangkan keuletan d.an daga tahan juga
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Wngembangan t@lstatan nasianal unfuk mengha.dapi dan menangkal ancaman,
tantaqan, lwmbatan dan gwqguan baik bersifat intemal mauryn ekstemal."
Pada tahun 1972 l*mbaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian
tentang geostrategis Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Pada era itu konsepsi geostrategis Indonesia dibatasi sebagai metode untuk
mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan
menjaga. identitas bangsa dan negara serta integrasi nasional. Selanjutnya pada
tahun 1974 geostrategis Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan
ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan
nasional.

Geostrategis Indonesia didasarkan pada kondisi atau cara untuk
mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan
dan penjagaan keutuhan kedaulatan negara Indonesia serta antisipasi terhadap
kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.
Perspektif geostrategis pemindahan Ibu Kota Negara dapat dilihat dalam dua
konteks baik secara global maupun secara nasional. Geostrategis dalam konteks
nasional bagi bangsa Indonesia merupakan metode atau strategi pembangunan
nasional, konsep geostrategis Indonesia tidak dikhususkan pada aspek militer
semata, melainkan geostrategis yang dikembangkan untuk tujuan nasionalisme
yang bersifat mulia yalni untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
dalam kehidupan bersama. Corak geostrategis Indonesia dianggap sebagai sars
atau metode dalam memanfaatkan konstelasi geograli negara Indonesia dalam
menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tqjuan
seluruh bangsa dengan berdasar pada asas kemanusian dan keadilan sosial.
Geostrategis dalam konteks global merupakan hubungan keterkaitan antara
letak geografis dan strategi perang suatu negara yang di dalamnya menjelaskan
tentang perencanaan dan manajemen perang dalam konteks geografis, fisik, dan
buatan manusia sebagai legran dari karakteristik kawasan operasional militer.
Dalam perkembangannya, perspektif geostrategi tidak hanya tentang aspek
penggunaan kekuatan militer saja, tetapi juga semua operasi yang dimiliki oleh
suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini termasuk di
daLamnya yaitu operasi dalam konteks diplomasi, intelden, ekonomi, dan
hubungan antar-manusia.

Lokasi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Pulau Kalimantan
dinilai sangat strategis bagi sistem pertahanan dan keamanan negara. Terlihat
dari matra darat, lokasi tersebut berdekatan dengan perbatasan darat dengan
Malaysia dengan jarak 2.062 kilometer, terdapat kejahatan transnasional atau
Tlans-National Crtme, konflik horizontal, dan berdekatan dengan lima kekuatan
pertahanan negara multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru,
Malaysia, dan Singapura atau Fiue Pouer Defene Arrantgements (FPDA) dan
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perjanjian keamanan triLateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika
Serikat (AUKUS). Dari matra laut terdapat jalur ALKI ll darr Clrcke Point serta
berdekatan dengan jalur perdagangan dan ekonomi program China atau disebut
OB Belt One Road (OBOR BRI China). Dari matra udara mendekan nUru
Information Regian (FIR) negara tetangga (Singapura FIR, Kinabalu, Manila FIR)
serta dalam radius jelajah Interantinental Baltistb Missil.e (ICBM) dan Rudal
Hg personic negara tertentu,

3.9.2 Urgensi Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan lbu Kota
Nusantara sebagai Salah Satu Center of Gmuity (CoGl

Center of Grauitg (CoG) merupakan konsep multi aspek, yang dapat berupa
wilayah geografis, pada tingkat kenegaraan merupakan pusat pemerintahan dan
pusat perekonomian, narnun dalam tingkat militer merupakan pusat kekuatan,
seperti militer dan objek vital strategis. Bahkan dalam konteks demokrasi, COG
dapat berupa legitimasi politik. Bentuk COG bisa berupa fisik ltangibl{ dan non-
frsrk (intarqible). Ibu Kota Nusantara berada di Kalimantan akan menambah
COG, yang semula hanya Jakarta menjadi bertambah Jakarta dan Ibu Kota
Nusantara. Diversifikasi COG ini menutup kerawanan hancurnya dua fungsi itu
sekaligus dengan satu kali serangan.

Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu COG dan sebagai pusat pemerintahan
serta seringkali menjadi lokasi kegiatan-kegiatan kritikal
kenegaraan dan kegiatan yang bersifat internasional, kemudian memiliki arti
strategis dalam pembangunan postur pertahanan dan gelar kekuatan TTIII,

sehingga membutuhkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang
dapat melindungi Ibu Kota Nusantara dari berbagai ancaman pertahanan dan
gangguan keamanan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu didukung oleh sistem dan strategi
pertahanan dan keamanan yang tangguh, terintegrasi dan modern, Sistem dan
strategi pertahanan secara utuh bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta menyelenggarakan

postur pertahanan negara, pembangunan sistem pertahanan
negara, dan pembangunan kelembagaan, adapun dukungan untuk sistem
pertahanan udara dengan Air Defene ldentification Zone (ADIZ). Sistem dan
strategi keamanan laut upaya untuk untuk mengide ntifikasi segala bentuk objek
terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju Ibu
Kota Nusantara melalui konsep Virtual Marttime Ibu Kota Nusantsra. Sistem dan
strategi keamanan cerdas diharapkan menjadi pilot project terhadap kota cerdas
yang didukung peranti perlengkapan keamanan canggih. Sistem dan strategi
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keamanan siber sebagai upaya dalam menjaga data dan informasi dalam
pemerintahan dengan konsep kadtA Operation Center (SOC).

3.9.3 Sistem dan Strategi Pertahanan

Pembangunan pertahanan di Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari kebijakan
pembangunan pertahanan negara. Untuk menangkal, menyangkal, dan
menghancurkan ancaman pertahanan, sistem dan strategi pertahanan berlapis
ditempuh dengan pertahanan cerdas (smart deferce) yaitu sinergi antara hard
defense berupa pertahanan militer dan sofi defense berupa pertahanan nir-
militer, Selanjutnya pertahanan cerdas ini disinergikan dengan diplomasi total
sebagai wujud dual strategi sistem pertahanan. Pembangunan pertahanan
negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nir-militer diselenggarakan
secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat
semesta.

a. Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara dilakukan untuk
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim
regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif
(actiue defense) dan berlapis (Lageredl dalam rangka menjamin kepentingan
nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan
postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan
kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer
diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok (Essenttal Forel komponen
utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sementara
itu, pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada
peningkatan peran kementerian dan/ atau lembaga dalam menghadapi
(a) ancaman, (b) kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta
(c) sarana prasarana nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

b. Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk
mewujudkan sinergi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi
dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

c. PembangunanKelembagaan

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer ataupun pertahanan nir-
militer diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi
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dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan
ulang serta re strukturisasi kelembagaan.

Untuk melindungi wilayah udara nasional di Ibu Kota Nusantara, sistem
pertahanan negara ditopang dengan sistem informasi udara nasional
melalui penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ZlPUl atau Air
Defense ldentificationZone (ADlZl dalam rangka penegakan kedaulatan dan
hukum di wilayah NKRI. Penerapan ZIPU/ADIZ ditujukan sebagai upaya
identifikasi setiap pergerakan pesawat udara asing, khususnya untuk
pesawat negara lain bila akan memasuki wilayah udara NKRI, untuk
menjamin terlindunginya objek vital nasional, termasuk Ibu Kota Negara.
Penegakan ZIPU /ADlZberada di bawah koordinasi Komando Operasi Udara
Nasional (Koopsudnas) dan selanjutnya akan dibentuk Komando Sektor
baru untuk mengendalikan ruang udara nasional di Ibu Kota Nusantara,

3,9.4 Sistem dan Strategi Keamanan Cerdas (Smart Seatitgl

Selain sistem pertahanan, di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan juga
sistem keamanErn yang canggih dan modern. Sistem keamanan Ibu Kota
Nusantara akan didukung oleh keamanan cerdas yang mengusung konsep
sistem keamanan terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi bahaya,
bencana, dan tindak pidana di lokasi melalui pemanfaatan peranti perlengkapan
keamanan (seanritg sAstem flppofl. Konsep keamanan cerdas yang akan
dibangun di Ibu Kota Nusantara pada tahap awal ini akan menyasar pada
terwujudnya kota yang aman dan terjamin {safe and seanre citgl.

Konsep keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara secara garis besar dibagi menjadi
dua, yaitu (l) pelayanan kepolisian dan (2) pencegahan kejahatan (reducitrg
crime/ preuentionl, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
(KTP/KTA). Pelayanan kepolisian dibagi menjadi (1) Sistem Pengamanan
(Sispam) Kota Modern; (2) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
LaIu Lintas (Kamseltibcarlantas) Modem; (3) l,ayanan tanggap darurat
(em.ergencg and rcspor*el; serta (4) layanan administrasi kepolisian. Adapun
aspek pencegahan kejahatan dibagi menjadi (1) suweilans dan (2) keterlibatan
masyarakat dan berbagai mitra terkait {ammunitg and partner engagementl.
Lebih lanjut, konsep keamanan cerdas lbu Kota Nusantara dideskripsikan pada
gambar di bawah ini.
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Gambar 3-58 Konsep Keamanan Cerdas Ibu Kota Nusantara

Pengendalian sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara akan didukung oleh
beberapa komponen, di antaranya adalah (1) pusat komando atau ammand
enter keamarran cerdas, yang merupakan sistem terpadu berbasis teknologi
informasi dan data ruya (big dafo) (bersumber dari internal maupun kepolisian)
untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan
masyarakat, utamanya bagi kepala satuan kerja atau kepala operasi untuk
melakukan pengkoordinasian tindak lanjut pada situasi darurat maupun
antisipasi situasi yang dapat menimbulkan atau meningkatkan eskalasi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); (2) seanrifu
operatian enter (SOQ dan/atau monitoring oenfer sistem aplikasi pelayanan
kepolisian yalrg melakukan pengawa*al monitoring keamanan jaringan dan
aplikasi terkait pelayanan kepolisian pada pusat data (data centez) Polri di Ibu
Kota Nusantara; serta (31 amputer seanritg incident ,esponse team (CSIRTI
keamanan cerdas atau tim siber khusus yang handal dengan tugas menjaga
keamanan siber, mencegah serEurgErn siber, serta memulihkan sistem digital
(apabila serangan siber tidak berhasil dicegah) pada seluruh infrastruktur digital
yang terkait dengan sistem keamanan cerdas. Penjelasan mengenai masing-
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masing komponen dalam sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara adalah
sebagai berikut:

a. Layanan Tanggap Darurat lEmergencg and Responsel

Pada layanan tanggap darurat, sistem keamanan cerdas akan menyediakan
berbagai upaya untuk dapat memberikan respons cepat dalam menghadapi
insiden dan situasi darurat yang dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi.
Situasi darurat tersebut dapat berupa peristiwa kejahatan' gangguan
kamtibmas, bencana, serta situasi darurat lainnya yang berpotensi
menyebabkan atau eskalasi gangguan kamtibmas.
Dukungan sistem pada layanan tanggap darurat dapat berupa:

1. Pusat panggilan atau call enter (Layanan Polisi 110) merupakan
saluran via telepon bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan
ataupun pengaduan untuk dikoordinasikan melalui pusat komando
untuk langkah tindak lanjut.

2. Tombol panik atau panic button adalah sistem yang dapat membantu
personel Polri terdekat dalam situasi danrrat tempat

terdapat ancaman terhadap orang atau properti dengan pengawasan
melalui pusat komando. Beberapa alternatif lokasi tombol panik dapat
berupa aplikasi pada smartplane ataupun instalasi tombol panik pada
lokasi tertentu/ rawan.

3. Sistem peringatan dini atau earlg utaming sAstem merupakan rantai
sistem komunikasi informasi yang dapat memperkirakan dan memberi
sinyal gangguan yang mungkin berdampak buruk terhadap stabilitas
keamanan kota.

b. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran La1u Lintas
(Kamseltibcarlantas) Modern

Salah satu komponen sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara adalah
sistem kamseltibcarlantas modern dengan sasaran mewujudkan dan
memelihara kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan
menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya
tertib lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas kepada
masyarakat Ibu Kota Nusantara. Sistem kamseltibcarlantas modern Ibu
Kota Nusantara melibatkan otomatisasi beberapa maupun seluruh fungsi
kepolisian di bidang lalu lintas, diantaranya adalah penyekatan dan
pengalihan lalu lintas, penegakan hukum, dan respons cepat lEtick
responsel bidang lalu lintas.
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Keseluruhan layanan lalu lintas di Ibu Kota Nusantara akan
dikoordinasikan melalui traffrc management center (TMC) ' TMC merupakan
pusat komando pengendalian, komunikasi, koordinasi, dan informasi guna
memberikan respons cepat di bidang lalu lintas serta manajemen
keselamatan jalan (roa.d safetg managementl. Terdapat dua alternatif
pilihan untuk operasional TMC. Pertama, TMC dapat bergabung atau
meletakkan fungsi-fungsinya pada pusat komando Ibu Kota Nusantara
dengan beberapa penyesuaian berdasarkan fungsi yang perlu dimiliki TMC.
Kedua, TMC dibangun secara terpisah dari pusat komando, tetapi peranti
kelengkapan surveilans yang dimiliki bersifat satu kesatuan ataupun
terintegrasi dengan perangkat surveilans pusat komando. Contohnya
kamera CCIV, identilikasi pelat nomor Q ate number identification)'
pengenalan wajah $ae recognition), dan berbagai teknologi surveilans
lainnya yang dilengkapi dengan AI bidang lalu lintas (lantas) untuk dapat
mendeteksi pelanggaran, kecelakaan lantas, dan kemacetan, serta
otomatisasi skenario pengaturan lantas (penyekatan dan pengalihan) untuk
menjaga kelancaran ataupun menghadapi situasi darurat/ emergencg
routittg (memfasilitasi pergerakan tim tanggap darurat, misalnya polisi,
pemadam kebakaran, atau ambulans dengan memberikan alternatif rute
berdasarkan lalu lintas terkini). Dukungan sistem untuk mendukung
sistem kamseltibcarlantas modern di Ibu Kota Nusantara adalah sebagai
berikut:

1. SeafitA and safety center menTpakan sebuah sistem yang terintegrasi
antar-pemangku kepentingan di bidang lantas untuk mendukung
keselamatan lalu lintas melalui sistem pemetaan titik rawan
kecelakaanlblaclcspot dan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas
dan pelanggaran. Komponen sistem ini akan didukung oleh
e-manajemen penyidikan (untuk tindak pidana) , eledronic tralftc laut
enforement /ETLE (untuk pelanggaran), sistem speed management,
dan sistem traffic accident earlg waming (TAEW).

2. Electronic registmtion and identificatdon (ERI) merupakan sistem
pendataan registrasi dan identifrkasi kendaraan bermotor secara
elektronik. ERI merupakan basis data untuk pelayanan administrasi
kepolisian di bidang lantas, misalnya pembuatan dan perpanjangan
SIM, STNK, dan BPKB. Selain itu, database ERI juga dapat digunakan
untuk kepentingan penyidikan, surveilans kota, identifikasi identitas
pelanggar lantas, manajemen poin pelanggaran, dan sebagainya. Irbih
tanjut, pangkalan data (d.atabasel ERI juga akan menjadi bagian dari
pusat komando data raya (big data command entefi keamanan cerdas
yang juga memerlukan data eksternal, misalnya data
kependudukan, data pajak kendaraan, atau data ETLE.
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3. Intelligent trallrc analgsis sgstem UNTAN) merupakan sistem informasi,
dan solusi kamseltibcarlantas yang dirancang untuk

berbagai alternatif keputusan dalam menyelesaikan
di bidang lantas dan pelayanan di bidang lantas,

misalnya pengalihan arus, sistem buka tutup, dan/atau alternatif rute
yang tersedia dalam menghadapi situasi darurat.
INTAN perlu didukung oleh teknologi maupun SDM yang mampu
melakukan pengumpulan data raya (big data miningl. Program yang
tersedia pada INTAN terdiri atas (1) sistem informasi yang berisi
informasi kepadatan arus, jalan alternatif, situasi dan kondisi;
(2) kepentingan, waktu tempuh, solusi dan situasi darurat; (3) Sistem
komunikasi; (4) pola-pola penempatan petugas dan pemangku
kepentingan antara kantor belakang @ack olfi@l dan warga, pengguna
jalan, petugas, dan siapa saja yang ada di lapangan; (5) sistem
komando pengendalian yaitu waktu respon rata-rata./ qick response
time (QRT) dan sistem ring; (61 sistem koordinasi; serta (7) pelayanan
terpadu lintas wilayah, fungsi dan pemangku kepentingan.

TtaJfic attitude reard (TAR) merupakan sistem manqiemen poin
pelanggaran lalu lintas. Melalui sistem ini, pengemudi yang telah
mencapai batas maksimum nilai tertentu akan kehilangan haknya
untuk mengemudi (pencabutan SIM). Sistem tersebut diharapkan
mErmpu meningkatkan keselamatan di jalan dan budaya berlalu lintas.

Safety driving oenfer (SDC) merupakan sebuah pusat pendidikan dan
pelatihan keselamatan dalam berlalu lintas. Tlrjuan dari SDC adalah
untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan
pengemudi dalam berkendara dijalan raya, sehingga budaya tertib lalu
lintas dapat terbentuk serta peningkatan keselamatan berkendara
dapat terealisasi. SDC didorong untuk dapat dibangun pada satu area
yang sama dan terintegrasi dengan gedung Pusat Pelayanan Kepolisian
Terpadu. Hal itu disebabkan SDC perlu dimanfaatlan sebagai
mekanisme dalam sistem uji SIM ataupun menjadi bagian dari
mekanisme yang harus ditempuh dalam penerbitan SIM ataupun

4

5

dalam upaya pengemudi untuk
mengemudinya.

kembali hak

c Sispamkota Modern

Sispamkota modern merupakan sebuah prosedur sistem pengamanan kota
yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pedoman begr personel
kepolisian, instansi terkait, dan kesatuan pendukung dalam
penanggulangan gangguan kamtibmas. Prosedur yang diatur dalam
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sispamkota termasuk pol,a pengamanan yang bersifat kontijensi jika
menghadapi perubahan situasi kamtibmas di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
Beberapa potensi gangguan yang dimaksud antara lain di antaranya adalah
konflik sosial, kerusuhan massa anarkis, pendudukan paksa terhadap
simbol negara, Lembaga Negara, perwakilan asing, dan infrastruktur kritis
Ibu Kota Nusantara l,ainnya, bencana alam atau non-alam (situasi tanggap
darurat bencana dan pasca-bencana), serta terorisme.

Frosedur, mekanisme, serta cara bertindak pada situasi tersebut di Ibu
Kota Nusantara akan diatur dalam dokumen terpisah. Namun, secara
umum sispamkota Ibu Kota Nusantara akan diperkuat dengan peranti
perlengkapan keamanan cerdas (seatrifu sgstem suplnrt smart seanritg)lbu
Kota Nusantara dan menjadi bagian dari pelaksanaan operasional sistem
keamanan cerdas itu sendiri. Prosedur dalam sispamkota lbu Kota
Nusantara akan memanfaatkan data raya, AI, dan IoT sehingga alternatif
penangErnan dan keputusan yang dibuat dalam bertindak dapat lebih
terukur dan mempertimbangkan berbagai jenis kerugian daripada
mengambil keputusan dengan cara manual. Selain itu, sispamkota Ibu Kota
Nusantara yang telah memanfaatkan peranti perlengkapan keamanan
(seatitg sgstem supporfl ini juga akan meningkatkan kecepatan respons,
baik dalam pengambilan keputusan, maupun pengerahan
personel/pasukan. Seluruh pemangku kepentingan terkait akan terhubung
dengan sistem yang ada dan pengoordinasiannya akan dilakukan dengan
lebih mudah dengan bantuan sistem tersebut.

Peranti perlengkapan keamanan (seatritg sgstem ilpporq yang akan
berperan besar dalam sispamkota Ibu Kota Nusantara adalah teknologi
surveilans, terutama analisis video cerdas (smart uideo analysis) untuk
memprediksi volume kerumunan, deteksi pergerakan mencurigakan,
deteksi material/ barang berbahaya /terlarang yang dibawa oleh orang
dalam kerumunan, pengenalan wajah (fae reognitbn), menampilkan
alternatif/ saran tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian
dan pemangku kepentingan terkait, serta sistem lainnya yang dapat
mendukung pengamanan kota.

d. Pelayanan Kepolisian Terpadu

Pelayanan kepolisian terpadu merupakan salah satu komponen sistem
keamanan cerdas yang utama dalam pelayanan kepolisian yang dapat
dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-
sehari.
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Selama ini, Polri memiliki fasilitas sentra pelayanan kepolisian terpadu
(SPKT) yang merupakan beranda terdepan dari layanan kepolisian. Adapun
pelayanan SPKT mencakup Laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan
polisi (STTPLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan
(SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat
keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan
(STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian, surat
rekomendasi izin usaha jasa pengamatan, dan surat izin mengemudi (SIM),
dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Selain itu, SPKT juga
berfungsi untuk pengoordinasian dan pemberian bantuan serta
pertolongan (penanganan TKP, turjawali, dan pengamanan), pelayanan
masyarakat melalui berbagai media, serta penyajian informasi umum yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan
pelayanan kepolisian terpadu sebagai bagtan sistem keamanan cerdas lbu
Kota Nusantara al<an dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan
kepuasan masyarakat dalam mendapatkan seluruh komponen layanan di
atas.

Terdapat dua model pelayanan kepolisian terpadu yang akan tersedia di Ibu
Kota Nusantara. Pertama,la5ranan pada gedung pusat pelayanan kepolisian
terpadu yang dilal<ukan secara tatap mt:Jr* Kedua, layanan pada aplikasi
pelayanan kepolisian terpadu yang dapat diakses secara daring. Sasaran
jangka pendek dan jangka menengah yang akan disasar oleh pelayanan
kepolisian terpadu di Ibu Kota Nusantara diantaranya adalah:

1. data mengalir/integrasi penuh seluruh data yang dibutuhkan dalam
pelayanan (terdapat beberapa pelayanan yang bisa dilakukan
sepenuhnya tanpa tatap muka dengan petugas);

2. ketepatan waktu pelayanan sebagaimana komitmen yang
diperjanjikan;

3, tidak ada pungutan liar;
4. kelancaran dan kemudahan dalam mengakses layanan ataupun

informasi terkait layanan;

5. penyediaan fitur/ informasi bagi masyarakat untuk mengetahui
status/progres dari dokumen yang sedang diajukan; dan

6. penyediaan fitur/mekanisme yang aman bagi masyarakat untuk
melaporkan ketidakpuasan/ penyelewengan yang terjadi serta tindak
lanjut atas laporan tersebut yang dapat diakses oleh pelapor.
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Untuk mendukung hal tersebut, pel,ayanan kepolisian terpadu pada sistem
keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara akan didukung oleh mekanisme yang
lebih mudah, data raya, monitorilq enter/SOC dan CSIRT yang bekerja
7x24 jam untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem, SDM
yang humanis dan memiliki kompetensi pelayanan, aplikasi yang
memiliki antarmuka pengguna aplikasi luser interfae/ user
exprienel yang mudah digunakan unluk Ssftagai kalangan/umur, tim
pengkajian dan yang bertugas untuk meningkatkan
pengalaman/ kepuasan masyarakat dalam menerima layanan, serta gedung
pelayanan yang layak serta ramah anak dan penyandang disabilitas.

Surveilans

Sistem surveilans pada sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara dapat
sebagai garda terdepan sistem dalam mendeteksi

pelanggaran, kejahatan, dan gangguan kamtibmas. Hampir seluruh
sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara bergantung pada

sistem surveilans.

Keterlibatan Masyarakat dan Berbagai Mitra terkait (Communitg ottd. Partner
Erryagembnt)

Penerapan keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara tidak dapat terlaksana
hanya dengan pembangunan teloeologi dan infrastruktur saja. Sistem
keamanan cerdas perlu didukung dengan kerja sama dan keterlibatan
masyarakat dan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk (i) meningkatkan

masyarakat kepada polisi dengan komunikasi kreatif dan
kolaborasi antara kelompok masyarakat, kelompok bisnis, dan pemerintah;
(ii) melakukan intervensi dini dengan bekerja sama dengan kelompok
masyarakat untuk mencegah dan mengurangi eskalasi gangguan
kamtibmas; serta (iii) ketahanan masyarakat, khususnya
pada kelompok rentan, melalui inisiatif keamanan (seanritg initiatiuel.

Tugas pokok dari komponen sistem ini berbentuk preemtif, preventif, dan
strategi proaktif dalam mencegah kejahatan. Secara umum, sistem ini
dapat dibagi ke dalam dua komponen kegiatan, yaitu sistem keamanan
lingkungan lneigltbourtaod uatcll dan kolaborasi dengan masyarakat dan
pemerintah. Bentuk kerja sama atau strategi yang dilakukan dapat berupa
pengembangan strategi inovatif dalam penyebaran informasi dan
menumbuhkan partisipasi masyarakat; pemanfaatan media sosial sebagai
sumber informasi waktu nyata (real timel dalam identifikasi strategi
pelayanan kepolisian yang dibutuhkan oleh masyarakat; kolaborasi dengan
berbagai pihak untuk mendukung berbagai acara masyarakat; kolaborasi
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untuk mencegah dan mengurangi residivisme, mencegah viktimisasi
berulang, dan melindungi kelompok rentan; dukungan dalam strategi
deteksi dan pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak;
dukungan terhadap inisiatif program keamanan dan keselamatan yang
dibentuk masyarakatl serta kolaborasi dengan berbagai sektor pemerintah
yang terkait dengan pencegahan kejahatan.

3,9.5 Sistem dan Strategi Keamanan Siber

Dalam penerapan model Industri 4.0 pada Ibu Kota Nusantara, model digitalisasi
dalam penerapan eLedronic gouernm.ent menjadi tujuan yang akan di
implementasikan di Ibu Kota Nusantara. Peran digitalisasi ini membutuhkan
pengkajian yang mendalam terhadap kebutuhan sumber daya baik dari segi
infrastruktur perangkat jaringan, SDM, sistem yang akan dimanfaatkan, serta
aspek keamanan di ranah siber. Berkaitan dengan perpindahan lbu Kota Negara
ini setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi
pemerintah, dalam hal penataan tata kelola teknologi informasi, di antaranya
yakni:

a. Peralihan sistem legacy milik kementerian/lembaga (baik dari aspek
infrasruktur, aplikasi, keberlangsungan layanan publik).

b. Strategi pengalihan sistem legacg milik kementerian / lembaga ke Pusat
Data Nasional atau Pembangunan Infratsruktur Teknologi Informasi baru
pada Ibu Kota Nusantara.

c. Arsitektur tata kelola teknologi informasi pada lbu Kota Nusantara (apakah
melalui konsep sentralisasi atau desentralisasi).

Tantangan lain yang timbul dari perpindahan Ibu Kota Negara ini adalah konsep
kota cerdas yang diusung pada Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi pembeda
dengan kondisi saat ini. Secara umum konsep kota cerdas merupakan upaya
bagaimana membangun layanan yang efektif, efisien dan berkelanjutan yang
memenuhi kebutuhan dari penduduk yang tinggal pada suatu kota sehingga
kualitas hidup pada kota tersebut semakin meningkat. Konsep kota cerdas yang
memungkinkan berbagai infrastruktur dan aset dapat saling terhubung dan
dapat dikelola secara terpusat, akan membutuhkan dukungan teknologi baik
Information teclmologg (IT) dan Operational Teclutologg (OT) seperti sensor,
kamera, Intemet ofThittgs (IoT) dan perangkat lainnya dengan jumlah yang relatif
besar, Selain itu akan terdapat data yang didistribuskan dan ditransaksikan
yang perlu dilindungi keamanan dan keotentikannya untuk mencegah gangguan
terhadap layanan yang mendukung keberlangsungan kota cerdas.
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Perlindungan terhadap aset dan infrastrukhrr Informasi khususnya yang
bersifat vital terutama terhadap risiko kegagalan fungsi atau serangan siber
perlu menjadi fokus perhatian, mengingat infrastruktur informasi yang terdiri
atas IT dan OT akan menjadi pemampu keberlangsungan seluruh layanan kota
cerdas. Kegagalan atau gangguan terhadap fungsi tentunya akan menimbulkan
risiko terganggu atau terhentinya layanan, baik layanan telekomunikasi,
transportasi, sumber listrik/ energi, layanan publik, layanan pemerintahan dan
layanan lain yang memiliki ketergantungan infrastruktur Informasi,

3.9.5.1 Tantangan pada Keamanan Siber Kota Cerdas

Kota cerdas kerap kali dikaitkan dengan akses informasi yang mudah
dimanapun dan kapanpun yang dimungkinkan dengan adanya keterhubungan
antar-seluruh perangkat sensor/IoT, perangkat komputasi, sistem layanan
berbasis doud., data, infrastruktur, dan aplikasi. Semakin meningkatnya
hiperkonektivitas dan digitalisasi layanan pada kota cerdas, disatu sisi hal ini
memberikan dampak yang positif, salah satunya dengan peningkatan kecepatan
l,ayanan kepada masyarakat, namun di sisi lain hal ini menimbulkan akselerasi
potensi ancaman keamanan siber apabila tidak direncanakan dengan baik.
Untuk mengatasi permasalahan ini maka seluruh pemangku kepentingan
terkait, harus menjadikan keamanan siber sebagai bagran integral yang harus
direncanakan sejak awal sehingga tidak terpisahkan dari tata kelola, desain, dan
operasional kota cerdas yang akan dibangun.

Keamanan siber tidak terbatas hanya pada isu-isu teknikal seperti mahtare dan
serangan denial-of-seruioe tetapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan
faktor manusia seperti kesalahan manusia (human error) dan kecurangan
(in sider deception). Meski ruang siber berada pada jaringan frsik yang terdiri atas
elektron, transmisi, dan komputer, ruang siber merupakan ruang yang
diciptakan dengan sengaja oleh manusia yang 'tunduk' pada kekuatan
penemuan manusia. Dengan kata lain, faktor manusia dalam isu keamanan
siber masih menjadi faktor utama yang menentukan intensi dari serangan siber,
apakah serangan ditqiukan sebagai bentuk disrupsi politik atau murni aktivitas
kejahatan siber seperti penipuan Vraudl, spam, pengelabuan @hisittgl,
ransomu)@re, dan lain sebagainya. Beberapa faktor risiko yang dapat menjadi

rIE

faktor kunci dalam
cerdas antara lain:

mempertimbangkan risiko keamanan siber pada konsep kota

a.
b.
c.

konvergensi antara IT dan OT;
interoperabilitas antara sistem lama dengan sistem baru;
integrasi layanan dan dependensi layanan melalui IoT dan teknologi digital.
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Konsep Ibu Kota Nusantara merupakan proyek pengembangan kota yang
memanfaatkan perkembangan di berbagai bidang dalam menyelesaikan
masalah fisik, sosial, dan ekonomi demi meningkatkan kualitas hidup.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini tentunya akan sangat bergantung pada
teknologi informasi. Kebergantungan pada teknologi informasi ini menimbulkan
efek positif yaitu kemudahan dalam berbagai aspek baik pemerintahan maupun
sosial, namun demikian pengelolaan kota cerdas lbu Kota Nusantara juga
menimbulkan tantangan, seperti:

a. Kcaoanan opcredonal l0petwtTonal *antttgll, layanan kota cerdas
umurnnya membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Tantangannya
adalah menghadapi serangan terhadap ketersediaan data.

b. Hvaei D*alDo,taprttto4ry/l, beberapa layanan kota cerdas mengelola data
yang bernilai. Tantangannya adalah bagaimana mengamankan data
tersebut.

c. Peannbrlaa PcraagLat Lunak ltufiuntc po,tahl@l, jumlah perangkat
yang banyak dan tersebar, memberikan tantangan berupa baga.imana
melakukan updatirq sea)ritA patching.

d. Ideatltst lldentily of thhtgs), dengan belum ada standar, maka
tantangannya perlu pendekatan tertentu untuk mengelola identitas untuk
otentikasi.

t- bagaimana mekanisme pencatatan euent-log yang efisien untuk
perangkat yang banyak dan tersebar.

3.9.5.2 Analisis Implementasi Keamanan Siber pada Kota Cerdas

Keamanan dalam pelaksanaan kota cerdas adalah sebuah upaya dalam menjaga
data dan informasi dalam pemerintahan. Keamanan infrastruktur dan
keamanan informasi sangat dipertimbangkan dalam pelaksaan kota cerdas
karena akan memaksimalkan pelayanan pemerintah. Hal ini merupakan
tantangan bag BSSN, selaku institusi pemerintah yang bertugas

keamanan siber nasional, dalam mewujudkan keamanan
siber bqgl Ibu Kota Nusantara yang selaras dengan konsep kota cerdas, Respon
ideal yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah
dengan memberikan jaminan pengamanan dan pelindungan menyeluruh
dimulai dari deteksi dini, monitor, respon, hingga pemulihan serangan.
Pendekatan holistik terhadap penerapan keamanan muflak diperlukan,
mengingat pendekatan teknologi semata tidak akan menyelesaikan seluruh
permasalahan keamanan. Diperlukan dukungan dengan pendekatan terhadap
aspek SDM dan aspek proses yang menyertai aspek teknologi, di mana
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pembangunan Ibu Kota Nusantara melibatkan seluruh pemangku kepentingan
terkait baik pada sektor pemerintah, pelaku industri, penyedia atau pemasok
teknologi/layanan, kontraktor atau pihak ketiga serta masyarakat itu sendiri.

Keamanan siber yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara akan mengacu pada
qber seanrity framework atau kerangka kerja keamanan siber, dalam hal ini
menggunakan qber seanitg frameuorkNlST, yang menggambarkan lima fungsi
dalam siklus keamanan siber yaitu identifg, proted, detect, respond, dan reauer.
Adapun definisi untuk masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

a. Identifrkasi (Identiful): Mengembangkan pemahaman organisasi untuk
mengelola risiko keamanan siber terhadap sistem, aset, data, dan
kemampuan.

(Protedl: Mengembangkan dan perlindungan
yang sesuai untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur penting,

Deteksi (Detcc'tl: Mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai
untuk mengidentifikasi te{adinya peristiwa keamanan.

Menanggapi (Respozrd): Mengembangkan dan mengimplementasikan
kegiatan yang sesuai ketika menghadapi peristiwa keamanan yang
terdeteksi.

Pemulihan (Remuefl: Mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang
sesuai untuk ketahanan dan untuk memulihkan kemampuan atau layanan
apa pun yarlg mengalami gangguan karena peristiwa keamanan tersebut.

Terkait fokus utama perlindungan pada tata kelola cerdas yang merupakan
salah satu dimensi kota cerdas merupakan gambaran dari tata kelola
pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan
yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga
menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan
selalu melakukan perbaikan. Pembangunan keamanan tata kelola cerdas dalam
kota cerdas diarahkan selaras dengan kebijakan keamanan dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun dalam kota cerdas, siklus kerangka kerja keamanan siber dapat
diterapkan pada perlindungan setiap proses. Terdapat 4 kategori yang akan
diidentilikasi dalarn kota cerdas yaitu kategori Tata Kelola, Layanan, AU OS,
dan Aset yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) aspek yaitu aspek manajemen
dan aspek teknis.

b.

c,

d.

e
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a. Kategori Tata kelola

Kategori ini mencakup upaya seluruh kota cerdas, penetapan arah
tindakan, penrmusan aturan dan kebijakan dasar, serta pembangunan
struktur organisasi. Dalam konteks keamanan, perlu dirumuskan
kebijakan dasar tentang keamanan kota cerdas secara keseluruhan,
membuat aturan untuk langkah-langkah keamanan dalam situasi
biasa/darurat, dan membangun organisasi yang mengontrol langkah-
langkah keamanan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam
keamanan siber pada kategori ini antara lain:

l. Penetapan kebiiakan dasar tentang keamanan di organisasi dan rantai
pasokan dengan mempertimbangkan penilaian risiko dan siklus hidup
data, tentukan standar ukuran keamanan, ruang lingkup tanggung
jawab, tingkat toleransi risiko, dan dibagikan dengan tepat di antara
berbagai pemangku kepentingan.

2. Pengembangan peran dan tanggung jawab keamanan, sistem
manajemen informasi, dan metode berbagi informasi di organisasi.

3. Pengembangan aturan yang mempertimbangkan undang-undang dan
peraturan domestik dan internasional seperti undang-undang
mengenai perlindungan informasi pribadi, peraturan perundang-
undangan untuk untuk promosi pemanfaatan data publik-swasta,
serta peraturan perundang-undangan mengenai bisnis dan pedoman
industri di masing-masing bidang.

b. Iktegori Layanan

Kepentingan dan informasi yang ditangani berbeda tergantung pada
layanan dan model bisnis, maka perlu untuk diidentikasi fungsi dan
informasi yang akan dilindungi dalam layanan dan mengambil langkah-
langkah keamanan untuk melindunginya dengan tepat.

Terkait dengan keamanan siber, hal-hal yang perlu menjadi
pada kategori ini antara lain:

1. Identilikasi fungsi dan informasi yang harus dilindungi sehubungan
dengan layanan yang diberikan.

2. Penghapusan kerentanan yang terkait dengan pelanggaran konten
layanan dan kerentanan lainnya dari layanan pada fase perencanaan,
desain, dan pengembangan.

3. Pemeriksaan atau monitoring ommand dar: request ilegal ke aplikasi.
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Kategori CW OS

Kategori ini diposisikan sebagai inti dari seluruh sistem kota cerdas,
kategori ini juga memiliki fungsi platform yang mengklasifikasikan dan
menyimpan informasi yang oleh kategori Aset dan
menyediakan data ke Layanan atau Citg OS lainnya.

Karena Citg OS secErra umum diasumsikan menggunakan infrastruktur
cloud, maka diperlukan penerapan langkah-langkah keamanan cloud
umum dari sudut pandang keamanan platform itu sendiri. Selain itu,
mengamankan distribusi data di dalam Citg OS, melindungi data yang
ditangani, konstruksi/operasi dengan sedikit kesalahan pada titik koneksi
dengan kategori lain, dan pemeriksaan dan penerapan langkah-langkah
keamanan untuk perlindungan data diperlukan peran dalam kategori ini.
Beberapa yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Enkripsi komunikasi dengan pihak luar yang melalui jalur Internet.

2. Penerapan kontrol akses yang sesuai pada komunikasi dari luar ke OS
Kota.

3. Penerapan otentikasi untuk akses oleh operator pemeliharaan OS Kota
untuk memverifikasi identitas mereka.

4, Penanganan informasi penting seperti informasi pribadi dengan baik
seperti menyimpannya dengan enkripsi dan menghapus informasi
yang tidak perlu.

5. Pembaruan versi OS seruer, middleutare, perang!<at lunak, dan lain-
lain secara berkala.

6. Pemantauan status sistem dan mendeteksi terjadinya kesalahan
dalam sistem.

7, Pemantauan status perangkat dan mendeteksi terjadinya kelainan
pada perangkat.

Kategori Aset

Kategori Aset adalah area yErng memiliki koneksi langsung dengan area
fisik, dan merupakan kategori yang menghasilkan data yang diperlukan
untuk memecahkan masalah regional dan mengirimkannya ke Citg OS.
Dalam kategori ini, perlu mempertimbangkan keamanan perangkat fisik,
jaringan, dan perangkat relai untuk mendistribusikan data ke CAg OS.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keamanan siber pada
kategori ini antara lain:

d.
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Pembaruan versi firmuare dan perangkat lunak perangkat secara
berkala.

Enkripsi komunikasi dengan pihak luar melalui internet.

Perlindungan perangkat secara fisik.

3.9.5.3 Rencana Penerapan Strategi Keamanan Siber

Dalam penerapan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara, infrastruktur TIK akan
menjadi business enabler bagi keberlangsungan Ibu Kota Nusantara.
Kebergantungan pada teknologi informasi yang sangat tinggi membutuhkan
perencanaan dan strategi yang matang khususnya terkait dengan strategi
keamanan dan ketahanan siber yang meqiaga keberlangsungan proses bisnis
Ibu Kota Nusantara.

Terdapat tiga indikator yang menopang keberhasilan implementasi strategi
keamanan dan ketahanan siber yaitu SDM (people), kebijakan, dan tata kelola
(process) dan teknologi (tecfuologgl yang harus bersinergi satu sama lain. Dalam
membangun kapasitas dan kapabilitas keamanan siber di Ibu Kota Nusantara,
landasan awal yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur penunjang yang
terkait dengan sarana dan prasarana esensial yang mendukung kinerja SDM
dan teknologi sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM keamanan yang
dibutuhkan diantaranya adalah lahan dan gedung yang memiliki letak
strategis dan didukung oleh infrastrukhrr jaringan telekomunikasi yang
baik;

b. Untuk infrastruktur teknologi yang diperlukan adalah infrastruktur
jaringan telekomunikasi, infrastruktur teknologi pemantauan ancaman
siber, perangkat serta infrastuktur perimeter keamanan baik dalam ruang
lingkup keamanan lisik maupun non-fisik; dan

c. Untuk menjamin ketersediaan informasi dan layanan yang tinggi
diperlukan infrastruktur yang menunjang Pusat Rekam Cadang Data
Strategis Nasional di Ibu Kota Nusantara.

Sebagai langkah implementasi dari strategi keamanan dan ketahanan siber di
Ibu Kota Nusantara, BSSN akan membentuk Special Seafiitg Operation Center
(SSOC) atau disebut juga sebagai Pusat Operasi Keamanan Siber Khusus Ibu
Kota Nusantara dan Compnter fuanritg Incident Response ?eam (CSIRT) Khusus
Ibu Kota Nusantara. Tujuan pembentukan SSOC dan CSIRT Khusus Ibu Kota
Nusantara adalah adalah membangun kesiapan pemantauan, pengelolaan
insiden serangan siber dan meningkatkan integrasi dan sharirq data informasi

I

2

3
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dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan
dihadapi sehingga pen5rusunan strategi berorientasi pada hasil dan dihara
dapat diimplemen tasikan dalam proses pembangunan kota cerdas di lbu

antar-para pemangku kepentingan terkait (baik pemerintah, swasta, dan
komunitas siber lainnya) di ruang lingkup Ibu Kota Nusantara. ssoc perlu
dibentuk sebagai wujud dari kehadiran negara dalam melindungi bangsa
Indonesia dalam konteks melakukan monitoring keamanan ruang siber dalim
ruang lingkup Ibu Kota Nusantara, SSOC Ibu Kota Nusantara akan memegang
operasi keamanan siber di lbu Kota Nusantara yang meliputi pemantauan
keamanan siber, pusat kontak siber, serta tata kelola keamanan informasi dan
infrastruktur. selain SSoc perlu dibentuk juga comptter seanrifu Incident
Response ?eam (csIRT) Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai peLaksana
keamanan siber dalam ruang lingkup pengelolaan insiden keamanan siber di
Ibu Kota Nusantara. CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung
jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi lapoian aan at<tivitai
insiden keamanan siber. Keberadaan csIRT Ibu Kota Nusantara sangat
dibutuhkan guna mengelola insiden keamanan siber secara cepat dan tepat.
csIRT Khusus Ibu Kota Nusantara akan memberikan layanan 

-yang 
meliputi

aspek manajemen insiden keamanan siber yang meliputi tiiasJ insiden,
koordinasi insiden, dan resolusi insiden.
Aspek Keamanan Siber pada kota cerdas Ibu Kota Nusantara diformulasikan

yang
pkan
Kota

Nusantara. Keberhasilan penerapan konsep keamanan siber pada kota cerdas
di Ibu Kota Nusantara tergantung dari komitmen, konsistensi, sinergi, dan
kolaborasi yang baik antara instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
sektor terkait untuk mengimplementasikannya. Adapun komponen aspek
keamanan siber yang akan tasikan dalam kota cerdas lbu Kota
Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola (Gouemanel

a) Pembentukan Organisasi: pembentukan Dewan Tata Ke1ola
Keamanan Siber Ibu Kota Nusantara atau pembentukan Tim
Persiapan Securc Snart Capital City yang terdiri atss BSSN serta
antar-kementerian/ lembaga terkait.

b) Penyusunan kebijakan dan Grand Desain Keamanan Siber Ibu
Kota Nusantara:
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1) Grud desain arsitektur keamanan jaringan intra-
pemerintah, gerbang internet, mekanisme berbagi data,
aplikasi, layanan cloud pada Ibu Kota Nusantara.

2l Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi pada Ibu Kota
Nusantara.

3) Kriteria penerapan keamanan siber dan panduan keamanan
pada data, teknologi, layanan, infrastruktur, sensor yang
diterapkan pada Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:
a) Standar Keamanan: Network Seatitg, Industrial Control

Searitg Sgstem, Cloud Seatitg, Cgberseanritg, Secure
Interoperabilitg System, Seatritg bg Design Architecture,
*anre Blockchnin, *anre IoT, *atre Artificial
Intelligene (AI), kqtre Big Data, dan lainnya.

b) Standar Tata Kelola Keamanan Siber pada
Kementerian/kmbaga Ibu Kota Nusantara.

c) Standar Keamanan Jaringan pada Kementerian/
Lembaga Ibu Kota Nusantara.

d) Standar Keamanan Aplikasi pada Kementerian/
Lembaga lbu Kota Nusantara.

e) Standar Keamanan Pertukaran Data pada
Kementerian/Lembaga Ibu Kota Nusantara.

f) Standar Keamanan Perlindungan Data pada
Kementerian/Lembaga lbu Kota Nusantara.

g) Standar Pusat Data dan Jaring Komunikasi.

h) Pengujian Keamanan terhadap Layanan sebelum dan
setelah Go Liue.

i) Kriteria Tingkat Kematangan Keamanan Siber Ibu Kota
Nusantara.

j) Rancangan Arsitektur Sistem Keamanan pada Cloud
*ruie Ibu Kota Nusantara.

Penyiapan SDM

a) Pen5napan strategi penyiapan sumber daya manusia keamanan
siber pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kota
cerdas Ibu Kota Nusantara merujuk pada Peta Okupasi Nasional
Keamanan Siber.
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b) Sertifikasi SDM pengelola SPBE dan kota cerdas Ibu Kota
Nusantara.

c) Penyiapan strategi kesadaran keamanan

3

pemangku kepentingan.

d) Edukasi dan literasi budaya kesadaran keamanan siber pada
pemangku kepentingan.

I dentifi kasi lldentifV )
a) Penyusunan kebijakan pengelolaan aset, risiko, dan ancaman.

b) Melakukan penilaian risiko secara menyeluruh mengenai
teknologi, layanan, aplikasi, dan rancangan konsep kota cerdas
dan SPBE pada Ibu Kota Nusantara.

c) Pengelolaan aset dan risiko keamanan siber pada Ibu Kota
Nusantara.

d) Melakukan evaluasi keamanan pada teknologi dan aplikasi yang
digunakan pada layanan pemerintahan maupun layanan kritikal
lainnya di Ibu Kota Nusantara,

e) Melakukan penilaian tingkat kematangan keamanan siber pada
kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada
Ibu Kota Nusantara.

Pelindungan (Protectl

a) Penyusunan kebijakan terkait pelindungan.

1) kriteria penerapan keamanan siber dan panduan keamanan.

2l kebijakan terkait data pribadi/privasi melalui
seanritg piuacy bg design.

3) Kebijakan penerapan sertifikasi keamanan perangkat/
devie.

b) Pembangunan infrastruktur intra-pemerintah pada Ibu Kota
Nusantara, seanre netutork gouemment.

c) Membangun gerbang internet (one door policyl, di mana koneksi
internet yang masuk ke dalam Ibu Kota Nusantara harus masuk
melewati gate yaflg sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4
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5. Deteksi lDetectl

a) Penyusunan kebijakan terkait deteksi.

1) Kebijakanpengendalianinformasi.

2l Keb[iakan dalam mengantisipasi serangEm siber bersifat
sosial melalui monitoring dan profiling yang terkait dengan
penyebaran informasi ilegal tentang Ibu Kota Nusantara.

b) Percepatan UPT Sertifikasi Kelaikan dan Sertilikasi Tlustmark
E*ruie dar: sistem elektronik pemerintah.

c) Membangun platform berbagi informasi dan alih pengetahuan
terkait dengan keamanan siber antar-pemangku kepentingan di
Ibu Kota Nusantara.

d) Menyusun Rancangan Arsitektur Sistem Keamanan dan
Monitoring Keamanan pada Pusat Data Nasional.

e) Membangun Spesial Seanitg Operation Center (SSOC), dalam
rangka Monitoring Serangan Siber yang khusus ditqiukan kepada
Ibu Kota Negara yang akan terkoneksi dengan National kanitg
Operation Center (NSOC) untuk melakukan sinkronisasi terkait
Cgber Threat Inteligene lCTll.

f) Membangun infrastrukturpengendalianinformasi.

g) Pengembangan kemandirian teknologi keamanan siber untuk
komunikasi pemerintah, seperti seclne messanger dan video
onferene karya mandiri untuk seanre channel. Pengembangan
kemandirian teknologi keamanan siber untuk komunikasi
pemerintah, seperti sedtne rnessdnger dan uideo anferene karya
mandiri untuk secure channel.

h) Monitoring keamanan siber dari ancaman dan serangan siber
pada layanan pemerintahan dan kota cerdas.

i) Monitoring €rncaman siber bersifat sosial melalui monitoring dan
profiling yartg terkait dengan penyebaran informasi ilegal tentang
Ibu Kota Nusantara di masyarakat.
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Respon (Response)

a) Penyu.sunan kebijakan terkait respon.

b) Pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber pada
Pemangku Kepentingan.

c) Peningkatan kapasitas GovtCSIRT dengan penanganan insiden
secute smant build@ gouernent dan pelayanan pemerintah
berbasis elektronik (egouerm.ent seruies).

d) Pengelolaan insiden keamanan siber secara efektif, melalui
penerapan endpoint lifecyde, termasuk simulasi simulasi
manajemen krisis (BCP/DRP).

e) Cgber exercbe terhadap seluruh pemangku kepentingan di Ibu
Kota Nusantara.

f) Forensic digital.

Pemulihan (Reauer)

a) Penyusunan kebijakan terkait Pemulihan

Dalam hal ini yang akan diperlukan kebijakan keamanan
informasi pusat data dan pusat data cadangan strategis yang
terdiri atas pengamanan ruang server, pengamanan data center
(lingkungan data enter, konstruksi fisik data center, fasilitas
pendukung data enter, akses ke d,alarrr data @nter, pengarrtanan
di dalam data enter, pengamanan koneksi perangkat ke data
center, pengendalian operasional dan layanan) dan pengamanan
remauable media di dalarn dala enter.

b) Membangun pusat data cadangan strategis dalam rangka
menjamin ketersediaan jaringan komunikasi yang aman di Ibu
Kota Nusantara yang terbentuk dalam kota cerdas, sehingga tidak
mengganggu komunikasi yang sedang berjalan di pemerintahan.

3.9.6 Sistem dan Strategi Keamanan Laut

Sistem keamanan laut di Ibu Kota Nusantara diperkuat dengan gerbang
maritim virtual. Gerbang maritim virtual merupakan sebuah gerbang modern
dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa sistem
teknologi modern dengan arsitektur imajiner untuk memastikan pergerakan
orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permukaan

6

7
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ataupun bawah laut dapat terkuantifikasi dengaa tepat. Posisi gerbang maritim
virfual Ibu Kota Nusantara Indonesia akan diletakkan di Selat Makassar, yang
diapit oleh dua puLau besar yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Fungsi dari
Gerbang Maritim Virtual Ibu Kota Nusantara di Selat Makassar adalah untuk
mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang
melintasi Selat Makassar menuju lbu Kota Nusantara.

Arsitektur gerbang maritim virtual Ibu Kota Nusantara di Selat Makassar
dibangun dengan menggunakan elemen-elemen sistem teknologi modern yang
ada saat ini, Elemen-elemen teknologi terdiri atas sensor, platform buoy, sistem
komunikasi, ground ddtd terminnl, sofiware analisis data, dan truman intedae
untuk kebutuhan keputusan. Elemen sistem teknologi gerbang
maritim virtual Ibu Kota Nusantara di Selat Makassar terdiri atas dua modul
sistem deteksi dini terapung, yaitu dua modul ground data terminal, dan pusat
kendali informasi. Modul sistem deteksi dini terapung merupakan sistem
deteksi yang marnpu mendeteksi pergerakan objek di permukaan dan bawah
laut serta yang mampu data-data digital ke pusat kendali
informasi. Selain itu sistem deteksi dini terapung juga mampu menyediakan
catu daya yang independen. Elemen teknologi sistem deteksi dini terapung
terdiri atas platform buog, catu daya, sensor aktif dan pasif, reeiuer,
tran smitter, dan microanlfoller. Modul ground data terminal adalah sistem
teknologi yang berfungsi untuk menangkap semua data yang berasal dari
sistem deteksi dini terapun g. Ground data terminal merupakan sistem yang
berada di daratan daerah terdekat dengan sistem deteksi dini yang masih
memungkinkan untuk melakukan komunikasi intemet dengan memanfaatkan
jaringan telekomunikasi yang telah ada. Data yang telah diterima oleh grounl
data terminal selanjutnya diteruskan ke pusat kendali informasi, Jenis data
yang diterima ini diklasifikasikan berdasarkan sensor yang menerima data
tersebut.

3.9.7 Dukungan Intelijen Negara

Lingkungan strategis berubah dengan sangat cepat, negara secara umum dan
Ibu Kota Nusantara secara khusus akan menghadapi tantangan dan ancaman
yang semakin kompleks dan tidak jelas. Dukungan intelijen akan tetap fokus
dalam menghadapi tantangan konvensional dari musuh negara, kemqjuan
teknologi telah mendorong perubahan secara evolusioner dan revolusioner di
lintas medan dan sektor. Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai ujung tombak
intelijen negara di Ibu Kota Nusantara harus menjadi lebih tangkas, inovatif, dan
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tangguh dalam berurusan dengan ancaman tersebut. Ibu Kota Nusantara
sebagai pusat akan jadi magnet untuk pembangunan dan

ekonomi Indonesia di luar Pulau Jawa, akan membutuhkan
kesiapan dalam mencari dan mengolah informasi intelijen. Informasi-informasi
inteliien ini nantinya akan dikumpulkan oleh BIN melalui sistem dan sensor
yang akan dibangun dan dikelola oleh BIN di Ibu Kota Nusantara.

Antisipasi terhadap ancaman yang dapat menggzrnggu stabilitas keamanan
menjadi prioritas dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk Ibu
Kota Nusantara. Sebuah sistem deteksi dini learlg uaming sgsteml ancaman
dibangun melalui dukungan intelijen negara di Ibu Kota Nusantara untuk
memitigasi risiko ancaman keamanan yang dapat mengganggu proses
pembangunan dan kehidupan negara. Dukungan intelijen ditujukan untuk
mencegah, menangkal, serta menanggulangt seanritg threat di Ibu Kota
Nusantara. Hal tersebut dilaksanakan melalui analisa dan rekomendasi intelijen
yang disampaikan kepada Presiden dan perangkat keamanan negara lainnya.
BIN sebagai operator intelijen negara akan fokus untuk membangun kantor
satelit beserta teknologi pendukung intelijennya pada Tahap 1 pemindahan Ibu
Kota Nusantara.
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